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WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
vang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pemenntahan  dan  pelayanan  publik, perlu
dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan
Pemerintah Daerah;

bahwa dalam rangka mendukung proses penataan
birokrasi untuk mewujudkan sistem
penyvelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif
dan efisien, perlu dilakukan penyederhanaan
struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan
penyesuaian sistem kerja;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan
Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu
menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat 11 Palu
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...



Menetapkan

Undang-indang Momar 232 Tahun 2014 tencang
Pemenntahan Dacrah (Lembaran Ncgara REepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2944, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
sebapgaimana telah diubah terakhir dengan Undang.
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Demerintah Dengpanti Undang-Undang
Momor 2 Tshun 2022 tenfang Cipta Kerja menjadi
Undang Undang  (lembarmn Negura  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Letnbaran Negoara Repubhk Indonesia Nomor 68346);
Petatutan Duaerah Kota Palu Nomor 10 Tahon 2016
tentang Pembenlukan dan 3usunan  Pemngkot
Cacrah [Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomeor 10 sebagaimana telah dmubah dengan
Peraturan Daerah Kotz Palu Momor 1| Tahun 2023
terttang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerahb
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Suyunan Organisasi Peranpgkat Daersh {Lembaran
Duaerah Kota Falu Tehun 2023 Momer 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kotz Falu Nomor 1);

MEMUTUSEAN:

FERATURAN WAL] KOTA TENTANG HKEDUDURKAN,
SUSUNAN ORGANISAST, TUGAS, FUINGSI, TXAN TATA
KERJA FERANGKAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

I*asal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yvang dimaksud dengan:

1.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tupgas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pepavwai ASN delam suatu satuan organisasgi.

Jabatan Pimpinan Tingg adalah sekolompok jabatan
tngei pada inastansi pemerintah.

Kelompok Jalkian Fungsional adalah  sckelompok
jabatan yang Terisi lungsi dan bugas berkaitan denpan
pelayanan fungsinnal berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan terteniu,

Jabatan Pelaksana adaluh sekelompok jabatan yanp
betisn  fungsi dan  tugas pelaksanaan  Legiatan
pelayvanan publik serta admimstrasi pemenntahan dan
pornbangunan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerinitah
Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan vang menjadi  kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah  Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Repada Daemh  untuk
melaksanakan sebamian Urisan Pemetintahan vang
menjadi kewenangan Dacrah,

G Ut .
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Unit Orepanieasi adalah bagian dari struktoar orgamisasi
vanp dapat dipimpin oleh Pejatyat Pimpinan Tingei
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,
atau Fejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Staf Ahl adalah unsur pembantu Wali Kota yang
rmempunyal tugas memberikan rekomendasi terbadap
sy sirategis  kepada Wali Kota sesual dengan
keahliannya.

AZN selanjuliva di singket ASN adalgh profesi bagi
pegawai negerl sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja vang  bekerja  padas inatansi
pornerintah,

Morma,  Standar, Prosedur dan Keiteria yang
selanjutnysa dischut N3PE adalah selurith ketermiuan
peraturan perundang-Jundangan fermasuk th
dalamnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
serta kebijakan sebagai pedoman tlalam
pEnYyelengparaan urusan wajib dan mlihan.

[aerah adalah Kota Falo.

Perangkat Daernh adalash wunzur pembantu Wali Hota
dan Lewan Perwakilan Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menpadi
kewenangan Daerah.

Wali Kota adalah Wali Kata Palu.

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah vang selanjutnya
disinplzat DPRD adalah Dewan Perwaldlan Rakyat
Daerah Kota Paly,

Sekretarial Daerah adalah Seloretariat Dacrah Kota
Palu,

Bokretans Dacrah adalah Sekretaris Kota Palu.
Bukretanar  Dewan  Ferwakilan Eakyar Deerah
aclarmjutnya  disebut  Selmetariat  DFRD  adalah
Sekretarat Drewan Perwakilan Raloyat Daerah Korg
Palu,

Sekretans Dewan Derwakdlan Raltyat Daerah vang
selanjuinya disebut Sekretaris DPED adalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota
Palu.

Inspektorat adalah inspektorat Kota Pala.

Inspektur adalah Inspektur Kota Palu.

Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksansa Badun
Penanggulangan Bencana Daetah Kota Palu.
Kecamatan adalah bagian wilayah dar Daerah Kota
vang dipitipin camat.

Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas
camat.

Camat adalah camat di Daerah Falu.

Lurah adulah iurah di Daerah Falu.

BAB Il ...



{1}

(24

(1]

[)
(3]

i)

1]

BAB 11
SEERETARIAT DAERAH

Bagan Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Sekretariat Daerah merupakan unsur stal,
Selrretariat Daerah dipimpin oleh Sekretans Dacrah
vang berada di bawah dan bertanpggung jawab kepada
Wali Kota,

Fasal 3
Stal Ahli berada i bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kola  dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekrelaris Daerah.
Stal Ahl  sebapeirnuna dimaksud  pada  ayat (1)
efjumlah paling banyak 3 [tiga) Stal Ahil:,
Staf Ahli Wali Kota diangkat dar Pegawar Neeerni Sipil
yang memenuhi persvaratan.
Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahb oleh Wali
Fote.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Fasal 4
Susunan Organisasl Sekretarial Daerzh selpgaimana
dimaksud dalam Pasal 2 pada ayal (1) terlin atlas:
a. Sekretans Dasrah;
b Agigten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
mermbawahi:

l. DBamgian Kessjahteraan Fakyat dan
Kemasyarakatan, membawahi Kelompok
Jabatan Funesional dan Jabatan Pelaksana;

2. Bagan Administrasi Pemerintahan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelaksana: dan

3. Bagian Hulum, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabeatan Pelaksana,

¢, Asisten Administragi Perekonomian, metnbawahi;

1. Bagian Pereonomian dan Sumber Daya
Alam, membawahi  Kelompok  Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana:

2. Bagian Admini=ztrazi Fembanminan,
nembawahi Kelompek Jabatan Fungsgional
daty Jabatan Pelaksana; dan

<. Bagiann Pengadaan Harang dan Jasa,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelaksana.

d.  AsiEbtert...
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d.  Asisten Administrasi Umum, membawahi;

1. Bagian Umum, membsawahi ;

a) Sub Bagan Tata Usaha Pimpinan, Staf
Ahli, dan Kepegawaian; dan

bl HKelompok Jabatan Fungsiona! dan
Jabatan Petaknong.

2. PBagian Organizasi, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksans,dan

3. Bagian Protohkol dan Komunikasi Pimpinan,
membawah ;
al 3uhb Bagian Frotokol: dan
b] HKelompok Jabatan TFungsional dan

Jabatan Pelaksana.
e, Stal Ahll terdin atas:

1. Ztaf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan:

2. Staf Ahli Bidang Sosial dan Budaya; dan

3. Staf  Ahli Bideng Infrastruktur dan
Lingkungan.

f.  Helompok Jabatan Fungsional,

Struklur organisasi Bekretarint Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran [
yang merupakan Dagiwn tidak terpisahkan  dan
Peraturan Wali Kota it

Dagian Ketiga
Tugas dan Fungs:

Fasal 3

Sckretaniat Daerah mempunyal fungsi:

|,
ks,
o

d.

2.

R

<)

pengoordinasian psrumusan kebijakan Daerah;
pengoordingsian pelaksanaan tugas Peranekat Daesrah:
pemantauan, ¢valuasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Darrah;

pelavanan administralil ¢an pembinaan ASN pada
Pemerintal Daerah: dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesual dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Fasal &
Scktetaris Dacrah MEempunyaj tugae
menyelenggarakan  peoyusunan kebijakan dan
pengoordinasian  administratif terhadap pelakzanaan
tugas Perangkal Daerah,
Sckretans Daerah dalam melaksatiakan  tupas
sebagaimana dirnak=sud pada avat i1
menyelenggarakan fungsi, meliputi:
a  perencanaan program lingkup Sckretarat Daetah,
b. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
C.  pengoordinasian pelaksanasn tugas Perangkat
Dacrak;
d. penyeclenggaraan  pemantauan, evaluasi,  dan
pelaporan pelakeanzan kebijakan Daerah;

¢.  penrvelenggaraan. ..
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e. penyelenggaraan pembinaan administras
pemerintahan dan ASN Bemerintah Dagrah;

I pengoordinasian penyelengRaraan kegiatan
kegekretanatan Sekretanat Dacrah;

g pengoordinasian pengelelaan data dan mformam
Sekretaviat Daerah;

h.  pengoorbhinasian penyelengparaen  pengelolaan
kearsipan den perpustskasn Sekretariat Daerah;

1. pengoordinaszian  penyelenpgaraan  reformasi
birokrasi, tnovosi, sistem pengendalian internal
pcmerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan
budaya ASN Sekretanat Daerah;

1. pengoordinasian indak  lanjut  laporan  hasil
pemeriksaan pada Sekretariat Daerah,

k. pengoordinasian  penyelenggaraan  reforrmasi
birckrasi, inovasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integntas, ketatalakesanaan, dan
budayva AN Sekretarat Tacrah;

I pengoordinasian pemantavan, pengendalian,
evaluasi, dan penyusunan lwporan pelaksanaan
tugas Sekretanat Daerah; dan

m. pelaksanaan lungsi lain yang diberikan oieh
Wali Kota =sesuai dengan bidang tugas Sekretariat
Dacrah,

Fasal 7

Stal Ahll bidang ekonomi dan keuvangan sehagaimans

dimaksud dalam Pasal 4, ayat (1) buruf e angka 1

mempunyal tugas, melipuki:

a. memberikan rekometdasi terhadap isu stratepis
hidang ekonemi den keuangan kepada Wali Kota;
dan

b,  pelaksanaan ftugas lainnya yang diperintahkan
oleh Wali Kota,

Stal Ahli biduang sosial dan budaya sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, avat [1] hurol ¢ angka

Zmempunyai luges, meliput:

a.  memberikan rekemendasi terhadap isu strategis
bideng sosial dan budaya kepada Wali Kota;, dan

b. pelaksanzan tugas lainnya vang diperintahkan
oleh Wah Kota.

Sraf  Ahl  bidang infrasiruktur dan  lingkungan

sehagnimana dimaksod dalam Pasal 4, ayat [1) huruf e

atghka 3, mempunyai tugas, meliputi-

Aa. memberikan rekomendasi terhadap isu strategis
bidang infrastruktur dan lingkungan kepada Wali
Kota; dan

h.  pelaksanaan {ugas lainnya yang diperintahkan
oleh Wali Kota,

Fasal 8...
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Pauznl A

Asigten Pemerintehan dan  Hesejahteraan Ralorat

mempunyal Llugas membantu Seliretaris Deerah dalam

penyusuhan kebijakan Daerah di hidang
pemerintahan dan  hokum, dan  pengoordinasian

PETY LIBUNAan kebijakan Ctaerah i hidang

kesejahteraan rakyat, pengoanlinasian  pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan  dan
evaluasi pelaksanann kebijakan Daerah i bidang tata
pemerintahan, kezejahterann rakyal, dan hiykam,

Asisten Pemerintabhan  dan Kegejahterasn  Eakyat

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pads avat (1) menyelenggarakan funtgsi, meliput:

a, penyusunan kebjyakan Daerah di hidang tata
petnerintaban dan hukum;

b, pengoondinasian penyusunan leebijakan Daerah
di bidang kescjahteraan rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanazn tugas  Perangkat
Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, dan
kesejahteraan rakyaft;

d.  pemantayan dan evaluasi pelalsanaan kebijalkan
Laerah di bidang tata pernerintahan dan hukurnz;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Caerah  terkait pencapeian tujuan  kehijakan,
dampak vang tidak diinginkan, dan faktor rang
mempengaruht rakyat; Jdan

i prlakszanaan funpwi lam vang dibenkan oleh
Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan hidang
lugays Asizten Pemenmlahan dan Kesepahteraan
Rualoyat.

tasal 9

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan  kebijakan

Daerah, pengnordinasian perumusan kebijakan

Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Paerah, pemantavan dan  evaluasi  pelaksanaan

kebijakan Daerah, pelaksanzan pembinaan

admirnstrasi di bidane adruogistrasi  pemerintahan,
admimstras: kewilayvahan, keoa satna Dasrah dan
otonomi Dacrah.

Bagan Pemenntahan dalam melaksanakan tugas

sebagatmana dimaksud pada ayat [T}

menyvelenggarakan fungsi, meliputs:

a. penyiapan bahan perumusan kchijakan Dacrah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan, kerja sama Dmerah dan otcnomi
Daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumilsan
kebijakan Dgerah di  bideng administrasi
pemerintabian, administrasi kewilayahan, kerja
sama Daerah dan aotonomi Daerah;

C. penyiapatl...
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¢, peayiapan bahan penpgoordinasian pelalsanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang administiasi
pemerintalan, administrasi kewilavahen, kerja
gama Dasrah dan otonomi Daerah;

d. penyiapan bahan pemantanan dan evaluasi
pelaksansgan  kebijakan  Daerah 4 bidang

admimatras: pemenintaban, anlreuinmist g
kewilavahan, kempa sama Daeraly dan otomomi
Dacrah;

¢, penyiapan bahan pelaksanasn  pembingan
administrasi i bidang administrasi

pemerintahan, administrasi  kewilayahan, kerga
sama Baerak dan gtonomi Daeraly;

f. penvusunan Lahan Laporan Keterangan
Fertanggungjawabat Wah Kata;

g  penviiunan bzhan Laporan Penyelenggaraan
PFemerintahan Dasrah;

h., penphimpunan Ringkasan Laporan
Penvelengraraan Pemerntahan Daerah;

1 fasilitasi penyvusunan Jtandar Pelayanan Minimal
Perangkat Daerah;

I monitonng, evaluasi dan pelaporan NSPK urusan
Pemerintahan Daerah:

k. fasilitagi dan koordinas:i proses pengusulan,
pengangkatan, dan pemberhentian Wall Kota dan
Wakil wali Kota;

. fasilitasi pengusulan izin dan cuit Wali Kota
dan/atau Wakil Wali Kota;

n. penvusunan bahan Memod Jabatan Wali Kota;

renviapan pelaksanaan ovaluasi dan pelaporan

kinetja Bagan Pemenntaban dan

R. pelaksaaan (ungst lain yang dikenikan oleh
Asijuten Pemenntahan dan Eesejahteraan Rakvat
yanp berkaitan dengan tugasnya.

2

Pasal 10

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan

TEmMpUryai tupaa mefaksanakan peEnYiapan

petgonrdinasian perumuzan kebijakan  LDaerah,

petgoerdinasian pelaksanaan tupas Perangkat Daeral,
pemantauzn dan evaluasi pelaksanaan  kehijakan

Daerah i Didang keagamasn, kesejahipraan  sosuial

dan kesejahteraan toasyarakat.

Eagian Kesejahteraan Eakyat dan kemasvarakatan

dalam melaksanakan tugas sebagaimaba dithaksud

pada ayat (1) menyelengearakan fungs, melipu:

A,  penyiapan pernyusunan rehcana dan  program
kegiatan Bagian kescjahteraan Rakyat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perurousan
kebijakkan Daerah di  bidang keagamaan,
kesejnhteraan sosizl dan kesejahteraan
IMasyarakat;

C. penyiapan...
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¢, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanasn
tugas Perangkat Dzaerah di bidang keagamaan,

kesgjahteraan sosial dan kesejahteraan
masyaralead;

d. penyiapan buahan kebijakan kerukunan umat
beragama;

e.  penyviapan bahan kebijaloan sarana peribadatan
dat satrana pendidikan keagamaan;

f.  penyiapan data tentang sarana  peribadatan,
sarana  pendidikan  agama, dan pendidikan
keagamaan;

- penyiapan hbahan perlimbangsan  pemberian
bantuan di bidang sarana pedbadatan, sarana
pendidikan agama, dan pendidikan keapamaan;

h,  penyiapan bahan, koordinasi, dan smbronisasi
perumusan kebjjakan Dacrah bidang lembaga
dan kerukunan keagamaan:;

i.  penyiapan  bahan  dan  fasilitasi  kepiatan
keagamaan  dapn  teringatan hari besar
keagatnaun;

i-  penyiapun bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan
kerukunan umat  beragama dan  aliran
kepercayaan,

k. penviapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan LDaerah terkait pencapaian
tiyjuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktoer yang mempengaruhi  pencanpaian
tuyjuan kebjjakan di hidang  kesgamaan,
kistiahteraan sosial, dan kesejabileragn
masyarakat;

.  penyiapan pelaksanaan evaluasi den pelaporan
kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yvanp dibergkan oleh
atasan terkait dengan higasnya,

Fasal 11
Bagan Hukum mempunyaa tugas melaksanakan
penyiapan PerluEan kebijakan Daerah,
penpoordinasian . perumusan kebijakan  Daerah,
pengounlinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan  pemantausn dan evaluasi di bidang
perindang-urdsngan, bantuan hulum taty
dokumetilasi dan informasi hukum.
Bagian Hukum  dalam melaksanalkan tlgas
gebapaimana dimakaud pada ayat (1]
menyelengearakan fungsi, melipuri:
d. penyiapan pPeny¥usUnAn rencanmn dan  program
kegiatan Bagian Hukum,
b, penviapan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum
serta dokumetitasl dan imformasi hukum;

¢,  penyiapan...
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¢, peoylapan bahan pengoordinasian  perumusan
kebijakan  Deerabh i bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi hukum;

. penyiapan hahan pengoordinasian pelalksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-
urdangat, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi hukum;

€. penyiapan bahan pelaksanazan pemantauan dan
evaluazl di bidang perundang-undangan, bantouan
hukum serta dokumentasi dan infotrmasi hukum;

f.  penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja Bagian Hukum; dan

E. pelaksnaan fungsi lain yang diberkan oleh
Agisten Pemerinfahan dan Kesejahteraan Ralyat
yvang berkailan Jengan tugasnya,

Pagal 12

Asiasten Petelomomian dan Pembangunan mempurnyai
tgas metnbantu dekretanis Daerah dalam
pengoordinasian  penyusunan  kebijakan  Paerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perengkat Daerah,
penyusunan kebijakan Daerah dan pemantavan dan
eviluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
perekonomian dan sumber dava alam, administrasi
pembangunan, dan pengadaan barang den jaza.

Asisten Perekomomian dan Pembangunan dalam

melaksanakan tugas sebagaimgna dimaksud pade

ayat [1} menvelenggarakan fungsi, melipuli

8. penpoerdinasian penyusunan kebgakan Dacrah
di bidang perckonoruan Jdan sumber daya alam,
admimstrasi pcmbanpunan, dan poagadasan
harung dan yasa;

I,  penpoenlinasian  pelakssnasn  buges Perangkat
Diaerah di bidang perekcnomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan
barang dan jasa,

£. penyusunan  kehijakan  Daerah di hidang
pengadaan barang dan jasa;

d. pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah di bidang pengadsan barang dan jaza;

e, pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah terkait pencapaian  twjuan  Kebijaken,
dampak vang tdak diingpnkan, dan faktor yvang
mempengaruln pencapaian tujuan kebijakan di
bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan
admimstras1 pembangunan; dan

{ pelaksanaan fungsi lan yang diberikan oleh
Sekxetaris Daerah di bidang perekonomian dan
sumber dayz alam, administrasi pembanginan,
dan pengadasn barang dan jasa yang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal 12...
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Pazal 13
Bapizn Perskonomian Jdan  Sumber Daya Alam
mempunyal  tupgs melakzanakan  pengoordinasian
perurnusan  kebijakan  Daerali, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Deaerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dasrah di hidang
pembinaan Badan Usaha Milk [Dactah dan Bedan

Lavanan Umum LDaerah. perekonomaty, dath susmber

daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} menyelenggaralkan fungsi, meliput:

£. peEnViapan penvusunan rencana program  dan
kKegratan Bagian Perekonomign dan Sumber Daya
Alarm;

b, penviapan babhan penpoordinasi@En  peniTnusan
kebjjakan Daerah i badang perminnaan Dadan
Usaha Milik Daerah dan Dadan Layanan Umum
Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam;

¢. peryigpan bahan peopoordinasiEn pelalsanasn
tugas l’erangkat Daermh di bidang pembinaan
Badan Uaaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya
alam;

d. penviapan hahan pemantauan dan  evaluasi
pelakasanaan kebijakan Caerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampal: vang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian
tujuan kehijalkan di bidang pembmaan Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Uhoum
Daerah, perckonomian, dan sumber daya alam;

. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam; dan

L pelaksaasn fungsi lain yang diberikan wolch
Asistenn Perekonomian dan Pernbangunan yang
berkaitan dengan tUgasnya,

Puaal 14

Bagian Administtasi Pembatgunsn mempunysd tugas
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, penpocrdinasian pelaksanasn tugas
Perangkat Daerah, pemantavan  dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan
program, pengendalian propram dan evaluasi dan
pelaporan.

Hagian Adnuniatraai Pembangunan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat | 1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:

. penylapan Ppenyusunan rencana program  dan

kegtatan Bagian Administtasi Pemenbanpunan;

i, preoyiapan...
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b peryiapan bahan pengoordinasian  perumusan
kebiyakan Naerah di bidang penyusunan program,
pengendalign progream, dan evaluasi  dan
pelaporan;

r.  penylupan bahan pengoordinaszian pelaksanaan
tlgas Perangkuat Daerah di bidang penyusunan
program, petgendalian program, dan evaluasi dan
pelaporan;

4. penviapan bahan pemantadan dan evaluasi
pelaksanaan kebijpakan Daerah terkail pencapaian
tujuan kebijalkan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaryhi  pencapaian
tujuan kebijakan di bidang peoyusunan program,
pengendalian  program, dan  evaluasi  dan
pelaporan;

€. penvigpan pelakzanaan evaluasi dan pelapovan
kinerja Bapan Administrasi Pembangunan; dan

f.  pelaksaaan Mungsi lain yang diberikan  oleh
Asisien Perekonomian dan Pembangunan yang
herkaitan denpan tupasnya.

FPazal 15

Bagian Pengadaan Barang dan .Jasa metmnpunyal tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

Daerah, pengoordinasian perumusan  kebijakan

Dacrah, pengoordinasian pelakzanaan tugas Perangkat

Daerah, pelaksanaan pemantavan dan evaluasi 4

tidang pengelolean pengadaan baranpg dan  asa,

pengelolasn  lavanan pengadaan secara elaktronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadasn Barang dan Jasa dalam

melaksatakan tugas sebagaimana dimaksud panla

avat {1] menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a.  penyiAapan penyusunan rencana  program  dan
kegiatun Bagian Pengadaan Barang dan .Jasa;

b.  penyiapan bahan perumusan kebijaltan Daerah di
bidang pengeloiaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadean secara elektromik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jesa;

¢, penyapan bahan pengoordinasian  perumusan
kebijalan Daetah di  bidung peogelolaan
pengadaan barang dan jaza, pengelolaan layanan
pengadaan secarm elekironik, pembinean dan
advoikast pengadaan bearang dan jasa;

d. penyiapan bahati penpgoordinasian pelaksanaac
rugas Peranglkat Dacrah di bidang pengelolaan
pengadaan burang dan jasa, pengetolaan layanan
pengudaan  secara elektronik, pembingan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

& penyiapan. .,
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¢. penyiapan bahen pemantanian dan  evaluas
pelaksanaan kebyakan Dacrah terkait
pengelotaan  pengaduan barang dan  jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advekasi pengadaan barang dan
jasa;

f. penylapan bahan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan kinea Bagian Pengadaan Barang dan
Jasd; dan

g plaksasan fungsi lain yang dibenkan oleh
Asisten Perekonornian dan Pembangunan yvang
berkaitan dengan tugashyan.

Pasal 16

Asisten Administirasi Umum  mempuoval tugas

membanty  Selretaris Dacrah  dalam  penyusunan

kebijakan Thaecrah, pclakzanaan kebijalan,
petigoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dan pemartauan dan #valuaz pelaksanaan kebijakan

Darrah di hidang umum, organisasi, protoliol dan

komunikasi pimpinan.

Asisten Administraai Umum  dalam melaksanakan

ugas sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

tnenyelengpa rakan flungest, meliput:

a.  penyusunan kebijakan Daerah di bidang
DR T LS

b pelaksanaan kebljakan i mdang amum, protokol
dan komunikasi pimpinan;

¢. pengoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang arganiaasi;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauvan dan evaluasi
di  bidang urmum, organisasi, protokol dan
komunikasi pimpiran;

e.  pemantzuan dan evaluasi pelaksanaan kelijualan
Daerah di indang orgamsas:;

f. petyiapan pelaksanaan pembiasan administrasi
dan AZN pada instansi Dacrah; dan

£ pelaksaaan fungsi lain vang dibenkan  oleh
Sekretans Dacrah di bidang umum, organisasi,
protakol  dan  komunikasi  pimpinan vang
berkaitan dengan tupasnya.

Fas=al I7

Haglan Umum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelnksanaan kebijakan dan pemantauvan
dan evaluasi di ndang fata pasha pimpinan, Stal Ahl
dan kepegawaian, keuangan, ramah tangea dan
perlengkaparn.

Bagiarr  Umumn  dalam melaksanakan  tugas
sebagaimana dimakaud puula ayat [1}
menvelenpggarakan fungsi, meliput:

a. penviapan bahkan peényusunan rencana program

dan kegiatan Bagian Umurn;

b.  penviapan...
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Ir,  penyiapan  bahan pelaksanaan  kebijakan  di
bidang tata usaha pimpinan, Staf ahli dan
kepegawaian, kouangan. rurmah tangga, dan
perlengiapan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, Stal Ahli
dan kepegawaian, kcuangsn, rumah tangga, dan
pertengkapan;

. penyiEpan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kmequ Bagan Umum; dan

e,  pelaksasan fungsi lain  yang diberikan oleh
Agisten Administrasi Umum yang Eerkaitan
dengan tugasnva.

Pazal 158

Sub Bagian Tata Usaha Pimgvnan, Staf ARl dan

Kepegawalan mempunyai rugas, melipniti:

a. melaksanaskan penyusINAR IENCANA PrOETAT dan
lregiatan Sub Bagian Tata Tsaba Pimpinan, Staf
Ahti dan Kepegawaian,

b, melaksanakat pergpclelaan admumstrasi
perkantoran yvang meliput kegmatan tata usaha
urmnur, persuratan, kepegawalan Sekretaris
[acrah, Asieten Sekrctans Dacrah, Stal Ahli Wali
Kota, dan rapat dinas;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di
bidang pengelolaan  administrasi  perkantoran
yang meliputi kegiatan tmta usaha umgm,
persuratan, kepegawaian Selretans  Daerah,
Aszigsten SBekretgria Daerah, Stal Ahli Wali Kota,
dan rapat dinas;

d.  melaksanakan pengelolaan kearsipan,

., melaksanakean evaluasi dan pelaporan Kinesja
Guly Baggan Tata Usaha Pimpinan, Stal Ahb dan
Kepepawaian; dan

. nelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal {9
Hagian Urganisasi mempunyai tupas melaksanakan
PENYiapan PETU ML SATL k=thjakan [Daerah,

pengootdimasian  perumuean  ketmjakan  Daerah,
pengoordinasian pelaksarnaan tugas Perangkat raerah,
pemantauan dan evaluas pelaksanaan  kebijakan
Laerah di hidang kelembapgaan dan analizis jabatan,
pelavanan publik dan tata laksana, kinerja, dan
reformasi imkragi.

Bagian Organigasi  dalam  melaksanaksan  tugas
sebagaimane dimaksud pada ayat tL)
menyelenggaraian fungs, meliputi:

4. penyiapal bhahan penvusunan Tencans program

dan kegiatan Bagian Organisasi;

h. PRLLYIARRT.
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b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bidang kelembagaan dan  analisia  jabatan,
pelavanan pubhk dan tata laksana servla kineda
tdan reformasi irckraai:

.  penyiapan bahan pengoordinasian penumuysan
Lelnjukan Daerah di bidang kelembapaan odan
analisis jabatan, pelayanan publik dan ata
lakzana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

d. penyizpan bahan pengoordinazian  pelaksanaan
tupas Perangkart Daeraly di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan. pelayanan publik dan tata
lzk=ana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

£, penyiapan bahan pemamttzsan dan evalueasi
pelaksanaan  kehijukan  Daerah  di  bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayvanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

f. penylapan bahan penyusunan laporan kinetja
instansi Pemenintah;

2. penviapan  bahan  pelaksanasan  evaluasi dan
pelaperan kinera Bagian Organisasi, dan

h,  peleksasan fungsi lain yang diberikan oleh
Aszisten Administrasi Umuom  wyang berkaian
dengan tugasnva.

Pa=zal 20

Bagian I'rotokel dan  Komunikasi  Pimpinan
mEempunyai ugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tupaa Pecangkat Dacral, pemantaven dan cvaluas
pelaksanaan kebjakan Pacrah Jdi bidang protokol,
kamunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protoko!l dan Komunikasi Pimpinan dalam

melaksanakan (ugas sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) menyelenggarakan fungei, meliput:

a. penviapan bahan penyusunan rencana program
dan kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimmpanar;

b, penyiapan bahan pelaksanaan  kehijakan  di
dang proiokol, komuonikasi pimpinan, dan
dokumentasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
tugas Ferangkat Daersh di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokutmentas;

d. penviapan behan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daetrah terkait protokol,
kemunikas pimpinan, dan dokumentasi;

. penviapan bahan  pelaksanasn  evaluasi dan
pelaporan kinerja  Bapian  Frotokol dan
Eomumikas Fimpinan; dan

f.  pelaksasan Jfungsi lain vang diberikan oleh
Aststen  Admunistreei Umum  yang  berkaitan
dengan tugasnya.

IPasal 21...
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Pasal 21

Sih Bapian Protokol mempunyai tugas, tneliputi:

H-
by,

c.

{1]

(2}

{3

{1}

melaksanakan penyusunan rencana program dan
kepiatan Sub Bagian Protokol,

melglesanakan  tata  prootokoler dalam rangka
penyvambutan tamu Pemerintah Dacrab;

menyiapkan babtan koordinasi danfatan  fasilitasd
keprotokaolan;

menyiapkan bahan informasi acara dan  jadwal
kepiatan Wali Kola clan Wakil Wali Kota;
menmnformasikan jadwal dan kegiatan Femerintah
Daerah;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Wal
Kota dan Wakil Wali Kota;

melaksanakan evaluasi dan pelapomn lanege Sub
Bagian Protokoi, dan

melaksanakan tugas lainnya yang dibenkan oleh
AtAasan.

BAE II
SEKRETARIAT DPRD

Oagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 22

Sekrelariat DPEDR merupakan  unsur pelayanan
adminisirasi dan pemberian dukungan terhardan tugas
dan fungsi DPED.

Selkretariat DPED dipimpin oleh Seloretaris DPED vang
dalam melaksanakan tugasnoya secara  elonis
sperasicnal berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DPED dan stcara  adronistratf
bertangpung jawab kepada Wali Kota melalui
Selretaric Deerah.

Selkretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
disnglkat dan diberhentikan dengan Keputuzan Wali
Kota  atas persetujuan  pimpinan DPFRD setelah
berkonauliag dengan pimpitan fralisi.

Bapian Kedus
Susunan COrganisasi

Pasal 23
Susunan Organisasi Sekretariat DFRD, tecdiri atas:
2. Sekretar= DPRED;
b. Kepala Bagian Umum, membawsahi:
1. Kepala Suh Bagian Umum dan Kepepgawaian;
dan
2. Kelompok Jabaltan Fungsional dan Jabatan
Pelaksans.
e Kepala Bagian Petsidangan membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional dan  Jzbatan
Pelakszanga;

. Kepala...



{2}

{1

[2)

(L)

()

17 -

d. HKepala Bagian Keuangan membawaly Kelompak
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelakzana; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Siraktur organisasi Sekretariat DPRD  sebagaimana

dimalsud pada ayat (1), tercanturmn dalam Lampiran L[

varlg merupakan bagian tdak terpisahkan  dari

Peraturan Wali Kora ini,

Baplan Keliga
Tugas dan Funpesi

Pasal 24
Sckretans DPED mempunyal tugas menyelenggarakan
administrasi kezekretariatan dan keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DFRD,

serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh OPRD dalam melaksanakan hak dan lungsinya

sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD  dalam melaksanskan  tugas

sebagnimaneg, dimakzd précla avat 1]

metyelenggarakan fungsi, meliputs;

a. penyiapan babhan perumuysan kebijakan telous di
bdnng pengelolaan adminiztrasi, dan

perercanasan  program, pengelolaan keuangan,
aset, kepegawaian dan umurmn;

b, peoviapan behan pembimaan/ bimbingan teknis
di mdang pengelolaan  administrazi, dan
perencanaan  prograr.  pengelolasn  keuvanpan,
aset, kepegawsaian dan umuem,

¢, penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tagas
di  bidang poengelolaan  adiministrasi,  dan
pereticanaan  program, pengelolaan  Keuangan,
aset, kepegawaian dan umurm;

. penyiapan bahan penyelenegaraan [Asilitasi rapat
DPEL;

v, penyiapan pengoordinasian tenaga ahli yang
tiperiukan oleh DFRC;dan

f pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan cleh Wali
Kota terkart dengan tugasnya.,

Fazal 25

Bagian Umumn  mempunyai  togas  melaksanakan
sehagian (gas Sekrelaris DPRD dalam penyisunan
kehijalean  dan pelaksanaan  di bidang wndm.
kepegawaiat, keprotokolan, hubungan masyvarakat,
mamab tangga, dan perlengkapats.
Diagrian Lrmum dalam melaksanakan tugas
sebaprimana dimaksud pada avat f1]
menyelenggarakan fungsi, meliputi:
3. Penyiapan perumusan rencana  program dan

kepatan pada Bapgian Umum;

L. penyiapan...
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b,  penyiapan bahats penyvelenggaraan
ketatauzahaan;

¢, petyviapan  bahan  pengelolaan administras
Kepegawaiail,

d.  penyiapan haharn pelaksanaan fa=ilitasi
pelaksanaan lkoordinasi dan kerjasama dengan
pihak laan,

©. peayiapen bahar pelaksanaan fasilitasi
peloksanaan rapat komisi dan fraksi-fraksi DPRD,

. peEnviapan Lahan pelakmanaan verifikasi
perencanaan kebutuhan rumah tanga;

B, peTIyiapan bahat pelalesanaan  verifikast
perencanaan kebutuhan perlengkapan sckretariat
DPED:

h. penyiapan bahan penyelenpearaan pengadaan,
peneliharaan kebutuhan rumah taugga dan
perlengkapan;

i. peoviapan bahan pelaksanaan keprotokolan dan
kehumasan sekretariat dan DPED;

i penviapan bahan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan Kinera Bagiat Lmum,; dan

k. pelaksanasn fungsi lain yang  dibenkan aleh
atagan seann dengan LUgasTvAL,

Pasul 26

Sub Bagian Umnum dan KepepawDgan, mempunyai

UTTIETS

4. melaksanakan penyusunan rencana  program
dan  keglatan Sub Bagian Umuem  dan
Kcpopawaian;

5, melak=anakan UTUSAN surat-menyurat,
dokumentasi dan kearsipan  sekretariat DPRD
dan pimpinan DPRD;

¢. melaksanalan pelayanan administrasi
kepegawaian;

d. melaksanakan F[asilitasi penyediagan tenapga ahl
DI*RL:

e, melakzsanakan urdgan rurnahb Ltanpea Sekretariat
DFEL;

. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan kerjasama
dengan pahak laan;

g. inclaksanakan evaluazi dan pelaporan kinerja
sub Bagian Umum dan Kepegawalan; dan

B, melaksanakan togas lam yang diberikan  oleh
SLASAIINYA.

Paszal 27
Bagian Persidangan mempunyal tugas melaksanskan
sebaman tugas Sekretaris DPRD dalam mmelaksanakan
fasilitasi pelaksanaan penyusunan kebijakan, rapat,
persidangan, cokumentasi, dan lasilitasi  fungsi
pengawaszan DPRI.

f2] DBagan...
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Bagian Persidangan dalam meigksanakan tugas
zebapaimana dimaksud dalam avat 11
menyclengearakan fungsi, melbputi |

. penyiapan perumusan reocana  progmam dan
kegiatan Bagian Persidangsn;

b.  penyiapan hahan prlaksangan fasilitasi
penyusunan Naskah  Akademrnk  Rancangan
Feraturan Daerah Inisiatif;

£.  penyigpan hahan rapat sidang pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah, LKFJ, Laporan
Keuangan Daerah, KUA dan PPAS,

. pembuaian risalah repat persidangan,

B, [Eettylapan Tatuan fasilitasi pelaksanaan
persidanpan alat kelenghkapan DPRD,

f. penyiapan  bahan  pelaksanaan  dokumentasi
produk hukum, kunjungan koetjia dan persidangan
lainnyva;

g penyiapan bahan pelaksanasn ungsi pengawasan
DPRD, fasilitasi penegakan kode etik DPRDY,

h. penyiapan bahan pelaksanazn  evaluas:  dan
pelaporan kinerja Bagian Persidangan;dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh
atasan sealtal (ugasnya.

Pasal 25

RBagian Reuangan mempinyan ogas melaksanakan

sehagian (Ugas Sekrelaris DPRD dalam penyusunan

kebiakan, pelaksanpan PENERNEEATAN dan
penjanngan aspiraa DPRD.

Baman Keuangan dalam melaksanakan  (Ugas

sebapaimana dirnak=ud dalam ayat 1]

menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a.  penviapan Perumusan Tencana | program  dan
kegiatan Bagian Keuvangan,

b. penyiapan penyusunan petunjuk tcknizs Bagan
Keunangan;

. penviapan hahan penyusunan perencanaan
atggaran  Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat
LPED,

d.  pemyiapan pepgelolaan dan penatausahoan
keuangan Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat
DPETH;

B, PETIYIHPHAN Gasilitasi [pRILyeraparn aspirasi
masyarakat;

f penyiapan pelaksanaan evaluas dan pelaporsn
kinerja Bagian Keuangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atassan sesual tUESETVA.

BAB IV
INSFEKTORAT DAERAH

Bagan...



i)
(2]

{1]

(2}

(£

(2)

-2 -

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 24
Inspekiorat Dasrah merupakan  unsur  pengawas
petiyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Inspektorat Daetah dipimpin oleh  Inspektur  yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretans Daemah,

Bagian Keduz

Susunan Orpanizasi

Pasal 30

Susunan Organizasi [nspeltorat Daerah, terdini atas:

8. lnapektur;

b, Sekretaris, membawahi:

1. Kepala Sub  Dapgian  Perencanaan dan
Keuangan; dan

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaran, Umoum,
dan Pelaporan,

. Inapekiyr Pembantiu 1, membawahi Kelnmpok
Jabatan Fungsional;

d. Inspektur Pembantu 1, membuwahi Kelompok
Jabatan Fungsional;

v,  [napektur Pembantu H, membawaln Kelompok
Jabatan Fungsional;

f. [nspektur D[Pembantu Bidang Pemenntahain,
Aparatur, dan Investipasi, membawahi Eelompok
Jabatan Fungrional; dan

g Kelompolk Jabatan Fungsional.

Seruldtur organisasi Ingpektorat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercamtum delam Lampiran LI

yang merupakan hagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota .

Bagian Kehiga
Tugas dan Fungs

Pas=al 31

[nspekiur mempunyai fUgas membanla Walh Ko

dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan

FPemermtahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tupas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan hungsi:

a. perumusan kebjjakan teknis bidang pengawasan
dan [asilitasi pengawasan;

b.  pelaksanaan pengawasen  infernal  terhadap
kinerja dan keuangan melalui  auwdic, reviu,
evaluasi. petnantauan, dan egiatatt pengawasan
lainnra;

c. pelaksanaan...
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¢, pelaksanasn pengawsasan unldk tlguan lereniu
atas penugasan atau tanpa Menungeu pernugasan
darn Wali Kota dan/atau Gubernur zcbegm walkil
Pemenntah fusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi  pencegahan  ftindak
pidana korupsi,

f.  pengawasan pelaksansan  program  relormasi
birckrasi;

g pelaksanasgn  administrasi [ospektorat Daerah;
dan

h.  pelaksataan flungss lain yang diberikan oleh Wali
Kota terkait dengan Olgasnya.

Pasal 3%

(1] Sebretans [nspektomt mempunya tugas mMenyvidpkan
babun koordinasi  peogawssan  dan memberkan
pelayanan administratil dan lungsionel kepada semun
unsur di lingkunegan Inspektorat Taerah,

(2] Sekretariz lnepektorat dalam melaksanakan  tupas
sebagaimana dimalksud pada ayat (1},
menyvelenegarakan fungsi, meliput :

a. penyviapan hahan perumusan rencanan  kera
pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan
dan aset serta perencanaan dan program;

b. penyiapan bahan pengoordinasian dan
pengelolaan kepagawmian den umum, keuangan
dan aset, serta perencanaan dan pregram;

c. penyiapan bahan pembinagn telmis operasiconal,
gelayatan administrasi, keuatigan, aset,
itepegawaian, ruamah tangps dan umuoi:

d. perpapan bahan penpendalian dan pemattavan
prayelenegaraan  pengelolaan  keuangan, aset.
kepegawaian, rumah tengge den o,

“. penyiapan  bahan evaluss dan pelaporan
prloksanaan urunsan kessktarnatan,

[ pemantavan dan pemuktahiran dodsak lanjut
haszil pengawasan; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
mmpmnan sesual denpan tugasnya.

’aszal 33
{1} Sub Baglan Perencanaan dan Keuangan mempunysl

ILpas, melipali !

a. melaksanakan penyusunatt rencana program dan
kepiaian Sulh Rapgian Perencanaan Program dan
Keuangan;

b. melaksanakan koordinasi penoyusunan rencans
program dan kegiatar;

. melaksanakan pergelolant adiministrasi
perjalenan dinas;

d. melaksanakan penyiapan dalam ranpka
penyusunan laporan kincerja,

e, melaksanakan. .
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metaksanakan  penylapan bahdan pengawassEn,
tvaluasl dan pelaporan pelakszanaan tugas;
melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka
venfikaai, penatausahaan, perbendaharaan,
penibukuan  kewangan, uwrusan akutansi dan
pelaporan  keuvangan, serta penviapan bahan
tanggapan pemeliksaan,

melaksanakan penviapan behan dalam rangka
rertanggungiawaban lkevangan,

melaksanakan penyiapan rencana dan rogram
keria pemgawasan [PKF) Inspekoorat;
melalosanakan keqa sama pEngawasan;
melaksanakan koordinas: pombuatan daftar gag
acrts tambehan penphaasilan;

melaksanakan evaluam dan pelaporan kinena
3ub Bagian Ferencanaan Program dan Keuangan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atazan.

Suh Bagla.n Kepepawatan, Umum, dan FPFalaporan
mempunyai tiepas, meliputs :

a.

h,

melaksanakan penyusunan rencana program dan
kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan
Felaporan;

melaksanakan yrusan  tata uaaha  surat
menvirat, dokumentasa dan bearipan,
melakranakan LrRAN rumah IAnfgEa,
perlenpkapan,  kebersihan, leamanan, dan
keleriban kentor;

melaksanakan pelayanan keprotokelan dan
penveleneggaraan rapat dinas,;

melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana
dan prasana kantor;

melaksanakan penyuELnAaL bahan
ketatalaksanaan tugae dinas;

melakzanakan urisan administrasi kepegawaian
berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji
berkala, pensiun, kartu pegawai, karty isciflcartu
suami, tabungan dan  aspuransi | pegawat,
penahargaan, peningkatan kesejahiteraan
pegawai, menyiapkan bahan untuk mengikuti
Pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
melaksanakan administras: pengaduan
masyarakat dan pemantauan silss tindalk lanjut
t=muan hasil pemenksaan;

melaksanakan administras laporan hasil
PRORLWASAR;

melakzanakan evaluasi dan pemantauan tindak
lanjut laporan hasil pemeriksaan/pengawasan,
melzkzanalan penyiapan dokumentasi,
pengolahan data dan statistik hasil pengawesan
napektorat;

meclaksanakan penyiapan bahan pengawasan,
dan evaluasi pelaporan kinerja;

m. melaksanalian...
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m. melaksznakan pemantauan dan permuktahiran
findak lanjut hasil pengawasan;

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  kinetia
b Bagian Kepegawaian, Umun dan Pelaporan;
dan

a. melaksangkan tUgas lan yang clibenkan oleh
HlASATIMYH,

Fasal 34

Tnapektur Pembantu I MEMPLUILYAL tupas

melakeanakan pembinaan dan pengawasan fungsional

terhadap pengelolaan keuangan, knerja dan urusan

Pemerintahan Daerah pada wilayah kerja organisas)

Feranghkat Daerah.

Inspektur PPembantu ! dalam melaksanakan fupas

sebagairmana climalk sudd pada ayal (1},

menyelenggarakan fungsi, meliputi

a. penyiapan  penyusunan  kebipakan  terkail
netmbinaan dan pengawasan terhadap Perangkal
Draerah;

h.  perencansan PTORTRIT P IaAT dan
pengawasan terhadap pelaksana tugas dan iunegs:
Perangkat Dacrah;

¢. pengoordinasian pelaksanaan pefawasan
Tungsional peoyelenggaraan urusan Pemenntahan
Cacrah;

id pengawasan keuangan dan kinega Perangkat
Daerah;

e. pengawasan terhodnp penyelenpgaraan urisan
Pemerintahan Daerah vang meliputi bidang tugas

Perangkat 3aerah;
f.  penyiapan peramuzan kehijaken dan fasilitas
PEOZAWESHN penvelenggaraan LA

Prmermilahan Daerah:

£ kega sama pelolosanaan penpgawasan  dengan
Aparat Pengawas [nternal Pemerintal lainoya;

h. pemanizyan dan  petmulakhivan  tindak  lanjul
haail pengawasan;

i, peoyusunan laporan hasil pengawasan; dan

i. pelaksanaan funpsi lain vang diberikan oleh
atasan terkait dengan tUgasnya.

Wilayah  kenpa  Organisasi  Perangkat  Daerah

sebagannana dimaksud pada avat (1) ditetapkan

dengan Keputizsan Wali Rota.

Pasgal 35
Inspektur Pembantil II mempunyai tugas
melaksanalan pembinaan dan pengawasan fungsiong]
terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan
Pemenntahan Daerah pada wilavah keria organisasi
IPerangkat Daerah.

(2} Inspektur...
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inapektur Pembaniu 11 dalam melaksanakan tugas

schagaimansa dirmaksudd pagia, ayat [1}.

menyelenpgarakan fungs:, meliput ;

4. penyiapan  penyusunan  kebpgakan  terkair
pembinaan dan pengawasan terhadap Peranpkat
Dacrah;

b perencanagn pPTOgTaim pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksana rugas dan fungsi
Perangkat Daerah;

€. pengoordinasian pelaksanaan DETIEAWESAT
fungsional penyelenggarman urusan Femerinmban
Daerah;

d. pengawasan keypngan dan kinene Perangkat
Daerah;

e, pengawasan terhadap  penyelenggaraan  urusan
Prinerinlahan Daerah yvang melipuli bideng tugas
Perarnghkal Daerah;

f. penyispan perumusan  kebijakan dan fasilitas
PETIZEWASAN penyelenggarasn UTLESHT
Permnenniahyn Dasrah;

£ hkega sama pelaksanasn pengawasan  dengan
Aparat Pengawas Intemal Pemetintah lainnya;

h. pcmantavan dan pemutakhiran brdak lanjut
hasil pengawasan;

1. pelaksanaan penpgawasan pada Badan Usaha
Milik Daerah;

1. penyusunan laperan hasil pengawasan; dan

k. pelaksanasn fungsi lain yang diberikan oleh
atazan rerkait dengan tugasnya.

Wilayah  kerja  (Jrganisasi  Perangkat  Daerah

sehagaimana dimaksud pada ayvat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Wali Kola,

Pasal 36

[mapekiyr Pemban iy 1 T iy A Tgas

telaksanakan pembinasn dan pengawasan fungsional

tethadap penpelolaan keuangan, kimerga dan 1rsan

Pemerititahan Daerah pada wilayah kerja arganizasi

Peranglkat Daerah.

fnspektur Pembantu 1l dalam melaksanakan tugas

sebagairmana dimaksud pada ayvat (1),

menyelenggarakan fungsi, meliputs

a. ponylapan  penyusunan  kebyakan  terkast
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat
Daerah;

b. perencanaan prograrm pembinaan dan
penpgawasan tethadap pelaksana tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;

. penpoordinagsian pelalisanaan DONRRWARAT
fungziong] penyelenggaraan yrusan Pemerintahan
Daergh;

d. pengawasan keuangan cdan kineja Perangkat
Daergh;

e,  pengawasan...
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e, penpawdassn  terhadap penyelenggacgan  urisan
Femerintahan Daerah yvang meliput bidang tugas

i‘erangkat Daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusar

Pemerintahan Daerah;

E kerja mama pelakzsanaan pengawazan dengan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

n pemantauvan dan pemutakhiran tindak  larjut
hasi] progawasan;

i peoyusunan laporan hasil pengawasan; dan

i- mpelalmannan Ungs lain yane diberikan oleh
alagan terkadt dengan tugasnya,

Wilayah  kerja  Organisasi  Perangkat Daerah

sebappimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

denpan Keputusan Wali Keota.

Pasal 37

[nzpektur Pembantu Bidang emerntahan, Aparatur,

dan Invesbpazi mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adminisliasi
umum  pemeriniahan dan urusan Permerinilahan

Daetah dulam bidang pencepahan dan investigasi pada

wilavah ketja organiaasi Perangkal Daerah,

napekivr Pembaniu Bidang Pernerintahan, Aparatur,

dan  Investigast dadam melaksanakan  tugas

sehapgaimana ditnaksud pada ayat (1),

menyelengearakan fungel, meliput :

da. rmenyusun Program Pongawasan,

b menvusun [Progtam  Herja Pemeriksaan dan
Fropgram Pemenksaan Tim;

c. pelaksanasn pengawasan untk tujuan tertentwo,
penanganan pengaduan masyarakat dan atay
audit investigaof;

d. merimiiskan  Kebijpksanaan  dan  fasilitasi
pengawasan dalam melaksanalkan kasus serta
pengaduan NIPK;

e, melaksanakan tugas alas laporan praliftkas,

{. menyllsun baban dan melvksanakan kegiatan
mrndoning, verilikas laporan dan evaluas aks
pencegahan korupsi;

g melaksanskan kegiatan pengawasan atas Laporan
Harta Kekavaan Penvelengpata Negara dan
Laporan Harta Kekayaan ASN;

h. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan
penilaian Zona Integritas;

i. menyusun bahan dary melakranakan
pemenksaan penanganan benturan kepentingan,
. menyusun hahan dan melaksanakan

pemerikzaan penanganan Whistle Blounng Sistem:

k. penyiapan  penyusunan  Kebijakan  terkait
pembinaan dan pengawasan terhadap Peranghkat
Daerah;

l, PEMEIICATIAAT. . .
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l. perencanaan program pembinaan dan
penpgawasan rerhadanp pelaksana tugas dan fungsi
Perangkat aeralh;

m. pengoordinasian pelaksanaan DENZAWasan
fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah;

n. pengawasan keuangan dan kinetja  Peranghat
Dacrah;

0, pengawasen terhadap penyelenggarasn urusan
Pemmerintahan Daccab vang meliput bidang tugas
Peranglkat Dacrah;

P perviapsan perumusan kebijjakan dan [asilitasi
PENZAWASAT penyelengparaan UTUSAN
Pemerintahan Daerah;

g. kera sama pelaksanaan pengawasan dengan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

r. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan;

g. pelaksanaan  penitaian mandii reformasi
hirokrasi;

t.  penyudsunan laporan hasil pengaaasan: dan

u. pelaksanasn fungesi lain yang diberikan cleh
atasan terkait dengan tugasnya.

Wilayah |kega Organisasi Perangkat  Dacrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Wali Kota,

BAB YV
[HNAS PENDIDHKAN DAN KEBUDAYAAN

Bapian Kesatu
Kedudukan

Pasal 38

Cinas Pendidikan dan Kebudavaan merupakan gngir
pelaksana urnasan Pemerintaban bidang Pendidila
dan Kebudayaan vang menjadi kewenangan Daerah,
Cinas Pendidikan dan Kebudayaan schagaimana
dimaksud pada ayat (1} dipimpin cleh Kepala Dinas
vang berkedudukan di bawah dan bertangmung jewab
kepada Wali Kota melslul Sekretans Daermhb,

Bapian Kedua
Susunan COrganigani

Pasgal 349

Suzunan  (fganisesi | Dinas Perolidlikan  dan
Kebudayaan, terditn atas:
a.  Kepala Dinas;
b, Sekrelaris, membawahi;

l. Sub Baman Kepepawaian dan Umum; dan

2.  Helpmpok Jabatan Funpaional dan .Jabatan

Pelaksana.

c. Bidang...
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¢. Bidanp Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi
Kelompok Jabatan Fungzional dan Jabatan
I’elaksana;

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
membawahi Kelonpok Jahatan Fungsional dan
Jalatan Pelaksana;

.  Bidang Pembinagn Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal, membawahi
Eclempok Jabatan Fungsional dan  Jabatan
Pilaksane;

. Bidang Pembinaan Hetenagasan, membaweakn
Eelompok Jabatan Fungsional  dan Jabatan
Pelaksans;

g. Bidang Kebudayaan, membawaht RKelompok
Jabatan Funpsional dan .labatan Pelaksang;
h. Eelompok Jabatan Funpsional;

Unit Pelaksana Tekmis Dinas,

. Koordinator Wilavah Pendidikan; dan

k. Batuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
Srruktur  organizasi  Dinas  Pendidikan  dan
Kebudeyvaan sebagaitmana dimaksud pada ayat (1),
rercantuit dalam Lampivan IV vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wati Kota ini,

Bapian Ketiga
Tupas dan Fungsi

Pasal 40

Dinax Pendidikan dan Kebudayasan mempunysa tapas

membantty  Wali HKota melaksanakan  urasan

Pemerintahan yang menjadi kews=nangan Daerah i

bidang pendidikan dan kebudavaan serta Tugas

Pembantuan vang diberikan kepada Daerah.

Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud pada

avat [ 1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a.  perumusan kebijakan urusan pendidikan dan
kebudayaan,

b, pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan dan
kebudayaan;

¢, pelaksanasan evaluaal dan pelaporan  grusat
pendidikan dan kebudayaan;

d, pelaksanaan administrasi  urussEn dang
Fendidikan dan kebudayaan; dan

e, pelaksanaan fungsi lain yvang diberkan oleh Wah
Kota terkeit dengan tugasnya.

Fazal 41
Sekretans  Dinas  Pendidikan dan Kebudawvaan
IMEMpPUuny s tugas  melaksanakan koordinasi,
pelakzanaan dan pemberian dukungan adminiscrasi
kepada selurmh unsur organisasi di tingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,

(2] Selretpos..
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Sckretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} menyelenggarakatt fungs:, melipubi:

a.

k.

.

i

pengooetlinasian perencanaan program kerja peda
Sekretariar;

pengoordinasian dan perumusan kehijakan reknis
keaekrerariatan Thnas:

penpoordinazian pelakaanasn programm keojs pada
Selovtanat;

membantu Kepala Dinas dalarn pengoocrdinasian
program kegiatan bidang,

pengoordinasian  penyelenggaraan  adminiatrasi
umutmm dan kepegawaian Dinas;

pengoordinasian  penyusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kernja;

pengoordinasian  penyelenggaraan  pengelolaan
keuvangan dan aset Dhnas;

pengoordinasian  penyelenggaraan perencanaan,
evaluasl dan pelaporan Dinas,

pengnordinasian - fasilitasi,  keordinasi, dan
sinkronigaa  pengelolaan  dala dan  informas
Dinas:

pengooriinayian . pengelalaan kearsipan Jdan
prerpuglakaan hnas;

penpoordinsa=sian  fasditasi  Kelompok Jabatan
Fungsional Dinas;

penpoordinasian fasiitas pelaksanaan kegiatan
reformasi birckrast, inovasi, sistem pengendalian
nternal pemernntal, ZOTIE mtegntas,
ketatalaksanaan dan budaya ASH Lhnas;
pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,
inovasi, siatem pengendalian internal pemerintah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Selretariat;

pengoardingsian faailitani gndak lanput laporan
hasil pemeriksaa;

pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut
lapuran hast pemenksann padu Sebkretanal;
pengoordinasian PCOyYIApAN bahan dan
penyusunan pelaporan Dinas;

penpgoordinasian prlalsanaan pemantauan,
penpendalian, evaluas dan penyusunan laporan
program ke Seloretanal; dan

pelaksanasn funp=i lmin yanpg diberikan oleh
atazan sesuai dengan bidang tugas [hinas.

Fasal 4

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, menmpunyal tugas.
penyvusunan perencanaan kegatan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umun;

nenviapan bahan perumusan kehijakan feknis lerkoir
adminigtrasi Kepegawaian dan Umwam;

pengelolaan admimstras perkantoran dan pereuratan
Oinas

a.

b.

.

. penyelenggarfan, ..
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penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan
aset Dinas,

pelakaanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas;

pengclolaan administrasi kepegawalan Dinas;
penyiapan bahan penvusunan Analisis Jabatan dan
Bebun Kerja;

penviapan bahan penpembangan kapasitas ASN i
lingkungan Dinas;

pengelolasn kearsipan dan perpustakann Dinas;
pelaksanaan petgelolaan kearsipan pada Sub DBagian
Kepegawaian dan LImutn;

[asilitasi pelaksanaan  kehumasan, keprotokolan,
publikasi, dan dokumentasi Dinas,

lazititasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan,
yang meliputn proses  higrug,  standar  operasional
prosedur, standur pelayanan  publik. dan survel
kepusnsan masyaraliat [Dinas,

pelaksanaan reformasi  birckras, inovasi, @istem
pengendalian  intemal pemenntab, zona integntas,
kectatalaksanzan dan budava ASN pada Sub Bagan
Kepegawaian dan Umurm,

fasilitasi dan koeordinasi tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan Dinas,

pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil peroeriksaan
pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
leporan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan
Limum; dan

pelaksanann fungm laan yang diberkan oleh alagan
ausal dengan tugas Dinas.

Pasal 43

Bidanyg Pembinasan Sekolah Dasar mempunyal LUZas

melaksanakan penjusunan bahan perumusan dan

pelakzanaan kehijakan di bidang pembmaan =ekolah
dasar.

Bidang IPermbinaan Sekolah Dasar dalam

melaksanakan tupgas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] menvelenggarakan fungsi, meliputi:

4. penyiapan penyusunan rencana program  dan
kegiatan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,

b,  penyviapan penyusunan bahan perumusan  dan
koordinaa pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum  dan  penitaian,  kelembagaan  dan
ERTANA prasarana, serta peserta duhk dan
pembanpgunan  karakter sackolah  dasar scrta
prmbinaan bahasa doan =astram Daerah vang
pentuturmya dalam Daerah;

¢, penyiapan pembinazazn pelaksanaan kebijakan di
bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan
dan sarana prasarand, serts peserta didik dan
pembangunan karakter ackolah dasar,

d. penyiapan...
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d. penylapan penyusunan bahan penerbitan  izin
pendirian, penataar, dan penutupan  sekolah
dasgar,;

. penyiapan penvusanan <cvaluas dan pelaporan
kinerja Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan

f. pelak=zanaan fungsl lain yang diberikan oleh
atasan sesuai fUEASNYA.

FPasal 44

Gilang Pembinaan Selkolah Menengah Pertama

mempunydl tugas melakzanakan penyusunan bahan

perumusan lan  pelaksanaan kebyakan di bidang
petnlinaan sekolah menengah pertama.

Bidang Fembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam

melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud pada

avat [1} menyelengrarakan fungsi, meliput:

3. penylapan pPenyusunan Iencana program  dan
kegiatan Hidang PMembinaan Sekolzh Menengah
Pertama.

b, penyiapan perumusan, penetapan  kurikulum
muatzn  lokal, dan Lkoordinasi  pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarang prasarana, serta pegerts
didik dan pembangunan karakter  sekolah
menengah poertama:

£, penvigpan penyuaunan baban  penerbitan  {zin
pendivian, penataat, dan petutupan sekodab
menengah perteoma;

d. penyippan penyuydnan bahan pambinaan
kurikulum dan penilaian, kelembagsan dan
SHFANA prasaransa, serta peserta cdidik dan
pembangunan  karakter sekolah  menengah
pertama;

E, peoyiapan penyvusunan evaluasi dan pelaporan
kinerja Hidang I=mbinaan Sekolzdh Menengah
Fertama; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesuai tugasnya.

Pagal 45
Bidang PFendidilkan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat  mempunyai tugas  melaksanakan
penyusunen  hahan perumusan dan pelaksanaan
kebijpkan di hidang pembingan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal.
lGidang Pendidikan Anak Usia Iimi dan Pendidikan
Masyarakat dalam mclaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1] menyelengeamkan fungsi,
meliputi:
A, PENyADAN PEOYUSUNAD Tencana piopram  dan
kepiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Frodidikan Masyarakat;

b, pooyiapan...
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b. perviapat penyusunan bahan  perumilsan dan
kaoorlinast  pelalksanaan  kebpakan di bidang
kurikulum, penclapen kunbkulum moaeian lokal
dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserts didik dan pembangunan
kirakter pendidiksan  sanak wsia  dimm dan
pendidikan non formal;

c. penviapan pelaksanaan pembinaan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
SATANA Prasarand, peserta didik dan
pembangunan lkarakter pendidikan anask uvsia
dini, dan pendidikan nen formal;

d.  penviapan penyusunan hahan penerbitan  izin
pendirian, penatazan, dan peoutupan  satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;

€. pENyiAapan penyelenpgaraat kganilituas,
sinkronisasi dan kefasema dengan hidang/unit
terkait =arta mitra kerga lainnya di dalam
penvelengpatasn tugas di bidane pendidikan anak
usida dini dan pendidikan masyvarakat;

[ pelakeanaan evaluasi dan pelaporan kinega
Bidang Pendidikan  Anak Usia Dimt dan
Fendidikan Masyarakat; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atagsan seauar tIEesihya.

Pasal 46

Nidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
mMempuUnyal  tugas penyiapan  penyusunan  bahan
prerumusan dan pelakzanaan kebipjaksn i bedang
pembinaan  pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, pendidikan non lormal.
eckolah dasar, dan sekolah menengah pertama.

Bidang 'embinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

dalam melaksanakan tugas =ebagaimana dimaksod

pada avat {1] menyelenggarakan fungsi, meliputi:

B. penylapan penyusunan rencana program dan
kegialan Bidang Pembinaan Pendidik den Tenags
Kependidikan,

L. penviapan PETLUTLLLSATE dan koordinasi
pelaksanaan kebyakan i bidang pembibaan
petidichk dan  tenaga kependidikan pendidikarn
anak usia dini, pendidikan non formal, sekolak
dazar, dan sskolah menengah pertama;

£, penyiapan  periyusunarn  bahan  pembinaan
perlidik dan tenaga kependidikan pendidikars
anak usia dini, pendidikan non formal, sekolah
da=ar, dan asknlah menengah pertama;

d. penyiapan ey usU nAt hahan rencana
keliuhan  penelidik dan tenaps kependidilan
pendidikan anak uvsia dini, pendidikan  non
forrnal, sekolah dasar, dan sekolah mensngah
pertama;

e.  penyiapar..,
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¢ peprapan cekomendas  pemindabhan pendadik
dan tcnaea kependidikan dalam kKota;

. pelaksanaan evalusesi dan pelaporan  kinera
Bidang Pembinasn Pendidik dan Tenaga
Kependidikan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
dtazan sesuai TUgASTTA.

RFAR VI
NINAS KESEHATAN

Bapian Keasin
kedudukan

Pasal 47

Dinas Keeehatan merupakan unsur pelaksana urusan
Poemerintahan  wrusan  Keschatan vang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpmin ocleh Kepala Dinas yanp berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Selkretaris Daerah.

Bagian Kedus

Susinan Organisasi

Paral 45

SUgunan Orpamsasi Dinas Keseholan, terdinn atas ;

a. HRepala [inas;

b. Schkretarie, membawahi:

l. Sub Bawgan Kepegawaian dan Umum; dan
2. HKelompok Jabatan Fungsicnal dan Jabzatan
Palaksana_

c. Bidang HKesehatan Masyarakat, membawzahi
Kelompek Jabatan Fungsional dan  Jabatan
Felak=sana:

d. Bidang Pencegahan den Pengendalian Penyalkit,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsicnal dan
Jabalan Pelakaana,

e, Bidang Peloyanan  Kesehalan,  membawahi
Kelompunk  Jabalan Fungsional  dan Jabatan
Pulaksdna;

I Bidang Sumber Dave Keschatan, membawahi
Kelompok Jabatan Funpsiomal dan  Jabatan
Felaksana;

g  Kelompok.abatan Fungsional; dan

. Unit Pelaksana Tekniz Dinas.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagatmana

dimaksud pada avat (1}, tercantuim dalam Lempiran V

yang merupakan bagisn tidak terpisghkan  dari

Peraturan Wali Koia ini.

Bagian...
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Baman Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pausal 49

Dinas Kesshatan mempunyai tugas membant Wali
Knta melalksanakan  urlsan Pemerintahan yang
tnenjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan dan
Tupes Pemmbantuan yang diberikan kepada Daerah,
Dinat HKesehatan delam melaksenalkan tugas
sebagainana dimaksud pada ayat (1}
menyelengparakan fungsi, melipu s

4. penyiapan bahan perumusan kebijakan wrusan

kesehatan:

B.  penyiapan bahan peloksansan kebijakan  urusan
kesehatan;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  urusan
kesehatan,

d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
. pelaksanaan fungs lain vang diberiken oleh Wali
Kola seaunl dengan bugasnya,

Fagal 50

Sekretaris Dinag Kesehatan mempunyai tugas

melalisanakan koordinas, pelaksanaan dan

pemberian dukungan admimistrasi kepada seluruh

Unsur organieas) di lingkunpgan Dhinaa Kesehatan.

Segkretariz Dinas Kesehatan dalam melaksanakan

tugez =sebagaimana dimaksud pada avat (1]

menvelengearakan fungsi, meliputi:

4. pengoordinasian perencanaan program kerja pada
Sekretariat;

b.  pengoordinasian dan perumusan kebijekan teknis
kesekretarigtan Dinas:

. pengoordinasian pelaksangaan program kesja pada
Sekretatzat;

d.  membantu Kepala Dinas dalam pengoordinagian
presgram kegiatan ndang;

€, peEmgoordinasian penyelenyearsaan  administrasi
umum dan kepegawaian Dinas;

F, pengoordinasian  penyvusanan Analiziz Jabatan
datt Bebun Kefa;

£. pengoordinasian  penyelenggaraan  pengelolaan
keuangan dan aset Dinas;

h. pengoordinasian penvelengosrash  perencLnann,
evaluasi dan pelaporan inas

I pengoordinasian  fazilitazi. koordinasi, dan
sinkronizasi pengelolaan data dan  inlormasi
Dinas;

- pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan
perpustalcaan Dinas;

Lk pengootdinazian  fastiitazi  Kelompok Jfabatan
Fungsgicnal Dinas

. pengoordinasian. ..
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1, pehgoordinasian fasilitasl pelaksanaan Kegiatan
reformasi birckrasi, inovasi, sistem penecndalian
internal pemertntah, ZOTIR intepritas.
ketatalaksanaan dan budaya ASN Dinas;

m. pengoordinasian pelaksanaan refermast birokras:,
novasl, sistermn penpendalian mmtemal pemerintah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASHN
pada Sekretariar;

. peagootdinasian (asililasi tindak fangob laporan
hasil permeriksaan,

0. peogoordinasian pelaksanaan tindak  Tanjui
laporan haml pemerikaant pada Sekrelatiat;

R pengoordinasian O8N YA PR Bahan dan
penyusunan pelaporan Dinas,

. pengoordinasian pelaksanaan pemantanan,
vcngendalian, evaluast dan penyusunan laporan
program kena Sekretariat; dam

r. pelaksanasn fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesuai denpgan bidang tueas Dinas.

Pasal 51

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tupas:

.

Iy,

C.

penyusunan perencanaan kegiatan pade BSub Nagian
Kepegawaiatt dan Lrnam,

penyiapan bahan perumusan kebjakan leknis terkoaet
administrasi Kepegawaian dan o,

perigelolaan administrasi perlanboran dan persuratan
Linas,

petivclengparaan kerumahtanggasts dan pengelolaan
aset Dinas;

pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas;

pengelolaan administrast kepegawatan Dinas;
penyiapan bahan penyusunan Anahsis Jabatan dan
Beban kKerja;

penviapan bahan pengembangan kapasitaz ASN di
lingkungan Dinaa,

pengelolaan kearsipan dan perpuscakaan Dinas;
mlaksanaan pengelolasn kearsipan pada 3 Dagian
Kepegawaian dan Lmiom;

fagilitasl  pelaksanaan  kehumasan,  keprotololan,
pubilikas duan dokumentas Thnas,

(asilitnsr penyusunan tan pelaporn ketatglaksanaan,
vang meliputt proses bienis, =standar operasionsl
proacdur, stendar pelayanan publik, dan survei
kepuasan masyarakat Dmas,;

pclaksanaan reformasi birckrasi, mowvasi, sistem
pengendalian  internal pemenintah, zona integritas,
ketatalakeenasn dan budayz ASN pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;

fazifitasi dan loordinasi dndal: lanjut laporan hasil
pemeriksaan Dinasg,

- ] [ 4 -
a lakzanaan
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pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
pada 3ub Bagian kepegawaian dan Umum;
pelaksanasn pemantauan, =valuasi dan penyusunan
laporan kegiatan pade Subk Bagian Kepegowaian dan
Uhmum; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesual dengan tgas Dinas.

FPazal 52

Bidang Heachatun Masyarakst mempunyan tupas

merdmaskan dan melaksanskan kebijakan

operasiottal, pembinaan teknis, dan pengawasan data

di bidang upaya kesehatan masvarakat berdasarkan

stklus hidup wvang terintegrasi di puskeamas dan

Jclanng pelayanan kesehatan primer, serta jejaring

laboratorum kesehatan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan

tugaz sebaprimana dimeksud pada ayat (1}

menyelengearakan fungsi meliputi:

4. penyiapan PpenyusSunan rencana program dan
kegtatan Bidang Kesehatan Masvarakat |

k. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis
sikluis hidup,

C. pelaksanaan komuynikasi, informagi, dant
edukasi, petilaku, dan determinannyva dalam
upaya proenost kesehalan dan pemberdayasn
masyarakat, mdwakam [IOETAm, dan
pengralanpgan kemitraen;

. pElaksanaan survelians kesehatan, detelosi ding,
dan pengendalian [aktor risike bidang Zim
mesyarakat dan kesehnatan masyarakat
berda=zarkan siklus hidup;

e. pelakzsanaan skrining, penemuan kasus dan
faktor risiko, investigasi, dan pengendalian
populasi danfatau  faktor nsike kesehatan
bidang pgizi masyarskat dan  kezehatan
masyarakat berdagarkan sikius hidup,

f. pemberian intervensi, peningkatan  akses,
petvedinan  sumber daya, dan  pentigkatlan
kualicas pelayanan di bidang gzl masyarakat
dan kesehatan masirarakal berdasarkan aiklus
hidug,

£ lasilitasi tata Kelola manaemen  pelavanan
keschatan mnasyarakat;

h. pelaksanaan integrasi dan kclaborasi pelayanan
kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan
keaehatan tingkat pertama lainnya;

i fagilitas pelayanan kesehatoan masvarakat pada
kawasan khusus termasuk daerah terpencil,
sangat terpencil, perbatazan, dan kepulavan;

]. penyelenpggaraan upaya  kesehatan  kerja.
kezehatan olah raga, dan keseharan tradigsional,

k. penyelenggaraan upara keschalan jiwa;

l. perencanaan...
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1. petencanaan dat penjamitiat i
penyelengearaan laboratorium kesehatan
mayyarakat;

IR, pengawasan dan penyidikan  pelaksanaan
kehijakan di bidang kesehatan masyvaralkat,

o, pemberdan bimbingan teknis pads UPTD Dhnasz
Kesehatan Daerah;

p. pengelolaan jabatan fungsional bidang
kesehatan masvarakat;

g. penyilapan pelaksanaan evalussi dan pelaparan
kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat, dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesual tUEASIIYA.

Pasal 53

Bidang Pencegahatnt dan  Pengendalian Penvakit
mempunyal tugas merumuskan dan melaksanakan
kelvjakan operasional, petnbmasan  telous, dan
pengawasan data i bidang surreilang, Kekarantinaan
kesehatan i wilagyah, pencegahan dan pengendalinn
penyakit  menular, pencegahan dan  pengendalian
penyakin tidak menwlar, penpelelasan imunisast, dan
penyehatan lingkungan

Bidang Pencegabhan dan Penpendahan Penyakit dalam

melakeanakan tupgas sebapaimana dimaksnd pada

ayzt (1] menyelengegarakan fungsi, meliput:

i, PpCOyIApAnN penyusunan I[encana program  dan
kematan Bidang Mencegahan dan Pengendalian
Penyakit;

b.  pelaksanaan auiveilans, detelsi dini,
pengendalian lakior risilo, dan koordinas upaya
pencegahan dan pengendalian penyakil,

c. pelaksanaan respon Kejadian tuar Biass (KLB),
wabah, dan bencana,

d.  pmelakianasan Kernitraat dalatn rapla
metcegabhan dan pengendalian penyakit;

e, advokast poncegahan faktor risiko dalam rangka
pencegahan dan pengendahian penyalkit;

F. melaksanasan imunisast Tatin, Munisas dewasa,
dar irnumnisas khusus;

£ pelaksanaan dan koordmasi hasd sunveilans
Kejadian [kutan Pasca lmunisa=i [K1F]};

h. keordmasi pelakszanaan laboratorium surveilans
pencegahan dan pengendalian penyakit. dengaon
laboratoriurn keseshatan masyarakat;

1. pengembangan movasif/teknelogi tepat  guna
vang mendukung upava pencegahan dan
pengendalian penyaldt;

1. pelalksanaan. ..



1y

{2]

-37 -

j.  pelaksanaan kesehatan lingkungan, melipui
surveilans faktor rmsiko, penychatan ar d=n
sanitasl dasar, penyehatan pangan, penyehatan
udars, tanah, dan kawasan, dan pengamanan
limbah, serta adaptasi percbahan iklim dan

kebencanaan;
k. pelaksanzan deteksi dini dan
respon f penanggailangan KLE/f wahzh,

peneegahan dan  pengendahan penyalot  serta
kesehatan hngkungan pada ailtlase khusus
saperti pada penyelenpparaan ibadah hap dan
umrzh;

L pengawasan  Jdan peoyidikan  pelaksanasn
kebijakan di bidang  pencegahan dan
pengendalian penvakat;

m. pemberian bimbingan tekniz pada UPTD Dinas
Kezehatan Daerah:

n. pengelolaan  jabatan fungsional bidang
pencegahan dan pengendelian penyakit;

o. penyiapan pelaksanegan eveluasi dan pelaporan
kinerja Bidang Pencegehan dan Pengendalian
Penyakit; dan

B pelakssmaan fungsi lain vang diberiken  oleh
BEARET SeaUE] EUsEsnYa.

Pazsl 54

Hidang Pelayenan Kesehatan mempunyae  fugas

MeTUITIuSkKAaTT dan melaksanakn kebijakan

operasional, pembinaan teknis, dan pengawsasan data

di bidanp pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu

pelavanan kesehatan, dan familitazs pelayanan

kesehalan.

Bidang Pelayanan Kesshatan dalam melaksanakan

fugas sebapgaimana dimaeksud pada avar (1)

menvelengparakan dngs, meliput:

a  penyiapan penvuaunan rencana program dan
kematan Bidang Pelayanan Kesehatan:

k., penyiapan hahan pETE N SAN kebijakan
opcrasional di bidang pelayanan keschatan
pnmer Jdan mutu  pelayanan, pelayansan
kegshatan rujuken, dan penpobatan tradisional
dan jaminan kesehatan;

¢ pengelolgsn tata  laksana  pelayvanan klinds,
pelayanan PENUNEANE, kegawatdaruratan,
pengelolaan pernzinan pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan kesehatan, =erta pelayanan
kesehatan khusus lainnya,

d. fasilitazi tata kelola manajemen  pelayanan
kesehatan lanjutan:

e pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit
dan pelaksanaan standar pelayanan keschatan
lanjutan pada program taminagn kesehatan:

f. pemberian...
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f.  pembenan dukungan pelayvanan keschatan pada
penyelenggaraan mudik lebaran dan han besar
keagamaan, kepawatdaruratan pra rumah sakit,
kurmpillan maska [(mass gothering), dan situasi
khusga lamnya,

g fasititasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan
muty  pelayenan dan  keselamaten pasien di
fasilitas pelavansn kesehatan:

h-  pengelolaan peneampuatt mamab sakit dan
wahans pendidikan;

1. pengavwasan dan penyidikan pelaksanasn
kebijakan di bidang pelavanan kesehatan;

i pemberian bimbinpan teknis pada UPTD Dinas

Keschatan Dmerah;

k. pengelclaan jabatan (unpsional bidane pelayanan
kesehatan;

l. penyviapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasar segual tUgEaAsnya.

Fasal 55

Bidang Sumber Daya Keschalan mempunyal bugas

terumusian dan tnelaksanakan kebijakan

operagsional, pembinaan telmiz, dan pengawaszsan data

di bdang kelarmasian, alat keschatan, perbekalan

kesehatan rimak tarngga, petdanasan keschatan, dan

aumbizer daya manusa leesehatan.

Midang Sumber Daya Keachatan dalam mclaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungst, meliputi:

f.  penyiapan penyusunan rencana program  Jdan
kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehetan;

b pelsksanasn =sertifikazi dan penilaian kezesuaian
sarana produksi danfatao distrihysi sedigan
tarmnass, alat kesehatan, danfatan perbekalan
keacshatan rumab tanpga:

. pengeloigan kebutuban sediaan farmasi dan alal
kesshalan;

.  pengelolaan manajemen kelarrmagian dar
pelayanan fammasi klinis,

£, pengawasan o produk dan sarana produks
dan/atau  disteibusi  alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga;

{ pengembangan dan penguatan tata kelola rantai
pasok sediaan farmasi dan alat kearcharan;

E. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi
dan alat kesehatan dalam negeri;

h. pengelclaan pendanaan kesehatan;

i, perencanaan, pengadaan, serta pendayagunazn
tenaga medis dan tenaga kesshatan;

j. peninpkatan mutu dan kompetenst tenaga medig

dan tenaga keachatan,

k. pelaksanaan,.,
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k.  pelaksananaan uwrusan  kesgjahteraan dan
perlindungan fenaga medis  dan tenaga
kegehatan, dan

1. A yAZU N Ean dan pelakzanaan urusain
kegejahreraan tenaga pendukung atau penunjang
kegchatan;

m. pengawasan den  penvidikan  pelaksanean
kebijakan di bidang sumber dava kesshatan;

n. pembenan bimbingan teknis pada UPTD Dinas
Keachatan Dacrah;

o, pengclolaan mbatan fungeionsl bidang sumber
cdayn kesehatan,

. penyviapan peleakssnaan ovaluass dan pelaporan
kinenqa Bidanpg Sumber Daya Kesehatan,; dan

1. pelok=san=an fung=i lain yane dibenkan oleh
dtazan sesual fugasnya.

EAbE ¥l
DINAS PEKERJAAN UKUM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 56
Dinas Peketjaan Umum merupakan unsur pelalisang
urnsan Femerintahan bidang Pekerjaan Umum vang
menjadi kewenangan Daerah.
Tlinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimakaud pada
Aayat (1} cchpimpim  oleh Kepate,  Thnes yang
lmerbkmindubkan 41 bawwah dan Dedangepung jawab
kepada Wal Kota melabul Sekoralars Dasrah,

Bagian Kedus
Susunan Chrganizssl

Pasal 3%

Jusunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri

ates :

a. Kepala Dinas,

b,  Sekretaris, membawahi:

1. Bub Bagian Kepegawaian dan Umumn; dan
2. Bub Bagian Perencanaarn Program  dan
Keuangan.

c. Bidang DOina Marga, membawahi  Kelompaolk
Jahatan Fungsional dan .dabatan Pelaksana,

d., Midang Sumber Daya Mr dan Cipta Karyva,
mmemibswahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksanm,

£ Bidahg Bina Tekmk dan Jasa Konstruksi,
menthawakn Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

{. Kelompeok Jabatan fung=ienal; dan

g Llinmit Pelaksana Telkmis [nas.

(4] Struktur...
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Struktur organisasi  Dinas Pekenaan Umum
sehagaimana dmmaksud pada ayar (1), tercantum
dalam Lampiran V1 yang merupakean bagian fidak
terpisnhkan dari Peraturan Wall KEota .

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pagal 58
Dinas Pekepaan Umum mempunyai tugas membantu
Wali Kota melaksanakan urusan Pemerniaban vang
menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan
Umum dan Tugas Pembantuan yang dibenkan kepada
Daetah.
Dinas Pekerjpan Umuom dalam melakssoakan tupgas
sehagaimanae, dimaksud pada ayat 1]
menyelenpgaralan fungsi, meliput:
a.  perumusan kebpakan wrsan Pekerjaan Umum;
b. pclaksanasn kchijakan urisan Pekerjaan Umun;
. pulakssnaan  evaluasi dan  pelaporan  urusan
Pekenaan UUmum;
d. pelaksanaan  adminislrasi  Dinas  Pekerjaan
Umum; dan
= pelaksanaan fungal lain yang dibenkan aleh Wals
Kata sesuat dengan tugasnya.

FPasal 39

Sekretaris Dingg Pekerjaan Urnum mempunyal tugas

melaksanakan  penyiapan penyusunan  Tencana,

program dan anggaran, keuangan, perlengkapan dan

asct, kopegawalan, rumah tangge dan koordinas

perumusan kebjjakan Hepala Dinas Peketjagn Umam

serta evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan kinera

serta menyiapkan laporan

Sekretaris Dinas Pekerjasn Dmum dalarm

melpkganakan tugas sebapaimana dimakswd pada

avat [1) menyelenggarakan fungsi, meliput:

a. pengoordinasian perencanaan program kena pada
Sekretariat:

b, pengeordinasian dan perumusan kebijakan teknis
kesekretanatan MDNinas;

c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada
Selretariat;

d. membantu Kepala Dnas dalamn pengoordinasiat
program kepiatan bidang;

.  pengoordinasian  penyelengearaan  administras
umutn dan kepegawaian Dinas;

£ penpoordinasian penyusunan Analisis Jabatan
tlant Beban Keng;

R pengoordinasian  penyelenggaraan pengelolaan
kevengan dan aset Dinas,

h. pengoordinasian...
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penpoordinasian  penyelenggaraan  perencanaan,
evaluasi dan pelaporan Chnas;

penpoordinasian fasilitast,  koordinas, dan
sinkronisasi pengelolagn data dan  informasi
Lhnas;

penpoordinasian . pengelolaon kearsipan dan
perpustakanan Dinas;

pengeordinagian  (asilitasi Kelompok  Jabatan
Fungsional Dinas ;

pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan
reformasi birokras:, inovasi. sistemm pengendalian
internal pemerintah, ZOT1A mtesritas,
ketatalaksanaan dan budaya ASN Dinas;
pengoordinasian pelaksanaan refartnasi bitokrasi,
inovasi, sistern pengendalian intemal pemenntah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Selkretamiat;

pengootdinasian fasilitasi tindak lanjut laporan
hagil pemeriksaan,

pengoordinasian | pelaksanaan dndak lamiut
lapocan bhasil pemenksaan pada Sekretariat,
pengonrdinasiat penviapan bahan dan
penyusunan pelaporan Dinag;

penEoUrdinasian prlaksanaan prnantaunan,
pengendalian, evaluasl dan penyusunan laporan
program kena Schretanat; dan

pelaksanaan lungsi lain yang dibetikan oleh
atasan sesuai dengan bhidang tupas [hnas.

Pasal 6O

Sut Bagian Kepegawgian dan Umum, mempunyal

tugas:

a.  penyusunan perencanaan kegatan pada Sub
Bagian Kepegawaran dan Umum;

b.  penyiapan bahan perumuosan kebjakan tekms
terkait adminisrrasi Kepegawaian dan Umuimn;

c. pengelolagn administraz perkantoran dan
persuralan Dinas,

d. pemyelenggaraan kerumahtatggaan dan
penpelalaan asct Dinas,

¢, pelakeanaan fasilitasi Kelomipok Jabatan
Fungsional hnas;

F. penpelolaan administrasi kepepawalan Linas;

E. penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kera,

k. penyiapan bahan penpembangan kapasitas AN
di lingkungan Linas;

I, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

). pelaksanesan pengelalaan kearsipan pala Sub
Bagiah Kepegawaian dan Umum,

k. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprolokolan,

prablikasi dan dokumentasi Dinas:

L fa=ilitagi...
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fasilitasi penyusanan dan pelaporan
ketatalaksenann, yang meliputi proges  hisnig,
standar operasional prosedur, standar pelayanan
pubhk, dan subeet kkeplasan masvarakat Dinas,
pelaksanaan reformasi bivokeasi, inmovasl, sistem
prenpendalian inrernal pemerintah, zOong,
intepritas, ketatalaksamaan Jan budaya ASN pada
Sul Bapian Kepopawalan dan Umum,

tagilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan Dhinas,;

pelaksanaan tndak lanjut  laporan  hasil
pemeriksaan pada Sub Baglan Kepegawsazian dan
Umum,;

pelakaaraatl remantaian, evaluasi dan
penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian
Kepepawaian clan Umum, dan

pelaksanaat fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas Dinas.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuvangan
MErpU nyai tngas, melipuki.

=

melaksanalan peoyUSinan cencats prograum dan
kegatan Sub Bapan Poerencanaan Program dat
Keuangan;

melaksanakan koorditias penyvusunan rencana
program dan kegatar;

melaksanakan pereclolaan administrasi
pegalanan dimas;

melaksanakan penyiapan dalam rangka
penyusungn laporan kinerja,

melaksanakan penyiapan beshan pengawasan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tupas;
melaksanakan penviapan bahan dalam ranpka
verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan,
permbuluan  kegangan, nrusan akutansi dan
pclaporan keuanpsn, serta penyigpan  bahan
LA NEEApan pemeriossan;

melaksanakan penyviapan baban dalam rangka
peTlargungawaian keuangan;

melaksanakan penyiapan Teocand dan rogratn
kega Dhnas;

melaksanakan koordinas: pembuatan daftar gagi
serta tambahan penghasilan;

melaksanakan evaluagl dan polaporan kinetja
Sub Bagan Perencanaan Program dan Xeusngan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 61...
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Bidang Bina Marpgsa mempunyad LUgas melaksanakan

FCOyIapan data. dan bithan, melaksanalan

PCOYLUSUNAN rencana kegiatan o dan program,

pengkajian dokumen tekiis, pembinaan, pengswasan,

pembangunan, pemeliharaan jalan dan bamgunan
pelengkap jalan lainava.

Bidang Bina Marga Dalam melakszsanakan tugas

sebagaimana dirnaksnd pada ayat (1]

menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. penyiapan penyusunan rencanna program  dan
kegiatan Bidang Bing Marga,

b penyelenggaran kegiatan pembinaan,
pehigawasan, pombanpunan, pemeliharaan jalat
dan bangunan pelengkanp jalan;

.,  penyiapan  pelaksanaan penelitian fpengkajian
dokumen  teknik  kegimtan pembangunan,
prmeliharaan  jalan  dan bangunan pelengkap
lainnya;

d. penylapan peialkcsanasn svdluasi dan pelaporan
kbnerja Bidang Bina Marga; dan

€. pelaksanaan funpsi lain yvang diberikan oleh
atasan sesUAl TUgasNys.

Fazal 52

Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karya mempunygi
tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatarn
dan program, penelifian/ penglkajian dokumen teknik,
pembinaat, pengawasan, pembangunan,
pemclibarazm,  pongelolaan . dan pengendalian
petigamanan  sumber  dava  air,  perliotaan dan
drainase, serta pengelolaan sor hersib
Bidang Sumber Dava Air dan Cipta Karva dalam
melaksanakan tugas scbagaimans dimeksod  pada
ayat [1), menjelenggarakan funpsi, meliputy
A PEnylapan pPenyusunan TRNCEna program  dan

kegiatan Bidang Sumber Daya Air dan Cipta

Karya,
b. penviapan bahan penyelenggarean kegatan
penbinaan, Pengawasan, pembanpunan,

pemeliharann, pengelolasn dan pengendaliat
serta pengamanan sumber daya air dan cipta
karya;

¢, penyapen pelakaunaan penelihang penghajan
dokumen  teknik kegiatan pembangunan,
penieliharaan, pengelolaan dan  pengendalian
serla pengpadnanan sumber daya air dan cipta
Karya,

4,  penviapen pelaksanaan ovaluas dan pelaporan

kincrja Bidang Sumber Daya Air dan Cipta Karva;
dan

=, pelaksanasan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan scsual tugasnya.

Pasul 63,
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Bidang  Bina  Konstruksi memputiyat  (ugas

melzksanakan  pervusunan  rencana kegintan  dan

program prenehtian dan pengkajian pembinasan sumber
dava manysia den pengelolaan data hadan usuha jasa
konstruksi dan peogelobaan gedung neparm.

Bidang Bina Konstruks dalam melaksnahkan tupas

achagalinana dimalksud pada ayat (1]

menvelenggarakan fungsi, mehiputi:

&, ptnylapan penyusunar rencans  program dan
kegiatan Bidang Bina Konstrukai;

b, penyiapan bahan pengelolaan data badan ussha
Jasa konstruksi dan pengelolaan gedung negara;

c. penyiapan bahen  pelaksanaan  penelitian/
pengkajian, pembinasn pengawasan pengelolaan
Redung negara dan fasilitas ymum,

d. Penyiapan bahan penyusunan dan  pengolah
laporan pengelolasn data badan wusahs  jasa
konstruksi dan pengeiolaan gedung negara; dan

e. pelaksanaan lungsi lain vang diberikan oleh
atasan sc5ua lugasnya.

RBAR VIl
DINAZ PENATAAN RUANG AN FERTANAHAN

Bagian Kesatu
Eedudukan

Pasal 64

Cinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan
unsur  pelaksansa  urusan Pemerintahen bidang
Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

[Mnas Penataan Huang dan Pertanahan sebagaimana
dimaksud padp ayat (1} dipimpin oleh Kepala Dinas
vang berkedudukan i bawah dan bemtangging jawah
kepada Wali Kofa melalui Sekretans Daerah.

Bagian Kedua
Surunan {Jrganigasi

Pasal 63
ausunan Crgamsasi Dinas Penataan Ruang dan
Pettahaban terdird atas ;
a. Kepala Dinas;
b,  Selkeetans, mermbawain;
1. Sub Bagian Kepepawailan dan Umum; dan
2, Sub Bagian Perencanasn Program  dan
Keuangan.
. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Huang,
membawahi Kelompok Jabatan Fungaional dan
Jabatan [Melakzana;

d. Bidang. ..
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d. Bidang Pengendalien Buang,  membasatni
Kelommpok Jabatan Fungsiomal dan  Jabatan
Pclakzana;

¢, Bidang Pertanahan, membawal Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

I Eclompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi [Mnas Penataan Ruang dan

Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1,

tercantum  dalam  Lampiran VII vang memipakan

bapian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 66

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyad

tugas membanti Wah Kola melpksanakan  Lrlsan

Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah di

bidang Fenataan Buang dan Pertanahon dan Tupas

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

[Minaz DPPenatsan FRuoang dan Pertanahan dalam

melakzanakan tugas sebapgeimana dimaksud pada

ayat {1] menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. perumusan kebijakan vrusan Penataan Huang
dan Pertanahan:

b. pelaksanaan kehijakan vrusan Penataan Ruang
dan Pertznahan;

¢. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  urusan
Penataan Ruang dan Pertanahan,

4.  pelaksanaan adrmnistrasi Dinas Penataan Buatg
dan Perntanahan; dan

¢, ptlaksanzan [ungsi lain yang dibenkan olch Wali
Kota sesual dengan tugasnya.

Pasal &7
Sejretaris Dinas Penataan Fuang dan Pertanahan
mempunyai tugas melakszanakan penyiapan
PENYUSUNATL Tencana, program  dan anggaran)
keuangan, perlenglapan dJdan  aset, kepegawaian,
rumeh tangpga dan keordinasi peromuaan kebijakat
Kepala Dinas Penataan Ruang dan PPertanahan serta
evaluasi dan akuntahilitas pelaksanaan kinerja serta
menyiapkan [aporan.
Sekrelatis Dings Penalaan Riang dan Perlanahan
dalam malaksanakan tupas sehagaimans dimaksucd
pada ayat (1) menyelengearakan Mungsi, meliput:
A. penpoordinasian perencanaan program kerja pada
Sekretanat;
b, pengoordinaeian dan perumuesan kebijakan tekmis
keselkretariatan [hnas;
. pengoordinasian pelaksanasn program kerja pada
Sekretariat;

d. membantu,..
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membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian
program kegiatan bidang;

pengoordinasian  penyelenggaraan  administrast
umum dan kepegawaan inas,

pengoordinasian  penayusunan  Analisis .Jabatan
dan Beban Kerja,

pengoordingsian penyelenggaraan pengelolaan
kevangan dan aset Dinag;

petigootdinasiat | penyelenggaraan poéteticanaan,
cvialuasi dan pelaporan Dinas;

pengoordinasian fasikitasi,  koordinasi.  dan
sinkromaasi  pengelolasan  data dan  indormnast
Dinas;

pengoordinasian pengelolaan  kearsipsan dan
prerpustalkaan hnas;

pengoordinasian  fasilitnsi  Kelompok Jabatan
Fungsional Dinas,

pengoordinasian lagilitasi pelaksanaan kegiatan
reformasi birokrasi, inovasi, sistermn pengendahan
tnternal pemerintah, zona integritas,
ketatalaksanaan dan budays ASN Dinas;
pengnordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,
novasl, sistern pengendalian internal pemerintah,
zona Integntas, ketatalaksanann dan budaya ASN
pada Sekretariat;

rengoordinasian famlitas, tindak Famut laporan
hasil perierkasaan:

pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut
laporan hasil pemmenksaan pada Sekretanat;
pengoerdinasian peENyiapan bahan dan
penyusunan pelaporan Dinss;

pengoendinasian pelaksanasan pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerja, Sekretariat; dan

pelaksanaan Mungst lain vang Jdiberikan  oleh
atasan scallal detgan bidang migas Dinas.

Pagz! 68

Sub Bagian Kepegawalan dan Umum, mempunyai

tugas;

A,  perdusunan  perencanasn kegalan pada Sub
Bapian Kepegawaian dan Vmum;

b. penwiapan bzhan perumu=an kebiakan tekms
terliait administras, Kepepawaian dan Urmnum:

c. pengelolaan  administrasi perkantoran dan
persuratan Dinas

d.  penvelengparaan kerumahtanggaan dan
pengelidaan aser Dinas,;

e pelaksanann Fasilitasi Kelotn pok Jal@ran
Fungaional Dinas;

1. pengelolaan admimistrasi kepegawaian Dhitias;

f£. penviapan bahan penvisunan Anahsis Jabatan

dan Beban Kena;

h.  peoylapan..
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penyiapan hahan pengembangan kapasitas ASN
di lingkungan [Thtiay,

pengelolaan kearsipan dan perpustakasn Dinas;
poeleksanaan  penpelalaan kearmpan pada Sub
Bagian Kepegawaian ctan Urmm,

fasililast pelaksanuan kehumasan, keprolokolan,
pubhkas doan dokumentasi Dinae;

fasilitasi PEIYHSUTIAT dan pelaporan
ketatalaksanaan, yang meliputi proses  bisnis,
standar aperasional prosedur, standar pelayanan
publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas,
pelaksanaan reformasi birckrasi, inovasi, sistemn
pengendalian internal pemerintah, Zona
integritas, ketatalaksanasn dan budaye ASN pada
Sub Bagian Kepegawaian dan Ui

fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan Dinas;

pefaksanaan  tndak langut  laporan haail
pemeriksaan pada Sub Bapan Kepegowmian den
LItmusmm;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan kematan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum; dan

pelaksanaan fungs lain yang dibenkan oleh
atasan sesnai dengan tugas DHnas

Sub Bapian Perencanaan Program dan Keuangan
mempunyal tugas, meliputi

A

melakaanakan peoyiapan peEOYUSURAAR PenNcana
program dan kegiatan Sub Bagian Perencansan
Program dan Keuangan,

melaksanakan penyiapan  bahan keordinasi
peTiylapan penyusunan laporan kmesja;
tnelaksanakan penyiapan bahan pengawasat,
peneendalian, dan evaluasi pelaksanaan tupas;

melaksanakan penpelolaan administrasi
perjalanan dinas;

melaksanakan verifikasi, akutansi,
penatausahaan, pembukuan keuangan

perbendabharaan,  pelaporan keyangan, dan
penyiapan  hahan  IangEapan pemstiksaan
pembuatan  daftar gaji serta tambahan
penghasilan,

melakranakan Denyiapan hahan
P argeanmawa ban kevangan;

melaksanakan evaluasi den pelaporan kinega
Sub Bapian Parencanaan  [rogram dan
Keuangan; dan

melaksanakan tugss lan yang dibennkan clch
dtasan.

Pasal 6449
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Bidang Perencanaan dJan  Pemaniaatan Ruang

mempunyal tupas membantu Kepads [Dinas dalam

rangka melaksanakan — penyiapan — peNyuSUnan

program kerja dan perumusan kebijakan tcknis di

bidang penataan reang.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dalam

melaksanakan tupgas sesbapaimana dimaksud pada

pyvat [1) menvelenggaralzan fungsi, melipuei:

a. penyiapan penvysunan  perencandan  program
dan kegiatan Nidang Ferencanaat dan
Femanfaalan Tuang,

I» penyiapan penyusunan konsep kebijakan teknis
peEnAlaan ruang,

¢, pEnyiapan  pelaksanaan pembingat,  kootdinasi
dan fasihitasi dalam penataan ruang;

d. penyiapan pengendalian dan cvaluast
pelaksanazan penataan ruang;

. penyiapan pelaksanakan cvaluasi dan pelaporan
kincga Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
Ruang; dan

f pelaksanaan fingsi lain yang diberikan oleh
atasan terkait tugasnya.,

Pasmal 71}

Bidang Pengendalian  Ruang mempunyal tugas

membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan

PUNYIADAT peryusunan program ketja dan perumusan

kelhizakan 1eknig di bidang penalaan niang.

Bidang Peneendalian Ruang dalam melbkyanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada  avat (1]

menyelengearakan fungsi, meliputi:

A  penyi@apan penyusunan rencana  prograr dan
kegiatan Bidang Pengendalisn Rusng,

b. penyiapan penyusunan perencanaan di bidang
pengendalian Tuang;

C.  pedyiapan penyusunan  kebijakan teknis
hangunan, gedung dan lingkungan;

d.  penyiapan pelaksanaan pemhbinaan, koordinasi
fdan fasgilitasi dalam bangunan gedung dan
hnghungan;

. pemviapEn pelabksanaan pengendalian Dangunan
gedung dan lingkunpgan;

£, penvigpan pelaksanaan evaluasi dan pelapotan
kinerja Gidang Pengendalian Ruang; dan

£ peleksanaan fungsi lain yang diberikan  oleh
ATASHN JEaUAl tUEHRETI Y

Pasal 71
Ridang Pertanahan mempunyal tugas membantu
Kepala DThinas dalam rangka melsksanakan penyiapan
penyueunan program kerja dan perumusan kebiakan
teknis di ndang Pertanahan.

12] Ridang...
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Bidang Pertanahan dalam melaksgnakan tugas

sebagmimana dimal:sud pada AvEL [1}

menvelenggarakan langsi, melipusi:

4. penyiapan  pehyusunatt rencana  program  dan
kegiatan bidang pertanahan;

b. penyizpan  penyusunan kehijakan leknig
pertanahian,

C. peuviapan pelaksanasan pombinaan, koordinas:
dan fasilitas dalam pelayanan pertanahan;

d.  penviapan pengendabian den pelaksanaan
pelayvanan pertanahan;

e penyidpan pelaksanasn cvaluasi dan pelaporan
kinena Hidang Pertanahan; dan

.  pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh
atasan sesual tugasnya.

BAB I1X

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 72
Dinaz  Perumahan dan  Kawaszan  Pemukitmat
meripakan unsur pelaksana wruaan Pemerintaban
billang Perumaban dan Kawasan Pemukiman yang
menjad kewenrangan Dacrah.
Dinas  Perumahan den  Kawasan  Pemukiman
sehagaimana dimaksad pada ayal (1] dipirmpin oleh
Kepala Dinas yang berkeduduksn di bawah dan
bertanpgung jawab kepada Wali Kota melalul
Sebretarie Daerah.

Bagian Kedua
Suzunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organigesi Ding: Perumahan dan Kawasan

Permukiman, terdir atas,

A. Kepala Dinas;

b. Selrretaris, tembawahi
1.  Bub Bagan Bepepgawaian dat Lo, dan
2. Sub Bagian Perencanaan  Program  dan

Keuangan.

¢. Bidang Perumahan, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan "elaksana;

d. Bidang Kaswasan Permukiman, membawahs
Kelompok Jabatan Futgmonal dan Jabatan
Pelakasana;

=, Kelompok -Jdabatan Fungsional; dan

f.  Unit Felaksana Teknis Dinas.

(2] Struktur...
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Strukitur otgsrusast Dinas Perumahan dan Kawasan
Permmukimean schagaimana dimaksud pada ayat (1],
tercantiltn dalam Lampiran VI yang merupakan
baman tidak terpisahkan dari Pereturan Wah Kota ini

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Facal 74
Ihnas Perumahan dan Kawasan Pemubkiman
mempinyai tugas membanty Wali Kot metaksanakean
urusan  Pemerintabhan  yang menjadi Kewenangan
Daerah 1 odang Ferumehan  dan Kawasan
Pernulkiman Perumsahan dan Kawasan Pemuliman
dan Togas Pembaniuan vang diberikan  kepada
Daergh,
Duas Petumaban dan Kawasan Pemulaman dalan
melaksanakan tugas sebagaimana dimakzud pada
ayat |1]) menyelenggarakan fungsi, meliputy:
4. perumusan kebijjakan urusan Perumahan dan
Kawazan ’emukiman;
b. pelaksanaan kebijakan urusan Perumahan dan
Kawazan Pemukinian:
c. pelaksanaan evaluasi den pelaporan urusan
Perumahan dan Kawasan Pemukimean;
4.  pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman, dan
e, pelaksanaan fumgsi lain yang diberikan oleh Wali
Kota sesuai dengan tugashya.

Fasal 75
Sekretaris  Dinaz  Perumahan  dan Kawasan
FPemukiman  mempunyai  tugas  melaksanakan
PeENYlapan PenyUsSuUNsn  rencana,  program o dan
anggaran/ keuangan, perlengkapan  dan  aset,
kepegawaian, rumah  tangga dan koordinasi
perurousan kebpakan Kepala [inas Perumghan dan
Rawasan Pernukiman seria evaluas dan akunotanlias
pelaksatpan kinerga seria menyiaplan laporan,
Hekrelaris [rireas Petumahan tlan Kawasan
FPemukimnan dalam melaksanakat tugas sebagaiinana
dimmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi,
Tl
a. pengoordinaeian perencandan program kerja pada
Sekretanat;
b, penpoordinasian dan peramusan kebyakan teknis
kesckretanatan Dinas,
. pengoordinasian pelaksanasn program kerja pada
Sekretariar
d. membanty Kepals Cinas dalam pengeordinasian
program kegiatan bidang,
e. penpoordinasian  penyelenggaraan  administragi
umm dan kepegawaian [inas;

f. pengoordinasian...
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pengoordingsian  penyusunan Analisis  Jabalan
dan Beban Kerja;

pengonidinasian | penyelengeatasn pengelolaan
keuangan dan aset Dinas;

penpocrdinasian  penyclenggaraan  poerencanaan,
evpluast dan pelaporen Dinas ;

prnpoorchnoasian  (aslitasi, kKoordinasi, dan
sinkronisasi pengelolaan data dan  informasi
Dinas;

pengoordinasian  pengelotaan kearsipan dan
perpastakann [Hnas,

pengoordinasian  fasilitasi  Kelompok  .Jabalan
Fungsicnal Dinas |

penpoordingsian asilitasi pelaksanaan kegialat
reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian
internal pemerintah, ZOTIA ntegritas,
ketatalaksanasn dan budaya ASN Ihnas;
pengoardinasian pelaksanaan reformasi birckrasi,
inmvasl, sistem pengendalian mtermal pemernintah,
zona intcpritas, keratalaksanaan dan bodaya ASN
pada Sekretanat;

pengoordinasian fasiitasi tundak lanut laporan
hasil pemmeriksaan;

penpoordinasian  pelaksanaan  tndak  lanjuot
laparan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
pengoordinasian [enyIRpan bahan dan
penyusunan pelaparan Dinas,

pengoardinastan pelak saraan pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laparate
progratn kega Seloetanal; dan

pelaksanaatl fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesual dengan hidang tugas Dinas,

Paszl 76

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai

tugas;

A. peOyusunan perencanaan kegiatan pada Sub
Bagian Kepegawaian dan Umuom;

b. penviapan bahan peruomusan kebijjakan teknis
terkait adminisivasi Kepegawaian dan Umiim:

.  pengelolaan adminiatrasi perkantoran dat
peranralan [Dinds ;

d. penyelenggaraan kerumahtanpgaan dan
pengelolaan ssel Dinas;

e, pelaksanasn  [asilitesi Kelompok  Jabatan
Fungsional Dinas;

(. pongeloslaan admimstrasi kepagawaian Dinas;

R penviapan bahan peoyusunan Analisis Jabatan
ilan Bchan kena;

h. penyiapan hahan penpembangan kapasitas ASHN

i lingkungan Cinas;
prngelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;

1. pelaksanaan. ..



2]

{1]

q.

- 52 -

pelaksanaan pengelolaan kesrsipan pada Sub
Bagian Kepegawsaian dan Uniim:

fagilitasi pelaksanaan kehumasen, keprotokolan,
publika= dan dokumcntas Dinas;

Taxilitas: PEILYUELN&N dan pelaporan
ketatalpkzanyaan, yang meliputi proses hienis,
stundar operasional prosedur, standar pelayanan
publik, dan survei kepuasan masvarakat [Mnas;
pelakzanaan reformasi hirokrasi, inovasi, sistem
pengendalian internal pemeritah, Zona
integritas, kefatalaksanaan dan budaya ASN pada
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

fagilitasi dan koordinasl bodak Tanjol laporan
hasil pemetiksaan Dinas,

pelalrsanaar  tindak  lanjut  laporan  hasil
pemerikspan pada Sub Bagan Kepegawaan dan
Lhrum;

pelaksanaan pemantauan, evaluas dan
penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum; dan

pelakzanaan tupas lain yang diberikan oleh
atasan sesual denpan tugdas Dinas,

Sub Bagian Perencanasn Program dan Keuyangan
mempunyai tugas, meliputs:

A.

melaksanakan penyiapan peryUsUunan Tencans
program dan kegatan 5ub Bagian Perencanaan
Program dan Keuangan,

melaksanakan  penyiapan  bahan kooedinasd
penyiapan penyusunan laporan kinerja;
melalksanakan penyiapan  bBahan  pengawasan,
penigendahan, dan ovaluasi pelaksanaan tugas,

melaksanakan pengelolaan administrasi
penalanan dinas,

mciaksanakan werifikasi, akutanasi,
penatausahaan, pembukuan keuangan

perbendaharaan, pelaporan  keuangan, dan
penyviapan  bahan  mnggapan — pemeriksaan
pembuatan  defltar  pgajl sera tambahan
penghasilan;

melaksanakan PERYIAPAn b hiar
peranggingawaban keuangan,

melaksanakan  evaluasi dan pelapotan kinena
Sub Bapian Perencanaan Program dan Keuangan,
dan

metaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
ataean.

Pasal 77

Eidang Perumahan mempunyai tupas membaniuo
Kepala Dinag dalam rangka  melaksanakan

penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan
teknis di bidang perumahar:.

(2] Birang...
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Bidatig Perumahan dalam melaksanalkan pas
sebagaimana dimaksud pada Byl {1]
menyelenggarakan fungs, melipuri:

a.  penyiapan pehyUSUnan rencania program  dan
kegiatan Bidang Perumahan;

b peoyiapan penyusunan  kebijakan  teknis
pembangunan perumahan dan lingkungan;

C. penyiapan pelakaanaan pemnaa,
petpendalian, hoordinas: den fzsiitasi dalam
pembangunan perumshan;

d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinens Bidang Perumahan; dan

.  pelaksanasn fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesuni tUgAsnya.

Pasal 7§

Hidang Kawasan Permnukiman mempunyal  (ugas

membantu Kepala Dinas datam rangka melaksanakan

penyusunan program kerja dan perumuosan kebijakan
tekmis di bidang Kawasan Permukiman.

Bidang Kawasan Permmukiman dalam melakzanakan

tugas sebagaimana  dimmaksud  pada ayat (1)

menyelengearakan fungs:. melipat:

B, pPENYAPAnN DEIyUSUNADn Mencana program  dan
kegatan Buidang Kawasan Permnulamarn;

b, penylapan penyusunan Tencana  di hidang
propendalian dan kebyakan teknis pembangunan
kawasan Fermukiman dan lingkungan,

c. penyiapan pembinaan, keoordmnasi, fasilitasi dan
evaluasi pembangunan kawasan Permukiman
dan perumahan;

d. penyiapan pelaksanaan evaluazi dan pelaparan
kineja Bidang KawasanPermukiman, dan

e.  pelaksannan fongsi lain yang dikerikan oleh
Alasan aesual dengan IR sy,

BAB X
SATUAN POLIZI PAMONG PEAJA

Bagan Keeatu
Kedudukan

Pasal T9
Satuan Polisi Pamong Prajgz  merupakan  unsur
pelaksana uruszan Pemerintahan bidang Letentrarnan,
ketertiban uwmum dan pelindungan masyarakeat sub
urusan  ketentraman  dan ketertiban umum yang
menjarli kewenangan Daerah.
Satuan Pols Pamong Praga sebapaimana dimadosud
pada ayat (1] dipimpin nleh Kepala Saluan  yang
berkedudukan di bawsh dun  bertanprpung  jawab
lkepada Wali Kola melalui Sekretaris Daerah.

Bagian. ..
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Bagian Kedua
Suzunan Organizasi

I'asal 80
Sueunan Organisaszi Satuan Polisi Pamong Praja.
terdin atas :
s Kepala SBatuan,
b. Selkretarizs, memixawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan Frogram;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
J, Sub Bagian Umum dan Kkepegawaian.
¢, DBidang Permbinaan Masyarakat, membawahi:
1. Scksi Eewaspadaan Dini;
2. SBrcksi Brmbingan dan Penyuluban; dan
3. Kelompok Jabatan Funpgsional dan Jabakan
Pelaksans.
i, Bilang Ketertiban Umum dan  Ketenlraman
masyarakat, membawahi :
1. Seksi Operasi dan Penpendalian;
2. SBeksi Ketertiban Umum; dan
3.  Kelompek Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana.
e. Bidang Penepakan  Peraturan  Perundang-
undangan, mermbawahi:
1. 3eksi Penepakan,
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga: dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabaran
Pelaksana.
f Bidang Pernbinaan Eatuan Pefindungan
Masraraliat, membawahi;
1. Beksi Dala dan Tnformas;
2.  Seks Pelatihan dan Mohilisasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional can Jobatan
Prlakyana,
£. Kelompok fabatan Fungsional.
Struktur organieast Jatuan Pohsi Pamong  Fraja
zebagaimana dimaksud pada ayat (1], tercantum
dalam Lampiran l& wvang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagan Ketiga
Tugas dan Fungsi

Fagal B1

Satyen Polisi Pamong Praja mempunyai {(ugas
mermhbantu Wali Kofa dalam melaksanakan
Penvelenggarakan Pemerintahan di hidang Penegakan
Peraturan DDaemh, penvelenggaraan Keamanan clan
Ketertiban Umuym, serta pelindungan masyarakat,
Satuan Polisi Pamong Praja dalam  melaksanakan
lupges sebagaimana dimaksed pada  ayat (1}
menvelenggarakan fungsl, meliput ;

A, PErULITSan. ..
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a, porumusean  kehgekan di bidang  pencgakan
peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraburan
Wali Kota, penyelenggarakan keamanan dan
ketertiban umum, serta pelindungen masvarakat;

h. pelaksanaan kwebijakan di bidang penegakan
peraturan  Daerah, Peraturasg Wali | Kota,
penyelengearakan kearnanan  dan Ketertiban
pmum serta pelindungan masyarakat,

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lmdang
penegakan peraturan Dasmmh, Peraturan Wali
Kea, penyelenggarakan keamanan dan ketertiban
umun serta pelindungan masyarakat,

d.  pelaksanaan  administrasi pada Satuan Polisi
patnong Praja; dan

. polaksanaan fungsi lain yang diberikan aleh Wali
Kota terkait denpan tupasnya

Pasal 42

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mempunya

tugas melaksanakan koordinazi, pelaksanaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada =eluruh
un=zur organizasi di bngkungan Satuan Pplisi Pameong

Praja.

Sekretaris  Baltan  Polisi Pamong  Praja  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat {1] menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a  pengoordinasian perencanaan program kerja pada
Sekretarat,

b, pengoordinasan dan perumusan kebpakan tekous
kesekretariatan Satuan Polimi Famong Fraja;

. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada
Sckretanat;

d. membantu Kepala Satuan dalam pengoordinasian
program keglatan idang;

2, penpoordinasian penyelenggarzan  administrasi
umum dan kepepawaian Satuan Polisi Pamong
Praja,

f. penpoordinasian  penyusunan Analisis Jabatan
tlan Behan Kerja;

8.  pengoordinasian penyelenggaraan | peneclelaan
leunangan dan aset Satuan Polisi Pamong Praja;

h. pengoordinasian penyelenggaraan perencangarn,
evgluas dan pelaporan Satuan Polisi Pemong
Praga;

L. pengoordinasian  fasilitazi, |koordinasi, dan
ginkronisasi pengelelaan data dan  informasi
Fatuan Polisi Pamong 1Praja;

. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan Satuan Polial Pamong Praja;

k. pengoordinasian  fasilitasi  Kelompok Jabatan
Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;

l. pengoordinasian. ..
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pengoordinasian fazilitasi pelaksanean kegiatan
refortmasi birolorasi, inovasi, sistemn pengeocakian

irernal pemerintah, ZOTIA integritas,
keratalaksanaan dan budaya ASN Satusn Polis
Pamong Praja;

penpoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,
inoveasi, sistem pengendalian internal pemerintah,
zona intcpritas, ketatalaksanaan dan hudaya ASN
pada Sekretaniat;

penpoondinasian fasilitasi indak lanjut laporan
hasl pemerikzaan;

pengoordinasian  pelaksanaan Gndak lanut
laporan hasil pemeriksasn pada Selkoetanat;
pengoordinasian penyapan bahan dan
petiydsunan pelaporan Satuan Delisi Pamong
Praja;

pengoordinasian pelaksanaan pementauar,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerja Sekretarviat, dan

pelaksanaan (ungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesual demigant bidang tugas Satuan Polis
Famong Praja,

Pazal B3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai

tugas:

4, penyusunan perencanaan  kegiatan pada Sub
Eaman Umum dan Kepegawnajian,

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknia
terkait administrazi Umum dan Kepegawaian;

g, pengelolaan  administrasi perkantoran dan
persuratan Satuan Poliw Pamong Prajy;

d. penyelenggaraan kerumuhtanggaan dan
pengelolaan agel Salnan Palisi Pamong Praja;

e pelaksanaan fasilitast Eetompok  Jabatan
Fungsional Satutan Polisi Pamong Praja;

f. petigelolaan administras: kepepawaian Satuan
Polisi FPamong Praja;

#  penylapan bahan penyusunan Analisis Jabaten
dan Eeban Kerja,

h. penyiapan bahan pengembangan kapasilas ASN
di lingkungan Satnan Polisi Pamong Praja;

1. pengelolann lkearsipan dan perpustakasn Satuan
FPolizi Famang Praja,;

1.  pelaksanaan pengelolagn kearsipan pada Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;

k. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan,

publikasi dan dokumentasi Satuan Polisi Famong
Praja,

1. fa=ilitasi. ..
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faszilitast Penyusunan dean pelaparan
ietatalak=anaan, yang melipuil pooses  bisnis,
standar operasional prosedur, standar pelayanan
publik, dan survei kepuasan masvarakal Satuan
Polisi Pamong Praja;

pelalkesanaan reformest wrokrasi, inovasi, sistem
penpanidalian internal pemernintah, zZona
inlegritas, ketalalaksanaan dan budaya ASN pada
Sub Bagian Urogm dan Kepegawaian,

fasilitasi dan koordinasi lindak Ianjut laporan
hasil pemenksasn Satuan Polism Pamong Praga,
pelakeanaan tHndek fanjut lapotan hasil
pemerikzaan pada Sub DBagan Umum dan
Kepegawaian;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, dan

pelaksanaan tugas lain vang diberikan aoleh
atasan sesual dengan tugas Satuan Polisi 'amaong

Praja.

Sub Bagian Kenangan dan Asel mempunyal (ugas,
mtﬁputi:

a.

by

B.
h.

raclaksanakan pENVUSUTAN METCHET® program dan
kegintan Sub Bagian Keuanpun dan aset;
melaksanakan venthlcast, penatauaahaan,
perbendaharaan, akutanei, pembukuan
kenangan, dan pelaporan kewangan, =serta
peryusunan bahan tanggapan pemeriksaan;
melaksanakan koordinasi pengelalaan
administrasi pertanggungjawaban keyangan,
melak=analkan penyugunan dan pengoordinasian
pemburtan  daftar  gaji serta tambahan
penghasilan;

roelak sanakan pcngclolaan adminisrrasi
retjalanan dinas;

relaksanalkan  penyiapan rencana  kebytuhan
sArana Jden prasarana perlengkapan kancor sera
pengadasan, penyimpanan, pendistmbusian sera
inyventareasi;

telaksanakan evaluasi dan pelaporan kinetja
Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasar.

Sub Bagian Ferencanaan Program mempunyai tugas,
meliputi:

a.

b

.

melaksanakan penyasunan rencana program dan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
melnksanakan koordinasi penyusunan rencana
stralegis dan program kena;

melaksanakan pemyiapan bahan  penyusiinan
laporan kingra;

d. melaksanakan,,.
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melakeanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub
Bagian Perencansan Program; dan

melaksanakan tugas lainnys yang diberikan aoleh
ataean.

Pasal 54

Bideng Pembinaan Masyarskat mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan Pulisi Pamong Paraja dalam
menyelenggarakan urusan pemenntaban i ndang
pembinan masyarakat.

Bidang Pembinaan Masyarakat dalam melaksanakan
tugasa sehagaimana dimaksud pada ayat ({1}
menvelenggarakan [ungsi, meliputi:

i,

b

PeTyldpen  penyUsUnan cencana  program  dan
kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat,
penyiapan penyusunan perencanaan  kebijalkan
teknis pembinaan dan pengawasan pembentukan
lernbaga swadaya masyarakat;

pemyiapan pelaksanasn Kebijakan  teknis di
bhdang operasional lapangan sesual  Ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

penyiapan pelaksanaan operasional penindalan
hukum dan pemberian sanksi terhadap orang
atau badan hukum yanp melakukan pelanggaran
Peraturen Dasrah, Peraturan Wali Hola aerna
penyiapan adminisirasi penuntucan;

renyiapan pelaksanaan pembinaan, pengarahan,
daty sosiplisas petyebarliasan produl hukuym
Daerah kepads masyarakat dan badan hukur,
penyiapan  penpelolaan laporan peogaduat
masyarakat  tetkait pelahggaran  peraldran
Daerah dan peraturan Wal Kota,

ponyiapan pelaksansan pernindalen preventif non
yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah,
penviapan pelaksanesan kegiatan advokazsi dan
pelaporan kinerja Bidang Pembinaan Masyarakat,
tlan

pelaksanaan lungsi lain yanp diberikan oleh
atazan =esuai dengan tugasnra.

Paspal HS

Sekst Kewaspadaan Hni mempunyai tugas, meliput:

a.

b.

melaksanakan penyusungn rencuna program dan
kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;

melaksarnakan penyigpan pEOyUBUnGn rencana
dan  kebijakan teknis operasional lapangan
kewaspadaan dini;

melaksanakan peémbimaan dan  pengawasan
pembxntukan lembags swadaya masyarakal;
melaksanakan  pembenan zankst/penindakan
hukum terhadap orang dan badan hukum yang
melakukan pelanggsran Peraturan Daerah dan
Peraturan Wali Kota;

e. melaksanakan...
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e, melaksanakan evaluasi dan pelaporan  kinerja
Sweksi Kewnspadaan Dind; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan woleb
dtasan.

Seksl Bimbingan dan Penyuluhan mempunyal tugas,

meliput:

a. melaksanakan penyUusunan  FEReana program
dan kegiatan Seksi RDimbangan dan Penvoluhan;

b.  melaksanakan kebijakan teknis  berkensan
bimbingan dan penvuluhan terthadap orang dan
bhadan hukum,;

. melaksanakan pengelolaan laporan pengaduan
masyarakat terkait pelenggaran  Peratorman
Dasrieh dan Peraturan Wali Kots;

.  melaksanakan penindakan preventif non yustisial
ierhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

e nelaksatakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Scksi Bimbingan dan Penvuluban; dan

f. melaksanaken tugas lain vang diberikan aleh
atasan.

FPasal BG

Bidang Ketertiban Umum dan  Ketenteraman

masyarakat mempunyal tupas membantu Kepala

Satuan Polisi Famong Fraja dalam menyelenpgarakan

urusan pemerntahan di bidang ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat.

Bidang Keterftlbtan Umom dan  Ketenteraman

Masvarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi,

meliput:

a  penyiapan penyuasunan rencans prograim dan
kemiatan Ridang Pembinazn Ketettiban Umum
gan Ketentrarpanan Masyarakat;

k. penyapuan penyusunan rencana kebijjakan teknis
kegiatan patrohl potensi ganpeuan ketentraman
tlan ketertiban;

C. penyipen pelaksanaan pemetaan terhadap objelk
alau lokast sasaran;

d. pemyapan pelaksanaan pemberian  peringatan
darn tegurarn pra operast penertiban,
pembongkaran, penutupan dan penyepelan;

c. penyiapan pelaksanaan pengaturan, pengewalan
dan pengamanan  pejabat,  kepialan patroli
terhadap potensi gangauan ketentratman  dan
ketertiban serta pengawasan pengamanan aset
dan tempat penting;

f.  penyiapan  pengaturan,  pengamanan  dan
peterliban penyeicnggaraan keramaian Daerah
dan alay kegiatan yang berskala massal serta
keginian deteksi dini potensi gangguan
ketentraman ¢dan kelertiban wmum,

. pcuyiapan...
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PENYIARAT PENYUSUNAR rencgna penpadaan dan
pemeliharaan sarans den  prosoerona terleut
denpgan  pemlatan teknis opermsi lapanpan
termasuk peralatan persenjataan;

peniviapan penyusunan evaluaz den pelaporen
kinetja Bidang  Ketertiban Urnum  dan
Ketentraman mesyarakat; dan

pelakeanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atazan terkzit dengan tugasnyva.

Pasal 87

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas,
meliputi:

a.

L,

.

B
h.

meipksanakanh poiiyusuUnen | TCACANR  DrOgTaM
dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
melaksanakan penyapan penyusunan rencana
aperas) dan pengendalian;

melakzanakan pemberian peringatan dan teguran
P GpeTas penertiban, pembongkaran,
peruilnpan dan penyvegslan;

melaksanakan perencanaan kegintan pengawalan
dan pengamanan pejabat, menpawasi kegiatan
penigamanan aset dan tempat penting,
melaksanaken pengamaenan  dan  peneriiban
penvelsngearann  kegiatan keramaian  Tlaerah
dan/atau kegiatan yang berakala massal,
melaksanakan penyusunan rencana pengadaan
dan pemelibaraan sarana dan prasarana terkalt
dengan peralatan telma operas lapangan dan
preralatan perssnjataan,

melaksanakan evaluasi dan pelapomn  kinega
Selkei Bimbingan dan Penyuluhan; dan
melaksanakan tugas lain vang dibenkan oleh
atébarn,

Sekst Ketertiban Umum mempunyai tugas, meliputi:

a,

b.

melaksanakan penyusunan rencana program dan
kegiatan Seksi Ketertiban Umurmn;

melaksanakan perencanaan kebijakan teknis
kegiatan patroli potensi gangguan Ketentramsan
dan letertiban;

melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap objele
atay Iokasi sasatan;

melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap
potensi gangsguan kKeterntraman dan Ketertiban
umLlen;

meliaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Beky Keteriban Umum,; dan

melaksanakan tupas lain yanp diberikan oleh
ntamsan,

Pazal 88, .
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Pasal B8

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-umdangan

mempunyal tupas membantu Kepala Satuan Polis

Pamong Praja dalam — menvelenggaraksn urusan

pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Bidang I'=negakan Peraturan Perundang-undangan

dalam melaksanakan fugza sehagaimana pada avat (1|

menyelenggarakan fungsi, meliput:

a. penyviRpat penyUsiinan rencana progratm dan
Kegintan  Bidang  Penegaloan Peraturan
Perundang-Umdanpan;

b,  penyiapah penyusunan rencaia kebijakan teknis
ndang pernegakan poTRtUTARD perundang-
undangan Daerah;

¢,  ponyviapan penpoordinasian sosiahisasi Poraturan
Daerah dan Peraturan Wali Kota yang memuat
SATIKEI;

d. penyiapan penyelenggaraan penegakan Peratyran
Daerah «dan Peraturan Wali Kota melalui
pemberlaknan aanksi secara pro yuatisi;

e. penviapan pelaksanaan  fasilitasi  peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia Penyvidik
Pepaws Negerl Sipil;

. penviapan penindakan preventif non yustizial dan
penuindakan yustisial;

B penviapan pelaksanasn evaluasi dan pelaporan
kineria Bidang Penegakan Peratumn Perundang-
undargan, dan

h. pelaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
atasan terkait dengan tupgasnya.

Pasal 3%

Sekst Penegakan mempunyal tugas, meliputi:

a. melaksanalkan penyusunan rencana  program
dan kegialan Seksi Penekan;

b. mefaksanakan penegakan Peraturan Dasrab dan
Peratumn Wali Kota meladal  pemberlakuan
SNTKel SecArA pro yushss;

. 1mmelaksanakan mMOon1torinsg, dan sUpervisi
pelalksanaan  kewenangan Penyidik  Pegawal
Negeti 5impl penegak Permturan Daerah dan
Peraturan Wali Kota;

d. melaksanakan penindakan preventf non yustisial
dan penindakan yustiaial,

e. melakzanakan evaluasi dan pelaporatl  kinerja
Selsi Penegakan:dan

I.  melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
atasan.

Sekal Hubungsan Antar Lembaga mempunyal tugas,

melipit;

A melaksanakan penyusunan  rencang  pProgram
tdan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga,

k. melaksanakan...
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k. melaksanakan kebijakan leknis di bidang
hubungan antar lembaga dalam  rangka
penegakan perundang-undangan Daeral,

¢, melaksanakan koordinasi dalam rangks
petegakan peraturan perundang-undangan
Daeral:

i,  melaksarakan  peningkatan  kapasitas Sumber
Daya Manusia Penvidik Pegawai Negeri Sipl
Penepak Peraturan Daerah dan Peraturan Wali
Kota;

e. melaksanakan evaluas dan pelaperan linerja
Seksi Hubungan Antar Lembagsa, dan

.  melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
atasan.

Pasal 90

Bidang Pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat

nempunyat tugas membantu Kepala Satuan Polist

Pamong Prgjia delam  menyelenggarakan urusan

netmerinlahan i bidang Pembinaan Satuan

Pelind ungan Masyvarakal.

Nidanp Pembinaan Saluan Pelindungan Masyarakat

dalam melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud

pacda arat (1] menyelenggarakan futigsi, mekiputi:

4.  PpCOviApan PpeEoyubunai nencana progratm  dan
keritan Bidang Pembinasan Satusn Perlindunpan
Masavarakat;

b.  penyiapan inventarisasi kebutuhan sarana dan
prasarana operasional satuan  pelindungan
masyarakat,

. penyigpan perencanaan dan pelaksanaan
pendidikan., pelatthan dan bmbingan teknis
kepade satuan palindungaty magyaraliar,

d.  penyapan pelakaanaan cegiatan identifikasi dan
pendataan kejadisn gangguan kcamanan dan
ketertiban masverakat;

e penyapan pelaksanzan eviduasi dan pelaporan
kinena Bidang Pembinasn Shtuan Pelindungan
maevarakat; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan terkmt tugasnya.

Faszal 9}

Seksi Data dan Informasi mempunyal lugas, meliputi:

a. melaksanakan penyusinan rencana program dan
kegiantan Scksi Data dan Informasi;

b. melaksanakatt pengumpulan dan  pengelolaan
data  di bidang penegakan Peraturan bDaersh,
penyelengearean  keamanan dan ketertiban
umdm, serld pelindungan masyarakat;

.  melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi Data
tlan Informasi;, dan

d. melaksanakan. ..
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d. mefaksanalan tugas lain yang diberikan oleh
Atasan.

Sekar lelatihan dan Mobihsasi mempunyal tugas,

melipnits

a. melaksanakan penyusunan relcana program dan
kegiatan Seksi Pelatithan dan Mobilisasi;

b, melaksangkan  kebijakan  teknis di bidang
pelaiihan dan mobilisasi;

e, melaksanaksn kegiatan pendidikan, pelatihan
dan bimbingan tekris kepada satuan
polindungan masyarakat,

d. melaksanakan evaluasi dan pelaparan  kinerja
Scksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan

e. melaksanakan tugas lain wvang dibernkan oleh
atasan.

BAR X1

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paznl 92
Dinagas Pemadam Kebaltaran  dan Penvelamatan
merupakan unsur pelaksana urusan Pemetintahan
bidang  ketentraman, ketertiban urmnum dan
pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran vang
menjadi kewenangan Dacrah.
Dinas Pemadam Hebakaran dan Penvelamatan
schapaimana dimaksud pada ayat (1] dipimpin cleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertangpung jawab kepada Wali Keota melalud
Sekretans Daerah.

Bagian Kedua,
Buzunan Organigasi

Pyl 93
Uinas Pemmadarm Kebakamn dan Penyelamatan, terdirt
atas:
a Kepala Dinas;
b. Bekretaris, membawahi;
1. Subl Bagan Kepepawaian dan Umuny: den
2. 5ub Bagian Perencanaan Program  dan
Kecuangan.
¢, Didang Pencegahan dan Pernundalean,
metmbawa;
1.  Bekei Penoyusluhan Pencegahan Kebakprun;
2. Seksi Inspeksi dan Penindakan; dan
3.  Kelempok Jabatan Funggiona] dan Jabatan
Pelaksana.
:1. PBidang Penanggulatngan dan Penvelamatan,
membawahi:

. Seksi...
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1. Seks) Penanggulangan Kebakaran,

2.  Beksi Bantuan Fenyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kehakaran; Jdan

3. Kelompok Jabatan Futngsional dan Jabatan
Pelaksana.

2. Bidang Sarana Teknia, membawahi

. Beks Permelilracaan Satana Tekins,

2. Beks Penogadaan dan Penvediaan Sarana
Tekmus: dan

4. Eelompok Jabatarn Fungsional dan Jabatan
Pelaksans,

f, Unit Prelaksana Tekms Dhinas; den

g Kelompok Jabatan Fungsiconal.

Strukaur OTpPanisasi Drnas Kebakaran dan
Fenvelamatan sebagaimana dimaksud pada ayvat {1)],
tercantum dalam Lampiran X yvanp merupakan bapgian
tidak terpisahlan dar Peraturan Wah Kota ini.

Bagian Ketga
Tugas dan ¥ungsi

Paaai &4
Dinas Pemadam EKehakaran dan  Penyelamatan
mempunyai  tugas membantu Wali Kota dalam
menyvelengparakan urusan pemadaman  kebakaran
dan penyvelamatan vang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan vyang diberiken hkepada
Craerah,
Oinas Pecmadam Kebakaran dan Penyclamatan dalam
meladsanakan  tupay  sebageomang  dimaksud  pade
avit (1] menyelenpgarakan fungs, meliputs;
a. perumusan  kebijaksn  urusan pemacdarman
kebukaran dan penyeld matan;
b. pelaksanaan kebijakan warusan pemadaman
Itebakaran dan penvelamatan;
c. pelaksanaan evalua=i dan pelaporan  urasan
pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
d. pelakranaan administrasi Dinas | dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Walli
Kora terkait dengan tugasnya.

Pasal 95

Seiretaris Dinas Pemadam  Kebakaran — dan
Pettyglamatan tpompunyad  tugas moelaksanalan
koordinasi, pelaksanasn dan pembetian dukungan
adrmistrast kepada  scluruh unsur orgenmsast i
limgkungan Dinas  Pemadam  Kebakwmn  dan
Pernyelamatan,

Aekretarns Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan dalam melakszanakan tugas
schagaimana dimaksud pada ayat 1]
menyelenggprakan fungsi, meliput::

a. pengoordinasian. ..
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engoordinasian perencanaan program kerja pada
Bekretariat;

pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis
kesekretariatan Dinas:

pengeordinasian pelaksanaan prograem kerja pada
Selretariat;

membanty Kepala Thnay  delam pengoordinasian
program kegiatan idany;

penpgeonhnasian  penyvelenggaraan administrasi
umurm dan kepegawainan Dinaw;

pongoordinasian  penyusunan Analsis Jabatan
dan Beban Kena;

pengoordinasian  penyelenggaraan  pengelolaan
keuangan dan aset Dinas;

pengoordinasian  petyelenggaraan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan Dinas

pengoordinasian  fasilitnai, koordinasi, dan
sinkrmonisasi pengelolaan data dan  informasi
Diivigs,

pengoordinasian pengelalaan kearsipan dan
perpustakaan Dings;

pengoorhinasian lambtas:  Relompok Jabatan
Fungsicnal IMnas ;

penpguoonlinasian fasibtas] pelaksanasn kempatan
reformnasi birckrasi, inovasi, sistem pengendalian
imernal pemeriniah, FOTLA integritas,
ketatalakaanaan dan budaya ASN Dinas,
pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,
inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah,
zona iniegritas, keratalaksanaan dan budava ASN
pada Sekretariat;

potipoordinasian fasilitas tindask lanjut laporan
has] pemenksaan;

perpoordinasian pelaksanaan tindak lamut
laporan hasii pemenksaan parda Sckrctanat
penpourlinauian T T2 PR bahan dun
penyusunan pelaporan Chinsas;

penpgeoordinasian pelaksansan  pemantausmn,
pengendalian, evalwasi dan penvusunan laporan
program kerja Sekrefariat; dan

pelaksanaan fungsl lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Pasal 96

Zub Bagian Repegawaian dan Umum, mempunyad
tUugas:

A.

b

C.

peoyvusunan perencanasn  kegpatan pada Sub
Hagian Kepegawaian dan Umuam;

penviapan bahan perumusan kebijakan teknis
terkact administrazi Kepepswalan dan Umuom;
pengelolaan  administrasi  perkanteran  dan
persuratan Lrinas;

d. penyelengearaan.. .
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penyelengrATaan kerumahtanggaan dan
penpelolaan aset Dinas:

pelaksanaan lagilitasi Kelotmpok  Jabatan
Funpsional Diras;

pengelolaan administras kepepawalan Linas,
penyiapan bahan peovusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kerja;

penylapan hahan pengembangan kapasitas ASN
di lingkungan Dinas;

pengelnlaan keursipan dan perpustalaan Dinas;
pelaksanzan pengelolaan  kearsipan pada Sub
Bagian Kepepawaian dan Umum:

fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan,
publikasi dan dokumentasi Lintas;

fasilitas pENyUSLNAD dan pelapuran
ketatalaksanaan, yang melipuli proses  biznis,
standar operasional progsedur, slandar pelasanan
publik, dan syrvel kepilasan masyarakat Dinas;
pelaksanaan reformadi birokragi, inovasi, sistem
penpendalian internal pemerintah, ZONE
integritas, ketatalalzsanaan dan budaya ASN pada
Sul Bagian Kepegawaian dan Umum;

fagititasi dan keoordinasi tindak lanjut laporan
haail pemenicsaan Dinas;

pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil
pernenksasn pada Sub Baplan kepegawaian dan
Lt

prlaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum; dan

pelaksansan tugas lain yang diberikan oleb
atazan sesnai dengan tugas Dinas.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangao
mempunval tugas, meliputi

d.

melaksanakan penYUSUNAR PEOGATIA PYORMAM
dan kegiatan Sulr Bagian Perencanaan Program
dan Keuangan,

metakaanakan penviapan  bahan  koordinasi
penyuaunan liporan kinensa,;

melaksanakan penyviapan bahan  perngawasarn,
pengendatian, dan evaluasi pelaksanasn tugas;

melakasanakan pengelolaan administrasi
penalanan dinas;

melaksanakan verifikasi, mkutansi,
pcnatausahaan, pcmbukuan keuangan,

perbendaharsan, pelaporan  keuangan, dan
penyiapan hehan tenggapan  pemeriksaan;
pembuatan  daftar gaji =serta tambghan
penghasilan;

melaksanakan penyiapan hahan
peranggungawaban kenangat,

g. melaksanakan...
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g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Bub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:
dan

h. melaksanekan tugas lain yang dibenkan oleh
Araagn,

Pasal 97
Bidang Pencegahan dan  Penindakan  mempunyai
lUges melaksanakan penyusuiisn perumusan dan
pelaksanaan kebijakan  di bidang pencegahan
kebakaran dan penindgloan,
Bidang Fencegahan dan  Penindakan  daiam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1| menyelenggaraian Nuingsi, meliputi
a. penylapan  perymusan rencana  program dan
kematan dalam ranpgka penetapan kebijakan di
bidang pencegahan kebekaran dan penindalan;
b. penyiapan  penvusunan  petunjuk  operasional

peinlingan dan pelatiban, penyuluhan
pencepgatian kebakaran, ingpeksi, dan
petindakan;

€. penyiapen pelaksanaan lingkup pembinaan dan
pelabhan, penyuluban pencegahan kebakaran,
itspcksi, dan penindakan,

d. penyiapan pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan
kkinerja Bidang Pencegahan dan Penindakan; dan

e, pelaksanaan fungsi lain yang dikerikan oleh
atazsan seayai dengan tugasnya.

Fasal U8

Seksi Pembingaan dan Pelatihan mempunyal tugas,

meliputi;

a.  melaksanakan penRyUSUnAan I¢ncana program dan
kegintan 3cksi Pembinasan dan Pelatthan;

Ir.  melaksanakan penyuszunan petunjuk teknis di
Indang pembinasn dan pelatihan;

¢, melaksanakan  pelatthan dan  pembinaan
peningkatan kemampuan teknis aparatur dan
masyarakat dalam pencegahan dan
penangpulangan kebakaran serta penyelamatan:

g  melakasanakan koordinasi dan kerjazama dengan
lembega atau instansi lain di bidang pemlunaan
dan pelatihan,

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan i bidang
pembinaan dan pelatihan, dan

1. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh
atasah.

Selksi Penyuluhan Pencegabhan Kebalkaran mempunyad

tugaa, meliput:

a. melakaanakan penyvuaunan tencana program dan
kegiatan bidang penyuluhan pencegalian
kebalearan,

b. melaksatalen. .,
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melaksanakan penyusunan rencana kepiatan dan
petunjuk  tekms  di bidang  penvuluhan
pencegahban kebakaran;

tmelaksanakan pembuatan  brosur,  selebaran,
banner, balihe, dan media atau alat peraga
lainmya di  bidang penvuluhan pencegaban
kebakaran dan penyelamatan,

melaksanakan penyuluhan, petagaan,
peningkatan pernahaman bahava dan pencegahan
kebukaran di instansi Pemerintgh, Badan Usaha
Iilik Wegara, Badan Usaha Milik Daersh, dunia
usaha, =zerta partisipasi masyarakat dalam sistem
ketahanan kebakaran dan upaya penyvalamatan;
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga atau instansi lain ¢ bidang penyuluhan
pencegahan kebakaran;

melaksanalkan svaluasi dan pelaporan kinerja
Sekst penyuluhan Pencegahan Kebakaran, dan
melaksangkan tugas lain yang diberikan oleh
AtasaAn.

Seksi Inspeksi dan Penindakan mempunyal tugas,
meliputi:

a.

b

.

T =

melakeanakan penyusunan rencana progratn dan
kepatan Seksi [nspeksi dan Penindakan,
melaksanakan penyusunan petunjuk eknis di
ideang inspeksi dan penindakan,

melaksanakan pengumpulan dan pengalisa data
sebagai bahan penyusunan kebijakan inspeksi
dan penindalan,

melakzanakan Koordinasi dedaim ranglka
penyelidikan dan penelitiatn akibat Kehakaran,;
melaliganakan pengawasan dath | penchban
terhadap kualitas sarana sistetn protcksi
kebakaran,

melaksanakan inspeks  kepatuhan  dalam
penvedigan  sarana  proteksi  kebakaran  dan
penmindakan di instansi Pemerintah, Badan Usaha
Wlilk Nepara, Badean Usaha Milik Daerah, dunia
usaba, fasilitas publik serta bangunan lainnya;
melaksanakan pemangeilan dan pemeriksaan;
melalesanakan koordinas: dan kerjasama dengan
lembaga atau instansi lain di bidang inspeksi dan
penindakan ;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Seksi Inspeksi dan Penindakan; das
melakzanakan fugza lain yang diberikan aleh
AtAsEn.

Paggal 949

Bidang Penangmilangan dan Penvelamatan
mempanyal tugas melakaanakan penyusunan baban
perumusan dan pelalkisanaat kebijakan di bidang
penangpulanan kebakaran dan penyelamatan.

(2] Bidang...
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Bidang Penanggulangan dan Penyelamalan dalum
melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud avat (1)
menyelenggaralzaan fungsi, meliputi:

.

penviapan — penyusutan rencans program dan
kegiatan  di bidang penanggulangan dan
prnvelamatan:

penyiapan Pty WEL AT petunjuk teknis
operasional penatggulangan den penyelamatan;
penyiapan pelaksanaan penanggulangan

kebalkaran, banlyan penyelamatan dan evakuasi
korban, penanganan bahan  berbahaya dan
beracun kebakaran, pergudangan, dan distribusi
sarana logistk,

pelaksanaan ovaluasl dan pelaporan  Bidang
Penangpulangan dan Penyelamatan; dan
pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh
atasan terkait tupasnya.

Pasal 100

Sehyi Penangpulanpan Kebakaran mempunyai tugas,
meliputi:

L

b.

c.

e

I

melaksanakan penyusunan rencana program dan
kegiatan Seksl Penanggulangan Kebalaran,
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
penanggulangan kebakaran;

melaksanakan penanggulangan dan pemadaman
kebakaran SeRUAI standar CELA P A ETHAT]
pettanggulangan kebakaran,

melaksanakan loordinasi dan kerjasama dengan
lembega dan  insleansi  lain di bidanp
penanggulangan kebakavan |

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kanena
Seksi Penanggilangatt Kebakaran; dan
melaksanakan tugas lan yang dibertkan oleh
Atasan,

Selks Banluan Penovelamatan dan PenRngenan Bahan
Nerbahaya dan Beracun Kehakaran mempunyai tugas,
rmeliputl;

[

melaksanakan penyusunan rencana program dan
kegiatan  Seksi Rantvan Penyelamatan  dan
Fenunpanan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakartan;

tnclakzanaks petunjuk tekmis penyvelamatan dan
penanganan  bahan  berbahaya dan  heracun
kebakaran;

tmelaksanakan baniyar  penyelamatan dan
evakuasi korhan  «wera penanganan bahan
berbahaye dan beracun kebakaran,
melaksanakan koordinasi dan kerjagama dengan
lembape dan instansi lain di bidang penyelamatan
dan penanganan bahan berbahaya dan beracun
kebakararn;

e, melaksanakan...
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. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kiners
Zeks1 Bantuan Peniyclamatan dan Penanganan
Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran; dan

f.  melaksanakan tugas lain yang dibertkban oleh
atasar.

Selrsi Pergndanpan dan Distribusi Sarana  Logistik

e puiya tuges, meliput:

a  iclaksanakan penyusunan reacana peogram dan
kepiatan Sekst  Perpudangan dan  Distribusg
Logintil;

b, tntlaksanakan penyusunan peturgubk teknis di
idang pengelolaan pergudangan dan distabusi
sarana logstil;

b. melaksanakan invenlarisir, menyimpan, dan
menyalurkan sarana dan prasarana pencegaban
darn penanggulangan kebhakaran serta
penyelamatan;

c.  melaksanakan koordinasi dan kegasama dengan
lembaga dan instansi laity di bidang penyelamatan
dan penanganan bahan berbahaya dan beracun
kehakaran;

d. melakukan svaluas] dan pelaporan lanera Seksi
Pergudangan dan Distribusi Sarana Logistik; dan

¢ malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

I'asal 101

Bidang Sarana Teknis mempunyal tugas menyiaphkan

penyusunan bahan perumusan dan  pelaksanaan

kebijakan di bidang sarana teknis pemadaman
kebakaran dan penyelamatan.

Bidang Szrana Teknis dalam melaksanakan LUgas

sehagaimatia dimaksud avat (1] menyelengearakat

fungsi, melipuri:

4, pemmaspan  bahan pehyusUunsn encana program
dan kematan Bidang Sarana Teknis;

b, penyiapan perumusan kebpakan di tndang sarana
teknis pemadaman kebakaran dan penyelammatan;

€.  penyiapan PeIlYUSUNan petunjuk teknis
operasional pengadaan, penyediaan, dan
pemeliharaan sarana teknis serta pengendalian
komuniliasi dan informasi;

d.  penyizpan pelaksanoan pengadsan, penyediaan,
pemeliharaan sarana teknis dan pengendalian
lcomunikasi dan informasi:

e, penyizpan  pelaksanaan evaluas dan peloporan
kinerja Bidang Sarana Teknis, dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
AlAawan sesual dengan tugasnya,

Pasal 10x2
2ekgi Pemcliharaan Serana Telons mempunyal tugas,
TelpLti;

g, melakzanakan. ..
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melaksanakan penyusunan rencana program dan
kegeatan Jekst Pemeliharaan 3arana Teknis;
melakzanakan  petunjuk  teknis  perneliharaan
garana teknis pemadaman  kebakaran  dan
penyelamatan:

melaksanakan pemelibaraan sarana teknis
prasarana «¢an  sarana pencegahan  dan
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
melaksanakan koondinasi dan kerjazsama dengan
lembaga den inslanst lain di bidang pemeliharagn
aarana teknis  pemadaman  lebakaran dan
penvelamatan;

melakosanakats evaluasi dan pelaporan kinerja
Selsi Pemeliharaan Sarana Teknis, dan
melaksanakan togas lain yang diberikan nleb
atasan.

Sekuyl Pengadaan dan Penyedisan Barana Teknis
mempunyai tugas, malipai :

i,

o,

melaksanakan penyusunan rencana program dan
kematan Seksi Pengadaan dan Penyediaan Sarana
Teknis:

melaksanakan perencanaan  dan pengadaan
sarang teknis pemadaman kebakaran  dan
petyelaralan,

melakzanakan koordinasi Jdan kegasemsa denpan
lembaga dan instans lan O bidang pengadasn
dann  penyediaan  sAarsne tekniy pemadaman
kebakaran dan penyelarmatan;

melakzanakan evaluasli dan pelaporan kinena
Seksl Pengadaan dan Penyediaan Sarana Teknis,
dan

melakzanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

Sekai  Pengendalian, Komunikasidan Infprmasi
mempunyai tueas, meliputi:

4.

melaksanakan penyUsUnan Fencana program dan
kegiatan Seksi Pengendalian, Komunikasi, dan
Informagi:

meleksanakan potunjulk teknis di budang
komunikasi dan  informasi  kebakaran  dan
penyalamatan;

melaksanakan komunikasi informasi tentang
berte kebakaran;

melakzanaken penpgendalian langzung di Tempat
kejadian Kebakaren;

melaksanakan layanman informasi  pengaduan
kebakaran:

melaksanakan pengatiran SIREET alarm
kebakaran pada inslanad lainnya;

melaksanalktan penyampaian informasi kepada
magyarakat meialui alat komunikasi;

h., melaksanakan...
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h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinena
Seksi Pengendalian, Komunikasi, dan Informas:
dan

i.  melalksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan,

BAD XIT
DINAS SOSTAL

Baman Kesaty
Kedudukan

Pasal 103

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan
FPemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan
Dasrah.

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
chpitnpm oleh Kepala Uinas yang berkedudukan i
bawah dan bertangpung jawaly kepada Wali Kola
melalui Sekretaris yaerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 104
Suaunan Organisast [inas Sosial terdin atas
A.  Kepala Ninas;
br.  SBekretans, membawah;
1. Sub Bagian Kepepawaian dan Umum; dan
4. EKelompok Jabatun Fungsional dan Jabatan

Pelakeana.
c. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan .Jaminan
Soslal, tmenthawahi Kelompok Jahatan

Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

d. Bidang Delayanan dan Rehabilitasi Sosial,
mentbawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

e.  Bidang  Perlindungan Sosial  Masvaralkat,
meémbawahl Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

E. Ritlang  Pembenlayaan  Sosial, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Prelaksana; dan

g, Kelompok Jabatan Fungzional

Strukitur orgamsast Dinas Sosial sebapaimana

dhimaksud pada ayat |1), tercantum dalam Lampiran XI

yang merupakan ha.g;la.n tidak termeahkan dari
Peraturan Wali Kota imi.

Bagian Ketiga
Tugas dat Fungai

Iasal 105...
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Pasal 105
Dinas Sovial mempunyal tugas membantu Wah Kota
melaksanakan urusan pemerinishan bidang sosial dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Dacrah.
Bhinas Sesial dalam melpksanakan tupas schagaimansa
drmaksud pada ayat (1}, menyelengparakan fungyi:
a. perumusan kehijakan bidang sosial;
b, pelaksanaan kebijalean hidang oaial,
. pelaksansan  evaluasi dan  pelaporan  bidang
sosial;
d. pelaksanaan administtasi dinas bidang sosial:
dan
. pelaksanaat funtgsm laun vane dibenkan oleh Wali
Kota aesuai dengan tupas dan fungsinya.

Pasal 106

Sekretaris Dines  Sosial mempunyai | togas

melaksanakan koordinas:, pelaksanaan dan

pemberian dukunpgan administrasi kepades  seluruh
unsur arganisasi di lingkungan Ginas Snosial.

Helretaris Dinas Soaial dalam melakzanakan Dagas

sebagaimans ditnaksud pade ayat (1],

menyelenggaraksn fungsi:

a. pengocrdinasian perencanaat program kega pada
Sekretariat,

b, pengoordinasian dan perumuosan kehijekan teknis
kegekmetanatan Dines;

t. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekretariat;

d. membantu Kepala Dinae dalam pengoordinasian
program kegiatan bidang;

e, pongoeordinasian  penyelenggaraan  administrasi
umum dan kepegawaian Dinas:

{ pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kerja,

g.  pengeordinasian  penyelenggaraan  pengelolaan
keuangan dan aset Dinas,

h. pengoordinasian  penvelenggaraan  perencanagn,
evaluasi dan pelaporan Dinas ;

i pengoorditasian lagilitasi, lWoordilasi, dan
sitthromiaast  penpelolaswn data  den  informasi
Minas;

- penpeondinasian . pengelolaan keamipan dan
perpuslakaan Dinak,

ik, pengoordinesian  Emlbtasi Kelompok Jabatan
Fungsional DMnas ;

. pengeordinasian fastlitasi pelaksanaan kegiatan
relormasi birokrasi, inovasi. sistem pengendalian
internal pemerintah, 20nNa ittegritas,
ketaralaksanaan dan budaya ASN Dinas,

m. pengoordinasian. ..
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tm. pengoordinasian pelakeanaan reformasi birokrasd,
inovasi, sistemn pengendalian internal peraerintal,
zona irtegritns, ketatalaksanaan dan budays ASN
patda Selorelanar,

n. pengoordinasian fasilitasi tindak lanfut laperan
hasil pemerikaasn;

0. pengocrdinasian pelaksanasn  tindak  lanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;

p. pengoordinasian pPENYiapat bahban fdan
penyusunan pelaporan Dinas,

. penpoordinasian pelaksanaen  pemantalian,
pengendalian, evaluasi dan penvusunan laporan
program kerja Sekretariat; dan

r. pelaksanaan fungsa lain yang dibedkan  oleh
atazan sestaf dengan Didang \ugas Dinas.

Pasal 107
Bagian Kepegawaian dan Umnum, mempunyal tugas.:
peryusinan perencanaan Kegatan pada Sub Bapan
Kepeguwaian dan Umum;
penyiapan bahan perumusan kebijakan feknis terkait
administrasi Repegawalan dan Uhnum;
pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan
Dinas;
penyelenggaraan kerymahtangegaan dan pengelelaan
aset Dinas;
pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabhatan Fungsinnal
Minas;
pengelolaan administragst kepegawaian Dinas;
pErviApar bahan penyilalinan Analisis WJalmtan dan
Behan Kerja,
penyiapan bahan pensembangan kapasilas ASN i
lrpkungnan Dhinas,
pengelolaan kearsipan dan petpustakasan Dinas;
pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;
fasilitasi pelaksanzan kehumasan, keprotokolan,
publikazi dan dokumentasi Dinas;
fasilitasi penvusunan dan pelaperan ketatalaksanaan,
vang  teliputl proses  bisnis, standar operasional
progedur, standar pelayanan publik, dan survei
kepuasan magyarglar Dinas,
pelalisanaan  reformasi  biroleesi,  aoovasi,  sistemn
penpendalian  internal pemeriniah, 2one  integritas,
ketatalakesnaan dan budeva ASN pada Sub Bagian
hepegawaian dan Umum,;
fagilitas1 dan koordinasi tindak lanjuot lapoman hasil
permnerilosaan [inas;
pelak=anaan tndak lanjut Tuporan hasil pemenksaan
pada Sub Bapian Kepegawaian dan Umum;
pelakzanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawalan dan
LFrum; dan

4. pelaksanasan...
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesdal dengan tlgas Dinas.

Pazal 108

Bidang Penanganan Falkar Miaskin dan Jaminan Sosial
mempunyal tugas membantu kepala dinae dalam
melaksanakan penyiapan data, hahan, dan informasi,
advalasi dan fasilitasi pengelolasn Penanganan fakir
miskin, Jaminan sosial dan keluarga serte Penanganan
poteng simber kesejahteraan sosial.

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

dalam melaksanalan mogas sehagaimana dimaksud

pada ayat (1), menyelenggarakan Mungsi:

H, penyusunar rencana  program dan kegiatan
Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan
Bosial;

b perumusan dan perjabaran kebjaksanaan teknis
aperasional di bidang penanganan fakir miskin
dan jaminan sosial;

c.  pengoardinasian penyelenggaraan di | bidang
penanganan faldr miskin dan jaminan sosial;

2. pembimaan dan falitasi bantuen  spsial,
operasional jaminan sgsial dan keluarga;

v, pengembangan dan pemberayagunaan Tenzgs
Kessjahterapn Sosial Kecamatan, Peketja Sosial
Masyarakat, Karang Taruna, (hrganiasi Sosial dan
Wahana Kesejahteraan Hosial Berhbasis
Masyarakal,

i. pemberian himbingan, supervisi, dan konsullasi
pelakyanenn di bdeng penanpanan falar miskin
dan jaminan somal;

g pelaksansan  evaluasl dan  pelaporan  Bidang
Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
dan

bh. pelakeanaan fung=1 lain yang diberikan oleh
atazan sesual dengan tugasnya.

Pazal 109
Eidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial nempunyai
tupas membantu  kepala dinas dalam rangka
melakzanakan penyusunan bahan, dan informasi,
advokasi dan  fagilitasi  penpelolaan  Pelayanan
Eehahkilitasi sosial penvandang disabilitas, pelavanan
rehabilitngi sosial anak dan lansia serta rehabialitasi
sosial dan napsa.
Biclang Pelayanan dan  Rehahbilitasi  Sosial  dalam
melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada
aval (1), menyelengearakan fungsi:
H. PpeOyUsUnan rencana  program  dan kegiatan
Imdang pelayanan dan rehahilitasi acaial;
b, penoyvusunan perencanaan  teknis  gperagional
bidang pelavanan dan rehahilitasi aosial;

c. pelaksanaan...
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c. pelaksanaan  kebijakan  teknin A bidang
pelayvanan dan rehabilitasi sosis);

d. penyelangparaan  kegiatan  pelayanan dan
rehabilitasi =sesial anak dan  lanjut  usia,
pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna =sosial
korban perdagangan orang dan napea, pelayanan
dar rehabilitasi sogial disahilitas;

e. pelakeanaan monitoring pelavanan sosial tunae
asosial korban perdaganpan orang dan napza,
pelayanan dan rehaiylitasi sosizl disablitas;

L melaksanakan evaluani dan pelaporan kinerja
Bidang Pelayanarn dan Rehabilitasi Sosial; dan

g. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh
algsan sesid dengan tugasnya.

Pagal 110

Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat mempunyai

tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan

penviapan data, bahan, dan infommasi, advolkasi dan
taxilitasi pengelolaan Ferlindungan Sosial  Korban

Bencans  Alam, Perlindungan sosial Bencana dan

Korhan Perdagangsn Orang serta Pelestarian Nilad

Kepahlawanan, Kesstiakawanan Bosial dan

Pendayagunaan IJumber Dang Somal,

Bideng l'erlindungan Sosial Masvarakat dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat [ 1), menyelenggarakan fungsi-

4. peEnyusunan  rencana program dan kegatan
Bidang Perlindungan Sosial Masyarakart;

b, penyuagnan perencanaat dan kebijakan teknis
operasonal bidang advolkest pengelolaan
perlindunpgan  sosisl  korban  bencann  alam,
perhindungan scostal bencana dan  korban
perdagangan orang =eria pelestaman nilai
kepahlawanan, kesebakawanan sosial dan
pendayagunaan sumber dana sosial;

c. pelaksanaan kebijjakan teknis  advokasi dan
fasilitazi pengelolaan perlindungan sosial lkarban
bencana atam, perlindungan sosial bencana dan
korban perdagangan crang serta pelestarian nilai
kepahlawanan, lkesetizknwanan  segial  dan
pendayagunaan sumber dana sosial;

d. pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  kineta
Hidang Perlindungan Sosial Masyaraleat; dan

e, pelalesanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesuml dengan tugasnya.

Pasal 111...
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Pasal 111

Bidang Pemberdayaan SBosial mempunyai  tugas
membanty  kepala dinas dalam  melaksanaken
penyusunan  bahan den  informasi di bidang
peimberdayaan kelembagaan masyarakat,
pemberdayaan kelembagaan adat dan peningkatan
partisipasi masyarakat,

Bidang Pemberdavean Sosial dalam melaksanakan

tugas sebagaimana  dimaksad pada  ayar (1],

menyelenggarakan Mungsi

A, penyusunan rencana  program  dan  Kegiatan
Bidang Pemberdayasan Sosial;

b. penvusunan kebijakan telmizs operasional di
bidang pemberdayaan kelembagaan masvarakat,
pemberdayaan ketembagaan arlat fdan
pemingkatan partisipasy masyarakat,

¢, pclaksanaan  kebjjakan teknis  pemlwrdayaan
kelembagaan masyarakat, pernlwrdayaan
kelembagaan adat dan peningkatan partisipasi
masyarakat;

d  pengoordinagsian, integrasi  dan  sinkronisasi

kegiatan di hidang pemberdavaan sosial;

pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan kinega

Ridang Perberdayaan Soaal; dan

F, pelaksanaan lungst lain yang dibenikan oleh
Alasan acslan dengan tugasnya.

fw

BADB XIH
BINAS KOPERASL, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 112

Dinas Koperagi, Usaha Mikmo Kecil dan Menengah, dan
Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksata wrlsan
Femerinitahan  hidang  koperasi, usaba  kecil dan
menengab dan budeng lenaga kerja vahg  menjad
hewenangan Daerah,

Ninas Koperast, Taaha Mikro Kecil dan Menengah, dan
Tenaga Eena =zebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Thnas yvang berkedudulan di
bawah dan bertanprung jawab kepada Walh Kotz
melalui Sekretanis Daerah.

Bagian Kedua
Suszunan Organizas

Posal 113
Susunan Organigas Dinas Koperas:, Usaha Mikto
Kecil dan Menangah, dan Tenaga Ketja, terdinsi atas:
a. HKepala Dinas,

k. Hektelaris,..
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b. Sekretaris, membawahi:
1. 3ub Baglan Kepegawwian dan Umum, dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabaran
FPulakaana.

b. Bidang Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksans;

. Bidang Usahe Mikro, Kecil, dan Menengah,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

d. Bidang Penempatan dan  Pelatihan  Kega,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

v. Bidang Hubungan Industrial dan 3yaral Kega |
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelakeana; dan

I Kelornpok Jabatan Funpsional.

Struktur organigas Dinas Koperast, Usaha Mikro Keeil

dan Menengah, dan Tenaga Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tampiran

Xl yang merupakan bagian tidak 1erpisshkan dar

Feraturan Wali Xota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 114

Kepala [hnas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, dan Tenaga Kega mempunyai ftogas

membantu . Wali Kola melaksanakan  urusan

Pernernntahan yang menjali kewenangan Daerah di

bidang koperasi. uaaha mikro kecil dan menengah,

dan tenaga kerja dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Dasrah.

kepala Dings Koperas, Usaha Mikro, Keeil dan

Menengah, dan Tenega Kega dalam melaksanakan

tugas sebagainana dimaksud pada  avat (1}

menyvelenggatakan fungsi, meliputi:

a. perarmisatt kebgakan orusan koperasi, uszaha
mikro keci] dan menengah, dan renaga kera;

b.  pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, usaha
mikrp kil dan menengah, dan tenaga kers;

¢.  pelaksanean evaluasi dan pelaporan kinera
urisan  koperasi, usaha mikre kecil dan
menengah, dan tenagg kerja;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Keperasi, Usaha
Mikto Kecil dan Mensngah, dan Tenaga Heija;
tdan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali
Kota terkait tugasnya,

Mazal 115,
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FPasal 115

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan

Menengah, dan Tenaga Kerja mempunyad tuges

melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan

petberian  dukungan administrasi kepada selurub
unsur organisasi di ingkungan Dinas Koperasi, Usaha

Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja.

Selretaris Dinas Koperasi, Usahim Mikro, Kecil dan

Merengah, dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan

tugas =ehagaimana dimaksud pada avat (1]

menyelengparalean fumgsi, meliputi:

g, pengeordinasiat perencanaan program kena pada
Bukrelanal;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijekan teknis
kesekrelariatan Dinas;

¢,  pengourdinasian pelaksenaan program kerja pada
Sekretanat;

d. membantu Kepala [hnas dalam pengoordinasian
program kematan bidang;

e, pengoordinasian petyelepgraraan  administrasi
umum dan kepegawaian Dinas;

I penpoordinasian penyusunan  Analisis Jabalan
dan Beban Kerja,

g pengoordinasian  penyelenggaraan  pengelolaan
keyangan dan aset Dinas;

h.  pengocrdinasian  penyglenggaraan perencanaar,
evaluasi dan pelaporan 1dinas ;

i. pengoerdinasian  fasilitasl, keoordinasi, dan
ainkronizasi pengelolaan dara dan  informas
Mnas;

] penpoundinasian pergelolasn kearsipan  dan
perpustalkaan Dinas;

k. pengoordinasian  fasilitasi  Kelompok Jabatan
Fungsional Dinas;

l. pengoordinasian fasibitas: pelaksanasan kematan
reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian
mternal pemerintak, zZona integritas.
ketatalaksanaan dan budaya ASN Dinas;

m. penpgoordinasian pelaksanaan reformasi Dirokras,
inovasi, sistem pengendalian internal pemeriniah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Sekretariar,

n. pengoerdinasian fsilitasi tindak lanjut laporan
hasil petncerikaaat;

0. pengoordinasian  pelaksanaan tndak lanjut
laporan hasl pemenksaan pada Sekretariat;

B petngoordindasian PehyIADEn bahan dan
penyusunan pelaporan Dimas;

(. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
prograrm kerja Sekretariat; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan bidang tiegas Dinas.

Pazal 116 ..
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Pasal 116

SuUb Bagian Kepegawnian dan Umum, mempunyai tugas:

a.
b,

C.

(1)

(2]

penyusuhan perencanaan kegiaten pade Subh Bagian
Kepepgawaaun dan Umum;

penyiahat Bahan perumusan kebijakan teknis terkait
administrasi Kepegawaian dan Umum:

pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan
Crinaa;

penyeolenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan
auet Dinas,

pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas;

pengelolaan adminigtrasi kepegawaian Dinas;
penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan
Beban Kesja;

penyiapan bahan pengembangan kapasitas ASN i
lingltungan Dinas;

pengelolasan kearsipan dan perpustakaan Dinas:
pelaksanaan pengelolaan kearzipan pada Sub Bagian
Kepegawalan dan Umum;

laslitasi pelaksanaan kehumasan, keprolokalan,
publikasi dan dokumentasi Dinas:

fasilitazi penyusunan dan pelaporan hetatalaksanssan,
yang melipui proses hisnis, standar operasional
prosedyr,  standar pelayvanan publik, dan  survel
kepuasan masvarakat Dinas:

pelaksanaan reformasi  birokrasi, inovasi, sistemn
pengendalian  internal pemetintah. zona inotepnitas,
ketalalaksanaan Jdan budave ASN pada Sub Bagian
Kepegawsian dan mum;

lasilitasi dan koordinaszi tindak lanjut laporan hasil
pemeriksasan [ nnas,

pelaksanann tindak lanut laporan haszil pemeriksaan
pada Sub Baman Kepepawaian dan Umum;
pelzksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atazan
sesuai dengan tugas Dinas.

Pasal 117

Hidang Koperasi mempunyad tugas merumilskan dan

melaksanakan kebyakan, membenkan bimbingan

Ltk zerts melakukan evaluasi tethadap

penyelengearasn di bidang koperasi.

Bidang Koperasi dalam melaksanakan  tugas

sebagairnana dimaksud pada ayat (1}

menyelengparakan fungsi, meliputi:

a. Ppenyiapan penyusunan rencana program , bahan
perumusan dan  penjabaran kebijakzanaan
tekniz, pemberian himbingan dan  pembinaean
koperasi;

B penyiapan...



(1)

{2]

{1

-Rl -

h. penviapan penyasunan data dan bahan
pengkajian dan pentlaian, penelitian permohonan
tlan penpelolaan perizinan usaha simpan pinjsun;

¢. penviapan bahan pemeriksaan dan pengawasan
kuperuni;

. penyiapan bahan penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan peckoperayian serta pemberdavaan dan
perlindungan koperasi;

f.  penyiapan bahan evaluasi dan pelaopran kinerja
pelakeanaar kelyjakan teknis di bidang koperasi;
dan

E pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh atasan
aesUgi dengan tugasnya.

Pasal 118

Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai
lugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
memberikan  bimbingan telmis serta melakukan
evaluazi terhadap penyelenggarann pembinaan dan
pengembangan kemitraan dan promwosi di hidang
kelembagaan usaha mikre kecil dan menengah,

Bidang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

melaksanalkan tugas scbagaimena dimaksud pada

avat (1] menyelenggarakan fungsi, melipuri:

a. penyiapan  penyusunat | perencansan Jdan
program kegiatan di hidang usaba miro, kecil,
dan menengah;

I penyliapun PErUImL BaT) kehijakan tehnis,
pembinaaan, pemberdayaan dan pengembangan
di bidang usaha rmkro, kecll, dan menengah dan
Pedagang Kalo Lima;

¢. pemyapan bahan pemberdayvaan usaha mikro,
keril, dan menengah dan Pedagang Kaki Lima
melalul  pendataan, kemtraan, kemudahaan
verizinan, penguataan  kelembagaan  dan
boordinast dengan para pemangku kepenfingan;

d. penyiapan hahan pengembangan dgabha miken,
kecil, dan menengah melalui peningkatan skale
usahs mikro menjadi usaha kecil,

e penyigpan pelaksanaan monttenng dan evaluasi
nelalksanaan tugas di bidang usaha mikra, Keeil,
dan menengah; dan

I, melaksanakan funesi lain vang diberikan cleh
atasan scaual dongan tUgAsTIVA.

Poauaf 119
Fidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai
lugas membantu Kepala Dinas melaksanalkan urusan
penempatan dan pelatihan tenaga kerja.

(2] Bidang. ..
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Bidang Penempatan dan  Pelatihan Kemja  dslam
melaksanakan tugss sebapaimana dimaksud pada
avat (1] moenyelengearalkan funpei, meliput:

#. PENr¥iapan PenyusSunan rencana program o dan
kegiatan bidang penempatan dan pelatthan;

h.  penviapan bahan perumusan dan penjabaran
kebijakan teknis  penempatan dan  pelatihan
tenaga kerja;

¢,  penviapan hahan penvusunan data dan bahan
pengkajian  penempatan dan  pelatihan  tenaga
kerja;

d. penviapan bahan pelaksanaan pelatihan kerja
dan pembinaan produktvitas tenaga kerja,

e, penyiapan  bahan pelaksanaan perempatan
tenaga kerja;

. Penyviapan pelaksansan monitoring dan evaluasi
pelakganaan tugss dif bidang usaha mikmo kecil
tlan menengeh; dan

B pelaksanas lungs lan yvang diberikan oleh atasan
sesual dengat tupasnya.

Pasal 120

Eidang Hubungan Indusirial dan Syarat Kerja

mempunyal tugazx membantu  Kepala  Dinas

melaksanakan urusan hubungan industrial dan syarat
keqga.

EBidang Bubunpan lndustrial dan Syarat Kerja dalam

melaksanakan tigas sebagaimana dimaksnd pada

avat [1} menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a.  penviapah  penyusunan rencana programn dan
kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan Svarat
Kerja,

b penviapan peramusan dan penjabaran kelijakan
telnia hubungan industrial  dan svarar kerja
acrts penyusunan dan Standar, Pedoman, Norma,
dan Kiiteria hubungan industrial dan syarat
keia;

¢, perviapan penyusunan data dan bahan
pengkajian hubungan industrial dan syarat kerja;

d. penyviapen bahan fasihitasi den pengesahan
perdturan  perusahean dan  Perjanjisn Kerja
Bersama untuk perusahaan yang bercperasi di

Daemh;

a, penyviapan bahan  koordinasi  penyelesaian
[Perselisthan Hubumgan lndustrial dan
Femutusan Hubungan HKerja dengan gganisas
pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, dan
stakeholder ;

F. penyelengesraan. ..
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. penvelenggaraan fagilitaei terhadap lembaga
ketjasama hipartit, lembaga kerjasama trpartt,
dan  dewan pengupahan Daerah berkengan
dengan pencepahan dind terjadinya unjuk rasa,
pemogakan,  penutupan  perusghaan, dan
Pemutussan Hubungan Kera,

B penyigpan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja Bidang Hubungan industrial dan Syvarat
Kerja; dan

h. pelak=anaa fungsi lain yvang diberikan oleh atasan
sesuvai dengan gasnya,

BAB XIV
DINAE PERDAGANCAN DAN PERINDUSTRIAN

Eaman Kesatu
Kedudukan

Pasal 121

Dinas Perdaganpgan dan Perindustoian meruypalan
unsur pelaksana  urusan Pemerintahan bidang
perdapangan dan  perindustrian yang meryadi
kewenangan Daergh,

DinAs Perdegangan dan Perindustrian sehagaimana
Jimaksud pada avat (1) dipimpin wleh Kepela Lhnas
yang berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab
kepads Wali Kota melalui Selretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 122
JSusunan  Chpanisasi  Dinas Perdagangan dan
Perindustrian, levdirl atas :
A.  Kepala Thnas;
b, Seluelans, membawahi
i. Sub Bapan Kepogawaiat dan Umum,; dan
2. 3ub Bagan Perencanaan Program dan
Keuangan.
c. Bidang Industri, membawam Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana,
d. Bidang Perdeganpgan, membawahi Helompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
. Bidang Pagar, membawahi Kelompek Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana,
I Kelompak Jabatan Pungsional | dan
2. LUt Pelaksana Teknis Dinas,
Sirakiur organisaw Dings Perdagangan  dan
Peomdustnan sebagaimana dimsksud pada ayvat (1),
lercantum dalam Lampiran X1 yang merupakan
hwnan tdak terpisahkan dar Peratursan Wali Kota  1ni.

Bagian. ..
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungs

Pagal 123

Cinas Perdagangan dan Perindustrnian mempunyai

tugazs membantu Wali Kota mmelaksanakan urusan

Fernerntahan yang menjadi kewcnangan Daerah di

dang perdagangan den perindusttan dan Tugas

Fembanruan yang diberikan kepada Daerah.

Dinaz  Perdagangan dan  Perindustrian  dalam

melaksanakan tupas sebapaimana dimaksud pada

ayat (1], menyelenggarakan fungsi:

a. peturnusan kebijakan urusan perdagangan dan
perndustran;

b pelaksanaan kebijakan uruszan perdagangan dan
perindustrian;

c. pelaksanaan eveluasi dan pelaporan orgsan
perdagangan dan perindusirian,

4.  pelaksanzan administrasi Dinas Perdagangan dan
Perindustrian; dan

e pelaksanaan fungs lain vang diberikan olch Wali
Kota terkait dengan bugasoya.,

Pasal 124
Sekretans Dinas Perdapanpan dan Pernndustran
MMM PUNYAL tugas meliakzanakan koordinasi,

pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur ergamiasas: di lingkungan Linas

Perdaganpan dan Perindustrian.

Sekrefana [DMnas  Perdegangan dan  Peritwdustrian

dalam melakaanakan tugas sehagaimana dimaksud

pada avat (1], menyelenggarakan fungsi:

a.  penpgoordinasian perencanaan program kerja pada
Sekretarial;

b, pengoordinasian dan perumosan kebyakan teknis
kesckretanatan Lhnas:

¢. pengoordinasian pelaksanaan program kena pada
Sckretaniat;

d. membanty Kepala Dinas dalzan pengoerdinasian
program kegiatan bidang;

e. pengeordinasian  penyelenggaraan administrasi
wmum dan kepegawatan Dinas,

f.  penpoordinasian penyusunan  Analisis Jabatan
dan Beban Kerjg;

g. pengoordinasian  penyelengegaraan pengelolaan
keuangan dan aset Ninas;

b pengoonlimasian penyvelenpgaraan  DEreTICaHRED,
evaluag dan pelaporan Thoas;

1. pengoordinasian lasilitas], koondinasi, dano
sinkronisaszi  penpelolaan data dan  imformasi
Dinas;

j- pengoordinasian  pengelolaan kearsipan  dan

perpustaksan Dinas;

k. pengoordinasian. ..
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pengoardinasian  fasilitasi  Kelompok Jabatan
Fungsicnal Dinas;

pengoordinasian lasilitasi pelaksanaan kegiatan
reformasi birokrasi, inovasi, sistern pengendalian
mternal pemerintah, F0oMna integritas,
ketatalnk=anaan dan budaya ASN Chinas;
pengoordinasian pelaksanasn reformasi birakeasi,
inovasi, sistem penpendalian internal pemerintah,
zona inlegritas, ketatalaksanaan dan budava ASH
pada Sekrelaniat;

pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan
hasil pemerksaan;

pengoordinasian peiaksanaan  Ondak  Tanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Sekretatiat;
pehgoordinasian penyiapan hahan dan
Fenyusunan pelaporan Dinas;

pengoordinasian pelaksanaan e auan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerja Seliretariaf dan

pelaksanaan lengsi lain yang diberikan oleh
atasan sesuai denpan bidang tugas Dinas,

Pasal 125

Sub Ragian Kepegawafan dan Umum, mempunyai
tupas.

|,

=3

c.

pPeEnvUsSUNAT perencanaan  kegiatan pada Sub
Bagan Kepegawaian dan Umuorm,

penyiapen bahan perumusan kebijakan teknis
terkait administrasi Kepepawaian dan Umum;
pengelolaan administrasi  perkantoran dan
persuratan Dinas |

penyelengpatann kernimahianggaan dan
penpelolaan asel Dinas;

pelaksanaan  fasililasi Kelompok  Jabalan
Furgsiona] Thinas;

pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
pettviapaty bahan penyusunan Adalisis Jabatan
dan Beban Kerja;

penylapan bahan pengembangan kapasitas ASN
di lingkungan Dinas;

pengelolaan kearsipan dan perpustakaesn Dinas;
pelaksanaan pengelolaan kearzipan pada Sub
Baman Kepegawaian dan Umum,

fasilitagi pelak=angan kehumasan, keprotokeolan,
publikasi dan dokymentasi Dinas;

lasilitasi PenyusunRAn dan pelaporan
ketatalaksanaan, vang melipuri  proses  hisnis,
standar operasional prosedur, standar pelayanan
publik, dan survel kepuasan mesyarakat Chnas;
pelaksaraarnt reformasi Divokrast, inovasi, sistem
penpendalian internad permnerintah, 204
iInhegritns, ketatalakeanasn dan budayva ASN pada
Sub Bapian Kepegawaian dan Umurm;

n. fasilitasi...
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n. fasilitasi dan keordinasi tindak lanjut laperan
hasil pemeriksaan Dinas:

0. elaksansan  tindal  lamut  iegporan hasit
pernerikz=aan pada Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum;

. pelakeanaan pertmantaltan, evaluasi dan
penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Thmum; dan

qQ. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
ataran zeslm dengan tugas Dinas.

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

mempunyal tugas, meliput:

a  melaksanaksn penyusunan rencana  program
datt kegatan Sub Bagian 'erencanaan Prograrm
dan Kewangamn,

bh. meclaksanakan penyiapan babhan  koordinas
penyusunan laparan kinetja;

c.  melaksanallan penyiapan bahan penpgawasan,
pengendalian, dan evaluasi pelalisanaan tugas;

td. melaksanalaan pengelolaan administrasi
perjalanan dinas;

e. melaksanalan verifileast, akutansi,
penatausahasn, prmbukuan keuangan,

perbendaharasn, pelaporan keuangan, dan
penyilapan  bahan  tangpapan  pemeriksaan;
pembuatan daftar gaji werta tambahan
penghasilan;

. melaksanakan penylapan bahan
pertanepungawaban keuanpgan;

g melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Sub Bagian 'erencanaan Program dan Keuangan,
dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh
atzsan.

Pasal 126

Oidang Industtl mempunvai tuegas membantu Kepala

Dinas dalam menylapikan penyusunan propram ketpa

dan perumusan kebijakan tcknis di bidang Industr.

Bidang Industni  dalam  melakzanakan  tupas

seharalmana dimaksud pada ayat (11,

menyelenggarakan fungsi:

4. persiapan bahan perumuskan  perencanaan
program dan kegiatan bidang industri;

b. persiapan bahan perumusan kebijakan dan
rencana  tekitia terkait | pengelolaan dan
pengembangan indwstr;

£, periiapan penyelenggaraan pecizinan (i bhidang
indusir;

d. persiapan  pembitiaat dan pengawasan  vang
betleaitan dengan bidang indusoi:

e.  persiapan koordinasm dan konsultasi secara hintas
scktoral yang berkaitan dengan lidang industri;

i, peorsiaparn. ..
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f.  persiapan pelaksanaan évaluasi dan pelaporan
kinega bidang industr; dan

g pelaksanaan penyeiengparaan  fungsi lain vang
diberikan oleh athsun sesusi denpan tugasnya.

Pagsal 127

Brdang Perdagangan mempunyad tapas mermbanty

Kepala Dinas dalamm rangka melaksanakan

petiyusunan pregram kerja dan perumusan kehijakan

Ieknis di bideng perdagangan.

Bidang Perdagangan delam  melaksanakan 1gas

sehEpHRITRAana dimaksud pada aval, 1],

riemyelengparakan fungsi:

4, persiapan bahan penyusunan | pereicenaan
program dan kegiatan bidang perdagangan;

b. persiapan bahan perumusan kKebijakan telnis
pembinaan, pemberdayaan, dan pengembanpan
usaha sekior perdaganpan,

. persiapan bahat perumilsan penyiapan Sarana
dan prasaraoa disidbusi perdagangan dan
fasililasi perdagangan anlar pulau;

d. persmpan  penyelenpgaraan  standardmam dan
petlindungan konsumen;

£ persiaparn pengembangsn ekeport darn
pengendalian imper dan pengendalian kelancaran
arus distribusi barang dan jasa;

t. persiapan  penyelenggaraan  perizinan  dan
pendaftaran perusahaan;

g. persiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja bidang perdangsn

h. pelsksanaan penyelenggaraan fungsi lain yang
diberikan oleh atasan sesUai dengan tUgASHVA,

FPasal 128

Ridang Pasar mempunyai tuges membanty Kepala

Dinas  dalam  ranpka melaksanakan  penyisunan

program kers dan perumusan kebnalean tekms dh

bidang pasar.

Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimak=ud pada ayat |1], menyelenpparaksan funpesi:

A. persiapan bahan penyusunan rencana Program
dan kepiatan bidang pasar;

b. pemsapan bahan perurmusan kebmakan tekmis
pembinaan, pemberdayasn, dan pengembangan
bidang pasar,

c. persapan penvelengparaan pengelolaan dan
pemberdayaan pasar relovat;

d. persiapan penvelengpRTaan pementauan,
pengawasan dan pembinagn pedagang pasar :

& persiapan PERVEIENEAAT AN penataan dan
kebetsihatl pasar

. persiapan...
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L persiapan pengelolaan informmasi perkembangan
harga kebutuhan pokok dan barang kebutuhan
sTrategis;

2. persiapan penyelenggaraan pasar tertib, teratur,
arnun,bersibh dan sehat:

h. persiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja hidang pasar; dan

i. pelaksanaan penyelenggarsan fungsi lain yvang
diberikan oleh atpgan sesuai dengan tugasnya.

BADR XV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kegaly
Kedudukan

Pasal 129
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan
unalr  pelakzana  urusan  Pemermtaban bidang
adrministras kependudukan dan pencatatan sipil yang
rnerjadl kewenangan Daerah,
Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan — Sipil
sebapaimana dimaksud pada ayat {1] dipimpin cleh
Kepala Dinaa yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung Jawab  kKepada Wali Kota melalm
Sekretariz Daerah.

RBagian Kedua
Susiunan Crganians

Pasal 130

Susunan Organisasi Dmas  Kependuduken dan

Pencatatan Sipal, terdin atas:

a. Hecpala Dhinas;

b, Sekretaris, membawahi:

1. Bub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
2. Sub Bagian Perencanaan Program  dan
keuanpan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran  Penduduk,
membawahi Kelompok .Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

tl. Bidang Pelayanan Peocalaian Sipil, membawshi
Kelompok Jabalan  Fungaional dan Jabatan
Pelaksand,

e, Bidang Penpelolaan Iloformasi  Adiministrasi
Kecpendudukan dan Pemanfaatan Data,
membawahi Kelompok Jabatan Fungstonal dan
Jabatan Pelaksana; dan

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas  Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat [1},

tercantum dalam Lampiran XIY yang merupakan

bagian tidak terpisahltan dar Peratyran Wali Kota ini.

Bagian...
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 131
Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan — Sipil
mempunyai tugas membantil Wali Kota melaksanakan
urusan PMemerinlghan vang menjadi  kewenangan
Dacrah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.
Dinaa Kependudukan dan Pencatatan Sipi! dalam
melaksanakan tupgas sebagammana dimaksud pada
avat { 1] menyelenggarakan fungsi, meliputi:
A.  perumusan kebijakan urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
Ih.  pelaksanaan kebijakan uruwan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;
¢. pekiksanaan evaiuasi dan pelaporan  urosan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d.- pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan
dan Pencalatan Sipil; clan
£, pelaksanaan fungsi lain yang dbenkan vleh Wali
Kota sesual detrgan fugasnya,

Fasal 132

sSekretaris Ditas Kependudukan dan Pencatatan 3ipil

e PUtLYAI tugas rnclaleanalan koordinase,

pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur oreamisasi di lingkungan Dinas

kependudubkan dan Pencatatan Sipil.

Sekretans Dinas Kependudukan dan Pencatatan 3ipil

dulum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi;

. pengoordinasian perencanann program Kesja padls
Sckretariat;

b, penpgoordinasian dan perumusan kebijakan teknis
kesekretariatan Dinas,

c. pengoordinasian pelakaanaan program kerja pada
Selretariat,

d. membaniy Kepala Dinas dalam pengoordinasian
program keaiatan hidang,

e.  pengoordinasian  penvelengparaan  administrasi
umur dan kepegawsuian Dinas;

F. penpoondinasian  penovusunan Analisis Jabatan
faty Neban Kera;

E. pengoordinasian  penyelenggaraan pengelolasn
keuangan dan aset Dinas:

h.  petgoordinasian penyelenggaraan perencanaan,
tvaluasi dan pelaporan Dinas |

i pengoordinasian  fasilitas, kooodinasi,  dan
sinkronisasi pengelolaan  dala dan  informasi
Dinas;

. pengoardinasian. .,
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pengoordinasian pengelnlaan kearsipan  dan
perpustakaan Dinasg;

pengoordinasian  fasilitasi  Kelompok  Jabatan
Fungsional Dings:

pengoordinasian faslitasi pelaksanaan kegiatan
reformasi birokrasi, inovasi, sistcm pengendalian
iritermgl pemcrintah, ZON& infegrilas,
ketalalaksanaan dan budaya ASN Dinas;
pengoondinasian pelaksanaan reformasi birokrasi.
itovasl, sistem pengendalian intemal pemerintah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Sekratariar,

pengoordinasian fastlitasi tindak lanjut Japomsn
hasll pemerikaaan:;

pengoordinasian pelaksanaan  lindak  lanjut
laporan hasil pemerikcaan pada Sekretanat;
pengoordinasian penyiEpan bahan darn
penyusunan pelaporan  Linas,

petgoardinasian pelaksanaan pemantauan,
penpendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerja Sekretariat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh
atazan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Pasal 133

Sub Bagian Kepegawaian dan Umim, mempunyai
tgas:

A.

.

h.

peyusUnEn porencanaan kepatan pada Suab
Bagian Kepggawaian dan Umym;

penyiapan bahsan perumussn kebijskan telnis
terkalt adminmistrasi Kepepawaan dan mom;
penpelolaan admmistrasi perkantoran dan
persuratan Mhnas,

penyclengparaan kerumahtanggaan dan
pengelolaan aset Dinas;

pelaksanaan fasilitasi  Kelompel  Jabatan
Fungsicnal Dinas;

penpgelolaan administrast kepegawaian Dinas;
penyviapan bahan petyusunat Anahss Jabatan
dan FReban Eenja;

penyiapan behan penpembangan kapoasitas ASN
di lingkungan Dinas,;

pengelolaan kearsipan dan perpustakann DThinas;
pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub
Bagian Kepegawaian dan Umeum,

fasilitazi pelakzanasn kehumasan, keprotokolan,
publikasi dan dokumentazi [Mnas;

fasilitasi PENYLUSUNAn darn pelaporan
ketaralaksanaan, yang meliputi proses  leanis,
standar operasional progsedur, standar pelayanan
pualilik, dan sutvel kepuagan masvarakat Dinas;

m. pelaksanaan...
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pelakaanaan refurmasi birckrasi, inovasi, sistem
pengendalian imternal penterittak, Zoha
integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN pada
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

lesilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan
hazil pecmeriksaan Dinas:

pclaksanaan  tindak  lanjut  laporan  hasil
pemeniksaan pada Sub Ragian Kepegawaian dan
Umum:

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunatn laporan kegiatan pada Subh Bagisn
Kepegawaian dan Umum, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan  oleh
atazan sesuai dengan tugas Dinas.

Hub Bagian Perencanaan dan Keuangan roempuanyzi
lugsy, meliputi:

A

melakzanakan penyusunan rencana pPrograrm
dan kegiatan Sub Bagian Pereticanaan Program
dan Keuangan;

melaksanakan penyiapan bhehan  kKoordinasi
penyusunan Inporan kinega;

melaksanakan penviapan bahan pengawasan,
pengendaban, dan evaluasi pelakzanaan tugas;
melaksanakan  penyimpan bahan pengelelaan
administras peqalanan Jinas;

melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan
pelaksanaan venhkas:, akutansl, penatausahaan,
perhendaharaan, pembukuan keuangan,
pclaporan keuangan, dan  penyiapan  bahan
tanggapan penleliksaan; pembuatan dallar paji
wria tambahan penghasilan;

melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan
pertangpungiawaban keuangan,

melaksankan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian
Petrencanaan Program dan Kenangan; dan
melaksatakan tugas lain vang diberikan olsh
Atazan.

Pasal 134

Hidang Pelavanan Pendaftaran Penduduk mempunyai
Lghs menviapkan perumusan kebijakan tekms dan
prlaksanasan pelayanan pendafiran penduduk.

Bidang Pelayvanan Pendaftaran Penduduk dalam
melaksanakan tupas sebagaymana dimaksud pada

ayat (1] menyelenggarakan fungsi, melipub:

d.

b.

C.

penyiapan  bahan penyusunan  perencanaan
pelayanan pendaftaran penduduk;

penyiapan bahan perumusan kehijakan teknis
pendaltaran penduduk;

penviapan pelaksanaan pembina dan hoordinas
pelaksanaan pelayanan petidadttan pendudak;
penyiapan pelaksanaan pelavanan dan penerhbitan
dokumen pendaftaran pernduduk;

£. DENYIHDETL..
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¥, penylapan pelaksanaan pendolkumentasian hasil
peloayanan pendafaran pendudulk,

[ penyiapan pelaksaraan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan pendaitaran penduduk;dan

g pelaksansan peoyclengearaan fungsi lain yang
diterikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 133

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipl mempunyai (upas

menviagphan perumusan kebijakan  teknis  dan

pelaksanaan pelayanan pencataian sipil,

Bidang Pelayanan Fencatatan Sipil dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] menyelenggarakan Manpsi, meliputi:

# penyiapan  bahan penvisuoan  perencanan
pelayvanan pencatatan sipdl;

I»  penyiapan baban perumusan kebijakan teknis
pencatatan sipal;

c. penyiapan prmbinaan dan kewirdinasi
pelaksansan pencatatan gipil;

tf.  penviapan pelavanan dan penerbitan dokumen
prenceiatan sipll;

g, penylapen  pendokumentasian  hasil  pelayanan
pencatatan sipil;

f. penyiapan pengendealian dan evaiuas
pelaksanaan pencatataan sgipil; dan

E. pelaksanaan penyelenggarakan Mangsi ain vang
diberikan oleh atasan sesnal dengan LUEASHYA,

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Informas Administrasi
Kepetdudukan dan Pemanfaatan Data mempunvai
tugas menyipkan perumusan kebijpkan tekni= dan
pengelolaan miformsas: adonnisirast kependuduakasn,
Bidang Pengelolaan Informasi Adminiztrazi
Kependudukan dan  Pemanfaatan Data dalam
rielaksanakan tuga= =sebagaimana dimaksud pada
avat {1} menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a  penyviapan bahan penyusunan perencanaan
pengelolaan informast administrasi
kependudukan dan pemanfztan data yang
meliputi BiSten informasgi admministrasi

lependudulkan, pengotahan den penyajian data
kependudulian serta tata Kelola dan sumber daya
manusia teknolog informasi den komunikess;

b, penviapan bahan perimusan kebiaksan teknis

pergelolian i formas administrasi
kepetdudubkan dan pemaniaatan date  yang
mmeli puti sisterm informass admmistrasi

kependudukan, pengeolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manumsa teknologi informasi dan komunilkas;

€. peoyiapan...



{1}

(2)

(1]

B e

€. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan
koordinasi  pelaksunasn  pengelolaan  informasi
administrasi kependuduksn dan  pemanfaatan
data yang melpud sistermn inlormasi administras
kependudukan, pengolahan dan penyvajian data
kependudukan serta taia kelola dan aumber dlave
manusia teknologl informasi dan komunikasi;

.  penyiapan pengelolaan  informasi  administrasi
kependudukan  dan  pemanfaatan  data  yang
meliputi Eistem informani administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
manusia teknolog informasi dan komunikas;

©.  penyiapan penygeridalian dan evallasi
pelaksanaan pengelslaan informasi administras
kependudukan dan prmanfaatan data, dan

f. pelaksanaan penyclengearakan fungsi lain vang
diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

DAR X¥!
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagman Kesatu
Kedudukan

I'asal 137

Ditias Pertanian dan HKetahanan Pangan meripakan
unsur pelaksana wusan  Pemenntahan bidang
pertanian  dan  hidang pangan  yang menjrdi
kewenangan Daerah,

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana
dimakaud pada avat [1} dipimpin oleh Eepala Dinas
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jewab
kepada Wali Kota melaluil Sekretans Daerah,

Eagian Kedua
Susunan Organizasi

Pasal 138

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan terdin atas :

3. Kepala Dinas;

b, Sekretaris, membawahi:

1. Bub Bapian Kepegawaian dan Umum,; dan
2. Kelompok Jabhatan Fungsional <dan Jabatan
Pelaksana.

c. Bidang EKelersedinan dan DHalvibusi Pangan,
menmbawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabalan Pelaksang;

d. Bidang Kkonsumsi dan  Keamanan Pangon,
membawahi Kelompok Jabatan Funpsional dan
Jabatan Pelaksana;

.  Bidang...



[2)

(1)

(2}

(1)

(2}
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€.  Brdang Perternakan dan  Kesehatan Hewan,
membawahi Kelompek Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

f. Bidang Tanaman Fangan, Hortikultura, dan
Perkebunan membawahi  Kelompok  Jabatan
Fungs=icnal dan Jabatan Pelaksana;

. Bidang FPerikanan, membawdhi  Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jalwtan Pelakzana;

h. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

i  Kelompok Jahatan Fungsional; dan

J- Unit Pelaksana Tekniz Dinas.

Struktur orgamisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan

Fatngan scbuparmana dimaksud pada  ayat (1),

tercantun: dalam  Lampiren XV yang merupakan

bagian fidak lerpisahkan dar Feraturan Wali Keta ini.

Bapian Ketigg
Tupas dan Fungsi

Pasal 139

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mernpunysu

tugas membantu Wali Kota melpksanakan  wnusan

Pemenntahan di bidang pertanian, ketahanan pangsn,

perikanan dan Tugas Pembantuan vang diberikan

kepada Daerah.

BMinazs Fertanian  dan  Ketahsnan Pangan  dalam

melaksanakan tugss scbagmmana dimaksud pada

ayar [ 1] menyelengparakan omgsi, mehputs:

. perimusan e bijadoen bidang pertanian,
ketabanan pangan, dan pernkanan;

I,  pelaksanaan  kebijakan mdang  pertanian,
ketahanan pangan, dan perkanan;

i, pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  bidang
pertanian, ketzhanan pangan, dan perikanan,

d. pelaksanaan adminiztrasi dinas bidang
pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan,
dan

e.  pelaksanaan fungsi lain yang diberkan ofeb Wali
Kota sesuai dengan tugasnva.

Fazal 140

Selrretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
T PUTLYAI tupas mclaksatakan koordinast,
pelaksanasan dan pembenan dukungan adminmistrasi
kepada achuruh unsur onganmisast di lingkungan Dinas
Perlatian dan Ketahansan Pangan.

Sekretans [hnas Pertanian dan Ketahanan Pangan
tlalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada avat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. peopeordinasian perencanaan program kera pads

Sckretariat;

b, penecordinasian...
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rengoordinasian dan perumusan kebijakan teknia
keseloretariatan Dinas,

pengeordinasian pelakganasn program kerja pada,
Sekretariat;

membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian
program kegiacan bidang;

pengoordinasian  penyelenggaraan  administrasi
urmum dan kepegawaian Dinas;

pengoordinasian  penyusunan  Analisis Jabatan
dan Beban Kegn;

pengoordinasian - penyelenggaraan  pengelolaan
kevangan dan aset Dinas;

pengoordinaman penvelengparasan perencanpan,
evaluasl dan pelaporan Dinas,

pengoordinasian fasilitasi,  koordinasi, clan
sinkronizasi pengelolaan data dan  inlormasi
Dinas;

pengoordinasian pengelolaan kearsipan cdat
perpustakaan Dinas;

pengoordinasian  fasilitagi  Kelompok  Jabatan
Fungsional Dings ;

pengoordinasian fasilitaal pelaksanaan keglatan
reformmasi lirpkrasi, inovesi, sistern penpendalian
internal pemerintah, 2R integritas,
ketatalalesanaar dan budaya ASN Dinas;
pengoordinasian pelaksanaan reformast birokrusi,
ingewasi, sistem pengendalian intemal pemetintah,
zona integntas, ketatalaksenaan dan budaya ASN
pada Sriovetariat;

pengoordinasian fasilitas: tindak lanjut laporan
hasi]l perneribosaan;

pengoordinasian  pelaksanaan dndak  lanjut
laporan hasil pemenksasn pada Sekretariat;
pengoordinasian penviapan bahan dan
penyusyunan pelaporan Dinas;

pengoordinasian pelaksanaan  pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerja Sekretariat; dan

pelakzanaan Mngst lain yang diberikan  oleh
atasan sesual dengan bidang togas Dinas.

Faunal 141

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyal tugas:
PENYLSUNAR petencanasn Wegiatan pada Fub Bapan
Kepemawaian dedy Thhum:

penviapats bahan perumusan kebjakan teknis terkait
admimstras Kepegawaian dan Umurn;

pengelciaan administrasi perkantoran dan persuratarn

a.
k.

.

Dinas ;

penyelengparaan kerumahtenggaan dan pengelolaan
aset [hnas;

pelaksanssn f[asilitasi Kelompek Jabatan Fungsional
[Hnaz;

f. pengelolaan. . .



i1]

(2]
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petgelolaan administras) kepegawaian Dinas;
penyiapan bahan penyusitman Analisis Jabatan dan
Heban Kene;

penviapan bahan penpembanpan kapasitas ASN di
lingkungan Dinas,

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian
Kepepawaian dan Urnum;

fasilitasi pelaksanaan  kehumasan, keprotokolan,
publikasi dan dokumentasi Dinas,

fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan,
vang meliputi proses bisnis, standar operasional
prosedur, standar pelayanan  publilk, dan survei
keplasan masyarakat Dinas,

prlaksanaan reformasai birckrasi, inovasi,  sistem
pengendatian  inkternal pemerintah, zona  integritas,
ketatalaksanaan dan budaya ABN pala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umumn:

lasilitasi dan koordinasi tindak lanjur laporan hasil
pemeriksaan Dinasa,

peleksanaan tindak lanjul laporan hasil pemerikszan
pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
pelalsanaan peimantauan, ovaluasm dan penvusunan
keporan Keplatan pada Sub Bapan Kepegawalan dan
Urmam; dan

prlaksanaan tugas lain yeng dibcrikan oleh astazan
seduAl dengan tugas Dinas,

Pasal 142

Bidang  Ketersediaan dan  Distribuai  Pangan

mempunyai tugas membantn kepala dinas dalam

rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan. pemberian pendampingan SerEa
pemantauan dan evalnasi di bidang ketersedinan dan

KEtAWARAN PADRAN.

Bidang Ketersedinan dan Distribusi Pangan dalam

melaksanakan tugas sebagamimana dimaksud pada

ayat {1} menyelemgearakan fuhesm, meliput:

a. penyiapan penyusunan rencana program dan
kempiatan Bidang Ketersediman dan Distnnbusi
Pangan;

L. penyviapan pelaksanaan koordinas:i di bidang
ketersedizan, penanpanan kerawanan pangan,
dan distrbusi, serta penyedizan infrastrkiur
pangarn, dan sumber daya pendulung ketahanan
pangan ialnnya;

. penviapan pEnYUSIRAND bahan UL sa T
kebijakan Paerab di hidang distribusi pangan,
harga pangasn, dan cadangan pangan;

d. penyiapan pelaksanaan  kebijakan di bidang
kelergsedinan, penunganan  kerawansn pangan
dan koordinasi penyedisan infrastuktur pangan,
dan sumber dayz pendukung ketahanan pangan
lainnya;

e petyiapan...



(1]

()

(i)

b)
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e. penyiapan pendampingan cdan peImantapan
pugrim di bidang ketersediasn, penanganan
kergwanan pangan dan koorlinusi penyediasn
mfrastruktur  pangan, dan sumber daya
pendubkung ketahanan pangan laannya;

f.  penyiapan pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan
kinema kinerjz Bidang Ketersedizan dan
Distribusi Pangan, dan

g pelaksanarnn (ungsi lzio yang diberikan oleh
atasan sesum denpan tupasnya.

Pasal 143

Bidang Konsumsi din Kearnanan Pangan mempuinvai

tugas membantl kepala dinas dalam  rangka

melakaanakan PENLUEUNAN dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan kansipms dan
keamatén pangan.

Bidang Keonsumsi dan Keamanan Panpan delam

melaksanakan tugas s=sebagaimana dimaksud pada

ayat 1], menyvelenggarakan fuingsi:

A. penyiapan penvusunan renceana  program hidang
Konsumsi dan Xeamanan Pangan

L. pedyiapen pembenan pendamnpingan pelaksanzan
kegiatan di hidang konsuimsl pangan,
penganckaragaman konsumsl  pangan, dan
kratnanan parigarr;

. penyiapan pemanlapan  progeam  di bidang
konsumsl pangan, penganekaragaman konsumesi
pangan, dan keamanan pangan;

d. penvizpan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
ldnerja di bidang konsumsi pangan,
penganekaragataan  konsumsi  pangan, dan
keamanan pangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan terbait tupasnya.

Faznl 144

Bidang Peternakan dan Keschatan hewan mempunyai
tugas membanty  kepala  dinas dalam rangka
melaksanakatt DY SN dan pelalsanaan
keljakan, dan  pemberian Bimbingan  teknis,
pemantauan dan evaluasi di hidang petemakan dan
kesshatan hewan serta kesehatan masyarakat
veleTiner.

Bidang Petermakan dan Kesehatan Hewan dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksnd pada

ayat {1] menyelengearakan fungesi, melinuti:

a, penyiapan Ppenyusunan lrencana  program  tan
kegiatan Bidang Peternakan dan  Kesehatan
Hewan:

b.  penyiapan wilayah sumber hibit  termmak  dan
rumpun /galur ternak dan pengelolaan sumber
tdeya genetik howan,

C. penviapan. ..
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C.  penyiapan pengembangsn lahan penpggembalaan
uirum dan  pengendalian peredaran dan
penyedizan benih/ bibit temmak, paksn ternak,
daty benih/ bibit hijauan pakan termak;

d.  penyiapan  pemberian  bimbingan penerapan
peningkatan praduksi ternak dan ;

e, penyiapan pelaksansan pengawasan obat hewan
dan  pengendalian  penvakit  hewan  dan
penjaminan kesehatan hewan serta pengawsasan
pemasukan dan  pengelusran  hewan, dan
produk hewan;

I penyiapan bahan pengelolaan pelavanan jasa
laboratoriurn dan jasa Medik Veleriper dan
Penpgawasan persyaratan tekmis kesehatan
masyarakat veteriner dan keasjahieraan hewan;

g penviapan fasilitasl pemberian izin/ rekomendasi
i bidang peternakan, kesehatan hewan dan
ke=sehatan masyarakat veterinet;

h. penyiapan pemberian bimbingan pascapanen,
penpgolahan  dan  pemasaran hasil di bidang
peternabarn;

1. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

- pelaksanaan Mungsi laio vang diberikan oleh

atasan scslal denesn tugaenya.

Pasal t45

Bidarig Tanaman FPangan, Hortikaltura,  dan

Perkebunan mempunyai tugas membantu  kepala

dinas dalam rangka melaksanakan penyusunsn dan

pelakzanaan kebijakan, dan pemberien bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
tanaman pangan, hortikultura. dan perkebunan,

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Perkelbunan dalam melaksanakan tugas schagaimana

dimakaud pada ayat (1), menvelenggarakan funpsi,

trvelipaali:

A,  penyigpan penyusunan rerteana  program dan
kematan Bidang Tanaman Pangan, Hortiloaltura
dan Perkebunan;

. penyiapan penyusunan  kebijakan teknia  di
bidang perbenihan dan perbibitan, produksi
perlindungan, pengendalian dan penanggulangan
bencana pertanian, dan perizinan dan pelavanan
usaha, serta prasarana dan garana di bidang
tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

. penviapan pembetian bimbingan penerapan
peningkatan prodokai 4 bidang tanaman
pangan, horikultura, dan perkebunan;

d.  penviapan pengerilaliam Jdan  penanggulanpgan
hama penyalat;

e, penyiapan...



(L)

(<)

e penyviapan penanggulangan gangguan  usaha,
pencegahan kebakaran dan bencana alam, serta
dampak perubahan iklim di bidang tanaman
pangan, hortikultura, dan perkebunan:

1.  penviapan pembenan bimbingan pasca panen,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
tanaman pangan, hortdkultura, dan perkebunan
serta penpgeunaan pupuk, pesiisida, scria alat
daty mesin pertanian,

g penyiapan pemberian izin usahaf rekomendasi
teknis di bidang tanaman pangan, hordkulgra,
dan perkebunan serta bimbingan pembiayaan
prrtanian, dan pemberign msilitasi  investasi
pertanian;

h. penyediaan dulkungan infrastrultur pertanian,
pengemhbangan poteniai dan pengelolaan
lahan dan  ingast pertanian;

i. penytapan pelsksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja bidang tanaman pangan, hortikuttura,
dan perkebunan, dan

J-  pelaksanaan [ungsi lain yang diberikan oleh

atasen sesus dengan hupasnya.

Pazal 146

Bidang Penkanan mempunyal tugas memhbantu kepala

dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan  kebijakan, dan pembenian bimbingan
telnis, serta pemantauan dan evaluasi di perikanan.

Bidang Perikanan daelam melalsanakan tupgas

sebagaimana dimaksud pada ayat [1}

menyelenggarakan ungsi, meliputs:

A. [PEOYAPAN PCRAYUSUNAN TCNCANE progrem  dan
kegintan di bidang perikanan:

b. penviapan pemberdayaan nelayan kecil.
penivelenggaraan Tempat  Pelelangan Ikan.
pemberdayaan pembudidaya  ikan kecil, dan
pengelolean pernhudidayaan ikan;

c. penviapan pelakasanaan pemberdayann nelayan
kecil dan penpelolaan pembudidayaan an;

d. penyviapan (asifitagi pelaksangan penerbitan STUP
di bidang perikanan budidaya dan penerbitan
Tatida Pencatatan Kapal Penganghkut [kan Hidup
scrta penerbitan  Teanda Pencatatan  Usaha
Pembudidayaen [kan;

e, penviapan pelaksanaan eévaluas  dan pelaporan
kinerja di bideng Perikanan; dan

f. peiaksanaan fungsi lmin vang diberikan oleh
AlASAN ses Al denpan fUPASIYA.

Pasal 147. .,
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[azal 147

Gidang penyuluhan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam rmngka  melaksanakat

penyusunan kebijakan, program dan pelaksataan

penyuluban pertaniaty.

Bidaneg [Penyuluhan dalam melaksanakan tugas

sebaprnimana, dirnaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan Mungsi, meliputi:

4. [penylapen penyusunan rencana dan program dan
kegnatan  kebijakan di  bidang penyohihan
pertanian;

. penyiapan pelaksanaan metode  penvoluhan
pertanian dan pengembangan mekanisme tata
kena;

¢. penyiapan penyulukan bag pelaku utama dan
pelaku uaaha pertanian:

d. penyiapan permberian Tasilites])  pengembangan
kelembagaan dan forum masvaralkat agi pelaku
utama dan pelaky Usaha,

. penyiapan peningkalan  kapasitas penyvuluh
Pegawa Negen Sipil, swadaya dan swasta;

. penviapan pelaksanaan evaluasi dan kioerja
BEidang penyuluhan; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberilcan aleh
dtasan tetkait dengan tugasnya.

BAB XVII
DINAS KEARSIPAN DAN FERPUSTAKAAN

Baman Kesaltl
Kedudukan

Pasgal 148

Dinaa Kearsipan dan Perpustakasan meripakan unsur
pelpkesana wrusan Pemenntahan bidang perpustakaan
dan hidung kearsipan yang menjedi:  kowcnangan
Daerah.

Thtias Kearmpan dan Perpustakaan sebapgaimana
dimaksud pada avat (1] dipimpin oleh Eepala Dinas
yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
keprda Wali Xota melalui Sekretans Dasrah_

Bapgian Kedua
Su=unan Organisaal

Pasal 1449

Busanatl CHganisas Dinasg Kearsipan dan
Perpustaiaan, tesdici atas:
a. Kepala Ihnas;
b.  Sekretaris, membawsahi:

l. Sub Bapan Kepegawaian dan Umum;

2.  Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan

Palzakaana.

c. Bidang. ..
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c. Nidang Fembinaan Kearsipan, membawsghi
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
FPelaksana:

d. Bidang Konservasi dan Layanan, membawahi
Kelompok Jabawan Fungaional dan  Jabatan
Pelakzana:

2. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawszhi
Kelompok Jabatan Fungsional dan  Jabatan
Pelalksana;

. Bidang Layanan Infprmasi  Perpustakaan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan I*elakrana: dan

£. RKelompok Jabatan Fungsional,

Struktur OEEa N iSa S Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan sehagaimana dimalksud pada avat [1),

tercanturn dalam Lampitan XV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota i,

Bagian Kehga
Tugas dan FPungsi

Faz=al 50

Tvnas Kearsipan dan Perpusiakaan mempunyai Tugas

membantu  Wali Kopia melaksanakan uwrusan

Pemerintahan yang merjadi kewenangan Daerah di

bidang kearsipan dan  perpustakaan dan Tugas

Pembantuan vang diberikan kepada Dacrah.

Dinaz  Kearsipanh dan  Perspuslakasn  dalam

melaksanakan Mgas sehagaimana dimaksud pada

ayat [}) menyelengparakan fungsi, meliputi:

a. perumuean kehyjakan uwrusan kearsipan  dan
perpusiakaan;

b,  pelaksanaan kebijakan uruzan kearaipan dan
perpUustakaan;

c. pelaksanzan evaloasi dan pelaporan kinetja
urusan kearsipan dan perpustakaan;

d.  pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan
Perpustakean; dan

e,  pelaksansan funes lain vang dibenlcan oleh Walk
Kota sesuai dengan tupasnya.

Paszal 151
Sekretaris Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan
MEMPpLUIYai tugas melaksanakan koordinasi,
pelaksanaan dan pemberian dukungan adminiatrasi
kepada seluruh unsur arganizasi di lingkungan Dinas
Kearszipan dan Perpuztakaan.
Sekretans Dinas Kearsipan dan Perpustakean dalam
melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada
ayat | 1] menyelengparakan fungsi, meliputi;
a. pengoonlinasiin perencanean program kern pada

Sekretariat;

b. pengoondinasian. ..
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pengoordinasian dan perumuszan kebijalan teknig
kesekretariatan Dinas;

pengaordinasian pelaksanaan program kern pada
Selrrelariat;

membaniu Kepala Dinas dalam pengeordinasian
program Kegiatar bidang;

pengoordinasian  penvelenggaraan  administras
umu dan kepegawaian Dinas,

pengoordinasiat  penyustingn  Analisis Jabatan
dan Beban Keria,

pengocrdinasian  penyelenggarasn  pengelolasn
keuangan den aset Dinas;

pengoordinasian  penyelengRaraan perencanasn,
evaluasi dan pelaporan Chnas ;

pengoordinasian [asilitasi, koordinasi, dan
sinkronisas pengelolaan data dan mformasi
Dinas;

pengoordinasian pengelolaan kearsipan  dan
perpligtakasan Dinas;

pengocithnasian fasilitasi  Kelompok Jabatan
Fungsional Dinas;

pengoordinasian fasilitasi pelakzansan hegiaran
reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian
internal pemernntat, ZOna integritasg,
ketatalaksanaan dan budayva ASN Dinas;
pengoordinasian pelakaanaan reformasi birokrasi,
novasi, sistem pengendalian internal pemerintah,
zona integritas, kelalalaksanaan dan budaya ASN
pada Bekretariat;

pengoordinagsian fasilitags tindak Janjut laperan
hasil pemeriksaan;

penpoordinasian pelaksanasn Hndak lamut
laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
penigoordinasian PeTLYLE pan bahan dan
penyusunan pelaporan Dinas,

penpoordinazian pelaksanaan pemantauan,
pengendalian, evalueasi dan penyusunan laporan
program kerja Sekretanat; dan

pelakzsanaan fungsi lein vang diberikan aleh
atasan sesual dengan hidang tugas Dinas.

Pasal 152

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai fugas:

a.

h.

C.

penyusutan perencanaan kegiatan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;

retyiapen bahan perumusan kebijakan toknis terkait
administrasi Kepegawaian dan Umurm;

pengelolaan administrasi perkanioran dan persuratan

Dinas ;

penyelenggaraan kerumahtanggasn dan pengelolann
asct Dinas;

pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Pyungsional
Linas;

f.  pengelolaan. ..
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pengclolasn adminisirasi kepegawaian Dinas;
penyiapan hahan penyusunan Analisis Jabatan dan
Beban Ketja,

penyiapan bahan pengembangan kepasitas ASN di
lingkunpan Dinas;

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dings;
pelaksanaan pengelolaan kearsipat pads Sub Bagian
Kepegawaian dan Urmum;

lasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokclan,
publikasl dan dokumentasi Dinas,

fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan,
yang meliputd proses bignis, standar operasional
prosedur, standar pelayanan publik, dan survel
kepuasan masyarakat Dinas;

pelakzanaan reformasi  bitokrasi, inowvasi, aistem
pengendalian  internal pemerintah, zona  integritas,
ketatalaksanann dan budaya ASN pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;

lasilitasl dan koordinasi tindak lanjut laporan basil
pemeriksaan Dinas,

pelakaanaan tindak Janjut laporan hasil pemeriksaan
pada Sub Bagpan Kepegavwalan dan Umum;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
seallal dengan tuges Dinas.

Pasal 1533

Ridang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas

meiaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebifakan di bidang pembinaan
heattipan.

Bidang Pembinasn Kearsipan dalamm melal=sanalkan

tugas =ebaprimana dimaksod pada  ayar (1)

menyelenggarakan fungsi, meliputi

a. [enyiapan peavusunan rencafa  program  dan
kegiatan hidang pembinaan kearsipan;

b,  penyiapan pengoordinasian penyelenggaraan
kearsipan;

c. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan
penittgkatan  kapasitas sumbet dayva manusa
kearsi patt;

d. penviapan bahan perumdzan kebjakan teknis
peribinaan kearsipan;

e petwiapan pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan kearsipan;

£. PNy LApPRD pelak=sanaamn sosialisasi
penvelenpgaraan kearsipan;

g penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja Bidang Pembinann Arsip, dan

h. pelaksanagp fangsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugasnya.

Pa=zal 154 ..



{1}

(<]

()

(2]

- 104 -

Paszal 154

Gidang Konsarvasi dan Layvanan, mempunyai tugas
meclaksanakan penyusunan bahan peruinusan dan
pelaksanasn kebijakan program kerja hidang akuisizi
Jan pelestarian arsip; penvusunan naskah surnber
arsip dan pelayanan amsip; pengelolaan kearsipan
slatis, akuisisl, pelestarian arsip serta naskah sumber
dan pelavaitan arsip; pemeliharaan, perawatan dan
mengaiih mediakan arsip stalis, asip naktif dan vical
dann mengelola dafiar pertelsan dan dafar inventaris
arsipy serta pengelolaan arsip vital dan arsip dinamis
inakeif, penyusunan daftar arsip, indeks, ikhtisar
khazanah arsip, menyimpan darl mencari  arsip,
menilar dan memusnahkan dan pemukiahiran data
arsip dinamia aktif, inaktif dan vital serta data arsip
statis.

Eidang Konservasi dan Layanan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana  dimaksud pada  avat (1)

menyelenggarakan flungsi, mehputi;

a. penyiapan ReEOYIapan  pEmyiADAn  penyusunan
rencana progeaan dan kegatan Bidang Konservasi
dan Layanan;

B, petyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan di
bidang Kurikulum dan penilaian, kelembagaan
daty sarana prazaransa, =erta pessrea didik dan
permbangunan karakter  sekeolah menengah
perlame;

c. penyiapan pengkajian  bahan  Kehijakan dan
fazilitaat pembinaan,  pengembangan  dan
pengelolaan arsip statis,

d. penrizpan panyelenggaraan pembinasan,
pettgembangan dan pengelolaan kearsipan stabis;

e. penyiapan penyelenggaraan pelayanan kearsipan;

f. penyiapan pelaksanaan evaliasi dan pelaporan
kinerja Bidang Konservasi dan Layanan; dan

g pelaksanaan fungsi lain vang diberkan oleh
atasan sesllal dengan tugasnya.

Faszal 155
Bidatip Petnimnaan Perpustakasn mempunyal tugas
membantu Kepala Dhinas dalam merumuskan dan
melakeanakan kebijjakan, memberikan bimbingan
lekms  dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di
bidang pembinaan perpustakasn.
Bidang Fembingan Ferpustal:aan dalaum
melaksanakan ftugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] menvelenggarakan fungsi, meliputi:
i, pelyiapan penyusunan  rencana program  Jdan
kematan bidang Pembinaan Perpilstakaan;
b penyiapan perumusan  kebijaksansan  teknis,
pemberian Tdang layanan informasi
perpustakann;

. pPeTAApAED...
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. penyiapan  pengoordinasian penyelenggaraan
pembinaan perpustakaan,

d. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan
peningkatan kppagiing sumber dayra
perpustalaan;

€.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan perpusiakaan;

f.  penyiapan pemberian timbingan, supervisi, dan
konsultasi pelulkaanaan pembingan
perpustakaan,

g  penyiapan pelakseanaan evaluasi dan pelaporan
penvelenggaman pembinaan perpustakasn; dan

h.  pelaksatnaa fungsi lain yang diberikan olefy alasan
seslal dengan tTugaEnya.

Fagal 156

Bidang Layanan Informasi Perpustakessn mempunyad

tugas membanty Kepala Dinas dalam meruomuskan

dan melaksanakan kebijakan, memberikan bhimbingan
tcknis  serta melaksanakan  evaloasi  lerhadap
penyelenggaraan  di hidang layanan  informasi

PerpUStakKaan.

Bidang Layanan Informasi  Perpustakaan  dalam

melakganakan (ugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1) menyvelengrarakan fungs), meliput:

a.  penviapan pényviapan penyiapan  peryusunan
rencang program dan kegiatan Bidang Layanan
Informas: Perpustakaan;

b, penyiapan PETUINLLEAT dan penjabaran
kebijakzanaan teknis, pemberian bidang layanan
informasi perpustnkasn;

c. penyiapan pengoordinasian  penyelenggaraan
layanan informasi perpustakaan;

d. penviapan bahan penyusunan kebutuhan dan
perungkatan kualitas lavanan informasi
perpusiakaan;

e penviapan bahan perumusan kebijakan teknis
layanan informeasi perpustakaan:

. penviapan pemberian himbingan, supervisi, dan
konsultasi  pelaksanaat  lavanan  imformasi

perpuastakann;
B penyiapan pelaksanaan cvaluas dan pelaporan
penyelengpaTRan layanan informasi

perpustakann; dan
h. pelaksanasn tupas lain vang diberikan oleh
fitaEan Eesuai denpgAn tupasnya.

BAB XVIII
DINAS PEMUIDA DAN {JLAHRAGA

Bagian Kezalu
Kedudukan

Paaal 157.,,
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Pasal 157

[hnias Pemuda dan Olahrega merupakan unsur
pclaksana urusan Pemerintahan bidang kepemudaan
dan clahrags yang menjadi kewenangan Dacrah.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebapgaimana dimaliaud
pada ayat (1) dipimpin ocleh Kepala Dinas vang
berkedudulkan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Busunan Organisas

Fazal 158

Susunan Organigasi Dinas Pemuda dan Olahrapga,

terdiri atas :

A Hepala Dinas;

b. Sekretaris, metmbawahi:

1.  5ub Bagian Kepepawaian dan Umoam; dan
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan
Keupngan.

«. Nidang Kepemudaan dan Kepramukaan,
meéembawzhi Kelompok Jabatan Fungsicnal dan
Jabatan Felakaana.

4. Bidang Olahraga Frestasi, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsicnal dan Jabatan Pelaksang, dan

. Bidang Olahraga Rekreazi, membawsahi Kelompok
Jabatan Fungsicnal dan Jahatan Pelaksana.

Struktur organizasi Dinas Pemuada dan Olahraga

sehagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam Lampiran XVII yang merupakan bagan tidak

terpisahkan dar Peraturan Wali Kata .

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Fas=al 159

Dinas Pemuda dan OClahragas mempunyai tugas
membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembinaan kepernudaan dan
keolahragaan.

Dingas Pemuda dan Olahraga dalam melalzanakan
tugaa sebagaimana dmaksud pada ayvat (1]
menyelenggarakan fingsi, melipiti:

.  perumugsan kebijakan teknis di bidang pemuda

dan olahraga;

. pelaksansan kebijaken di bidang pemuda dan
olahragas;

¢, pelaksansan evaluasi dan pelapeorzn di bidang
pemuda dan olahraga;

d., pelaksanasn administasi dinae pada dinas
pemuda dan olahraga; dan

¢. pelakeanaan fungsi lain yang diberikan oleh
kepala Daerah sesiai dengan ingastya.

FPasal TH{)...
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Paapl 160

Sekretans Dinas Pemuda dan Olabraga mempuriras

tugas mnclakzsanakan [ENYUEUNDATT TETICATIA, Program

dan anggaranfkeuangan, perlengkapan dan  aset,
kepepawaian, rumah  tangga  dan  koordinasi
perumusan  kebijalkan Kepula Dinas Pemgda dan

Olahraga serta evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan

kinena =erta menyiapkan laporan.

Sekretariz Dinas Pemuda dan Olahrags  dalam

melaksanakan tugas =ebapaimana dimpksud pada

ayat (1} menyelenggarakan fungsi, melipuii:

A. pernpoordinasian perencanaan program kea pada
Sekretaniat;

Ii,  penpoordinasian dan perumusan kebijakan tekmis
kesekretariatan Dinas,

¢.  pengoordinasian pelaksanaan program kena pada
Sekretamiat;

d.  membantu Kepala Ditas dalam penpoordinasian
program kegiatan bidang;

e.  pengoardinasign  penvelergeparaan  sdministrasi
utinum dan kepepgawaian Dinas;

f. pengoordinasian penyvusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kera;

£ pengoordinasian  penyelenggaraan | pengelolaan
keuangan dan aset Dinas;

h. pengoordinasian penyelenggaraan perencanapn,
cvaluasi dan pelaporan Dinas;

i,  pengoordinasian  fasilitazi, koordinasi, dan
sinkronisasi pengelolaan data dan  infermasi
Dinas:

j- pengoondinasian pengelolasn Kearsipan dan
perpustakaan Dinas;

K. pengoordinasian  fasilitasi Kelompok Jabatan
Fungsaional Dings,

. pengoordinasian fasilitasi pelaksanasn keglatan
reformayl biokrasi, inovasi, sistern pengendalian
internal pemerintah, zona integritas,
ketatalaksanansn dan budaya ASN Dinas;

m. pengoordinasian pelalkzanaan reformasi birokrasi,
movasi, ssiem pengendalian intermal pemerintah,
zona integritas, ketatalaksanasan dan budaya ASN
pada Sekretariat;

n. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjur laporan
haszil pemerilanan;

. pengoordintasian  pelaksanaan  Undak  Ianjut
laporan hasil pemeriksaan pada Selkrctariat;

P pengootdinasian erapan bahan dan
penyuaunan pelaporan Dines;

Q.  pengootdinasian pelaksanaan pemantauan,
pengendabian, cvaluazsl dan penyusunan laporan
program kerja Sekretaniat; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberilan ofeh
alazan z=suai dengan brdang tupes Dinas.

I'asal 16T._..
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Fasal 14l

Sub Bagan Kepegawaian dan Umom, mempunyai
tupas:

.

L.

C.

q.

PENYUSNNAN perencanaan  kepiagtan pada Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum;

penyiapan hahan perumusan kebijakan telous
terkait administrasi Kepegawainn dan Utnum;
pengelolaan administrasi  perkantoran dan
persuraten Dinas;

penyelenggaraan kerutnahtanggaan dan
pingelolaan aset Dinas;

pelalksanaan fasilitasi Kelompok  Jabatan
Fung=ional Dinas;

pengelolaan administras kepepawsian Dinas;
penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kerja;

penyiapan hahan pengembangan kapasitas ASN
di linglungan Dinas;

pengelalaan Kearsipat dan perpustakaan Dhinas,
pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub
Bagran Kepegawaian dan Ummum;

fasilitusi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan,
publikasi dan dokumentasi Dinas;

fauilitasi PENYUELNIAD dan pelaporan
ketatalaksanaan, yang meliputi proaes hishis,
standar operasional prosedor, atandar pelavanan
publik, dan survei kepuasan masyvarakat Dinas;
pelaksanaan reformasl birokcas, ingvasi, sistem
pengendalian interng] pemerititah, FOL1H
integritas, kelalalaksanaan dan budaya ASN pada
Sub Bagian Kepegawaian dan Urnum;

fasilitas dan koorditrasi tindak lanjut laporan
hasil pemerikeaan Dinas,

pelakisanaan hndak lammut  laporan hasid
pemeriksaan pada Sub Bagian Kepegawaian dan
Urmums;

ptlaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan kegiatan padas Sub Bagian
Kepegewaian dan Umun:, dan

pelaksanean tugas lain yang diberikan  cleh
atasan sesual dengan tugas Dinas.

Zub Bagian Perencatgan Program dan Keuangan
mempunyai tugas, meliputs:

a.

melaksanakan penyusunan rencana  program
dan Wegiatan Subk Bagiean Perencanaant Program
tlan Keuangan;

melaksanakan penyiapan bahan  koordinasi
PEMYLIAUNAN Iaporan kKinega;

melaksanakan penyinpan bahan pengawasan,
pengendaban, dan evalusgl pelaksanaan tugas;
tnelaksanakan penyiapan bahan  pengelolaan
administrasi perjalanan dinas;

e, rmelaksanakan. ..
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e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bghan
pelaksanaan verifikasi, akutansi, penatausahagn,
perbendaharman, pembukuan kenrangan,
pelaporan keuangan, dan  penylapan hshan
tangrapan pemerikaaan;

I pembuatan daftar gaji =erta tambahan
ponghasilan;

g. melaksanakan penviapsn bahan  pengelolaan
pertangoungiawaban keuangan;

h. melaksanalkan evaluasi dan pelaporan Linesa
Sub Bagian Kepegawalan dan Umum, gan

i. melaksanakan tugas lain yanpg diberikan oleh
Atasan,

Pasal 162

Bidang Kepemudsan dan Kepramukean, mempurivai
Eugas membantu Kepala Inas dalam menyviapkan
penyusunan progiam di bidang kepericdaan den
kepramukaan, mengumpulkan data dan  bahen,
kebijekan  tekniz, pembinaan kepemudasn  dan
Kepramuicaan
Biulang Kepemudaan dan Xepramukaan dalam
melaksansgkan tugas sebagaimana dimeksud pada
ayat (1] menyelenggarakan fungsi, meliput:
4. penyiapan bahan peEnyusunan rencana program

dan  kepiatan Bidang Kepemudaan  dan

Kepramukan:

3.  peoyiapan bahan perumusan kebijakan tcknis di
bidang pembinaan kepemudaan dan
kepramuleaan;

¢, pEOyIEpan penyelenggaraan SUTYEY, atudi
kelayakan dalam rangka pembinaan kepemudasan
dan kepramukaan;

d. penylapan pelakeanaan pemantauar, evaluasi,
dan penyusunan laporan  kinerja bidang
kepemudaan dan kepramukaan; dan

e.  pelaksanaar fengsi lain yang diberikan oleh
atasan sesual dengan tUgasnya.

Fasal 163
Hidang Olahraga Frestasi, M&TpUyal  tURas
membanty Kepala Dihas menviapkan data dan
bahan, kebijukan teknis, penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis bidang pembinaan olahrags prestasi,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan.
Bidang ©Ofahraga Prestasi dalam melakzsanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menvelengearalkan fungsi, meliput:
a. penylapan bahan penyusunan rencana program
dan kegiatan Bidang Qlahraga Prestasi;
b, penyiapan perumusan kelijakan (eknis di bidang
peningkatan  sarana  dan  prasarana olahraga
prestasi;

<. peaviapan...
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¢. pcnyiapan petngembangan olahmaga dan
kejuaraan;

d. penyiapan pelaksansan pemantauan, evaluasi,
dan penyugunan laporan kinerja Bidang Olahrapa
Prestaal; dan

e. pelaksanaan penyelenggaraan fungei lain vang
diherikan aleh atasan sesuai dengan tugasnya,

Fazal 164

Bidang Olashraga FRekreasi mempunyal  Tugag

menyiapkan data dan bahan, kebijakan teknis,

penyusunan pedoman dan petunjuk peknis bidang
olahtaga reloeasi, pengembangan Olahraga, rekrasi,

Bidang Olahraga Rekreasi dalam melaksanakan tigas

sebagaimana dimnaksucd pada nyat (1)

nmenyelenggarakan (ungs, melipuwt;

®.  pENyiapan penyuaunan rencans Program dan
kegiatan bidang olahraga rekreagi;

b, penviapan peramusan kebijakan teknis Jdi bidang
peningkatan sarana dan prasarana  olahraga
rekreasi;

£ pernyiapan PenyelengpaTaan pengembangan
nlahrapga rekreasi;

d.  penvigpan pelaksaneaan pemantauan, evaluasi,
dan  penyusunan laporan  kineja Bidang
Mahraga Heloeasi; dan

¢, pelaksanapn fungsi lain vang diberikan oleh
atasan zesual denpgan tugasnya.

BAB XIX
DINAS PEMBEEDAYAAN PEREMIPUAN DAN
FERLINDUNCGAN ANAK
Bagian Kesarn

Kedudukan

Pasal 165

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perhndungan
Anak merupakan unsur pelaksana Urilsan
Pemenntahan bidang Pomberdayvasn Perempuan dan
Perlindunkan Anak yvang menjadi kewenangan Daerah
Ninay Pemberdayaan Persmpuan dan Perlindungan
Arak sebagpmimana dimaksud pada ayat (1] dipimpin
oleh Kepela Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretariz Daemh.

Bagian Kedua
Suzunan Organizasi

Pasal 166
Susunan Chganisasi Dinas Pemberdayaan Peremmpuan
dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
a. HKHepala Dinas;

b. Bekmetars...
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b,  Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsionel dan Jabatan
Pelaksana.

c. DBidang Kuatitaz Hidup Perempuan, membawahi
Kelompok .Jabatan Tungsional dan  Jabartan
Pelaksana,

d. Bidang Pemenuban Hak Anak, membawahi
Kelotmpok Jabatan Fungsiomal dan  Jabatan
Felaksata,

e, Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi
Kelompok .Jabaian Fungsional dan Jabatan
FPelaksana;

f. Bidang Perlindungan Khusus Anak, membawahi
Kelompok Jabatan Fungzional den  Jabatan
Felaksana;

g,  Kelompok .[abatan Fongsional | dan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas,

Heruktur organisasi Dinas Pernberdayasan Perempuan

dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1], tercantum dalem Lampirmen XVl yang
merupakan bagan Udak terpisabhkan dand Peraturan

Wali Kota 1mi.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 167

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anal  mempunval  tMEas  membanty Wali  Kota

melaksanakan urusan Pemerintahan yang mernjadi

kewenangan Dacah i bidang  Pomberdayaan

Petempuann dan  Perlmdungan Anak serta Tugas

Prmbantuan yang diberikan kepada Dacrah.

Dinazs Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Ariak dalam melaksanakan tagas sebagamana

dimaksud pada ayat (1] menyelengparakan fungsi,

meliput:

a.  perumusan kebdjakan  urusan  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. pelaksanaan kebijakan wurusan Pemberdayaan
Perempilan dan Perlindungan Anak:

c. pelaksganaan  evaluasi dan  pelaporan kinerfa
USAR Pembetdayaan Perempuan dan
Perhindungan Anak;

d. pelaksanaan administrasi [inas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

e, peleksanasn fungsi lain yang diberikan oleh Wali
Kota terkait dengan tugasnya.

I*azal 1H&. ..
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Pasal 168

Jekretants Dinas Pemberiayaan  Perempuan  dan

Ferlindungen Anak mempunyal tugas melaksanakan

koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan

admimizirasi kepada =selurubh unsur organisasi di

lingkungan [Mnas Pemberdayvaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Sckretanzs Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam melaksanakan lugas

sebagairnana dimsaksud pada avat (13

menveienggatrakan hurngsl, meliput;

5. pengoordinasan  perencanasn  program kena
pada Sekretariat;

b.  pengoordinasiatr  dan  perumusan kebijakan
teknig kesckretaratan Dinas;

. engeordinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekretariat;

¢td.  membantu Kepala Dinas dalam pengoerdinasian
prograum kemiaran bidang;

v. penpoordinasian  penyelenggsraan  administrasi
umum dan kepegawaian Dinaa,

f.  pengeordinasian penyusunan Analisis Jabatan
dan Behan Kerja;

g  pengoordinasian penyelenggaraan  pengelolaan
keuangan dan aset Dinae;

h. pengeordinasian penyelenggaraan perencanaan,
evaiuasi dan pelaporan Dinas;

i, pengoordingsian fasilitasi, koordinazi, dan
sfimkromisasi pengelolaan data dan  informasi
Dinas;

J- penpeordinasian  pengelolaan kearsipan  dan
perpustalkaan Dinas;

k. penpoordinasian faaibtasi Kelompok Jabatan
Fungrional Dinas ;

I pengoordinasian {asilitags pelaksanasn kegiatan
reflormasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian
internal permetintah, T integritas,
ketatalaksanaan dan hudaya ASN Dinas,

m. pengoordinasian pelaksanasan reformasi arokrasi,
inovasi, sistemn pengendalian internal pemenntzh,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Jekretaniat;

n, peopsordinasian fasihtas: ondak lanjut laporan
hasi] pemerik=aan;

o, pengoordinasian pelaksanaan  tindak  lanjut
laporan hasil pemeriksann pada Sekretanat;

p. penpgoordinasian RETIYiApan bahan dan
penyusunan pelaporan Dinas,

q- pengoordinasian prlaksanpan pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerja Sekreiarial; dan

r. pelakzansan fungsi lain yang ditenkan oleh
atasan sesuva dengan bidang tugas Dinea.

Pasal 1689, ..
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Faaal 169

Sub Napgpan Kepepawaian dan Umum, mempunyal tugas:

A.
b,

.

[1}

{2

penyusunan perencanaan kegiatan pada 3ub Bagian
Kepagawgian dan Umum;

tenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkair
adminisiras Keprrawaian dan Umum;

pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan
[hnas ;

penyelenggaraan kerumalvanggaan dan penpelolasn
aset Dines;

pelakzanaan faaihlayi Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas:

pengelolaan administras kepepawaian Dinas;
penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan
Behan Kerja;

penyiapan bahan pengembangan kapasitas ASN di
lingkungan inas;

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
peliksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian
Kepegawalan dan Umum,

fasilitagi pelaksanaan  kehumasan, keprotokelan,
publikasi dan dekumentasi Dinas;

fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan,
yang meliputi progea bisnis, standar operasional
prosedur, slandar pelavanan puoblik, dan syrvei
kepuasan masyarakat Dinas;

pelaksanaan reflormasi  irokrasi, inowvasi, sistem
penpendalian intermal pemenntah, zona integritas,
ketatalaksatiaan dan budaya ASN pada Sub Bagian
Kepegawalan dan Umum;

fusilitasi dan Lkoordinasi tindak lanjut laporan hasil
pemertksaan Dinag;

pelakzanann tindak lanjul laporan hasil pemeriksaan
pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umirm;
pelaksanaan pemantanan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan pada Suh Bagian Kepegawaian dan
Umum: dan

pelaksanaan tugas Twin yang diberikan oleh atasan
aesual denpan tupas [inas.

Fasal 170

Buidang Kualtas Hidup Ferempuan mempunya tuzgas
membanty Kepala Dinas dalam rangks menyiapan
penyusunan program kerja dan perumuosan kehijakan
teknis di bideng Kualitas Hidup Perempuan.

Bidang Kualitas Hidup Ferermpuan dalam
melaksnnakan tuges sebapgaimana dimaksud pada
ayat (1] menyelenggarakan fungsi, meliputi:

&. penyiEpan...
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4. penyiapan  perumusan  kebijgkan  bidang
petembagaan pengarusutamaan gender bidang
pemberdayaan  perempuan, bidang politik,
hukum, sonIal. dan ekonom, hidang
peningkatan kualitas keluarga dalaim
mewyjudkan  kesstaraan gender dan hidang
periguatan  dan pengembangen  lernbaga
penyedia layanan pemberdayuan perempuan dan
iembeaga penvedia lavanan kualitas keluarga;

b.  pelaksanaan  kebijgkan  bidang pelembagaan
petigarusutamaan pender, bidang pemberdayaan
perempuan di bidang pelitik, huloum, sosial, dan
ckonomi bidang peningkatan kualitas keluarps
dalam mewajudkan kesctaraan gender dan
bidang penpuatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayasn perempuan dan
kurlitag keluarga dalam mewigudkan
kesctaraan gender,

c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan
pelembagaan pengarusutamaan eender di kota:

d.  pelaksanann keoordinasi dalam pengumpulan,
pengolahan, analisiz, dan pengkajian  data
mender;

e, pelaksanaan pengupilan, pengolabian,
analiaig, dan penpkajian data gender;

. pelaksanasn monitoring, evaluasi dan pelaporan
bulang pelaksanaan pengarusutamasn gender,
bidang pemberdayasn perempuan di hidang
politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bhidang
peningkatan kualitas keluarga dalarm
mewiildkan  kesetataan gender, bidang
EnELALan dan pengembangan lembaga
penvedia lavanan pemberdayaan perempuan dan
lembaga penyedia layanen kualitas keluarga dan
dalam pengumpulan pengolahan, analisis dan
penyajian date geader; dan

g pelrksanaan lungst lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 171

Rulgng Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugss
membantu Kepala Dinas dalam rangka menyiapkan
penyusunan program kerja dan perumuysan kebijakan
tekrus di bidang Pemenuhan Hak Anak.

Bidang 'emenuhan Hak Anek, dalamn melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pads  ayvat  [1)
menyelenggarakan lungsi, roelipiii

8. penviapan...
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8. polapan PETUMIISAT kebijakan bidang
pelembagasn pemenuhan hak anak, bidang
perguiatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas hidup anak dan
lembaga penyedia layanan kualitazs keluarga
dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan
bidang penyediaan layanan bag keluarga dalam
mewdjudken pemenuhan hak anak;

b. Pelak=manaan kebijakan bidang pelembagaan
pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia  lavanan
peningkatan lmalitas hidup anak dan lembaga
penyedia  layanan  lualitas  keluarga  dalam
mewljldkan pemenuhan hak anzk, dan bdang
peningkatan kualitas keluarga dalarm
mewiljudkan pemenuhan hak angk;

. Pelaksanann pelavanan bag keluargs dalaen
tmewljudkan permenuhan hak anak;

d. Pelaksanaan koordinast dalamn pengumpulan,
penpolahan, analiss, dan penvajian hak analg

t.  Pelaksansen pengumpulan, pengolaban, anahlisis,
dan penyajian data anak; dan

f  pelaksanaan monitonng, evaluasi, dan pelaperan
bidang pelembagaan pemenuhan hak anak,
bidang penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kuaiitas hidup
anak dan lemhagn penyedia layanan kualitas
keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak
anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga
dalam mewyjindkan pemenuhan hak aoek dan
dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyvajian data analk; dan

g- pelakannaan fongs Tain yang diberikan atasan
segual dengan tugasnya.

Fagal 172
Buidang Perlindungan Perempuan mempunyal tugas
memnbantu Kepale Dinas dalam rangka menympkan
penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan
tekniz di bidang Perlindungan Ferempuan,
Nuidlany Perlindunzan Perempuan dalpm
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungst, meliputn
4. penyiapan — perumusan kebijakan bidang
pencepahan  kekerasan terhadap perempuan
bidang penyedinan layanan rujukan lanjutan hagi
perempuan korban kekerasan, dan hidang
penguatan dan pengembangan lembaga penvedia
layanan perlindungan perempuarn;

b. pelaksanaat...
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b. pelaksanaan kebijukan bidang pencegahan
kekerasan terhadap perempuan danm  bidang
penguatan dan pengembanpgan lembage penvedia
leyanan pertolongan perempuan;

2. pelaksanaan  kordinas:  pelaksanaan  layaman
rijukan lanjutan  bagi  perempuan korban
kelkerazan;

tl. pelaksanaan kordinasi  dalam  pengumpulan
pengelahan, analisis, dan  penvajian data
perempuan korban kekerasan:

g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis.
dan penyajian data porempuan korban
kelreraaan:

f.  pelaksanaan monftoring, evaluasi dan pelaporan
di Dbidang pencepgaban  kekerasan terhadap
preretnpuan bidang penyediaan layanan mujukan
lanjutan bagi perempuan  koerban  kekerasan
dang penguatan dan pengembangan lembages,
penvedia lavanan perlindungan perempuan. dan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penvajian data perempuan korban  kekerasan;
dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan satazan
sesuai dengan tugasnya,.

Pazal 173

Budang Perlindungan Khusus Analk mempunyai tugas

rmembentu Kepala Dhinas dalam rangka meleksanakan

Etyusunan program kena dan perumusan kebijalkan

tekniz di bidang Perlindungan Khusus Analk

Bidang Perlindungan Khusus Anak dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1} menyelenggarakan fungai, meliput:

. penyiapan perurnusan  kebijakan bidang
I'encegahan kekerasan terhadap anak, hidang
penyediaan layanan bag analk yvang memeriunkan
perlindungan khusus dan bidang pengoatan dan
pengembangan lembapga penyedia layanan bagi
anal: yang memetlulan perlindungan khusus;

b, pelaksanaan kebijakan bidang petncegahan
kekerasan terhadap anak dan bidang pengiratan
dam pengembangan Lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindengan
khugus;

., pelaksanasn  koordinast hidang penvediaan
layanan bagm ansk vang  memerhakan
perlindungan khusus:

d. pelaksangan konrdingsi pengumplalan,
penpgolahan,  amplisia,  dan penyajian data
kekerasan lerhadap anak;

.  pelaksansan pengumpuolan, pengolahan analisis
dan penyajian data kelerasan terhadap anak.

. pelaksanaan...
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. pelaksanasan monitonng. evaluasi dan pelaporan
bidang pencegahan kekerasan terhadap analk,
bidang penyediaan layanan bagi anak yang
memeriukan perlindungan  khusus, pelaporan
bidang penguatan dan penpembangan lembaza
penyedia layanan bagi anak vang memerlukan
perlindungan khusus dan dalam pengumpulan,
pengolahian, enalizis, dan  penyajian dats
keberasan terhadap anak; dan

g peleksanaan fungsi lain vang diberikan alassan
sesual dengan tupgasnya.

EADR XX

DINAS PENGENDALIAN FENDUDUK DAN KELUARGA

HERFENCANA

Bagian Kegalu
Eedudukan

Pagral 174

Dhinas Pengendslian lepduduk dan Keluarge
Dersheana  merupakan unsur  pelakeana  urusan
Pemenntahan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarps Berencana yang menjadi kewenangan
Daerah.

Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga
Berencana sebsgaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawal kepada Wali Kola
melalui Sekretars Daerah.

Bagian Kedus
Susunan Organisasi

Pasal 175

Jusunan Orgamisas [hnas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, terdic atas:

2. HKepala Dhnas;

b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dat
4. Bub Bagian Keuarngan dan Perencenaan
Program;

t. Bidang Pengendalian Pendodul, Penyuluhan dan
Penpgeralan, membawahi  Kelompok Jabatan
Fungsiohal dan Jabatan Pelaksana,

d, Bidang EKeluarpa  Berencana, membawahi
Kelompek Jabatan Fungsional dan  Jabatan
Pelaksana;

e. Bidang Retahanan dan Kesejahteraan Yeluarga,
membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabstan Pelakasna; dan

I Helompok Jabatan Fungsional.

(2] Strukoar...
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Struktur organisasi Dnas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam lampian XIX  vang
merupakan bagian tidall terpisahkan dari Peraturan
Wali Katee ini.

Bagian Ketign
Tupgaa dan Fungsi

Paaal 176
Dinas Pengendalien  Penduduk dan  Keluarga
Berencana mempunyal tugns membantu Wali Kota
Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewengngan Daerah di bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan  Tugas
Pernbantuan vang diberikan kepada Dasrah.
[linas  Pengendalian Pendudok  dan Keluarea
Berencana dalam Melaksanakan tugas sehagaimana
thimaksud pada ayat (1] menyeienggarakan Ringesi,
meliputs
2. perumusan  kebijakan uruzan penpendalian
penduduk dan keluarga berencana;
b. pelaksanean kebijakan urusan pengendalian
pendudul dan keluarga berencana;
¢, pelaksanpan  ovaluasl dan  pelaporan urusan
pengetudalian penduduk dan keluarga berencana;
d.  pelaksanaan administrasi dinas pengendalian
peniduduic dan keluarga berencana; dan
¢,  pelaksansasn funesi lmin yvang diberikan oleh
atasan sesual dengan tugasnya.

I'asal 177
Sckretanis  Dinazx  Pengendalian Penduduk dan
Ketuarps Berencana mempunyai tugas Melaksanakan
koordinasi, pelaksansan dan pemberian dukungan
administragi kepada selurubh unsur organisasi di
lingkungan Dnas  Pengendalian  Penduduk  dan
Keluarga Berencana.,
Jekretaris  Dinas Pengendaban Penduduk dan
Keluatrga Berencana dalam melaksanakan
pergendalian penduduk den  keluarga berencana
tugas sebagrimana dimaksud pada  ayat  [1)
rneryelenggarakan fungs:, meliputs;
A, penpoordinasian perencanaan program kerja pada
Selkratariat;
b. penpgoondinasian dan perumusan kebijaloan teknis
kesekretariatan Dinas;
.  pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekretariat;
d. membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian
program legiaian hidang,
e,  pengoordinasian  penvelenggarsan  administrasi
utmm dan kepegawaian Dinas;

. penpoordinasian...
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pengoordinasian penyusunan Analisis  Jabatan
dan Bebhan Kera;

pengoordinasian  penyelenggarann  pengelolaan
kenangan dan aset Dinas;

pengootdinasian penyelenggaragh  perencanaan,
evaluasi dan pelaporan Dinas

pengoctdinasian  fasilitasi,  koordinas, dan
sinkromisasi  pengelolaan data dan  infermasi
Dinas;

pengoordinasian pengelalaan kearsipan  dan
perpustakasn Dinas,

pengeordinasian  fasilitasi Kelompok Jabatan
Fungsicnal Cinag :

pengoordingasian fasiitasi pelaksanasn kepiatan
reformasi birolrasi, inovasi, sistem pengendalian
internal pemerintah, FOTIA Integntas,
ketatalaksanaan dan budaya ASN Chinas,
prengoordinasian pelakzanaan reformasi birokrasi,
inovasi, sistermn pengendalian internal pemerintah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Sekretariat;

petpgoordinasian fasihtasi tindak lanjut laporan
hasl pemeriksaan;

pengoordinasian | pelak=sanaan  ondak lanjuft
laporan hagzil permeriksaan pada Sekretariat;
pengoordinasian penyiapan lahan dan
penyusunan pelaporan Dinas,

pengoordinasian pelaksanaan pPEmantalan,
pengendalian, evaluasi den penyusunarn laporan
orogram kerja Sekretariat, dan

pelaksanaan fungsi lawm vang diberikan oleh
arasan sesuai dengan bidang tagas Dinas.

Pasal 178

Sub RBagian Kepepgawaian dan [mum, memplnyal

tugas:

4. penyusunan perencanaan  kegistan pada Sub
Nagan Kepepawalan dan Dmum;

k. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
terkait administrasi Kepegawaian dan Umum;

¢, pengelolaan administrasi perkantoran dan
persuratan Dinas ;

d. penyelengearaan kerumahtanggaan dan
pengelolann aset Dinas;

e. pelaksanaan  fasilitasi Helompok  Jalmlan
TMangsional Dinas,

f.  pengelolaan adminisirasi kepegawaian Dinas,

g penyiapan bahan penyusunarn Analisiy Jabatan
dan Beban Karjza;

h.  penyiapan hahan pengembangan kapasitas ASH

di lingkungan Dinas;
pengelolaan kearsipan dan perpustakaan inas;

1. prlaksanaan. ..



(2]

(1}

q.

- 120 -

pelaksanean pengelolaan Kkearsipan pada Sub
Bagian Kepegawaian dan Umumn;

fasitilasi pelaksanaan kehumessan, keprotokolan,
publikasi dan dokumentasi Dinas,

familitasi penyUsUnan dan pelaporan
ketatalaksanaan, yvang meliput proses bizmis,
standar operasional prosedur, standar pelayanan
publik, dan survel kepuzasan masyarakat Dinas;
pelaksanaan reformasl birckrasi, inovasi, sislem
pengendalian internal pemerintah, ELIIH
inttegnitas, ketatalakeanaan dan budaya ASBH pacta
Sub Bapan Kepegawalan dan Umim;

fasiitasi dan keoordinasi tindak lanjut laporan
hauil pemeriksasn Dinas;

pelaksanaan  tindak  lanjut  laporan  hasil
pemerikaaan pada Sub Ragian Kepegawsaian dan
LItntr,

pelaksanaat PR AN, evalussi dan
penyusunan laporan kegiatan pada Sub Tagan
Kepegawaian dan LImilm; dan

pelaksanaan  fungsi lain yang dilbedkan olsh
atesan seguml dengan tugas Dinas.

Sub Bagman HKHeuangan dan Perencanaan Program
mermpunyal tugas, meliputi:

a.

meclaksanakan penyusunan rencana — program
dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program
dan Keuangan,

melaksanakan penyiapan bpahan  koordinasi
penyusunan laporan kinerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas:

melaksanakan pengelalaan administras
perjalanan dinas:

melakannakan wverifilops, akutanei,
penatansahaan, pembukuan keunngan

perhbendahasaan, pelaporan keuanpgan., dan
penviapan bahan  tanggapan pemenksaan
pembuatan daftar gaji  serta  tambahan
penehasilan;

melakzsanakan peEnylapan bahan
pertangsungiawaban keuangan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keygngan:
dan

melakagnakan tugas lain yvang diberikan oleh
atasan.

BPasal 179

Bidang Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan dan
Petiggerakatl mempunyai tugas melakzakan kehijalian
teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan
dati penggerakan di Daerzh.

(2} Bidang...



(2]

(1}

(2}

- 121 -

Bidang FPengendalian Penduduk, Penvuluhan dan

Penggerakan dalam Melaksanakan tugas sebagaimara

dimaksud pada ayat (1] menyelenprarakan fungsi,

meliput;

8.  pENYIAPanN PeTUNJSAn FEncana  program  dan
kepatan bidang pengendalian  penduduk,
penyuluhan dan penpgerakan;

b. penviapan perumusan dan pelaksanaan
kebijekan teknis di bidang pengendalian
penduduk, wistem informasi keluarga,
penyuluhan, advokasi dan penggerakan;

C. penyiapan pelaksanaan pemaduan dan
sinkronisaszi kebijakan pengendalian Lkuantitas
penduduk;

d. penyiapan pelaksanaan  pemetaan perkdraan
pengendalian penduduk,

¢ penyiapan pelaksanasan pendavagunean tenaga
Penyuluh Keluarga Berencana dJdan  Petugas
Lapangan Keluarga Bersncans serif orfganisesi
kemasvarakatan bidang pengendalinn penduduk
dan keluarga berencana;

f.  penyiapan pemberian mbingan tekmis dan
lasilitasi i badang pengendalian  penduduk,
sigiem informast keluarga, penyuluban, advokasi
dan pengeerakan pengendalian pendudulk;

B penoylapen pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
luneria bidang pengendalian pendudul,
penyuluhan dan penggerakan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugasnyva.

Pasal 180

Bidang Keluarga Bersnicana mempunyvai FUgas

mempunya tugns membantu Kepala DMnas  dalam

rangka Melaksanakan penyusunan program kerja dan
perammusan  kebijakan tekniz i indanp  keluarga
herencana.

Bidang Penpendalitan Penduduek dalam Melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a  penyviapan perumusan rencana  progeam  dan
kegiatan bidang keluarga berencana,

b, penviapan perumusan kebijakan teknis di bidang
reluarga hotencana;

c. penviapan  pelaksatean  kebijadan  telgns  dn
bidang keluarga berencata,

d. penviapan pelaksanaan pPETIEFITAaT,
penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian
alat obat kontrasepsi;

®.  penyiapan pelaksanman  pelavanan  keluarga
berencana;

. penyizpan...
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f.  penyiapan pelaksanaan pembinaan, bimbingan
teknis dan  fasilitasi  keikutsertaan keluarga
berencana:

B. pernviapan pelakseanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja schksi bidang keluarga berencana | dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Brasat scsuai dengan tugasnya.

Pazal 181

EBidang Kketahanan dan Kesgabteraan Keluarga
mempunyal  tugas  mempunyai  tupas  membantu
kepala Dinas dalam rmngka ~— melaksanakan
penyusunan prmgram kea dan perumusan kebijakan
teknis di bidang  ketshanan dan kesejahteraan
keluarga.

Bidang Ketahanan dan Kesgjahteraan Keluarpa dalam

Melaksanakan tugas sebagmimana dimaksud pada

ayat (1] menyelenggarakan fungsi, meliputi:

A,  pPONYIADAD Perurmusan rencana  program  dan
kematan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Berancana;

bn.  penyiapan perumusan kebijakan teknis di hidang
Lketahanan dan kesejahteraan keluarga;

€. penyiapan penywsunan  NSPK di 0 bidang
ketahanan dan kesejahteraan keluargs;

d. penyiapan  pelaksanaasn kebijakan tckmis
pembinaan  ketahanan remaja, bina  keluarps
Ralily, bina keluarga Lanjut Usia dan rentan serta
pembrrdayaan keluargs sejahtera melalui usaha
mikr keluarps;

¢, penyispan pemberian bimbingan dan fasihrasi di
hidang ketahanan dan kescjahteraan keluargs;

.  peopnapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja  Bidang  Ketahanan  HKesejakteraan
Keluarga: dan

g. pelaksanaan fungai lain yang diberikan atasan
segital dengan tugasnya.

BALR XXI
DIMAS LINGERUNGARN EHLUE

Bagian Kesatu
Kedudukan

Faeal 182
Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana
urusan Pemernntahan bidang Lingkungan Hidup yang
menjadi kewenangan Daerah.
Dinas Lingkungan Hidup sebagpmana thimaksud pada
ayat (1) dipimpin  oleh Kepala  Thinas yang
berkeduduekan di lmwah dan Derlangeune jaweb
kepada Wali Kota melalui Selretaris Daerah.
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Bagian Kedua
Susunen Orpanisasi

Pasal 183

Susunan Orgenisasm [nnas Lingkungan Fidup, terdin

atys :

2. HKepala Dinas;

k. Bekretaris, membawahi:

1. 3ub Bagien Kepegawzian dan UUmum; dan
2. RKelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana.

. Bidang Tata dan Penaatan Lingkungan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksans;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan,
dan Pengembangun  Kapasitas  Lingkungan,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jaharan Pelaksana;

e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Beracun Berbzhaya, membawahi Kelompolk
Jabatan Funpesional dan fabatan Pelaksana:

£, Bidatig Peneelolaan Ruang Terbuka Hijau,
mermbawahi Kelompok Jabatan Fungaional dan
Jabatan Pelaksana;

g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan

h. Unit Pelaksane Teknis Dinas.

Strulkttur  organisaal  Dinas  Lingkungan  Hidup

sebagnimana dimakasud pada avat {1}, tercantum

dalarmn Lampiran XX yang meripakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,

Hagian Kctiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 184

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai  tupas

membantu Wali Keta melaksanakan wrusan

Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah di

bidang lingkungan higup dan Tugas Pembaniuan yang

diberikan kepada Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas

sebagaimana cirraboand pracda ayal (1],

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan kebijalan teknis di
bidang lingkungan hidupe;

b,  penyelengearaan pembinaan, pengumpulan dan
pengolahan  data, penvusunan rencana  dan
program hdang ingkungan ndup;

¢. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
serta  evaluasi  pelaksanaan tugas bidang
lingkungan hidup;

d. pengelolaan prizinan dan pelaksanaan pelayanan
bidang lingkungan hidup;

e. penyelengparaan. ..



(L)

(2}
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£, penvelenggaraan  ketatausahaan  dan tata
laksaia; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
alasan sesual dengan tugasnya,

FPazal 185

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas

mengootdinasikan  perencenaan, pembinaan  dan

pengendalian terhadap progratn serta memberikan
pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lLingkungao Dinas Lingkungan

Hidup.

Sekretaris  Dinas  Lingkunpgsn  Hidup  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat {1}, menyelenggarakan lungsi;

a.  pengoordinasian perencenaan program kerja pada
Sekretariar,;

b.  pengoordinasian dan perumusan kehijakan 1eknis
kegelretanatan Dinas;

. pengoordinasian polaksanasn program kerja pada
Sukretaniat;

d.  membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian
program kepgiatan bidang;

e.  pengoordinasian  penvelenggargan  administras
umurn dan kepegawaian Dinas;

f. pengoordinasian penyusunan  Analisis Jabatan
dan Behan Kerja;

g pengootdinagian  penyelenggarasan | pengclolaan
keuangan dan aset Dinasy,;

h.  pengoordinasian  penyelengegaraan perencanaarn,
evaluasi dan pelaporan Dinas ;

i peogootdinasian  Fasilitasi, koordinasi, dan
ginkronisas pengelolasan data dan  indormasi
Dinas;

j- pengoordinasian  pengelolaan kearsipan  dan
perpustakaan [hnas;

k. pengoordinasian  fasihtasi Kelompok .Jabatan
Funezional Dinas ;

1.  pengoordinasian flasilitasi pelaksanaan lkegiptan
reformasi birokrasgi, inovasi, sistem pengendalian
internal pemeringah, Iona irtegritas,
ketatalakaanaan dan budaya ASN Dinas;

m. pengoardinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,
inavagi, sistem pengendalian intermal pemenntah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
rada Sekretanat;

n. pengoonhnasian fasilitazi tindak lanjut laporan
hagi] pemeriksaan;

.  penpoordinasian pelaksanaan  tindak lanjut
laporan hasil pemeriksean pada Sekretariat;

B pehgoordinazsian PENF1IApan baharn dan
petvusunan pelaperan DNnas;

q. pengoordinasian. ..
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g. penpoordinasian pelaksanaan pemmantauarn,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerja Sekretariat; dan

r.  pelaksanaan fungsi Isin yang diberikan cleh
utasan sesuai dengan bidang tugas Dinas,

Pasal 186
Sub Bagman Kepegawaian dan Umum. mempunyal tugas:
4. penyusunan perencanaan kegatan pada Sub Bagian
hepegawaign dac Uhmum;
b. penyiapan Daban perumusan kebijakan teknis terkait
admimsirasi Kepegawaian dan Umum;
c.  pengelolaan administrasi perkantoran dan persiratan

Ditas ;

d.  penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelalaan
aset [hnas;

2, pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional
Dhinas;

f. pengelolazn administrasi kepegawaian Dinasg;

g penviapan bahan penyusunsn Analisis Jabatan dan
Beban Kerja;

h. penyiapan bahan pengembangan kapasgitas ASN di
lingkungan Cinasg;

i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas,

J-  pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian
Kepegawilan dan Umum;

k.  fagilitayi pelaksanaan kehumaszan, keprotokolan,
pubililkast dan dokumentast Dhnas;

I, fasilitas penvusunan dzm pelaporan ketatalak=sanazan,
vang melipud prosee hienis, standar operasional
prosedur, standar pelayanan  publik, dan survei
kepuasan masyarakat [Hnas;

m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi,  sistem
pengendalian internal pemernntah, zona integritas,
ketatalaksanaan dan budaya ASN pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;

n. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan Dinas;

o pelakksanaan tindak langut laporan hasil permeriksaan
pade Sub Bagian Kepogawsian dan Umum;

p.  pelaksanapn pemantauan, evaluas dan penyusunan
laporan kegiatan pads Sub Bagan Kepepawaian dan
Livaain, dan

4. pelaksanssan fungei lain yang diterksan ocleh atasan
assual denpan tupgas Dhinas.

Pauval IBY
(1} Bidang Tata dan Penalaan Lingkunogan mempunyad
tugas membanty Eepala  Dinas  merumuskan,
metvusiin, mengoordinasikan, menyelenggarakan,
poembinasn, monitonng, evaluazi dan  pelaporan
pelakeanasn kebrakan di bidang Tata dan Penataan
Lingkungarn.

(2} Bidang...



(2)

(1)
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Bidang Tate dan Penataan Lingkungan dalam
mcluksanakan tugas schegaimana dimalksud pada
ayatl (1), menyelenggaraloan Mingsi;

H., Penyusunan réncand program dan  kegiatan
Bidang Tatz dan Penataan Lingkungan;

b,  penvusunan petunjuk tekmis Bidang Tata dan
Penatagh Lingkungan;

c. pelakasanaan  koordinasi  dan  sinkronisas
penerapan  kebijakan di Bidang Tata  dan
Penataan Lingkungan;

d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan scrta
pengembangan di Bidang Tata dan Pepataan
Lingkungan;

e. pelaksanaan  evalyasi dan pelaporan kinega
Bidang Tata dan Penatan Lingicungan; dan

. melaksanakarn hings lwin yang dibenkan oleh
atasan seauai dengan Lagasnya.

Faral 128

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, dan

Pengembangan Kapasitas Llinglungan mempunyai

tuges  membanty  Kepala Dinas  merumuskan,

menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan,
pombinaan, monmtormg, evaluasi dan  pelaporan
pelakzanaan kebijakan di bidang Pengendalian

Pencemaran Keruzalkan, dan Pengembangan Kapasitas

Lingkungan,

Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, dan

Penpembangan Kapasitasg Lingkungan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat [1), menyelenpgarakan fungs:;

B, MNIOVUSUOAT ITOCANH Pogream  dan  kogatan
Hidang Pengendaliun Pencemaran Kerusakan,
dan Pengpembangan Kapasitas Lingkungsan;

1, pEmberian petunyuk teknis di bidang
pengendalian pencemaran  kerusakan, dan
pengembangan kapasitas lingkungan;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronsas:
petierapan kehijakan pengendalian pencemaran
kerusakan, dan  pengembangan  kapasitas
lingkungan;

d. pelaksanaan, pengawasan, dan pemhinaan serta
penpembangan th bidang pengendalian
pencemaran kerusakan, dan  pengembanpan
kapasitas linglkungan,

e. tnelaksanakan evaluasi dan pelaporan kinena
Hidatig Pengendalian Penecmaran Kerusakan,
dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan; dan

f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atssan
sesuai dengan tigasnya.

Pasal 189,



{i]

(2]

i

(2]

- 127 -

Pasal 139

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan

Berarun BRerbzhaya mempunyai tugas membanta

Kepala Dina= merumiiskan, IMENYuAalh,

mengeordinaskan, menyelenggarakan, pembinaan,

menitofing, evaluast dan  pelaporatn pelaksanaan
kebjakan Bidang Pengelolasn Sampah dan Limbah

Bahan Beracun Berhahaya,

Bidang Pengeldaan Ssmpah dan Limbah Bahan

Beracun Berbahaya dJdalam meleksanakan tupas

sebagaimans dimnalksud pada gyat (1],

menyalenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana  program dan kegiatan
Bidatig Pengelotaan Sampah dan Limbah Bahan
Beracun Berbehaya;

h.  penyusunan pemberian petunjuk teknig biclang
pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun
berbahaya;

c. pelaksanaan  koordinasi dan sinkronisas
penerapan kehijakan hidang pengelolaan sampah
dan imbah hahan beracun berbakaya;

d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta
pengembengan i bideng pengelolaan sampah
dan limbah behan beracun berDahaya;

¢ pelaksansaan evaluest dan pelaporan  kinerja
Bidang Peneelolaan Sampah dan Limbah Bahan
Beracun BHerbahaya; dan

t.  pelaksanza fungsi lain yang diberikan oleh atasan
scsuai dengan tugasnya.

Paszal 190

Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempuovai
tugas membantu  Kepala Dinas merumuskan,
menyisun, mengoordinasikan,  menyelenggarakan,
pembinaan, monttoring,  ovaluss  dan pelaporan
pelakzanaan  kebijakan bidang pengelolaan  ruang
tethlla hija,

Bidaryg Penpelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam

melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1], menovelenggarakan fungst:

A. penyusunan rencena program dan  keglatan
Bidang Pengelolaan Fuang Terbuka Hijau.

b. penyusunan petunjuk  teknis  di  bidang
rengelolaan ruang rerbuka hijau;

c. pelaksanapn  koprdinasi  dan sinkronisasi
penerapan kebijakean pengelolaan ruang terbuka
hijau;

d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembininan serta
pengembanpan bidang pengeclolaan rueng terbuka
hijau;

e¢.  melaksanakan evaluasi dan pelaperan kinerja
Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

f. melalkganalan. ..
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f.  melaksanakan evalussi dan pelaporan kinetja
Sechyl Pomakaman

g  penyusunan laporen  pelaksanaan  kebijakan
tekmis Pemakaman; dan

h.  melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

BAB XXII
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADL 5ATU PINTU

Bagian Kesaty
Kedurdukan

IPasal 197

Chnas Penanaman Madal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu  merupakan  unsur  pelaksanz  urusan
Pemerintahan  bidang penaoaman modal  dan
pelayanan ierpady  2aily pintu yang  menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saom
Pinty sebagaimana dimakesud pada avat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas vang berkedudukan di bawah dan
bettangpung jawab kepada Walh Kota melalud
Sckretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunzn Organisasi

Pasal 192

Susunan (Organisasi MNinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Salu Pintu, lerdiri atas;

a. Kepala Dinas;

b.  Sekretaris, membawahi ¢
1, 3uly Bagan Kepegaaaian dan umum; dan
2. Kelompok Jabatain Fungsionzl dan Jabatan

Pelaksana.

¢. Bidang Perencanaan, Pongembangan Potensi, dan
Promest Daerah,membawahi Kelompek Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

d. Bidang Penyeslenggarasn Pelayanan Perizinan dan
Neon Perizinan, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal, membawahi Kelompok Jabatan Fungsignegl
dan Jabatart Pelakgang;

f. Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi,
memhbawah Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana; dan

¢, Kelompok Jabatan Funpsional.

(2] Struktur...
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Strukiur Orpanisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimakaud
pada ayat (1), tercamuum dulam Lampiran XX[ yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar
Peraturan Wali Kota ini

Bagan Kebea
Tugas dan Fungei
Pasal 193
Dinas Prnanaman hiodal dan Pelayanan
Terpadyy Satu Pintu  mempunyai tupas
membanty Wali Kota melaksanakan  urusan
Permerintahan yang meTjadi kewenangan

Dactah ch bidang penanaman modal  dan
pelayanan  terpadu mam pintu dan Tugas
Petnbamtuan yang diberikan kepada Daergh.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Fintu dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1

menyelenggarakan lungs:, meliputi;

a. perumusan Kkebijakan urusan  penanaman
modal dan pelavanan terpadu sakl pintu;

b. pelaksanaan kebijakan urusan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

. pelaksanaan evaluazi dan pelaporan urusan
penanarman modal dan pelayenan terpadu satu
pintu;

d. pelaksanaan administrasi Cinas
Pensnaman  Modal Dan Felayanan Terpadu
Satu Fintu; dan

e,  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Wali Kota terkait dengan fugasnya,

Fasal 194
Tekretariy Dinas Penanatman Madal dan
Felayanan Terpadu Satu Pintu  mmempunyai tugas
melaksanakan koardimast, pelaksanaan dan
pembenan dukungan administrasi kepada ssluruh
unsur organisasi di linglungan Dines Penataman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sekretariz Dinaz: Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimai=ud pada ayat [1]
menyvelenggarakan fungsi, melipugi:
a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada
Bekretatial;
b.  pengeardinasian dan perumusan kebijukan telmis
kesekrelatiatan Dinas;
. pengoorditasian pelaksanaan program kega pada
Selretatiat;
d. membaniu Kepals Dinas dalam pengoordinasian
program kepatan bidane;

e,  pengoordinasian. ..
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¢.  pengoordinasian  penyelenggaraan  administrasi

urmtiym lan kepegawaian Dinas;
f. pengoondinasian penyusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kerja,

B penpoordinasian  penyeletiggaraan pengelolaan

kevangan dan aset Dinas;

h.  pengoordinasian  penyelenggstaan  poTEncanasn,
evaluasi dan pelaporan Dinas ;

L. pengoordinaszian fasilitogi, koordinasi, dan
sinkroniaasi pengelolaan data den  inlformasi
Drinas:

J- pengoordinasian  penpelolaan  kearsipan  dan

perpuataifaan Dhnas;

k. pengoordinasian  fasilitasi  Kelompeok Jabatan

Fungsional Ditas |

I pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan

reformast birokras:, Inovasi, sistermn pengendalbian
mternal pemerintah, Zona infegriias,
ketatalaksanaan dan budaya ASN Dinas;

m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,

inovasi, sistemn penpendalian intemal pemerintah,
zona Integritas, ketatslaksanoan dan budaya ASN
pada Sekretariat;

n. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan

hasil pemerikgapan,

o. pengoordinasian  pelaksanaan  tindak  lanju

laporan hasil pemeriksaan pada Sekrelarial,

p. pengoordinasian petyiapan hahan tlan
penyusunan pelazporan Dinas,

. pengoorditiasian pelaksanaan peTmAantauan,
pengendalian, svaluasi dan penyusunan laporan
program kerja Sekeetariat; dan

. pelaksgnaan fungsi lan yang diberikan  oleh
atgaan scsuai dengan adang tugas Lhinas.

Fazal 195

Sub Bagian Eepegawaian dan Umum, mempuanyai tugas:

H

b.

.

penyusunan perencanaan kepiatan pada Sub Bagan
Kepegawaian dan Umum;,

penviapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait
adrinistrasi Kepegawaian dan Umurmn;

pengeloloan adminigtragi perlantoran dan persuratan
Diinas ;

penvelenggarann kerumahtanggann dan pengelalpan
aset L hnas,

pelaksanaan lamilitasi Kelompok Jabalan Fungsional
Dnnasg;

pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
penyviapan bahan penyusunan Analisis .Jazbatan dan
Heban Kerja;

penvigpan bahan pengembangan kapasitas ASN di
lingkungan Dinas;

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dhnas;

1. pelaksamaan...
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pelaksanazn pengelolaan Kearsipan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umam;

fasilitasi pelaksanaan kehumasan,  keprotokolan,
publikasi dan dokumentas: Dnas;

fradlitay penyusunan dan pelaporan ketatalalksanaan,
yang mebhpull prosss  bisnm,  standar ops=rasional
prusedur, standar pelayanan publik, dan survei
kepuazan masyarakat Dinas,

pelak=anaan reformasi  birokrasi, inovasi, sigtem
pengendalian  internal pemerintah, zona integritas,
ketatalaksananan dan budava ASN pada Sueh Bagian
Kepegawalan dan Umum,

fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil
pemerikgaan Tinas,;

pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemerikssan
padsa Sub Bagman Kepepawaian dan Urmnum;
prlaksanaan pemantausarn, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan
Umuitrn; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesual dengan tugas Dinas.

Fazal 196

Bidang Perencanasan, Penpembangan Potensi dan
Fromosi Dacrah  mempunysl tugas  membantu
Kepala Dinas dalam  menyelenggarakan uwrusan
Femenntaiian di mdang percicanaan,
pengembangan dan informasi potensi Daerah.

Bidang Perencanaan, FPengembangan FPotensi dan
Fromosi Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagnimana dirmakaud pada ayat i1

menyelenggarakan fungsi, meliputi:

A penyviapan petyusUnan rencana dan
FITCHETEIM kema RBiduang Prrencanenn,
Penpembangan Potensi dan Promosi Deerah;

b, penylapan pelaksanasn PETEICATISHTL
QTCErEm ke ja Bidang Perencanaan,

Penpembanpgan Potensi dan Promosi Daerah;

c. penyviapan behan pengkajian kebjaksan dan
rencana penanaman modal dan pengembangan
potensi itnvesiaai;

d. penviapan PEerULITLIRAR dan pengusulan
kebjjakan, pedoman dan rencana  kehijakan
pelayanan den usaha penanaman medal;

e petyiapan bahan pengembangan peluang  dan
potensl penanaman modal:

f. PerviAapATR Pengoordinasian, pengkajlan
Pt ruimlsan dan petivusutan materl promos
usaha dan proanaman modal; dan

g  penyiapan kegiatan pameran, rmsi investazi dan
promos] lainnya serta mengoordinasikan pthak
terkait.

h. pelaksanaan fungg lain vang diberikan oleh
atasan terkait dengan tugasnya.

I’agal 197_..
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Pasal 197

Bidung Penvelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Ferizinan mempunyal tugas membanty  Kepzla

[hnoas dalam menyelenpgaralkan WUTUEAT]

Permerintahan  di bidang pelayanan pericinan dan non

PReriEins.,

Bidang Penyelengpgaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan dalam melaksanakan tugas scbagaimana

dimaksud pada avat (I} menyelenpearakan f{ungsi,

meliputi:

a. penytapan bahan  penyusunan rencana  dan
Program Lega Bidang Fenyelenggaraan
Pelavanan Penizinan dan Non Perizinan;

b, penyiapan peliksanaan perencanaan
progratin kera Bidang FPenyelenggaraan
Pelayanan Penzinan dan Mon Periginan;

¢. penyiapan bahan  pelaksanaan  pelayanan
administrazi pelayanan  perizinan dan  non
perizinan, penetapan dan penerhitan;

d. penyiapan pelaksanaan  validas data dan
peninjauan lapangan;

2 penviapan bahan pelaksanasan evaluasi  dan
pelaporan kineqn Bidang Penyelenpparaan
Peleyanan Penznan dan Mon Penznan; dan

. pelaksanaan fungs lan yang diberikan aleh
atasan sesual dengan tupasnya.

Pazal 198
Bidang Pengendalian Pelaksanapn Penanaman Modal
mempunyal tugas membanty Kepala Thinas dalam
menyelengarakan urusan Pemernntahan di bidang
pengendelian  penanaman onelal,  memberikan
bimbingan teknis serla melaksanaksn  evaluasi
terhadap penyelenggataat kebjakan dan kegatan.
Bidang Pengendalian Pelaksanasan Penanaman Modal
dalam mefaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada sayat [1} menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a  penyiapan PenyusUnan rencana dan
PIOgram kerja Bidang FPengendalian
Pelakzsanasan Penanaman Modal;

L. penyiapan pelaksanaan PErEnCcanaan

program  dan  kegiaian Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

c. penyiapan baban pelaksanaan pembinaan dem
fagilitas bantuan penyolesaian maszalah
prenanaman reaodal;

d.  penyiapan  bahan  pelaksansan penpawasan
kegialan penanamean rmodal;

e, penviapan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan kinerja Bidang  Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

f. pelakzanaan fungsi lun yang diberikan oleh
atasan se=uai dengan tugaenya.

Pasal 199 .
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Pasal 199

Bidang 3Sistcm [nformasi, Regulasi, dan Evalyasi

mempunyal  tugas  meribaniy Kepala Dinaa

dalam  menyelenggarakan — urusan Femerintghan

di hidang sistem tebnrologl informasi, pengolahan

data, deregulasi, dekumentasi, evaluasi, dan

penpaduan.

Bidang Sistern Informasi, Regulasi, dan Evaluasi

dalam melaksanakan tugaer sebagaimana dimaksued

pada ayat (1] menyvulengparakan fungsi, meliputi:

a. penyiapan penyusunan rencana dan  program
kegiatan PBidlang Sistern Informasi, Deregulasi,
darnt Evaluasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan
dan penpgembangan siatem  teknologl  informasi
manajemens pelayanan  perizinan terpadu;

¢, petynapan  bahan  pelaksanaan  pengawasan
ataz berjalannya program aplikasi pelayanan
terpadu;

d. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan
pengelelaan data  base  perizinen  dan
pemeliharaan data base petiznat,

e, penviapan bahan PEOYUSUNAN prosedur,

mekaniame, et syaratan acbapa dasar
pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan
perizinan;

. penyiapan bahan  koordinasi penyelezaian
pengadunn dan melalo bean klarifikesi
pengaduan;

F.  penviapan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporann kinerja Bidang Sistemn Informeasi,
Regulasi, dan Evaluasi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberkan olsh
atazan sesuai dengan tugganya,

BAB XXII
DINAS PARIWISATA

Bagan Kesatu
Eedudukan

Pasal 200

Thnas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan
Pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi
kewenangan Daarals.

Dinas Pariwisata sebagaimane dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertangpung jawah kepada Wali Kota
melali Sekretaris Daerah.

Bagian Kedur

Suusunan COrganisasi

Pasal 201...
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Pasal 201

Susunan Organisaai Dinas Panwisata, terdinl atas:

a. HKepala Dinas;

kr,  Sckretaris, membgwahi;

1.  Bub Bagian Kepepawsian dan Umum : dan
2. Bub Bagian Perencanaan Program  dan
Kevangan.

¢. HBidang Degtinasy dan  Industri Pariwisata,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

d. Bidang Pemasaran Panwisata, membawahi
Kelompouk dJabatan Fungsional dan  Jabatan
Pelaksana;

. Tidang Ekonomi Kreatif, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana: dan

. Kelvmpek Jabaman Fungsional,

Struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimanta

dimaksud pada ayat (1}, tercantum dalam Lampiran

MXI[ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dard

Peraturan Wali Kota ini.

Bagiat Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pagal 202
Dinas Patriwisata mempunyil tugas membantu Wali
kata melaksanakan Urusan Pomnenintahan  yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang Pariwisara
serts Tugas Pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.
Dinas Pariwisata dalam melaksanghan tagas
sebagaimana dimaksuc pada, ayat (1)
menyelenggarakan fungsi, maliputi:
A. perumusan kebijakan uruaan Pariwisata)
b. pelaksansan kebijakan urusan Pariwisata;
c. pelaksangan evaluasi dan  pelaporan  Ubusan
Parwidale;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata; dan
e, pelaksanaan fungs: lam yang diberikan oleh Wali
Kota terkail dengan (ugasnva,

Pasal 203
Sekretars  Dinas  Panwisats mempunyal  tugas
melaksanakan koordinasi, pelaksanaan can
pembentan  dukungan adminisirazi kepada seluruh
unsur crganisasi di ingkungan Dinas Pariwizsata.
Sekretaris Dinas Pariwizsata dalam melaksanakan
tupgas =sebapaimana dimaksud pada ayat (1]
menyelenggarakan fungsi, meliputi:
a.  penyiapan bahan perumusan rencana  kemga
pengelolgan kKepegawadan dan dmum, keuangan
dan aset, serta perencanaat dan program,

b. penviapan,.,
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PENYIADAN bahan pengoordinasian dan
pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan
dan aset, serta perencatiaan dan progran,
penyiapan bahan pembinasn teknis operasionsl,
pelayanan  administrasi, keuangan,  aset,
kepegawaian, rumah tangpa dan umm;
penyiepan bahan pengendalian dan pemantauan
penyelengearaan  pengelolaatn Keuanpan, aset,
kepegawaian, rumah tangga dan umum;
pemyiapan bahan evaluass  dan pelaportan
pelaksanaan urusan kesekretanatan; dan
pelaksanaan fungst lmin yvang dibenikan ol=h
pimpinan sesual dengan tugasnya.

Pasal 204

Sub Bapian Kepegawaian dan Umum, mempunyai
tugas:

a.

b.

C.

penyusunan perencanaan  kegiatan pada Sub
Bagian Kepegawaian dan Umurmn,

penyiapan hahan perumpsan kebijakan teknis
terkait administrasi Kepegawaian dan Umam,;
pengelolaan administrasi  perkantoran  dan
persUuratan Dhinas ;

penyelengraraan kerumahianggaan dan
pengelolaan aset [Hnas,

peloksanaan tamilita= Kelompok  Juabatan
Fungzsional Dhnas;

pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas,
penyiapan bahan penyvusunan Analizis Jabatan
dan Beban Kena,;

penyviapan bahsan pengembangan kapesitas ASN
di lingkungan Dinas;

pengelolzan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
pelakranran pengelolaan kearsipan pada Sub
Bagian Kepegawnian dan Umnm,

fagilitari pelaksanaan kehumasan, keprotokolan.
publikasi dan dolumentasi Dinas;

fagilitasi pENyUsSUnAL dan pelaporan
ketatalaksanaan, yang meliputi proaes  hisnis,
arandar operagional prosedur, srandar pelavanan
publik, dan sunvcl kepuasan masyvarakat Dinas;
peleksanaan reformast birckrasi, 1Novasl, sistem
penpendalian internsl pemerintah, ZUTLH
integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN pada
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

fagilitazi dan koordinasi tindak lanjut laporan
hasi] pemeriksaan Dinas:

pelaksanaan  tindak  lanjut  laparan  hasil
pemeriksaan pada 3uh Bagian Kepegaweaian dan
Umum;

pelaksaranr pemaniauAn, evallas dan
penviusunan laporan kegiatan peda Sul) Bagian
Kepepawaian dan Lhnum,; dan

- pelaksanaan,. .
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q. pelaksanaan funpgsi lain yang diberikan oleh
Atasah sesum dengan tugas Dinas.

Sub Baegian Percncanaan Program dan Keuangan

nempyunyal tugas, meliputi:

a  melaksanakan penyusunan Tencans  pProgran
dan kegiatan Sub Bagian Ferencanaan Program
dan Keuangan,

B, melaksanakan penviapan  bahan  keordinasi
penyusunan laporan kinecfa:

¢. melaksanakan penyiapen bahan pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan pengelolaan adminisirasi
perjalanan dinay;

a. melakosanakan verifikasi, akutansi,
penatavsahaan, pembukian keusngan

pethetidaharaan, pelaporan keuangan, dan
pervnapan bahan  tangeapan pemenksaan
pembuatan daftar gaji  =serta  tambahan
penghasilan;

.  melaksanakan penyiapan hahan
pertanggungiawaban keuangan;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keugngen:
dan

h, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Atasar,

Pagal 2>

Hidang Thestinasi dan Indusatrd PROowisata mempunyad

tugas membantu Kepaia Thnas dalam rangka

menyiapkan penyusunan program  kega dan
perumusan kebijakan teknis di bidang Destinasi dan

Induztri Pariwisata.

Bidang Deshnasi dan Industti Fanwisata dalam

melakzanakan mpes acebagaimana dimaksud pada

ayat |1] menyelenggarakan fungsi, melipuri:

A, penyigpan  peayusunan rencana  program  dan
kegiatan Ridang Destinasi dan Induaed
Pariwizata;

k. pEnyiapan peiaksanaan penetapan dan
penegakan kode etk pabungan  indused
pariwisata;

£, peoyiapan penyaluran  aspirasi di bhidang
Destna=s dan Industri Pariwisata;

d. penyiapan pelestarian lingkungan parwisata;

g, petyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
lkinerja bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
dan

f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sesual dengan tMEASNYS,

Fasal 206..,
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Pasal 206

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam rangks menyiapkan

penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan

leknis di bidang Pemasaran Parwisata.

Bidang Pernasaran 'ariwizeta dalam  melaksanzskan

tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)

menyelengearakan fitngsi, meliputi-

4. penyiapan behan pepyusunan rencana program
dan kegratan Bidang Pemasaran Partwisata;

b.  penyiapan  pelaksanaan  promosi,  kerjasama
pemasatan dan kemitrasan pariwisata;

c.  penyiapar  pembanpgunan eistern  informasi
pelayanan kepanwisatasn;

d. peoyiapan pelakeanann kegiatan untuk
rmeningkatkan kunjungan wisnata;

. penvizpan pelaksanaan evaluasz: dan pelapocan
kinerja Bidang Pemasaran Fariwisala, dan

[  pelaksanasn fungsi lain yang diberikan oleh
atasan sescai dengan tugasnya.

Pasal 207
Bidang Ekonomi Kreatl metmpunyad tUugas membantu
HKepala Dinas dalam rangks menyviapkan pimyusunan
program ketja den perumussn kebyakan telmis
bidang ekonomi kreatif,
Bidang Ekonomi Kreatif dalam  melakzanakan tugas
§e DA FEITTIHTIA dimak=ud pads ayvat (1)
menyelsnggarakan fungsi, meliputt;
8 penyiapan bahan penyusunan Tencana program
dan kepiatan Bidang Ekonomi Kreatif;
b,  penyiapan bahan peningkatan muiu pendidikan
sumber daya manusiz pariwisata;
. penyiapan pelaksanasn evaluasi dan pelaporan
kinerja Bidang Fkonomi Kreatifl, dan
d.  pelakransan fungsi lain yang dibenkan oleh
AlA%RAN sesual dengan lgasnya.

AT XXV
INNAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 208
Dinas Perhubungan memupakan unsur pelaksana
urusan Pemenintahan bidang perhubungan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Dinas Perhubungan sebagaimana dimakaud pada avat
(1} dipimpin oleh Kepala Dinag yang berkedudulan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaria Dacrah,

Bagian. ..
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Bagian Kedua
Susunen Organisasi

Pagal 200
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdifi atas
a. HKepala Dinas:
b. Sekretaris, membawahi:
1. Bub Bagpan Kepegawaian dan Umurn; dan
4. Jub Bagan Perencanaan Program dan
Kelangan.
. Bidang Lalu Lintas dan Angkutate, rmembawahi-
1. Seksi Lalu Lintes;
2. Seksi Angkutan; dan
3. Kelompok Jahatan Fungsional dan Jabatan
Peloksana.
d. Bidang Prasarana, membawahi .
1. Sekai Pegrencanaan dan  Pembangunan
Prasarana,
2. Beks Penguperasien Prasarana; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksans,
2. Bidang Pengembangan dan  Keselamatan,
rmembawahi ;.
1. Seksi Lingkungan Perhubungan;
2, SHeksl Kesslamatan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana.
.  Kelompek.dabatan Fungsional, dan
g  Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Sruktur organisasi Dinags Perhubungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1], tercantum dalam Lampitan
X yang merupakan bagian tidak terpizahkan den
Peraturan Wali Kota .

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

FPazai 210
Dinas Perhubungan mempunyal tugas membanty
Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah di bidang perhubungan
dan Tugas Pembantuan yang diberikan lepada,
Daerah.
Ninga FPerhubungan dalam melaksanalian tugas
SEDARAIMANER dimaksud pada ayat (1)
menyelenggurakan fungsi, meliput:
a peromusan kebijakan wrasan perhubungan;
B pelaksanaan kebijjakan urisan perhubungan;
. pelaksanaan eveluasi dan pelaporan urisan
perhlubungan;
d. pelaksanasan administrasi Dinaz Perhubungan,
dan

e, pelaksanasan...
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c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
alagan terkait dengan rugasnyva.

Pasal 2]

(1} Bekretaris Dinas lPechubungan mempunyal tugas

{2]

mengootdinasikan  perencanaan, pembinsan  dan

pengendalian terhadap program  serte memberihan

pelavanan teknis dan edmicistrasi kepada =eluruhb
unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Sekretaris Dinas Perhubungan Jdalam melaksanakan

tugas sebagaimana Jimuksud pada ayar [1)

menyelenggarakan fungsi, meliputi:

4. pengoordinasgian perencanaan program kera pada
Selretariat;

b.  pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis
keaekretanatan Dinas;

c. pengoardinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekretanat;

d. membaniu Kepala Dinas dalam pengoordinasian
program kegiatan bidane;

e. petigcordinasian  penyelenggaraan  administrasi
Ut dan kepegawaian [Hnas,

f. pengoordinasian peayusunan Analisis  Jubatan
dan Beban Kena,

g. progoordinasian  penyelenggaraan pengelolaan
keuangan dan aset Dinas;

h. penpeoordinasian penyelenggaraan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan Dings ;

i. pengeordinasian  fasilitasi, koordinasi, dan
sinkronigsasi  penpelolaan  data dzn  informasi
Dinas;

J. pengnordinasian pengelolagn kearsipan dan
perpustokaan Dinasg,

k. pengiocdinasian  lagiliag Kelompok  Jabatan
Pungsional Dinas;

l. penprondinasian fasilitasl pelaksanasn kegiatan
telortnas mrolkoas:, inovasi, sistem penpendalian
intermal pemenintah, FOna integritas,
ketatalak=anaan dan budaya ASN Dinas,

m.  pengoordinasian pelaksanaan reformaai birokrasi,
inovaxi, sistem pengendalian internal pemnerintah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budava ASN
pada Sekretanat;

n. penpoordinasian fasilitazi tindak lanjut laporan
hasil pemerik=aan;

0. pengoordinasian  pelaksanaan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksnan pada Sekretariaz;

p. pengoordinasian penyiapan bahan dan
peryusunan pelapmran Dhnas,

g. pengoordinasian  pelaksanaan permantalarn,
pengendalian, evaluaw tan penyusunan laporan
program keria Sekrelariat; dan

r. pelalksanaan...
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pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh
atasan sesuai dengan bidang fugas Dinas.

Pasal 212

Suby Bagian HKepegawaian dat Uhwum, mempunyad
Tugas;

f.

b.

c.

Q.

penyusutan  porencanaan  kepiatan pada Sub
Bagian Kepegawaian dar Umum;

penyiapan baban perumusan kebijakan teknis
terkait administrasi Kepegawaian dan Umum:
pengelalaan  admunistrasi perkantoran dan
persuralan [inas,

penyvelengrarasn kerumshtanggaan dan
penpelolaan aset Dinas;

pelaksanann  fasilitsai  Kelompok — Jabatan
Furnpsional 1hnas;

pemigelolaan adminiatrasi kepegawaian Dinas;
penviapan bahan penyusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kerja;

penyiapan bahan pengembangan kapasilas ASHN
di ingkungan Dinas;

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas,
pelaksanaan pengelolaan  kearsipan pada Sub
Bogian Eepepgawaian dan Umim;

fagititasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan,
rablikasi dan dokumentasi Dinas;

fasilitasi peEnyIEUnatt dan pelaporan
kelatadakswsnasn, yang meliputt proacs bisnis,
standar operesional prosedur, standar pelavanan
publikk, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
peluksanann reformasi birokrasi, inovasi, sistem
penpendalian imtemal pemenntah, zona
integritas, ketatalaksanaan dan budayva ASN pada
Sub Bagman Kepepawalan dan Umum;

fagilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan Dinak,

nelaksansan tindak  lanjut laporan  hasil
pemerikzaan pada Sub Bagian Kepegawatan dan
Umum;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
penyusunan laporan kegiatan pads Sub Bagian
Kepegawatan dan Umum; dan

pelalisanaan tugas lain yvang dibecikan oleh
atasan sesua dengan tugas Dinas,

Jub Bagian Perencanasan Program dan Keuangan
mempunyal tugas, meliput:

A.

melaksanakan penyusunan rencana  program
fdan kepmpatan Sut Bagan Perencanaan Program
tdan Keuangan;

melaksanakan penyiapan bahan  koordinasi
penyusunan laporan kinerja;

melaksanakan penyiapan bahan pengawasan,
pengendalian, dan evaluaai pelakaanaan tugas:

d. melaksanakat...
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d. melaksanakan pengelolaan administras:
pegalanan dinas;

¢, melpksanakan verifikasi, akutansi,
penatausahasn, pembukuan keuangan

perbendaharaan, pelaporan hkeuangan,  dan
penylapan bahan  tanggapan  pemeriksaan
pembuatan  daftar gaji  serta  tambahan
penghasilan;

f. melaksanakan PETIYIADAN hahan
pertanginingawatan keuangan;

g melaksanskan evaluasi dan pelaporan kinerja
Sub Bagian Perenicanasan Program dan Keuangan;
dan

h. mrelaksanakan tugas lein vang diberikan aleh
atasan.

Pasal 213}

Bidang Lalu Lintzs dan Angkutan mempunyad tugas

membantu Kepala Dinas mermimuskan, metyusuin,

mengpordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan.
monitoring, Svaluasi dan  pelaporan  pelaksanaan
kelvjakan di indang ladu lintas dan angkutan jalan.

Bidang Lalu Lintaz dan  Angkutsn  dalam

melak=anakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi, melipyti:

4. penyiapan bahan perumuisan dan penyusunan
rernicana program dan  kegiatan Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan;

k. penyiapan bahan pembedan pelungik teknis i
hidang Talu lintes dan anglkutan;

. petyapan bahan pelaksanaan keordinas, dan
sinkronisayi penerapan kebijjakan di bidang lalu
lmtas dan angkutar;,

d. penylapan bahan pelakeanaan, pengawasan, dan
pembinaan serta pengembangan di mdang laln
lintaz dan angkuatan jalan;

e. petyiapan hahan pelaksansan monitoring dan
evaluasi pelalksangan kegiatan di bidang lalu
lintas dan angkutan,

f. petiyiapan bahan  pelaksanaan evaluasn  dan
pelaporan  kinerja Bidang Lald  Lintas dan
Anpkutan Jalan; dan

g£. pelaksanaan f(ungsi lan yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugasnya.

Pazal 214
Bidang Prasarana mempunyai nigas membanty Kepala
Dinas merumuskan, menyisun, mengoordinasiken.
menvelenggarakan, pembinean, monitoring, cvaluasi
dan pelaporan  pelakyanaan  kebijphan di bidang
pragsarana,

(2] Baidang...
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Bidang Prasarana dalam melaksanskan tugas
sebagaimana cimaksud parla aval I
menyelenggarakan fungsi, mekliputi:

A. PEN¥iapan penyusunan reacana peogram  Jdan
kegiatan bidang prasarana lalu lintas:

h., penyiapan pemberizn petunjuk teknia di bidang
prasarana laly lintas,

c. penyiapan pelaksanasn koordinasi dan
sinkronisasi pencrapan kebijaken di  bidang
prazarang lalu lintas,

d.  penyiapat  pelaksanaan, pengawasan, dan
perubinaan  serta pengembangan  di bidang
prasaranz lalu bntas;

. pemyapsn bahan pelaksanzan  evaluasi  dan
pelaporan kenerja bidang prasarans lalu finbas;
dan

f.  pelaksapnaan f(ungsi lain vang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugasnya.

Pazal 215

Bidang Pengembangan dan Keaslamatsan mempunyai
tugas membantun  Kepala Dings  merumaskan,
menyusun, mengeoaorlimasikan, menyelenggarakan,
pembinaan, monitoring, evaluasi dan  pelaporan
peleksanaan kebijakan penpembangan dan
keselamatan,

Bidang Pengembangan dan  Keesslematan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat [1j menyelenggavakan fungsi, meliput:

H. PCOYIRPAT Pelyusunan Tencana  program  dan
kepiatan bidang Pengembangan dan Keselamaran,

b, peuviapan pemberian petomjul teknis i bidang
pengembangan dan keselamatan perhubungan;

c.  penyiapan pelaltsanann Loordinag dan
sinkronisasi  penerapan  kebijakan i bidang
pengembangan dan kesslamatan perbiubungan;

d. penyiapab pelaksanaan POTIEA W ASATE dan
pembinaan  di bidang penpembangan  dan
keselamatan perhubungan;

®, peryiapan bakan PENYUSUNAT laporan
pelaksanaan kebijaban i bidang penpembengan
lan keselamatan perbubungan;

[. penyviapan pelaksanasn evaluasi dan pelaporan
kinerja Bidang 'engembangan dan Keselamatan,
dan

g pelaksansan fungsi lain yang diberikan uleh
atasan sesuai dengan tugasnya.

HAB FXV

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN

STATIETIK

Bapian Kesatu
Kedudukan
Pasal 214a...
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Pasal 21&

[iinas Komunikasi, [nformatika, Persandian, dan
Statistik merupakan wunsur pelakzana usan
Pemerintghan bidang komunikasi dan informatika,
bidang persandian, dan bidang statiztik yang meéngadi
kewenangan Daerah.

Dinas Komunikazi, Informatika, Persandian, dan
Statiatik sehagaimana dimaksud pada ayat {1}
dipithpin oleli Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawahl dan bertanggung jawab kepada Wali Koia
melalui Sekretaris Daerah,

Bagian Kedua
Susunban CHeanisast

asal 217

Su=zunan Organisesi Dinas Komunikasi, Informatika,

Perzandian, dan Statistik, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretans , membawahi:

1. Suk Bagian Kepegewaigt dan umum; dan
2. Kelompok Jabaten Fungsional dan Jabatan
Fciaksana,

. Bidang Fenpeloclaan [nformasi dan EKomunikasi
Puhlik, membawahi Kelompok Jabatan
Fungional dan Jabatan Pelaksana;

d. Bidang  Aphkasl Informatika, mem bawahi
Kelompok Jabstan Fungsional dan Jahatan
Pelak=ana;

e, Bidang Persandian, wmembawahi Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jahatan Pelaksana;

f. Bidang Statistik, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jahatan Pelaksana; dan

g. Kelempok Jabatan Fungsional.

Srrukinr organiszasl hnas Komunikasi, Informatika,

Fersandian. dan Stabsbk sebagaimana dimaksud

pads ayat (1), tercantum dalamn Lampiran XXIV yang

tnerupakan beagian tidak terpisahkan der Peraturan

Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Funpgsi

Pasal 215
[inas Komunikasi, Mmiormatika, Perszandian, dan
Statistik mempunyal tugss membantn Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang komumikasi dan
informatika dan Tugas Pembantuan vang diberikan
kepada TDaerah.

(2] Dinas...
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Dinas: Kotunikasi, Informatika, Persandien, dan
Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimans
dimalesud pada ayat (1] menvelenpgarakan fungsi,

meliputs

4. perumussan kehijakan uresan komuondkasi dan
Informatbika;

b,  pelaksanaan kebjakan urusan komunikasi dan
informatks;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Utugan
komunikasi dan intormatika;

d. pelaksanaan adminisirasi Dinaz Kemunzkasi dan
Informatika: dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali
Kota sesual dengan tugasnya.

Pagal 219
Sekretaris Dinas Komunikasi, Infarmatika,
Persandiat:, dan  Statishik  metoputived LURAS
mclaksanakan koordinasi, prlaksanaan dat
pemberian dukungsn administrast kepads seluruh
unsur ergamsas i ingkungan Dhinas Komunikas: dan
(nformatila.

Sckretari= Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian, dan Statistik dalam melaksenaksn tupas
sebagaimana dimaksud pada avat (1)

menvelengparakan fungsi, meliputi:

a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada
Selkretariat:

b. pengoordinagian dan perumusan kebijakan teknis
kesekretariatan Dinas;

c.  pengoordinasiun pelaksanaan program kerja pada
Bekretanat;

d.  membantu Kepala nnas dalam pengoordinasian
program kegiatan bidang;

. pengoordinasian penyelenggaraan  administrasg
umuin dan kepegawaian Dinas;

f. pengoordinasian penyusunan  Analisis Jabatan
dan Beban Keija;

£, pengoordinasian  peoyelenggaraan  pengelolaan
keuangan dan aset Dinas;

h. penpoordinasian penyelenggaraan  perencanaen,
evaluasi dan pelaporan Dinas |

i  pengoordingsian  fasilitasi, koondinazi, dan
sinkronigas petgelolaan data dan  informasi
Cinas;

- pengeordinasian  penegelolasn  kearsipan  dan
perpusiakaan Dinas,

k. pengoonlbinasian  {asititasi  Kelompok  Jabalan
Mingsicnal Dinas ;

. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan
reformasi birckrasi, inovasgi, sistem penpgendalian
irnternal pemerintah, zona integritas,
ketatalabezansan dan budaya ASN Dinas;

m. pengoordinasian
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m. pengoordinasian pelaksanaan reformas bimsksas,
inovasi, sistemn pengendalian internal pemenntah,
gOmA integritas, ketatalakasnaan dan budaya ASN
pada Sckretariat;

0 perngoordinasian fasilftasi indak lanjut laporan
hast] pemarikgpan,;

o, penpoordinasian  pelaksanasn  tindak  lanjuot
laporan hasil pemeriksaan pada Sekretarial,

n.  pengoordinasian penyiaparn bahan dari
penyusunan pelaporan [hnas;

- pengeondinasian pelaksanaan pemantauan,
pengendahan, evaluaal dan penyusunan lapeoran
program kerya Sekretariat; dan

r.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan aoleh
Arasan seruai dengan bidang tugas Dinas.

Pagal 220
Sub Bagien Kepegawaian dan Umutn, mempunyai tugas:
A. penyusunan petencanaan kegiatan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Limum,
b. peoyiapan bahan perumusan kebyakan teknis terkait
admunisirasi Kepegawaian dan Umum;
c. pengelolaan adminisirasi perkantoren dan persuratan

Prinas ;

d. penvelenggaraan kerumahtanggesan dan pengelolaan
aset [inas,

e. pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fangsional
Prinas;

f.  pengelolaan adminigtragi kepegawaian Dinas;

g. penviapan bahan penyusunen Analisis Jabatan dan
Beban Kerja,;

h. penviaparn bahan pengembangan kapasitas ASH di
lingkungan Mnas;

i. pengelolaan kearsipan dan perpustaksan Dinas;

1. pelaksanaan pengelolaan kearaipan pads Sub Bagian
Ke pegawalan dan Umnm;

k. fasilitam pelaksanaan kehumasan, keprotokolan,
pubhlcas dan dokumentasl Dinas,

I fasilitesi peoyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan,
yvang meliputi proses bisnis, standar operasional
prosedur, standar pelayanan  publik, dan  survel
kepuasan masyarakar Dinas,

m. pelaksanaan reformasi  birokrasi, inovast,  sistem
pengendalian  internal pomenntah, zona integritas,
ketatalalczsanaan dan budaya ASN pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;

n. fasilitagt dan kKoordinasi tindak lanjut laporan hasil
pemenksapn [Hnas,;

0. pelakasnaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
pada 5ub Ragian Kepegawaian dan L'mum;

p. pelaksanasn pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan pada Sub Bagian Kopegawaian dan
Jmum; dan

. pelaksanaan. ..
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pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesual dengan tupas Chinas.

Pazal 221
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
mempunyar tugas menyiapkan perumusan  dan
pelaksanaan kehijakan, penyusinan norma, standar,
prosedur dan  kriteria, dan permberian bimbingan
teknis dan supervisi, seria pemantauan, =valuasi, dan
pelaporen di bidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup pemerintah Daerah, pengelolaan
informasi untuk mendukung kehijakan nasional dan

Pamerintah Dacrah, penyediaan konten lintas sekiaral

dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan

informawi publik, layanan hubungan media, penguatan
kapasitaz sumber deya komunikasi publik  dan
penyedinan akses informasi di Daerah.

Eidang MPenpelolaan Informeasi dan Komunikas Pubhik

dalam melaksanaken fagas achagaimana dimaksud

pada ayat [1) menyelenggarakan Tungsi, meliput;

da. persiapan bahan penylSUNan rencans. program
dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dsn
fomunicas Pubslik;

b,  penyiapan bahan pelakeanaan  kebijgkan  di
hidang pengelolaan opini dan Bspirasi publik di
hnghkunp Pemenntah Daerah, pengeloiaan
informasi untuk mendukung kebiakan nasional
dan Pemerintah Dsersh, pengelolaan inlormasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan
Pemerintah Daergh, penyediaan konten lintas
sektoral dan pengelolaan media  kemunikasi
publik, pelayanan informasi publik, layanan
huhungan media, penguatan kapasitas sumber
daya komuniksai publik dan penyediaan akses
informasi di Daerah;

T, pPenyiapan PERY UGN Tiaring, stander,
prevsdur, dan kriteria menyelengarakan di
bidang pengelolaan opinl dan aepirasi publik di
hogkup Pemerintah Dasrah, pengelolasn
mnformast untuk mendulkung kebijakan nasional
dan Pemmenntah Daerah, penyediazn kenten hntas
sektoral dan pengelolaan media kormunikasi
publik:, pelayanan informasi publik, layanan
hubungan media, pengusten kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penvediaan akses
informasi di Draerah;

d. periaparn...
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d. penviapan pemberan bbimbingan teknis dan

supervizi di hidang pengelolaan opini dan aspirasi
publik di lingkup Pemerintah Draerah, pengelofaan
inforrmasi untuk mendukung kebijekan nasional
dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas
selitoral dan  pengelolaan  media  komunikasi
pulblilk, pelavanan informeasi publik, layamnan
hubungan media, pepguatan Kapagitas sumber
dava komunikasi publik dan penycdipan alses
informasi di Daerah;

#, penylapan pemantauan, evaluayi, dan pelaporan
di hidang pengelolasn oping dan aspirast publik di
lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan
informasi untik mendukung kehijakan nasional
dan [Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas
sektoral dan  pengelolaan  media  komunikasi
publik, pelayanan informasi publik, Jayanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber
daya komunikasi publik dan penyediaan akses
informasi di Daerah; dan

f. pelaksansan penyelenggaraan funge lain yang
diberikan oleh atasan sesua dengan tugasnya,

Pazal 222

Bidang Aplikasi Informatike mempunyai tugas untuk
menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pEnyUSUNAN norna, standar, prosedur dan kritena,
dan pembernan bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan i hidang
lavanan infrastruktur dasar Dara Cenier, Disesier
Fecovery Center dan TIK Pemerintah Daerah, layanan
pengembangan  intranet dan  pengponast akses
intermet, layanan sistern komunikast intta Pemenntah
Daerah, tayanan keamanan informasi e-Government,
lzyanan mangjemen data dan informasi e-Government,
layanan pengembangan dan pengelolaan  aplikasi
generik, spesilile dan suplemen yang terintegrasi,
mtegrasi  layanan publik  dan kepemerintalian,
menyelengarakan  ekosistem  TIK  Smart  Cicy,
menyelengaralan  Government Chief  information
Officer Pemerintah Daerah, pengembangan sumber
dava TIK Pemenntah Daerah dan masvarakat, layanan
nama domain dan sub domain  hagi  Tembags,
pelayanan publik dan kegiatan Dasrah.

Hidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan
tugas =ebapmimena  dimalsud pada  avat (1)
menyvelenggarakan fungsi, meliputi:

a. penyizpan bahan penyusunan Tencana program

dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatiks;

b. penviapan...
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penyiapan bahan perumusan kebijakan tekmis di
bidang layanan infmastukrur dasar Data Center,
MHsaster Recovery Center dan TIK  Layanan
pengembangan intranet dan penggunean alises
internet,  layanan sisterm komunikasi  intra
Pemerintall Daerah, layanan keamanan informasi
e-Lamerrtmient, layanan manajemen  dala  dan
imformas) e-Govermment, layanan pengembangan
dan pengelolaan aplikesi generik, apesilik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi lavanan
publik dan kepemerintahan, menyelengarakan
ekosistems TIK Sman Ciy, menyelengarakan
Covertnent Chief nformation Officer Pemerintah
Daerah, penpembangan  sumber deya TIK
Pemernintah Daerah dan masyarakat, layanan
tiamna domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanun publik dan kegiatan Diaerah;

penyiapan bahan  pelaksanaan  kebijakan  di
idang layanan infrastrultur dasar Dote Center,
Iizaster Recovery Cemter dan TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan  sistem  komumikasi  intra
Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi
e-gorernment, layanan mangjemen data dan
informasi e-government, layanan pengembangan
dan pengelolaan aplikazi generik, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemenntahan, menyelengarakan
ekogistern TIK Smart Ciy, menyelengarakan
Croverrment Chief Imformation Cffice Pemerintah
Deerah, pengembangan  sumber dava  TIK
Pemerintah Daerah dan masvarakat, layanan
fraima domain dan sub domain bag lembags,
peleyanan publik dan kepatan Daerah;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kntema — menyelengarakan di
bidang layvanan infreEstguktur dasar Dafa Cenier,
Dizaster Recovery Center dan TIK, Lavanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses
internet, layanan sistem  komunikasi  intra
Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi
e-gavernment, layanan manajemen  dala  dan
informasi e-government, layanan peipermnbangan
tlan pengelolaan aplikasi penerik, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, menyelengarakan
ekozistern TIK Smart CHy, menyelengarakan
Covermment Chief Informaotion Cffice Pemerintah
Daerah, pengembangan sumber days  TIK
Pemerintah Daerah dan masyarakat, lavanan
nama domain dan aub domain bagl lembaes,
pelayanan publik dan kegiatan Daerah;

£. penviapan..,
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£ penyiapan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bideng layanan infrastruktur dasar
Data Cenier, Disaster Recovery Cenier dun TIK,
layanan pengembangan intranet dan penggunazn
akses inrernel, Jayanan sistem komunikasi intra
Pemenntah Daerah, layanan keamanan informasi
e.governmenl, layanan manajemen data dan
miprmasi e-government. layanan pengembanpan
dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan
suplemen yang terinfegrasi, inlegrasi layanan
publik dan kepemeriniaban, menyelengarakan
ekosisten TIK Smar City, menyslengarakan
Crovernment Chief Informoation Office Pemenintah
Daerah, pengembangan sumber dava TIK
Pemerintah Dacrah dan wmasyarakat, layanan
namsa domain dan sub domein bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegatan Diaerah;

. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
i bidang tavanan inffastruktur dasar Dota
Center, Insaster Recovery Center den  TiE,
Layanan pengembangan intranet dan pengginaan
akses internet, layanan sistem komunikasi intra
Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi
€ gorermment, layanan manajemen dJdata  dan
informasi egoeerament, lavanan pengembangan
dan pengelbblaan aplikasi generik, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, menyelengarakan
ekosistem TIK Smart City, menyelengarakan
CGovernment Chref formation Office Pemerintah
Dacralh, pengembangen sumber daya TIK
Pernenniah Daerah dan masyarakat, layanan
nama domain dan sub domain bagi lembaga,
pelayanan publik dan kegiatan Daerah; dan

2. penyelengearaan fungsi lain yang dikerikan oleh
atasan sesgai dengan fugasnya.

Fasal 723

Bidang Persandian mempunvai  tugas  untuk
menyiapkan tate kefola persatdian dalamm rangka
peErjarmnEan keamandan informast, penpelolaan sumber
dava, persandian, operasions] pengamanan persandian
dan  penpawasan dan  evaluasi menyelengarakan
persandian,

Budang Persandian dalam melaksanakan {upas
schagaimana dimaksud pada ayat |1}
menvelengrarakan fungsi, meliputi:

a. penyiapan haban penyusunon sencana program

dan kegiatan Bidang Persandian;

h. penviapan...
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b.  penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
Indang tata kelola persandian dalam rengka
penjaminan  keamanan informasi, pengelolaan
sumber daya persandian, operagional
pengamanan persandian dan pengawasan dan
evaluasi menyelengarakan persandian;

c. penyiapan bahan pelakesnasn kebijakan  di
bidang tata kelola persandian dalam rangka
petjaminan  keamanan  informasi, pengelolaan
surnbeer daya persandian, operasiang]
engamanan persandian dan pengawazan  dan
evalungl menyelengarakan persandian,

d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang tata kelala persandian
dalam rangks penjaminan keamanan iniormasi,
pengelolaan aumber daya persandian, operasional
pengamanan persardian, dan pengawasan dan
evaluasi menyelengurakan persandian;

. penyiapan pembetian biobingan  teknis  dan
supetvisi ch Didang tata kelola persendian dalam
rangkn penjarmnan keamanan informasi,
pengelolaan sumber daya persandian, operasional
pengamanan persandian, dan pengawasan dan
cvaluast menyelenparakan persandian;

[.  penviapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang di bidang tata kelola persandian dalam
rangka  pemjaminan  keamanan  nformasi,
pengelolaan sumber daya persandian, operasional
pengamanan persandian, dan pengawasan dan
evaluaal menyelengarakan persandian; dan

B pelgksanaan penvelenggaraan ungs lain vang
diberikatn oleh atasan sesusd dengan tUEASTIVA.

Pasal 224

Fidang Statistik mempunyal tugas menyelengparakan

dan  tenpoordinasikan data statstik, data pokok

pembangunan dan layanan manajemen data informasi

E-gQoUerTmant.

Bidang  Statistik dalam melak=anakan tyugag

sebapgrimana dimak=ud pada avat (1]

menyelenggaralan fungsi, meliputs;

a. penylapan bahan penyusnnan rencana program
dan kegiatan Bidang Statistl;

h. penviapan bahan perumusan kebijekan terledt
pengelolagn statishk dan informasi | dan
pengelolagn duta pembangunan dan layanan
manajemen dalz informasi Pemeriniah Daerglh;

c.  penviapan  pelaksanzan kebijakan  terkait
pengelolaan  stabtstik  dan mformesi  dan
pempelolaan dates pembangunan dan layanan
manajemen data inflormasi Pemerntah Daerghs

d. penyiapan...
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penviapan bahan penyusunan hormg, standar,

prosedur dan kriteria pengelolaan statistik dan
informasi dan pengelolaan dam pembangunan
gart  layanan manajemen  data  informasi

Pemerinteh Daeral;

e, penyiapao  pemberizn bimbingan  teknis dan
supervisi terkait operasional kemunikasi sandi,
pemcangan pola hubunbgan sand), pengawasan
dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

persandian;

penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
terkait pengelolaan siatistik dan informasi dan
pengelclaan  data pembangunan dan  layanan

manaemen data informast Pemerintah Daerah:

inforraasg:

kinenn Bulang Statistk; dan

pelaksanaan penyelenggaraan [ngsi lam yang

diberikan oleh atasan sesuar denpgan tugasnyva,

BAB XXVI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 225

Badan Perencataaty Pembangunan Daerah merupakan
ungur pelaksana Urusan pANUNTANE PEIEnNCATIAATL Yang
menjadi kewenangan Daerah.

2] Badam...

penyiapan pelaksana kerjasama antar lembage,
untuk pengembangan atatiank skala Daerah,
stahsbik sektoral skala Daerah, kegiatan teknig
pengembangan jejaring statistik khusus  skula
Darrah dan menyvusun data makra Daemh,
penoyiapan data dan  statistik sebagai bahan
renvUusUnEn perencanaan pembangunan Dasral,
pengumpilan, pengelahan, analiss, evaluasi dan
pelaporan statstik sosigl, produksi, distribusi,
neraca wilayah dan lintas sekior, poengintegrasian
rengolahan  data, pengolahan  jatingan dan
rmjukan serta diseminasi dan layanan statistik,
remelitaraan bahan betupa data den stabstik
PCOUTjAngZ  pPerencanaarn, pelaporan,  dan
pengendalian pembangunan Deerah, pembinaan
dan pengaturan pelaksanasn uwrusan statigtik
dan pengelolaan data pembangunan dan layanan
manajemen data informasi, pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan uruszan statistik  dan
penpelolasn data pembangunan dan Jayanan
manajemen data informasi dan oord inasi ranpka
pelaksanaan urusan slatstik dan pengelolaan
dala pembangunan Jdan layanan manajemesn data

penviapan pelakesnaan evaleasi dan pelaporan
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Eadan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

hertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekreearis Dacrah.

Bagian Kedua
Susunarn Orpanisasi

Pasal 226

Susunan Organisasi Badan Perenvanaan

FPembanpunan Daerah, terdiri atas:

2. Kepala Eadan;

b.  Sekretatis, metmbawahi:

1. Sub Bagian Repegawaian dan Umum; dan
2, Bub Baman Percncanaan Program dan
Keuangan,

¢, HBidang Perencanaan, membawahi kelompok
Jabutan Fungsional dan Jobatan Pelaksana;

. Bultng Data dan Inlormasi, membawahi
Eelompok Jabatan Fungzional dan Jabaton
FPalaksana;

e. Bidang Monitaring dan  Evaluasi, membawahi
Eelompok .abatan Fungswonal dan .Jabalan
Felakanna: dan

f HKelompal: Jabwtan Futgsional

Strulzur Organisa g Badan Perencanaan

Pembangunan Dasrah  sebagaimana dimaksud pada

avat [1], tercantum dalam Lampiran XXV yang

merupaken bagan tidak terpisabkan dan Peraturan

Wali Kota .

Bagian Kehga
Tugas dan Fungsi

Fasal 227

Kepala Badan Perencanaan Pembangiunan Daerah

mempunyai  fgas membantu Wali Kofta  dalam

melnksanakat fungsi penunjang UrM&Ran Pperdncanaan
pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam melaksanakan {upgas sebapgaimana dimalead

pads avat [1) menyelenggarakan fungsi, melipac:

a penyusunan kebijaksn tekmus  di hidang
perencanaan pembangunan Daerah;

b,  pelaksanaan tugas dukungan telmis di bidang
prrencanaan pembatpunan Dacrah;

. pemantauam, cvaluani, dan pclaporan
pelaksanaan tugas dubungan teknis di bidang
perencanaan pembangunan Daerah;

d. pembinaan teknis  penvelenggeraan  fungsi
penunjang urpzan Pemerintahan Daerah di
bidang perencanaan pembangunan Dasrah; dan

e. pelaksanaan. .
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e pelaksanaan fungs. lain yang diberkan cleh Wali
kota zcznai dengan tupasaya,

Pazal 223

Sekretaris Badan Perencanaan Pemnbangunan Daerah

empunyai tugas melaksas nakan kpordinasi.

pelakzanaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di  lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam meleksanakan tugas sebagrimana dimaksud

pada ayat {1} menyelengearakan fungsi, meliputi:

8. pengootdinasian perencanaan program kerja pade
Sekretariat;

b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis
keaekretariatan Badat,

t. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekretariat;

d. membantu Kepala Badan dalam pengoondinasian
program kegiatan hidang,

e. pengeordinasian penyelenggaraan administrasi
umum dan kepegawaian Badan;

. pengeordinasiam penyusunan Anabsis Jabatan
dan Behan Kenga;

B penegcordinasian  penyvelenggaraan  pengelolaan
keuangan dan aset Badan;

h. pengoordinasian penyelenggaraan  perencanaan,
evaluasi dan pelaporan Badan;

i. pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan
sinkronisaai pengeinlaan data dan informasi
Badan;

J- pengoordinesian  pengelolaan keasipan  dan
perpusiakaan Badan;

k. pengoordinasipn  fasilitasi  Kelompok Jabalan
Fungeional Badan;

I, penpgoordimasion [esilitas: pelaksanaan kepialan
refortnas hivokiasi, inovasm, sistem pongendalian
internal petnerintah, IONnA integritas,
letatalakaanaan dan budaya ASH Badan;

m. pengsordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,
inovasi, sistem pengendalian intcmal pemerintah,
zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Sekretanat;

n. pengeordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan
hasil pernerik=zaan;

a.  pengoordinasian  pelakaanaan dndak lanjat
laporan hasil pemeriksaan pada Sekaretarat,

P pengoordinasian penyiapan bahat than
pefyusunan pelaporan Hadan;

4. pengoatdinasian pelaksanaan PRIDATITA LA,
petipendahan, evaluasi dan penyusunan laporan
program kenja Selietanal; dan

r. pelaksanaan...
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pelaksanaan funpgsi lain yang dilberikan oleh
Atasan sesud dengan bidang tupgas Badan,

Fas=al 229

Sub Bagian Kep#guwaian dan Umuml, mempunyai
tugas:

H.

b.

i

-

penyusunan persncanaan kegiatan pada Suh
Bagian Kepegawaian dan Umiim;

penviapatt bahan perumusan kebjjakan teknis
terkait adminisirast Kepegawaian dan Umum;
penpelolean  administrasi | perkantoran dan
persuratan Badan,

penyelenggarann kerumahlanggaan dan
pengelolaan asct Badan;

pelaksanaan  fasilitasi  Kelompok — Jabatan
Fung=ional Badan:

pengelolaan administrasi kepegawalan Badan;
penyiapan bahan pehyusunan Analisis Jabatan
dan Behan Kerja;

penyiapan bhahan pengembangan kapasitas ASN
di lingkungan Radan;

penigelolapn kearsipan dan perpustakaan Badan,
pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub
Bagmnan Kepegawaian dan Umom;

Fawilitani pelaksanaan kehumasan, keprotokolan,
pubhkasi dan dokumentasi Badan;

fasilitasi PEMYLESUTNAT dan pelaporan
hetatalaksanaan, yang meliputi proses  hianis,
standar operasional prosedur, standar pelavanan
publik, dan survei kepuasan masyarakat Badan;
pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem
pengendalian  internal  pemerintall,  zona
integritas, ketatalaksanagn dan budaya ASN pada
Sub Bagian Kepegawaian dan Umygm;

fasilitagsi dan koordinasi tindak lanjut laporan
hasil pemerikgaan Badaen,

pelakszanaat tindak lagjut lapotan hasil
pemetiksasn pada Bub Dopan Kepepawaian dan
Umurmn;

pelakaanaat pemantavan,  evallasi  dan
penyusunan laparan kegintan pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum; dan

pelaksanasn tupgas lain yvang diberikan oleh
atasan sesual denpan tugas Badan.

Sub Bagan Perencanaan FProgram dan Keuanpan
rmetnpunyal tugas, meliputi:

E.

melaksanakan penyusunan rencana program Jdan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan
Heuangan;

melaksanakan penyigpan  bahan  koordinasi
penyusunan laporan kinerja;

melaksanakan penylapan bahan pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;

d melaksanakan.
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d.  melaksanakan pengelalaan administrasi
perjalanan dinas,

e. melaksanakan veliltkas, penatiusahaan,
perbendaharaan, akutansi, pemhukuan

keuangan, pelaporan keuangan, dan penyiapan
bahan tanggapan pemeriksaan; pembuatan daftar
ga)i serta tambahan penghagilan,

. melaksanakan pENYiapan bahan
pertangeungawaban keuangan,

g melaksanakan evaluasi dan pelaporan  kinerja
Sub HBagian Perencanaan Program dan Kevangan;
dan

h. melaksanakan tupas lan vang dikerikan nleh
atasan.

Pasal 230

Bidang Perencanaan mempunyal (Ugas membantu

sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan

pengelolaan perencanaat pembangunan Dasrah,

Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimalcsnd pada ayat (1)

menyeiengearabkan lungs, melipub:

A penyusunan rencana  program dan Kegigtan
Hidang Perencanaan;

b. penyiapan penyusunan  rancangan  Rencang
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

G, penyvigpan  penpgoarhnasian dan verifikasi
penyusunan rencann  kerja Peraerintah Daerah,
rencana atmatepise otganizasi Perangkat Daerah,
dan vencana kega organisas Perangkat Daerah;

d. penyiapan hahan pelek=anasan [asilitasi
Musrenbang Kota;

¢. penyviapan pelaksanaan evaluam dan pelaporan
kinerja Hidang l*erencanaan; dan

f. pelakzsanaan fungsi lain yang diberikan cleh
atasan seanai tugaanya.

Pasal 231
Bidang Monitoring datn Evaluas memputivad CUgas
membanil  sehagian  tugas lkepala bhadan  dalam
melaksanalkan pengelolasan monioting dan evalluast
prrencanasan pembangunan Daerah.
Hidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan
lugas sehapaimana dimaksad pada avat (1)
menyelenggarabean fungsi, meliputi:
A. penvusunan rencana program dan kegiatan pada
Bidang Monitaring dan Evaluaxzi;
b.  penvusunan petunjuk pﬁla.ksanaan pengendalian
dan evaluasi pembangunar Daerah pada skala
kota;

. pelakganasn,..
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¢.  pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebpakan pPErennaATIaAn pembangunan,
pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi
hasil rencana pembangunan Daerah;

d. penyusunan indikator  Kinerja  utama dan
perjanjian kinerja pemerintah Dacrah;

e. penyiapan pelaksanaan evalussi dan laporan
lkinerja pelaksanasn pengendalian dan evaluasi
pemmbangunan shkala kota; dan

f.  perlaksanaan lungsi lain yang diberikan oleh
atasan scsual tugasnya.

Faeal 232

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas

membaniy  sebagisn tugas kepala badan dalam

melakaanakan pengelolasn data dan  informasi
peroticanasn pembanpunan Daerah.

Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan nigas

sehapaimana dimakaud pada ayat 11}

menyelenggarakan fungsi, meliputi:

4. PENyiapan penyusunan rencana program dan
kegiatan pada Bidang Data dan Informasi;

b. melaksanakan penydsunan  petunjuk  teknis
pelaksattasn  pengelolaan data dan  informasi
perencansan pembangunan Daerah pada skala
Lota;

2, melaksanakan peogelolaan sistern informast
petencanaan pembangulban;

d. mclaksanakan peoyvampaian laporan hasil
pelakzanasn pengelolaan data dan informasi
perencanzan skals kota,

e. melaksanakan pengelolasn pengaduan
magyarakat i hidang THETeNCanaan
pembangunan,

f. melaksanakan evalussi dan pelaporan lanera
Bidang Data dan Informasi; dan

£ pelaksanaan fongsd lain yang diberikan  oleh
Ala%nn sesUEl TLUEARNOYE.

BAE XXVIT
BADAN KEPRGAWALIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMEBEER DAYA MANUSIA DAERAH

Haman Kezatu
Kedudulan

lassl 233
Badan Kepegawaian dan Pengenmbangan Sumber Daya
Manusia Daerah merupekan unaur pelaksanas urusan
penunjang kepegawaian dan Pengemnbangan Sumber
Draya Manusia yvang menjadi kewenangan Deevah.

(4] Badan...
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya,
Manusia Daerah sebapaimana dimaksud pade ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Badan vang berkedudukan i
bawah dan bertangeung jawab kepada Wali Kota
melalui Bekretaria Dacrah,

Eaman Kedua
Susunan Organisnai

Pasgal 334

Susunan Organigasi Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdic
atas ;
a. HKepala Badam,
b,  Sekretaris, membawahi:

1. Bub Bagiun Kepegawaian dan Umum: dan

2. Sub Bagan Ferencanaan Program dan

Keuangan.,

¢. Bidang Pengemibangan Kaner, Penilaian Kinerja,

dan Penghargaan Aparatur, menbawahi
Kelompak Jabatan Fungsional dan  Jahalan
Felaksana;

d. Bideng Pengadaan, Informasi, Jdan  Mutaszi
Kepegawaian, membawahi Kelompok Jabatan
Fungaicnal dan Jabatan Pelaksansg;

e Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabalan Pelakseng; dan

1.  Kelompok Jabatan Fungsional,

Jiruktur  organisasi Badan Kepepawaian dan

Pengembungan Sumber DOaya Manusia Daerzh

sebagrimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam Lempiran XXV vang merupakan baman tdak

terpisahkan dan Peraturan Wal Kota .

Bagian Ketipga
Tugas dan Fungsi

Pasal 235
Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daersh mempunyai tuges membantu Wali
Kota dalam melaksanakan urisan Pemetintah Daerah
berdasarkan asay otonomi d bidlang Kepegawaian dan
Pengembatgan Sumber Daya Manugsia Daerah,
Badan Kepegawainn dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah dalam melaksanakan  tugas
sthagaimana dimalksud pada ayat (1)
menyclenggarakan fungs:, mehpauti;
a. penyusunan kebjakan telmis sesuai dengan
hnghup tugasnva,
L,  pelaksanasn tugas dukungan teknis di hidang
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah:

L pemantanan. .
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€. pemantauan, evauasi, dan petaporan pelaksanaan
tugas dukungan 1eknis di bidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusig
Caerah:

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-funesi
penutjang  Urusan  Pemerintahan  Dacrah b
hidang Kepepawaoan dath Pengembangsn Sumber
Daya Manusia Dacrah; dan

e,  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walj
Kiola sesusi dengan tugasnya.

Fazal 236

Sektetans Badan Kepepawaian dan Pengembangan

Sumber Dava Manusia Daeral mempunvai tugas

melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisesi di lingkungan Badan Kepegawaian
dan l'engembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Sekretariz Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Dacrah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud  pada  ayar (1)

menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. pengooriinasian perencanaan program kerja pada
Sekretariat;

b, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis
kezsekretanatan Badan:

¢. pengoordinasian pelakaanaan program kerja pada
Sekretariat,;

d. membanto Kepala Badan dalam pengoordinasian
program kegiatan bidang;

e, pengoandinasian  penyelengearaan  administrasi
umumnt dan kepegawadan Badan;

f. pengontdinasian  penyusunan Analisis  Jabatan
dan Beban Kerjs;

g pengoordinazian | penyelenpgearaan  pengelolaan
kenatigan dan aset Badan;

h. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaate,
cvaluast dan pelaporan Badan;

1. penpoordinasian fasilitasi,  koorditnasi, ¢dan
sinkronisasi pengelolaan data dan  informas
Badan;

1. penpoordinasian  pengelolaan  kearsipan  dan
perpustakaan Badan;

k. penpoordinasian [fasilitasi Kelompok Jabatan
Fungaional Badan,

. pengoordinasian faailitasi pclaksanaan kegiatan
refortnasi birgkrpsl, Inovagl, sistom pengendalian
internal pemenintah, zoTa integritas,
krtalalaksanasn dan budaya ASN Badan;

n. pengoordinasian pelaksanaan reformagi birckrasi,
ingvag, sistern penpgendalian internal pemerintah,
zona integritaz, ketatalakaangan dan budava ASN
pada Seloetariat,

n. pengootdinasian, .
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pengocrdinasian faeilitas) tindak lanjut laporan
has=il pemeriksaan;

pengoordinasian pelaksanaan  tindak lanjut
laporan hasil pemeriksazn pada Sekretariat,
pengoordinaszian penviapan bahan dan
penyusunan pelaporan Badan:

pengoordinasian pelalisanaan pemantauan,
pengendalian, evalulasi dan penyusunat laporan
proeram kere Schretanat; dan

pelakspnaan fungst lan yvang diberikan oleh
atasan sesudl dengan bidang tugas Bedan.

Pazal 237

Sub Bagan Kepepawman dan Umum, mempunyad
tUFa B

a.

b.

.

11.

pernyusunan perencanaan  kegiaten pada Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum;

penviapan hahan petumdsan kebijakan telnis
terkait administrasi Kepegawaian dan Umurm;
pengelolaan  administrasi  perkantoran  dan
perauratan Badan;

penyelengrataan kerumahtanggaan dan
prngelolaan azet Badan,

pelaksanasn [asilitast Kelompol  Jabalan
Fungsional Badan;

pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
peniviapan bahan penyusunan Analisis Jabatan
den Beban Kerpe;

penyiapat bahan pengembangan kapasitas ASN
di lingkungan Badan,

pengelolaan kearsipan dan perpusiakaan Badan;
pelakzsangan peagelolaan kearsipan pade Sub
Bagign Kepegawaian dan Umum;

faszilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan,
publikas dan dakurnentas: Badan;

lasilitasi PCILYUSUIIATL dan pelaporan
ketatalakeanaan, yang meliputi proses biznis,
slandar operasional prosedur, standar pelayanan
publik, dan survei kepunsan masyarakat Badan,
pelaksanaan reformasi birokras,, inovasi, sistem
pengendalian internal pemerintah, ZOA
irttegritas, kelatalakzanaan dan budaya ASN padla
Sub Bagian Kepegawaian dan Umue;

fasilitazi dan kooidinasi tindak lanjut laporan
haszil pemeriksaan Badan;

pelaksanaan tindak lanjut  laporan hasil
pemerikanat pada Sub Bagian Kepegawalan dan
LIratm;

pelaksanaan pemantauvan, evaluaai dan
renyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian
Kepepawaian dan Umum; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberilan ofeh
atasan sesuai dengan tugas Badan.

(2] Sub.
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Sub Bagian ierencanean Program dan Keuwanegsan,

METIpUnyal tugas!

B, I[OCN¥UsSUn rencana program dan kepiatan Sub
Bagian Perencanaan Program dan Keusngan,

b, menyiapkan bahan pelaksansan keordinasi
penyusunan laporan kinera;

€.  menyiapkan bahan pengawassn, pengendalian,
dan evaluasi pelaksanaan tupas:

d. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan
pelaksanaan verifikast, penatausahann,
perhendaharaan, pembukuan keuangan, urusan
akulanai  dan pelaporan kewangan, serta
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;

e. menyiapkan bahan penpslolasan
perianggungiawaban keuangan;

f.  menyusun dan mengkaordinasi  pembuatan
daflar gayi serta tambahan penghaagilan

®. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinetja
Hub Bagian P’erencanaan Program dan Kevangan:
dan

h. melaksanakan tugas lain yang dibenikan oleh
atasgan.

Easal 238

Bidang Pengembmngan Kaener, Penilaian Hinerja, dan

Petnighargaan Aparatur mempunyal tugas membantu

kepala badan dalam rangka penyusunan program

ketja, perumusan kebijakan teknis, dan pelaltsanaan

di bidang pengembangan karier, penilaian kinerja, dan

petighargaan ASN.

Bidang Pengembangan Karier, Penilaian Kinerja, dan

Penghargaan Aparatur dalam melaksmanakan  usas

ecbagrimana dimaksurd pada Ayat 1],

menyelenggarakan lungsi, meliputi:

A. penylapan perumusan  rencana program  dan
legiatan bidang Pengembangan Karier, Penilaian
Kinerja, dan Penghargaan Aparatur;

b. penyiapan penyusunen kebijakan Pengermnbangan
Karier, Penilajan  Kitwrga, dan Penghargaan
Apatatur;

£.  penyiapan bahan PETLY L SUIAT Tencana
Adiministrasi kepangkatan, berkala dan Impassing
Gaji Golangan [V

d. Pembanaan disiplin aparatur;

.  Penyiapan pelaksanaan fasilitasi izin perceraian
dan perkawinan;

f. Petiviapan fasilitasi pemenkszan dan penegakan
pelanggaran disiplin,

£  Penyiapan perencanaan  pembinean  kinerja
aparatur,

h. Pengiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kinerja Bidang Pengembangan Karer, Penilaign
Kinena, dan Penphargaan Aparatur; dan

i. pelaksanaan...
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¥ peliksanaan fungsi lain yveng dibenkan wleh
atasan sesuat dengan tugasnya.

Pasal 239

EBidang  Pengadaan, Informasi, dan Mutasi

Kepegawaian mempunyal tugas membantu kepala

badan delam rangka penyvosunan program  kerja,

perumusan kebijakan telinis, dan pelaksanaan  di
bidang  Pengadaan, Informasi, dan  Mutasi

KO RawaLan.

Bidang Fengadzan, Informasi, dan Mutari

Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat [l), mcnyelenggarskan fungsi,

roeliput;

#  peEMyilapan Ppenyusdnan rencana program  dan
kepiatan bidang pengadaan, informasi, dan
mutasi kepegavaias,

b. penyviapan hahan penyusunan perencanaan dan
pengadanr Aparatue,

C.  penyiapan  penvisunan | pemetaan potens
aparatur;

.  penyiapHsn penyusunan rencana adminictrasi
frerpindahan ASN;

=  pelaksanaan penyusunan rencana adminigtrag
pensiun ASN;

f.  penyiapan penyusunan dan pengelolaan data
kepegawaian;

£.  penmapan pelaksanaan evaluasi dan petaporan
kinerja Bidang Peogadaan, Informast, dan Mulas
Kepegawaian: dan

b, pelaksanaan fongst lain yang diberikan  ataisan
sealiAl dengan LLgashva.

Pazal 240
Hidang Pengembangan Kompetens: Aparatur
mempunyal tugas membantu kepala badan dalam
rangka penyusunan program  kema, perumusan
kebijakan teknis, dan pelaksanaan di bidang
Fengembangan Kompetensi Aparatur.
Bidang Pengembanpgan Kompetensi Aparatur Jdalam
melalesanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], menyelenggarakan ingsi, melipuii;
4, petViapan perlmusan  rencana  propramnm dan
kegiatan bidang Pendidikan dan pelatihan ASN;
b,  penyiapan  perlmusan  perencanaan bidang
Pencdidhikcan dan pelathan ASN;
€. PENYADEN DENYyUSUNAN pPETENCAnaan, pengkajan,
pengembangan dan penyelenparaan Pendidikan
dan pelatihan ASN;
d. penyelenggarasn Pendidikan dan pelatihan ASN;

€. pernylapan...



[1]

2]

(1]

(<}

- 162 -

£ penyapan pelaksanaan  cvaluasl dan  laporan
kinega Bidang Pengembangan Kompelensi
Aparatur; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan
wesual denpgan tugasnya.

BAB XX

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesaty
Keduduhkan

Poyyal 241

Badan Pengelola Keuanpan dan  Aser  Daerah
merupakan wunsur pelaksana urusan  penURjang
kevangan dan aeet yang menjadi kewenangan Dacrah.
Badan Pengelola Keuangan dan Asel  Dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertangeung  jawab kepada Wali Kota melalui
sekretaris Daerah.

Bagtan Kodua
Susunan Organisas

Pasal 242

Susunan COrganisasi Badan Pengelola Kevanpan dan

Aze! Daerah, terdin atas

a. Kepala Badan;

b, Hekretaris, membawahi:

1. 3ub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
2. 83ub Bagian Perencanaan Program  dan
Keuangan.

t. Bidang Anggaran, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

d. Bidang Penatausabaan Kevangan dan Akuntasi,
mernhawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

e, Hidang Aset Daerah, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

f.  Kelompok Jabatan Fungsional,

Sttuktur organisa=i Badan Pengelola Keuangan dan

Agset Dacrah sebagaiymana dimaksud pada avat (i),

tercantum dalamm Lammran XEVIL yang merupakan

bagan tidak terpizahkan dan Peraturan Wali Kata ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Fazal 243. ..
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Pasal 243

Baddan Pengelola Keuangan dan Asct Uacrah

mempunyar  fuogas membanio Walh Kota dalam

melak sanakan Urusan Pemerintah Daerah
herdasarkan asas olonomi di bidang Keuangan dan

Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daereh dalam

metakgzanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] menyvelengparakan flungsl, meliputi

4. penyusunan kebijaksn teknis  sesual dengan
lingkup tugasnys;

b pelaksanaan tugas dukungsn fekniz di dang
pengelola keuangan dan aset Daerah;

€. pemantauan, evauasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan tekmnis di dang pengelolaan
keaangan dan aset;

d. pembinaan  teknis  penvelenggaraan  fungsi
penuniang  Drusen  Pemerntahan Dacrah s
hidang pengelala keuangan dan aset Dasrab; clan

e. pelaksanaan fungsi 1ain yang diberikan oleh Wali
Kota sestae dengan (Ugasnya.

Pasal 244

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pelekeanaan dan pemberian dulungan adminisirasi
kepada seluruh wnsur organisase di lingkungan
Badan Pengelala Kevangen dan Agel Daecah |
Sekretaris Badan Pengelola Keusngan dan  Aset
Daerab  dalam  mwelaksanakan  tupas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi,
rmelipuri:

a. pengeotdinasman perencanaan program kKerja pada

Sekretatiat;

b pengocrdinasian dan perumusan kebijakan tekms
kecackretariatan Badan;

¢,  pengoordinasian pelaksanaan program kera pads
Sekretaniat;

.  membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian
program kegiatan bidang;

e, pengeordinasian  petyelenggarsan administras:
urmum dan kepepawaian Badan;

f. pengoordinasian penyusunan  Analisis Jabaran
dan Behan Kena;

g pengraordinasian penyelengeatazn pengelolaan
keuangan dan aset Badan;

h. pengoordinasian  penyelenggaraan  porcicanasn,
evaluasi dan pelaporan Badan;

L. pongoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan
sinkronieasi pengelolaan data dan informasi
Nadan;

J.  pengoordinasian pengelolaan kearsipan  dan

perpustakann Badan,

k. pempoordinasian...
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pengoordinagsian fasilitasi  Kelompok .Jabatan
Fungsional Badan;

penpoordinagian (astlitagl pelaksanaatn Kegiatan
relommay birokras), inovag, satem pengrodalian
iniernal perneriniah, A inlegritas,
ketalalaksanaan dan budaya ARN Badan,
penpoondinasian pefalksanaan reformas bimokorues,
inovasl, sistem penpendalian intemmel pemerintah,
zona 1ntegritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Sekratariat;

pengoordinasian [asilitasi tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan;

pengoordinasian  pelaksanaan  Hindak  lanjut
laparan hasil pemeriksaan pada Sekretanal,
PEngoordinasian petiyiapan bahian dan
penyusunan polaporati Badan,

pengoordinasian pelakasniaan pemantauan,
penpgendahiat, ¢valuasi dan penyusunan faporan
program kega Sekretenat; dan

pelaksanaan fungsl lan yang diberikan oleh
atassan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Pasal 245

Sub Bagman Kepegawaian dan Umum, mempunyai

tupaxs:

8. penyusunan perencanasan kegiatan pada Sub
Bagian Kepegawaian dan Urnym;

b.  penyviapan Tahan perumusan kebijakan teknis
terkait adminigsirasi Kepepawaizn dan Umum;

c. pengelolaan  admunistraar perkantoran dan
persutratan Baden;

d. penyelenggaraan kerumahranggaan dan
pengelolaan azst Badan,

e pelaksanaan  fasilitaszi  Kelompok  Jabatan
Fungsional Badan;

. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;

g. penyiapan bshan penyusunan Analizmis Jabatan
dan Beban Kerja;

h. penyiapan bahan pengcmbangan kapasitas ASN
di lingkungan Badan;

1. petigelolaan kearsipan dan perpustakasn Badan;

1-  pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub
Bagian Kepegawuaixn dan Umnum;

k. fasilitas pelaksanaan kehumasan, keprotokolan,

,

publikasl dan dokumentasi Badan:

fasilitasi PENYLLSLILLR dan pelaporan
ketatalaksanaan, yang meliputi proges  hisnis,
standar operasional prosedur, stamdar pelayanan
publik, dan survei kepuasan masyvarakat Badan;
polaksanaan reformasi birokeasi, movesi, sistem
pengendalian intergl pemerintah, Zonga,
integritas, ketalalaksanaan dan budaya ASN pade
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

1. fasilitaki. ..
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n. fasilitasm dan koondinesi tindak lenjut laporan

hasil ppmenk=aan Badan;

0. pelakeansan tindak lamgut laporan haall

pemenkzaan pada Sub Bagian Kepegawaiam dan
Umum;

. pelaksanaan pemantauan, evaluaszi dan
pernyusunan laporan kegiaton pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Uhmum; dan

f- pelaksanaan  tugasa lain vang diberikan  ¢leh
atasan sesual dengat tugas Badan,

Sub HBapan Perencanaan Program dan Keuanpan

mempunyat tugas, mehput;

a. melakganaglan pényviapat pEMYUSUNAN  rEncang
program dan kegiatan Sub Bapgian Perencanaan
Program dan Keuanpan;

b. melaksanakan penylapan  bahan koordinas
pelnyusunan laporan kinerja;

c. melaksanakan penyapan bahan pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan
adminiatrasi perjalanan dinag;

e. melaksanagkan verifilkasi, skutansi,
penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan
kevunngun, peolaporan kecuangan, dan penyiapan
baban tanggapan pemeriksaan; pembuatan daftar
gaji serta lambzahan penghasilan,

. melakeanakun penyiapan bahan  penpgelolaan
pertangeunpjanaban keuangan;

E. melaksanakan evaluasi dan pelaporan  kinerja
Sub Hagan Perencanaan Prograr den Keuangan;
dan

h melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh
Atasan.

Pasal 246

Bidang Anggaran mempunyal tugas membanty

sehagian tugas kepala badan dalam melaksanalan

pengeiolaan Anpgaran

Bidang Anggaran dalam melaksanaltan  tugas

sehagaitana dimaksud pada ayat [l

menyeletiggarakan fungsi, mehput:

4. penylapan Ppenyusunan rengana  program  dan
kegiatan pada Bidang Anggaran;

b. penyiapan penyusunan  rmencangan  Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran
Sementara APBD Tahun Angparan berkenaan dan
rancangan  Kebijakan Umum Anpsaran  dan
Prioritaa Plafon Anggaran Scmmentara perubahan
AFBRL:

c. penyiapan pengelolaan usulan RKA-SKPD seliapgi
hahan penyusunan APBD dan Perubahan AP,

d. penyiapan penyusunan Rancangan APFBD dan
Peribahan APBL,

. penyidpan...
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e, petviapan penyusynan Eancangan Peraturan
Dacralk tentang APBD dan Eaticangan Peraturan
Castak tentang Perubabar APDD,

f. penyiapan  pengelolaan  DPA-SKPD  dan TOPA

SKPKDY;

penyimpan Nokymen 3P210;

penyiapan pelaksanasn evaluasi dan pelaporan

kinerja Bidang Anpgaran; dan

i. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh
Atasan sesuai tugasnya.

— B

I*asal 247

Bidang Penatausahaan dan Akutansi mempunyai
tugas membanty sebagian wgas kepala Dadan dalarm
metaksanakan pengelolagn Anggaran,
Bidang Penatausahaan dan  Akutansi dalam
melaksanakan tufas sebhagaimana dimaksud pada
ayat 1] menyelenggarakan ungst, meliputsn:
A,  penviapan rencana prograom dan kegiatan pada

Mdang Penatavsahasn dan Akutansi;
I». penyiapan bahan penyusunan daftar dan buolkti

pendapaian;

2, PpEOYIAPAN pengelolaan laparan
pertanggungawaban  bendahara  penerimaan
SKPLY;

d. penyviapan bahan  pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan  kinetja Bidang PenalaUsahaan dan
Akntansi: dan

e, pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh
atasan sesus dengan Iupasnya.,

Fasal 248

Didang Aset mempunyal tugas membantu sebaman

tugas kepala badan dalam melaksanakan Azet.

Dulang Asct dalam melaksanakan tugas sebagaimana

thmaksud pada ayat (1] menyelenggarakan fungsi,

meliputi:

H, penyiapan penyusunan rencana program dan
kegiatan Bidang Aset,

b, penyiapan penyusunan daftar dan bBukti-bukti
aset,

C.  penyiapar pengelolaan laporan
pertanggungiawaban pemanfanian aser;

d. penyiapan pelaksanaan pembukoan aset Daerah;

£, penviapatl pelaksunasn evaluas dan pelaporan
kinerja Badang Aset; dan

. pelaksanaan fungst lam vang diberikan oleh
AraSan Seaual tURASTIYE.-

BAB KXl
BADAN PENDAFATAN DAERAH

Bagian Kesaty
Kedudukan
Fazal 249
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FPaeal 249
Badan Pendapatian DPaersh merupakan unsur
pelaksana wurusan penunjang pendapatan vang
menjadi kewenangan aerah.
Badan Pendapatan Daerah sebagsimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisas

Pazal 250
Susunan Orpanisss Badan  Pendapatan  Daersh,
terdivi alas
#. Kepala Badan;
b, Sekrelaris, membawahi:

|. Sub Bagian Kepepawaian dan Umum; dan

2. 5ub Bagian Perencanaan I'rogram  dan
Keuangan,

¢. Bidang Pendapatan |, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
d. Bidang Pendapatan [, membawahi ;

1. Bub Bidang Penagihan Jdan Pembukuan
Pajak Bumi dan Bangunan dJdan Bea
Peralehan Halk atas Tangh Bangunan ; dzn

2.  Relompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana

e. Bidang Peténcanaan dan Pengendalian

Fendapatan Dacrabk, membawahi :

1. Bub Ndang HKeberatan dan Pemeriksaan
Pajak dan Hetnbusi Dasrah;

2. Bul Tidang Penpawasan, Ewvaluasi Pajalk,
Rerrihiusi Daerah dan Pendapatan Daerah
Laimnya; dan

3.  Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Feiaksana.

£, Relempok Jabatan Fungsional, dan

g. Lmit Pelaksana Teknis Badan.

Jrruktur  organizesi  Hadan Pendapatan  Dsaerah
stbugrumana dimaksud pada ayar {1}, tercantum
dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak
terpisabkan dari Peraturan Wali Kota ini,

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungal

Pasal 251
Kepata RBadan Pendapatan Daerah mempunyai tugss
membantuy Walhi Kota dalam melaksanalkan funpsi
penunjang urusan pendapatan Daerah vang menjadi
kewenangan Daerah,

(2} Kepala_..
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Kepala Badan Pendapatan Caerah  delam
melaksattalkan tugas scbagaimana dimaksud pada avat
(1}, menyelenggarakan fungsi, mehputs:

a.  penvusunan kebijakan  teknis di  bidang
Pendapatan Daerah;

I, pelaksanaan tugas dukungen teknis di bidang
Pendapatan Daerah;

¢, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas dulungan elknig di bidang
Pendapataynn Daerah;

d.  pembinaan tekniz  penyelengparaan  fungsi
perunjang  urusan  Pemerintghan  Daerah  di
lridang Perwlapaian Dasrab; dan

e pelaksanasan ungst lain yeng dibernkan oleh Wali
kol seaual dengan tupasoyva.

Pasal 252

Sekretarie Badan Pendapatan Daerah mempunyad

tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan. dan

pemberian dukungan administrasi kepada =eluruh
unsur organisasi «di lingkungan Badan Pendapatan

Daerah.

Sekretaria  Badan  Pendapatan Daerahy  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksod peda

ayat (11 menyelempgarakan [wnps;

a. penpoordinasian perenmcoatnaat program kega pada
Sekretariat,

bh. pengoordinesian dan perumusan kebyakan teknis
kesetkretanatan Badan,

. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekretariat;

d. membantu Kepala Badan dalam pengoerdinasian
program kegatan bidang,

2. pengoordinasian  penyvelenggaraan admimiatrasd
umum dan Kepegawaian Badan;

f. pengpordinasian  petymaunan  Analiais JJabatan
dan Beban Kenga;

B penpoorlinasian penyelengparaon pengelolaan
keusngan dan aset Badan,

h. pengoordinasian penyelenggaraan perenceanasn,
evaluas: dan pelaporan Badan;

1. pengoordinasian  fasilitazi, koordinasi, dan
sinkronisasi pengelolazn data dan informan
Badamn,

J. pengoordinasian  pengelolaan  kearsipan dan
perpusiakaan Radan;

k. pengoordinasinn fasiliiasi Kelompok  Jabatan
Fungaianal Hadan;

. pengoordinasian (msilitasi pelaksanasan kepiatan
relormagi biroktasi, novasi, sistem penpendalian
intermal pemerintals, EOT1A IMtEEritas,
ketatalakasanaan dan budayva ASN Badan;

tn.  pengoonlinasian,,,
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pengeondinasian pelaksanaan refirmay bivghras,
Inovasl, sistem penpgendatian nternal pemernteh,
zond intepritas, ketatalaksanasan dan budava ASN
pada Seloetanat;

pengoordinasian fasilitasi tindak lamput laporan
hasl pemenksantt,

pengeordinasian  pelaksanaan dondak langyut
laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
penpoordinasian penyiapan hahan dan
penyusunan pelaporan Badan,

penpeordingsian pelaksansan PETANEH LA,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
progratm ketja Seckretarat; dan

pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh
atasan sesuzu dengan bidang tugas Badan,

Paszal 233

Sub Bamian Kepegawaian dan Umom, rmempunyai
tuEEs:

.

b.

.

o,

PEOYUSUMNAT perencanaan  kegiatan pada 3ub
Bagian Repegaweaian dan Umum;

penyviapan bahan perumusan kebijakan teknis
terliait administrasi Kepepawaian dan Umum,
petgelolasn admunistrasi | perkantoran dan
perslratan Badan;

prnyelengearaan kerumahtangeaan dan
pengelalaan aqsel Hadan,

prlaksanaan Easilitaag Kelompok  Jabatan
Fungsional Badan;

pengelolaan adminestrasi kepegawaian Badan;
peryiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kerja,

penyiapan bahan pengembangan kapasitas ASN
di lingkungan Badan;

prengetnlaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
pelaksanaan  pengelolaan kearsipan pada Sub
Hagian Kepegawaian dan L,

Fagilitag pelakuzmnaan ketinnagan, keprotokolan,
rubhikan dan dokumentas Badan;

fasilitasi PETLY LUSLITIAT dati pelapotan
ketatalaksanaan, yvang meliputi proses  bisnis,
standar operasional proscdur, standar pelayanan
publik, dan survei kepuasan masyarakat Badan;
pelaksanaan reformasi birokrasi, incovasi, sistem
pengendalian internal pemerintah, ZONA
integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN pada
Sub Bagign Kepegawaian dan Umumn,

fasilitasi dan koordinesi tindak lanjut laperan
hasil pemerikanan Badan:

pelaksanaan tindalk  lanjut laporann  hasil
pemeriksaan pada Sub Bagen Kepegawaaan dan
Litmim;

P pelaksanaan. ..
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p.  pelaksanaan pemantauan, rvallas dan
penyusuitan laporan kegiatan pada Sub Bagian
Kepegagwaian dan Umum; dan

q- pelaksangan tueas lain yvang dikerikan oleh
arasan sesua dengan tugas Badan.

Sub Bagian Perencanaan Proprarn dan Keuangan

memplinyan tugas, meliput:

A.  tneleksanskan penyiapan penyusunan rencans
program dan kegiaran Sub Bagian Perencanaan
Frogram dan Keuangan,

b, melaksanakan penyiapan bahan keordinas:
penivusunan laporan kinerja;

r. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan
adminisiras pegjalanan dinas;

e, melalwanakan verifikasi, akutansi,
penalausahasan, perbendaharaan, pembukuan
keuangan, pelaporan keuangan, dan penyiapan
tahatl lnggapan pemenksaan; pembuatan daftar
garl serta tambahan penghasilan;

t. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan
pertangpungjawaban kenangan;

g. melaksanakan evaluasi dan pelapovan kinena
Sulr Bagian Perencenann Program dan Keuargan;
dan

h. melaksanakan tgas lain yvang diberikan oleh
atasan.

Pazal 254

Hepala Bidang Mendapatan | mempunyai tupas

membantu sebagian tugas kepala badan dalam dalam

thelaksanakan penwvapan pengelolaan pajak Daerah,
yang meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak

Relzlame. Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan

Lopamy dan Batuan, Pajale SBarang Burung Walet,

Upsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea

Balik Nama kendaraan Bermotor.

Kepala Bidang Pendapatan 1 dalam melaksatalkan

tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),

menyelenggarskan fungs:, meliput:;

A, penyiapan pPenyusunan rencend program  dan
kegiatan Bidang Pendapatan I;

b. penyiapan pengeloiazn pendaftaran wajib pajak
Daerah, pengelolaan data basze wajib pajak
Daerah, pendataan dan pengadministrasian ohjek
dan sulyjelk pajak Dagrah

C. penviapan pengelolazn perhitungan dan
penerbitan  dokumens ketetapan pajak  Daerah,
verifikaal pelaporan wajib pajalk, piutang pajak
Daerah dan penagihan pajak Daerah;

{4, pmmyviapan pengelolaan administrazsl  dekumen
dalam raneka penaghan pajak Daerah;

2. PERVIADAED ..
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¢. penyiapan polaksanaan evaluasi dan pelaporam
kinerja Bidang Pendapatan |; dan

t.  pelaksanzman fungsi lain yang diberikan cleh
atazan sesual dengan tugasnya.

Pa=zal 255

Kepalz Bidang Pendapatan I mempunyai  tugas
membantu  sebagian  ugas Wepala badan  dalam
tnelaksatekan penviapan pengelolaan pajak Decrah,
yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasm
dan Perlkotasn serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunun,

kepalse. Bidang Pendapatan I1 dalam melaksanalan

tugas =ebapaimana dimaksud pada ayat (1),

rienyelenggarakan fungsl, meliput:

a. penyiapan penyusunan rencana program  dan
kemiatan Bidang Pendapatan 1I;

b.  penyviapan pengelolaan pendaftaran Pajek Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea
Ferolehan Hak Atas Tangh dan Bangunatt ,

c. penyiapan pendataan, pengelolaan data base dan
petgad ministrasian abjelk dan subjek Pagak Burm
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea
Perclehan Hak Atas Tanah dan Banpunan ;

d. penyiapan pengelolaan perhitungan, penilaian
dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan
Pajak Bum dan Bangunan Perdesaan dan
[*erkotaan dan Bea [Perolehan Hak Atazs Tanah
dan Bangunar,

e petyiapan pengelolaan verifkasi pelaporan Bea
Peralehan Halk Atas Tanah dan Banginoan dan
piniang Pajak Bum den Bangunon Perdesaan
daft Pethotaan dan Bea Perolchan Hak Atas
Tanah dan Bangunarn,

f. BenyIADED penigtlolasn penagihan,
pengadmonistrazian pajak  Pajpk Bumi  dan
Bangunan Perdesaan dan Perketaan dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunarn,

g.  penyviapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
linerja Bidang Pendapatan [l; dan

h. peleksanaan fungsm lain yang dibenkan oleh
atasan seslal dengan Tugasnya.

FPazal 256

Julb Bidang Penaphan dan Fembukuan Fajak Buimu

dan Bangunan dan Bea Porolehan Hak atas Tanah

Bangurian:

a. melaksanakan pehyusutian rencana program dan
kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan
Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
Hak Atas Tansh ¢dan Bangunan,

b. melakeanzkan. ..
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b melaksanakan penerbitan dan
pengadministrasian penagihen Ppiak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perplechan Hak Atas Tanah
dan Bangutat;

c. melaksanakan pendistribusian Surat
I'emberitahuan Pajak Terutang ;

d.  melaksanakan  pengawasan, wvenfkas  laporan
wajib pajak den validesi Bea Perolehan Hak Atas
Tangh dan Bangunan;

e, melgksanakan dokumen keputusan persetujuan
keberatan, angsuran, penundaan pembayaran,
pengurangan. keringanan, dan pembebasan Pajak
Burm dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan,

f. melaksanakan admmistrazi piutang Pajak Burmi
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Alas
Tanah ¢an Bangunan,

g melaksanakan evaluasl dan pelaporan kineoga
Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak
Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah datt Bangunan, dan

h. melaksanakan tugas [&in yvang dibernbkan oleh
atzaan.

Pasal 227

Kepala  Mudang Perencanzan dean Pengendalian

FPendapatan Daerah mempunya tugss membantu

sebagian tugas kepala badan dalam perencanaan dan

pengendalian pendapatan Daerah.

Kepala Eidang Perencanaan dan Penogendalian

Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugss

sebagaimana dimal:sud pada ayat (1},

menvelengparakan fungsi, meliputi:

4.  Ppenyiapan  penyuslilan rencana  program den
kegiatan Bidang Perencanean cdan Pengendalian
Penidapatan Dasrah;

b, penyiapan pelaksanaan pengoordinasian
pPEYURUNAN Largel  penecnmazn pendapalat
Dacrah;

¢, penyiapan  pengumpudlan,  pengolahan  dan
perummusean bahan kebijakan telous dalam rangka
petyiapan pengelolasn, pengembangan  dan
penegahan potensi pendapatan Dastah,

d.  penyiapan penyusunan rencena intensifikasi dan
ckatensifikasi pajak Daerah;

e. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan di bidang
pendapatan Daerah;

f.  penyiapan bahan penyusunan produk hubur di
bidang pendapatan Cmerah,

£ penyiapan pengelolaan pengawasgan, keberatan
pajak, dan pemerikaaan pajak Daerah;

h. pelaksanaat...
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pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  kinega
Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Fendapatan Mmerah; dan

pelaksanasn fungsi lain vatg diberikan oleh
atasan sesual dengan tugasnys,

Paaal 258

kepala Sub Bidang Keberatan dan Pemceriksaan Pajak
dan Eetribusi Daerah mempunyai tugas, meliputi:

i

it

melakzanakan penylaunan rencana program den
kegiatan Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan
Fajak dan Retribusi Daetah;

melaksanakan pelavanan keberatan pajal: dan
retribusi Daerah;

roelaksanakan verihkasi dan validasi adminigtrasi
permohonan  keberatan pajak dan  metobusi
Daergh:

metaksanakan penyiapan hahan  rekomendasi
alas keberatan pajak dan retribuai Daerah;
melakaanakan pengumpulan data dan  objek
dalam pemeriksaan pajak dan retribusi Daerah
serta pengawasan wajib pajak Daesrah;
melaksanakan  penyusunan  laporan hasil
pemerik=aan pajak:

melaksanakan penvusunan  kehijaken rteknis
dalam rangka pelaysnan  keberatan dan
pemcenksaan pajak,

melaksanakan pengendaban, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan paida Sub  Bidang
Keberatan dan Pemenksasn Pajak dan Ketribus:
Daetah,;

tnelaksanakan evalussi dan pelaporan kinerja
Sub Bidang HKeberatan dan Pemeriksaan Pajak
dan Retribusi Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atnwan,

Kepala Sub Bidang Pengawasan, Ewvaluasi Pajak,
Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daeerah lainnva
mempunyai tugas, metiput:

il

.

melaksanalan penyusUtnan rencana program dan
kegiatan Sub Bidang Pengawasan, Evaluasi Pajalk,
Retribuai  Dagsrah, dan Pendapatan Daerah
Lainnya;

melaksanakan  penyusunan  kebijaksn  teknis
dalatn  ratghka pengawasan dan evaduas
penclapatan asli Dasrabe laimmya;

melaksanakat: kpordinasa punpendaliEn,
moniioring, evaluasi, dan pelaporan pada Sub
Bidatg Pengawasan, Ewvaluasi Pajak, Retmbusi
Eraerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya;

. melaksanakan...
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fl. melaksanakan cvaluasi dan pelaporan kinepga
3uly Bidang Pengawausan, Evaluasi FPajak,
Reiribusi  Daerah, dan Pendapatan Daerah
Ladnnya; dan

& metaksanakan tugas lain yang diberikan cleh
atasan.

Bapg XX
BADAN RISET NAN INOWVASI DAERAH

Ragian Kesatu
Kedudukan

Pasal 25%

Badan Rizet dan [novasi [Daerah merupakan uynsur
pelaksana urusan penunyang  pebelitian dan
pengembangan vang menjadi kewenangan Daerah.
Badan PRiset dan Inovasi Daemhb  sebagaitmana
dimaksud pada ayat [1] dipimpin oteh Kepala Radan
vang berkedudukan di bawah dan bhertangeung jawab
kepada Wali Kata melalui Sekretans Darrah,

Bagian Kedua
Busunan Urganisasi

Pazal 260

Husunan orgenisasi Badan Riset dan Inovasi Daeralr,

terditi alas

a2, HKepala Badan;

b, Belkaetaris, membawali:

1. 3Sub Bagan Kepegawaian dan Umum; dan
4. krelompolk Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana.

., Bidang Riset, Pengkajian Inovasi, Teknologi dan
Sumber Daya llmu pengetahuan dan teknolog,
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana;

d. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Hiset
[novasi Teknologi dan  Sumber Daya  Tmy

pengetahuan  dan reknologi, melawabi
Kelpmpok Jabatan Fungsional dan  Jabatan
Felaksana:

e. Bidang Rizet, Fengkajian dan Pengembangan
Pemerintahan Daerah, Ekonood dan  Sosial
Budaya, membawali kKelompak Jabatan
Mingsional dan Jabatan Pelaksana; dan

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Tadan Riset dan Inovasi Daerah

sehapaimana dinaksud pads avat (1), tercantum

dalam Lampiran XXTX yang merupakan bagian tidak
terpisahlkan dar Peraturan Wali Kota ini

Baman Ketiga
Tugas dan Fungsei
Pasal 261 _..
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Fasal 261
Kepala Badan Risel dan Inovasi Daerah mempunyai
tugas membantu Wali Kota dalam  melaksanakan
kebijakan, keordingaasi, sinkronisasi, dan pengendalian
penclitian, pengemhanpan, pengkajian, dan
peneraparn, serta invensi dan inovasi di Daerah secars
menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan
penyusunan reticana induk dan peta jalan pemgjuan
ilmu pengetahuan dan telmologi di Daerab sebagai

landasan dalam perencanaan pembangunan Dasraty di

segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilas

Pancasila yang menjadi kewenangan Daerah.

Wepala Badan Riset dan Inovasi Daetah  dalam

melakzanakan tugss sehagaimana dimaksud pada ayat

(1), menyelenggarakan fungsi, melipyti

4., pelaksanaan kebijakan, fagilitasi, dan pembinaat
pelaksanaan penelitian, pengembangat,
pengkgjian, dan penctapan, serta myensi dan
imavasi di Daerah yanpg memperkuat fungsi dan
kedudubkan iy penpetahusn dan tcknolegi di
Dacreh  sebagal Jandasan Jdalam  perencanazn
pembangunat Daerah di segala bidang kebidupan
yang bhermpedoman pada nilad Pancasila;

lr.  PEMYUSUNHT PRTeNCANHMI, DPrOETAIN, ATgparan,
kelembapaan, dan sumber daya penehtian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, Serta
Invens: dan inovasi di Daerah yang berpedoman
pada nilai ’ancasila;

¢. koordinasi dan  sinkronisasi  pelaksanaan
kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama
pembangunan imu pengetahuan dan teknolog,
serta kemitraan  pensliian,  pengembangan,
penghajian, dan penerspan, serte invensi dan
ingvasi di Dacrah:

g, pemberian bimbingan teknis dan supetwial di
bidang rset  dan  inovasi, kerja sama
pembanpunan iinu pengetahuan dan tekitalog,
serta keomitraan penclitian, pengcmbanean,
pengkajian, dan penerapan, =erta imvensi dan
inovasi di Daerah;

£,  peEmantauan dan evaluasl penelitian,
pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan
pEnErapan, serta invensi dan inovasi di Daesrah;

f.  pelakzanaan pembangunan, pengembangan,
pengelolaan dan pemanfaatan sistem  informasi
il pengetahuan dun teknalag i Daerah;

g, koordinasi prelaksanazn penelitian ilan
pengabdian  kepada  masyarakat  berbauis
penelilian,  peagembangsn, peoepkapian, dan
penerapat idimu pengetahuan dan (eknolowy yane
dihasilkan cleh lembaga; pu=at/ organisasi
pencliban lamnya di Daerah;

t, lkoordimas:...
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h. koordinasi =istem flmu  pengetahuan dan
teknoloem Daerah; dan

1. pelaksanaan Tungsad lain yang cliberikan oleh Walj
Kaota sesiuat dengsan tugasnya,

Fazal 262
Sekretaria  Badan Riset dan  Inovasi  Daerah
Menpnyai fugas melaksanakan koordinasi,

pelaksatiaan, dan pembenan dukungan administrasi

kepada seluruh  unsur organisasi di lingkungan

Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Sekretans Badan Riset dan lnovasi Dwergh dalamn

melaksanakan tugas =ebagaimana dimaksud pada

aydt 1], menyelenggarakan fungsi:

&,  pengoordinasian perencanaan program kerja pada
Sekretariat;

b.  pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis
kesehretariatan Badan;

. pengononlinaian pelaksanaan program kerja pagia
Sekretarial,

d. membaniu Kepala Badan dalam pengoordinasian
prograim kepmpatan bidang,;

£,  pimgoordinasian  penyelenggaraan  ademipdatrasi
umum dan kepegawaian Hadan;

f.  penpoordinasian penyusunan  Analisis  Jabwtan
dan Beban Kerta;

B. pengoordinasian penvelenggaraan  pwogelolaan
keuangan dan aset Badan,

h. pengoordinagian penvelefiggarasatl poroncanzann,
evaluasl dan pelaporan Badan;

L. rengoordinasian  fasilitas, keordinazi, dan
sinktonisasi pengelolaan data dan informas
Badan,

I penpoordinasian pengelolaan kearsipan  dan
perpusiakaan Badan,

k. pengoordinasian fasilitasi  Kelompok Jabatan
Fungsional Badan;

. pengoordinasian fasiliths pelaksanaan kegratan
reformasi birokrasi, inovasi, sistern pengendalian
internal pemerintah, 200 infeprilas,
ketatalakranaan dan budaya ASN Badan:

tn. peagoordinasian pelakzanasn telfortnas Timkraw,
inovasi, sistetn pengendalian internal pemerititah,
2ona integritag, ketatalaksanaan dan budaya ASH
pada Sekretariat;

tt. pengoordinasian {asiiitasi tindak lanjut laporan
hazil pemenksaan;

0. pcngoordinasian pelakzsanssn tindak  lanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat,

P- pengoordinasian pFENyiapan bakan dan
penyusunan pelaporan Badan;

q- penpoordinasian. .,
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gq. pengoordinasian polak=zanaaty  petnantauan,
penpgendalian, evaluasi dan penvusunan laporan
program kerja Sekretariat; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh
atagan sesunal dengan bidang tugas Badan.

Fasal 263

Jub Bagian Kepegawaian dan Umilm, merjunyal tugas.

H.

b.

melaksanakan penyvusunan rencanga cdan kaordimasi
pengadaan infrastruktur msel;

pematifaatan Jdan pemelibarasn  infrasirokolr  siset
urusan ketatausahssan, kerumahtanpeaan, keamanan
dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset, urasan
perpustakasn dan dokumentasi,

pengelolan administraszi kepegawaian dan pembinaan
jabatan fungsional serta evaluasi kinerja ASN.
pelak=anaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional
Badan;

pengelolaan administrasi kepegawaian Badan,;
penviapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan
Behan Ketja;

penyviapan bahan penpembanpan kapasitas ASN di
lingkungan Badan;

pengelolzan kearsipan dan perpustakaan Badan,
pelaksanann pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian
Kopegawalan dan Umum;

fasilitasi pelaksanasan kehumasan, keprotokolan,
pubhkasi dan dokumentasi Badan,;

fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan,
vang meliputi proses bisnis, standar operasional
prosedur, atandar pelayanan  publik, dan sworvei
Hepuasan masyarakat Badan,

pelakzansan  reformesi  birokrasl, inovasi, sistem
pengendalian internal pemenintab, zona integritas,
ketatalaksanaan dan budaya ASN pada Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum;

lasililasi dan keordinasi tindak lenjut laporan hasil
pemerikzaan Badan;

pelaksanaan tindak lanjut laporan hesil pemetiksaan
pada Zub Bagian Kepegawaian dan Lhnum,
pelaksanaan pemantauan, evahiasi dan penyusunan
laperan kegiatan pada 3ub Bagian Kepegawaian dan
Umum; dan

pelaksanaan 1gas lwn yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugats Badan.

Fasgal 264...
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I"azal 264

Kepala Nidang Riset, Pengkajian Inovasi, Teknolos,

dan Snimber NDava Omu pengetahuan dan teknolos

mempunyal lugas membaniu sehagian tugas kepala

Ladan dalam risel pengkajian inovasi, teknologi dan

sumber daya [Imy pengetahuan dan tekneclog.

Kepala Bidang Riset, Pengkajian Ingvaal, Teknodogi dan

Sumber Daya [Imu pengetabuan dan teknologi dalam

mclaksanakan tugas scbagaimena dimaksud pade

avat (i, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. penyusunan bahan/maten pengkajian EKiset
Inovasi Tebnolom dan Sumber Dava  mu
pengetahruan dan teknolow;

b. penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan
tugae dukungan teknis pengkajian Riset Inovasl
Teknolopi dan Bumber Daya (lmu pengetabhuan
dan teknologi;

. pembaoman teknia penyelenggaraan Tunged
penigkajian Riset Tnovasi Teknologh dan Sumber
Daya llmui penpetzhuan dan celenglog:

. pemantausn, evaiussi,dan pelaporan pelalksanaan
nigas dukungan teknis penphaylan Riset Inovas:
Teknologi dan Sumber Daya llmu pengetahuan
dan telmolom; dan

#,  pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
atasan sesuni dengan tugasnya,

I'azal 265

Hepala Bidang Pengembangan dan Pemanfasian Riset

[novasl Teknologi dan Humber Daya 1hng pengelahuan

dan teknelogi mempunyal tugas memhaniu sebagian

tugazs kepala badan dalam  pengemibungan  dan
pemanfaatan riget ingovasi teknologl dan sumber daya

[lmu pengetahuan dan teknalogi.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pemaniaatan Riset

Inovasi Teknologl dan Surnber Daya llmu pengetahuan

dan teknolog dalam melaksanakan tugas

sebapgaimang dimaksud pada ayat {1],

menyelenpgarakan fungsd, melipuati:

a.  penyysunan bahanfmateri pengembangan dan
pemanfaatan riset inovasi teknologi dan sumber
daya llmu pengetahuan dan teknolog;

L.  penyusunan bahan kelnjakan dan pelaksanaan
tupas dukungan teknis  pengembmopan dan
pemanfaatan rizet tnovasi tekoologi Jan sumber
dayva llmu pengetahuan dan teknolog;

. pemantauan, evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan
tugas dulungan teknis pengembangan  dan
pemanlaatan riset inovael teknologi dan sumber
daya [lmu pengetabuan dan teknologi;

d.  pembinasn,.,
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d. pembinzan  feknis  penvelenggarean  fungsi
pengemhangan dan pemantaatan tiset inovasi
teknulogi dan sumber daya limu pengetabuan dan
Leknnlogi; dan

e, pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh
atasan scsual dengan tugEaanya.

Pazal 26k

Kcpala Bidang Riset, Pengkajian dan Pengembangan

Pemerintahan Daerah, Ekonomi, dan Scsal Tudaysa

mempunyai tupas membantu sebapian lUgas kepala

badan dalam melaksanakan bidang tizel, pengkajian
dan pengembangen Pemerintahan Daerzh, ekonomi,
dan soszial budava.

Kepala Bidang Riset, ’engkajian dan Penpembangan

Pemerintahan Daerah, Ekenomi dan Sosial Budava

dalarn melaksanakan lugas sehagaimana dimaksud

piada ayal [1), menyelengearalan fungsi, meliputi:

a.  penyusunan bahan/materi riset, pengkajian dan
pengembangan Pemerintaban Daergh, elonomd
dan sogial budaya;

b penvusunan bahan kebijalkkan dan pelalisansan
tugas dukungan teknis riset, pengkegian dan
pengembangan Permenntabhan Dacrah, ekonomi
dan somial budava;

L Pemantavan, evaluas, dan pelaporan
pelaksanaan tipas dukungan  tekmnis  riset,
pengkanian  dan penpembanpsn Pemenntahan
Daerah, ekonomi dan sosial budaya;

d. pembinaan tekms penvelenggaraan fungs) rizet,
pengkajian  dan  pengembangan  Pemerintahan
Uaerah, ekonomi dan sosial tudaya; dan

e. pelaksanaan fungs lain yang diberikan oleb
atazan sesuaidengan tugasnya.

BAEB XXXI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bapian Kesatu
Kedudiukan

Pasal 267
Hadan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan
unsur peiaksana urusan penunjang penanggEullangars
bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaamans
ditnakizud pada ayat [1) dipempin Gleh Kepala
Pelakzana yang berkedudukan di bawah dan

bertanpgung jawab  kepada Wali Hota  melalut
Sekretans Daerah.

Bapian kedua
Suaunan COrgantsas
Pasal 268 ..
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Fazal 268

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencans
Draerah, terdid atas:
a. HKepala Badan:
L, Unsur Pergarals, terdin atas:

1 Instans Daerah terkaat; dan

2. Profesional dan ahli;
2,  Llpsur Peleksana, terdin atas;

1 Kepala Felaksana;

2  Sekretaris, membawahi ;
2| Sub EBagian Kepegawaian dan Umum;

dan
h Kelampok Jabatan Fungsicnal dan
Jalmtan Pelakmana.

A, Bidang Pencepahan  dan  Kesiapsiagaan,
membawahy Kelompok Jabatat Fungsional
dan Jabatan Pelalgana;

4. Bidanp Kedarutan dan Lopistik, membawahi
kelompok Jabatan Fungsional dan -Jabatan
Prlalksana;

3. Bidang Eehabilitasi dan  Rekonstruksi,
membawahil Kelompok Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelakzana;

d. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

& Helompeoik Jabatan Fungsional.

Soulkiur crganisasi Badan Penangpulangan Bencana
Daerah =cbagaimana dimaksud pada ayat (1],
tercantum dalam Lampiran XXX yang merdpakan
hegian tidak rerpisahlan das Peraturan Wali Kota ini.

Bagmian Kehgn
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badsn

Fasal Jf5

Kepala Badan Penanggulangan Hencana [Daerah

Mempunyan tuges:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap
usaha penanpggulrngan bencana yang mencakup
penicegahan bencadta, pehanganan  dararat.
rehahilitasi, rekonstruksi secara adil dan sctara;

b. rmenetapkan standarisast serta kebutuhan
pEnyCICnREaTaan Penanggulangan hencans
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

¢, menyusun, menetapkan, dan mengimformasikan
peta rawan hencana,;

d. menyusun dan menetapken prosedyur  tetap
penanganan hencana;

e. melaporkan...
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. melaporkan  penyelenggaraan penanggulangan

benecana kepada Wali Kota setiap bulan sekali
dalamm keondisr nommmal dan setiap saat dalam
kordisi darurat bencana;

I mengenidalikan  peneumpulan dan  penyaluran
uang dan barang;

g mempertanggnngjawabkan penggunaan angparan
yvang diterima dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Caerah, dan

h.  pelaksanean tugasa lainnya yang diberikan oleh
Wali Kota seauat dengan prosedur dan ketentian
peraturan peruncdang-undangan.

Dalam melpksanakan tupas scbagaimansg  dimabkaud

tlalam  #ayat (1), Hepela Badan Penangpulangan

Bencand Dasrah mempunyas flongs:

2. merumuskan dan menetapkan kebrjakan
penangrulangan benvana  dan penmanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efesien:

b pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
penanggulangan Dencana  secarn  1erencanis,
terpadu dan menyeluruh;

¢.  pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka
perercanaan di bidang penanggulangan bencane;

d. pelaksanasn petlinglatat kesiapaiagaan
mmasvarakat dalam penatggulangat encana;

. proghaiian, komunikas, tuonsu ltesl.
pengembangan dan bimbingan dalam upayva
kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;

. pelaksanaan pencanan dan penyelamatan koerban
bencana;

g. pelaksanaan  koordinasi  dengan  Perangkat
Dacrahfinstansd lain dalam rangka rehabilitasl
dan rekensiruksi pasca bencana;

h., pernpevaluasian dan pelaporan pelaksanaan Lugas
dan fungsd; dan

i pelaksansan fungs 1ain veng diberikan olebh Wali
Kata sesuad tugasnya.

Paragraf 2
Unsur Fcngarah

Fasal 270
Unsur Pengarah dipimpin Ketua Unsur Pengarah yvang
dalarn melaksanakan tupas dan fungsinya berada ds
bawah dan Dertangsung jawab kepada Kepale Badan
Fenanggulangan Dencana Daerah.
Unsyur  Pengaeah  mempuanyai rugas  memberikan
masukan  dan  zamn kepada Kepala Badan
Fenangeulangan Bencany Daerahk tlalam
penanpgulanpgan bencana.
Untuk melaksanakan tugas schagaamena ayvat (2],
Unsur Pengarah menvelenggarakan fungsi:

A perumdsath. ..
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&, perumygan kebijakan penanggulangan Dencatia
Dacrah;

b pemantauan dan evallasi dalam penyelengparaan
penangeulangan bencana; dan

c. pelaksanaan fluogsi lain yang diberikan oleh
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sesvual denpgan tupasnysA.

I'aragraf 2

Kepala elak=ana Badan Penanggulanean Bencana Dacrah

{1}

[2)

Pazal 271

Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencans
Drerah mempunyai fugas membantu Weli Kota dalam
melaksanakan pengoordinasi urusan pemerintaban di
bidattg  kotentraman, ketertiban umium  dan
pelindungan masvarakat pada sub unisatt bencana
yang menjadi kewenangan Dacrah.

Kepala pelaksanz Badan Penanggulangsn Bencana
Daerah dalam melakeanakan tugas sebapaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi,

meliputi;
a. penyvelenggaraan perencanaan  penanggulangan
bencana,

b perumusen  kebijakan relknia (i bidang
penangsulsngan bencana;

c. pengoordinasian tugas  dan funpgsi unsur
nrganisas Badan;

.  penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagasn
Becanyg,

e, ponyeltnggaraan  pengelolaan datz  informasi
komunikasi kebencanaan;

f. penyelenggarasn hkhedaruratan dan pengelolaan

lagstik;

penyelenggaraan rehabilitasi dan relonstsllks

penyelengpgarazan kegiatan kesekiretariatan Balan,

pembingan dan pengoordinasian penyelenpgsrasn

tugas dan fungsi Kelompek Jabstan Fungsional

parda Badan,

= Tm

i- penvelenggaraan pengelolaan data dan informaai

Badat,

k. penyelenggaraan pengelolaan  kearsipan  dan
perpustalaan Badan;

1. penyelengparaan reformasi  birokoasi, inovasi,
sisiem pengendhlian internal pemerintah, zong
integritas, ketatalaksanaan dan budarva ASN
Badan,

m. pengoordinasian  tindak  lanjul  laporan  hasil
pemeriksaan;

n, penyelenggaraan  pemantausn,  pengendalian,
evaluasi dan penyusunsan laporun pelaksanaan
tugas Badan, dan

0. pelaksanaan. ..
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0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali
Kola sesual dengan tugasnys,

Paragraf 4
Sekretaria Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 272

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Dastah

mempunyal tugas melaksanakan koordinasi,

pelaksanaan, dan pembenan dukungan administras
kepada seluruh unsur organisazi i lingkungan

Badan Penangeulangan Bencana Daerah.

Sekretaris Badan Penanpgulangan Bencana Daerah

dalam melaksanakan tugas sehagairmana dimaksud

pada ayat (1], menyelenggarakan Mangs:.

a. penpgoordinasian perencanaan program ket7a pada
Sekretariat;

b,  pengoardinasian dan perumusan kebijakan teknis
kesekrelatialan Badan:

e, pengontdinasian pelaksanaan program kerja pada
Sekrelanal;

d.  membaniu Kepala Badan dalam pengpordinasian
program kegiatan bidang:

e, pengoordinasian  penyelenggaraan  adminisirasi
umum dan kepegaaraaaty Badan;

. pengoordmaman penyusuhan Analisis  Jabatan
dan Beban Kena;

. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan
kevangat dan asct Badan;

h. pecngoordinasian penyclenggaraan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan Badan;

i. pengeordinasian  fasilitasmi, keordinasi, dan
sinkronisasi pengelolaan  data dan  informasi
Badarn,

j-  pengoordinasian penpgelodaan kearsipan dan
perpustakaan Badan,

k. pengoordinasian  fagilitasi Kelompok  Jabatan
I"ongaional Badat,

L. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan
reformas birckrasi, inovasi, sistem pengendalian
it bermal pemenntah, Zona intepritas,
kelatalakennaan dan budava ASM Badan;

tn. pengoordinasian pelakzanasan reformasi birolorasi,
inovasl, sisterm pengendalian intemal pemeriatah,
zoma integritas, ketatalaksanaan dan budaya ASN
pada Sekretarial,

1n. pengoardinasian lasalitas bmodek lanjot laporan
hasil pemeriksaan:

0. pengoordinasian  pelaksanzan dndak  lanjut
laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;

P pengtondinasian peTyiapan bahan dan
peryusunai pelaporan Badan;

4. pengoordinasiat,.,
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q. pengoaordinasian pelaksanaar pematitauan,

pengendalinn, evaluasi dan penyusunan laparan
program kerja Sekretlanat; dan

r. pelaksanaan fungei lain yang diberikan olch
atasan sesual dengan bidang (ugas Badan.

I'agal 273

Sub Baglan Kepegawailan dan Umutn, mempunyai tugas:

.

penyysunan perencanaan kegiatan pada Sub Gagian
Kepepawaiatn dan fmum;

penyizpen bahan perumusan kebijakan tekmis terkat
adminisiras Kepegawatan dan Unum;

pengelolagn administrasi perkantoran dan persursatan
Badan,

penvelenggaraan kerumahianggaan dan penpelolaan
aset PBadar;

pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungaional
Badan;

pengelolaan adminisirasi kepegawaian Badan,
penviapan bahan ponyusunan Analiss Jabalan <Jdan
Beban Kerja;

penyiapan bahan penpembangan hapaaitas ASN (i
lingkungan Badan;

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badasn,
pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub Bagian
Repegawalian dan Lhmuam,

fasilitazsi pelakszanaan kehumasan, keprotokolan,
puhlikasi dan dokumeniasi Badan;

fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan,
yang meliputi proses  bisnis, standar  operasional
progedur,  stamular pelayanan pulibik,  dan surve
kepuasan masyarakat Badan;

pelalisanaan rmeformasi  beroldasl,  inovasi,  sistem
poiigendalian  intermal pemerintah, zona integntas,
ketatalaksanaan dan budaya ASN pada Sub Bagian
Eepegawalan dan Uhmum;

fasilitasi dan koordina=i tindak lanjut laporan hasil
pemenksaan Badan;

pelaksanaan tindak lanjut faporan hasil pemeriksaan
pada 3ub Bagian Kepegawaian dan Umym;
pelaksanaan pemantavan, evaluasi dan penyusunat
laporan kegiatan pada Sub Begian Kepegawaian dan
Umum; dan

pelak=ansan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan nigas Badan.

Puragmaf 5
Kepala RBidanp Pencegahan dan Kesiapsizgaan

Pasal 274, _.



{1}

(2)

(L)

(2

Pasal 274

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

mempunyal tugas membantu sebagian tugas Kepala

Pelaksana dalam tugas mengoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan,

mitiga=i dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayasn masgyarakat

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagonan dalam

tnelaksanakan tugas sebagmimana duonaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan lungs:, meliputs:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dankesiapsiagaan pada prabencans serta
pemberdayaan masyarakat;

L. penpgoordinasiaan dan pelaksanaan kebijakan di
hidang pencegaharn, mitigasi dan kesiapsiagasn
pada prabencana AeTiR pemberdayaan
magvaralat;

c. pelaksanaan bubungan kerja dengan instans
atau Jembapa terkait Jdi bidang pencegahan,
miligag dan  kesigpsiagaan  pada  prabencana
serty pemberlayaan masyarakal;

. pemantauan, evahiasi, analizis dan pelaparan
prlaksannan  kebiakan i Didang  pencegahan,
mibgasi dan  kesigpsiagaan  pada  prabencans
serta pemberdavaan masvarakat;

e, pengeveluazian dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi; dan

f. pelaksanaan fungs lamm yang diberikan coleh
Kepala Pelaksana sesuat dengan tugasnya

Paragraf &
Kepala Bidang Kedarutan dan Logistik

Pasal 275

Eepala Bidang Kedaritan dan Lagistik mempunvad

tugas membantu sebagian togas Kepala Pelaksans

dalam melakaanakan mengoordinasikean  dan
melaksanakan kebijakan penangaulangan bencana
pada saat tangeap darurat dan dukungan logistik.

Kepala  Thdang Kedaratan dan  Bogistik  dalam

melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (LY, menyelenggzarakan fungsi, meliput:

a. perumusan kebijakan di bidang penangpulangan
bencana pada saat tangegap darurat, penanganarn
penpungs dan dukungan lopistk;

b peoghkoordinasian dan pelaksanaan kebjakandi
bidang penanggulangan bencana  pada  zast
tanpgap darurat, penanganan penguogsai  Jdan
dukungan logstik;

.. komando pelaksanaan penanggulangat bencans

pada =aat tanpggap darurat;

d. pelaksanaan.
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d. pelaksanaan hubungan kega  di | dang
penanggulangan  bencana  pade =aat tanggap
darurat, penanganen penpungsi dan dukungan
logistik;

Cc. pemantavan, svalusw, analisis dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan di hidang penangsulangen
bencana pada ewast tangsap darurat, penatganan
petgungs dan dukungan logiatik;

f.  penyiapan bahan dalam rangka petmeriksean dan
tingdaklanjut hasil peimeriksaan;

g mengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan lungsi; dan

h., pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepata Pelakrana gesusi dengan tupnsnya

Paragral 7
Kepala Bidang Kedarutan dan Logistik

Pasal 274

Kepala Thdung Rehabilitasi dan  Rekonsouksi

memplinyal tugas membantu sebagian tugas Kepala

Pelaksana melaksanakan tupss mengoordinasikan dan

roelaksanakan kebijakan di bidang penanggulanpan

Iencand padsa pasca bencana.

Kepala Bidang Rehabilitazi dan Rekonstryksi dalam

melaksanakan tugas =sebagaimana dimaksud pada

avat (1], menyelenggarakan fungsi, meliputi;

a. perumusan kebijakan di idang penanggulangan
bencana pada pasca bencana,

b. penpoordinazian dan pelaksanaan kebijakan i
hidang penangpulasngan hencana  pada pases
encana;

¢ pelaksanaan hubungats ketja di Dicdatg
penanggulangan bencana pada pascs bencana;

d. pemantauan, evalusi, analisis dan  pelaporan
pelakeanaan kebjakan di bidang penanggulangsn
bencana padapascabencana;

e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi; dan

[ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Eepala Pelaksana sesuai dengan rugasnya.

BAEB XXXII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bapian Kesain
Kedudukan

Pasal 277
Badan Kesatusn Banpss dan Pubitik merupsakan unsur
prlaksana urusan kesatuan bangsa dan politk yang
micnjadi kewenangan Daersh.

(4] Tadan .
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Badan Kesatugn Bangsa dan Politik sebhagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oieh Kepala Badan
vang berkedudukan di bawah dan beranppung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaria Daerah,

Baman Kedua
Susunan Orpganisasi

Fasal 278

JUusunan crganisasi Baden Kesatuan Bangsa dan

Politik, terdiri atas :

8. Kepala Badan;,

b. Sekretaris, membawalsi:

1. Bub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana.

c. Bidang Bina ideolop dan Wawasan Kebanpsaan,
membawal Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksanas

t. Bulang Becla Negara dan Pengembangan Warakter
Kebangsaan, membawahi Kelompol .Jabatan
Fungsicnal den Jahatan Pelzksana,

e Bidang Ketahanan Ekonoemi, Sosial, Budaya,
Apama, dan Organisasi Kemasyaraloaian,
membawahi Kelompol Jabatan Fungsional dan
Jabatan Peilaksana:

f. Bidang Palitik dan  Kewaspadaan Nasionat,
tmermbawahl Kelompok Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana; dan

g Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur orgamagsm Hadan Kesatuat BHangga dan

Poliik sebapaimana  dimaksuwd pada  ayat (1],

tercantum dalam Lampiran XXX vang merupakan

begien tdak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tupas dan Fungsi

Pasal 279
Kepala Bagdan HKesatuan Bengsa dan  Pelitik
mempunyai tugas membantuy  Wali Kota dalam
melaksanakan tugas di bidang kesatuan banpsa dan
palitik Daerah.
Kepala Badan Kesatuan Beangsa dan pobtik dalam
malaksanakan tugas sebagaimeana dimaksud pada avat
(1], memvelengeammlkan fungs, meliputs:
d. perumuszsan kebijakan tekniz di bidang kesatuan
banpsy  dan  politik Daerah s#ssua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

k. pelaksanaan. ..
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pelaksanasn  kebijakan di  bidang pembinaan
idealogs  Pancasile dan wawasan kebangsaan,
pembinaan bela negara dan pengembangan
kargkter bangsa, penyelenggaraan politik dalam
negen dan kehidupan demokmasi, pemeliharaan
ketahanan  ekonomi, sosial dan  budava,
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra sukae,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
pembinaan  dan  pemberdayaan orpanisag
kemasyarakatan, sera pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan kouflik sasial di Daerah
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangamn,

pelaksansan  koordinast di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangasan,
pembinaan bela negara dan  pengembangan
karakter bangsa, penyelenggaraan palitik dalam
ncgeil dan kehidupan demokrasi, pemelihaman
ketahanan ekonomi, =soszial  dan Tauelaya,
pembinaan kerukunan antarsakn dan intra suloyg,
umat beragama, ras, dan gplongan lainney,
fazilitazi organisesi  kemasvarakatan, serla
pelaksansan  kewaspadaan — nasional  dan
penanganan konilik sosial Dasrah sesuai dengan
ketentuall peraturan perundang-undangan;
peleksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan  ideplog Pancasila dan  wawasan
kebanpsasan, pembinaan  bela neogara  dan
pengembangan karakter bangsa,
penyelengparaan politik dalam  nepenn dan
kehidupan demokiasi, pemeliharann ketahanan
vkonomi, sosial dan bodaya, pembinaan
kerukunan antar sukue dan inta sake, umat
berapama, raa, dan polongan lainnya, fasihtasi
organizasi kemasyarakatan, =erta pelakzanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial Daerah sesuai dengan ketentuan peraliran
perundang-undangan,

pelakaanaan Tagilitasi forom koordinae]l pirmpinan
Daerah;

pelaksanaan adminiatrasi kesekretariatzn badan
kesatuan bangss dan politik; dan

pelaksanaan fungsd lain yang diberiican oleh Wali
Kota,

Pasal 280

Sekretans Badan Kezatuan Bangsa dan Politik
MEmpUnyei tugas melaksanakan koordinasi,
prlaksanaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada s=eluruh wngsur corganisasi Jdi lingkungan
Badan Keaatuan Bangza dan Politik,

(2] Sekretaris...
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(4] Sekretans Badan Kesatuan Nangse dan Politik dalam
mclaksanakan ftugas sebagaimana dimaksud peda
ayat (1), menvelenggarukan fungsi:

=

k.

<.

PENEOEITITANIAT perencanaan prograim kerja pada
Sekretarial,

pengoordinasian dan perumusan kebijalan teknis
keselkretariatan Badan:

pengoordinasian pelaksanaan program kerga pada
Sekretanat;

membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian
program kegiatan bidang;

pengpordinasian penyelenggaraan  administrasi
umuim dan kepegawaian Badan:

pengoordinasian  penyusunan Analisis Jabatan
dan Beban Kerja;

pengoordinasian  penyciengearaan  pengelolaan
keuangan dan aset Dadan,

pengoordinasian penyelenggarsan  perencanaan,
evaluasi dan pelaparan Dagdan,

pengoordinasian fasililasi, koordinasi, dan
ginkronigarl  penpelolaan data dan  informasi
Badan;

pengoordinasian - pengelolaon kearsipan dan
perpustalkanan Badan,

pengoordinasian  fasilitasi  Kelompok Jabatan
Fungsional Badan;

perpocrdimasian fasilitasi pelaksanasn kegiatan
reformasi birokrasi, inovasi, siatem pengendalian
nternal pemerintatt ZOKa integricas,
ketatalaksanaan dan budaya ASN Badan,
pengeoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi,
inowvaai, sistem pengendalian ingemal pemerintah,
zong integritag, ketatalaksanaan dan budava ASN
pade Seloretariat;

penpoordinasian fasihitasi tindak lanjur laporan
bisil pemenbanan;

penpoordinasian | pelaksanaan findak lanjut
lapiran hasil pemeniksaan pada Sekmetanal;
penpoordinasian PEnYIAPHN bahan dan
penyusunsan pelaporan Badan;

pengoordinasian pelaksanaan pEmMAantauan,
pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan
program kerga Selkratanat; dan

pelaksanaan fungsi lair yang diberikan oleh
atazan sezuai dengan hidang tugas Badan.

Fasal 381

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai Tigas:

a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Sub Bagpan
Kepegawaian dan Lhoum;

b. penyiapan bahat perumusan kebBijakan teknis terkait
administrasi Kepegawaian dan Umum;

. pengelolaan,,,
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pengelolaan adminisirasi perkantoran dan persuratan
Badan;

penyelengearaan kerumahtanggaan dan pengelolaan
aset Badan:

pelakzanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional
Badan;

pengelolaan administrasi kepegavaian Barclan;
penyiapan bahan penyusunan Anazlisis Jaharan dan
Beban Ketja;

penyiapan bahan pengembangan kapasites ASN i
lingbungan Dadan;

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
pelaksanaan pengelolasn kearsipan pada Sub Begian
Kepepawalan dan Umum:

fagilitasi pelaksanaan kehumasan, keprorokeolan,
publikas dan dokumentasi Bacan;

faailitasl penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan,
yang meliputi proses bisnis, standar operasional
prosedur, standar pelavanan  publik, dan  survei
kepuasan masgyarakat Badat,

pelaksanaan reformas  birokzasl, inovasi, sistem
pengendalian  internal pemerintah, zona  integritas,
ketatalaksanaan dean budaya ASN pada 3Sub Bagian
Kepegawaian dan Ummurm;

fagililasi den koordinasi tindak lanjut laporan hasgil
petnerikaaan Badan;

pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
pada Jub Bapan Kepepawaian dan Umurmn,
pelaksanaan pemantzuan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawgian dan
Utnum; dan

pelaksanaan fungsi lain yang dilwrikan oleh atazan
seallag dengan tugas Badan,

Pasal 282

Bideng Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsuan

mempunyal tupgas membantu schagian tugas Kepala

Badan dalam pembinaan ideologi dan  wawasan

kebangsaan Daerah.

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam

melaksanakan tugas scbhagaimana dimaksud pada ayat

|1}, menyelenggarakan fungsi

a.  penyusunan program kerja di bidang bina ideolog
dan wawasan kebanpgsasan Daersh;

b, perumusen kebijaksn teknis di bidang hina hina
ideslopn dan wawasan kebangsaan di Daerab;

€. pelaksanaan kebijakan di bidang bing ideolog
dan wawasan kebangsaan di Daerah,

d. peclaksanaan koordinasi di bilang bina ideoclogi
dan wawasan kebangsaan i Daerah,

#. pelaksanaan monilorvitg, evaluasi, dan pelaporan
di bina ideclogi dan wawasan kebungsaan di
Daerah; dan

. pelaksanaan...
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I, pelaksanaan funesi lan yang  diberikan  oleh

atasan sesuai denpan tupas Badan.

Pasal 283

Bidang Bela Negara dan Pengembangan Karaktcr

Kebangsaan mempunyai tugaz membantu sebagian

tuygas Kepala Badan datamn bidang bela nepgara,

penpgembanpgat  karakter kebangsaan, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan  sejarah
kebangsaan di Dacrah,

Bidang Bela HNegara dan Penpembangsn  karakter

Kebangeaan dalam melaksanakan tugas schagaimuans

dimaksud pada ayat [1}, menyelsngpareban fungs:

A, penyusunan program kerja di bidang bela nepara,
pengembangan karakter kebangsaan, pembauran
kebanpsaan, bhineka tunggal ika, dan aesjarah
kehangaaan i Daerah;

Ir.  peramusan kebyakan  teknes G badeng Iela
negatra, pengembangan karakter kebangraan,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika. dan
sejarah kebangsagzn di Daevah;

.  pelaksanaan kebijakan di bidang bela nepara,
pengembangan karakter kebangsasn, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan scjarab
kebangsaan di Laerah;

d. peclaksanaan keordinasi di bidang twla ncgara,
pengembangan karakter kebangsasn, pembauran
kebangszan. bhineka tunggal ika, dan sejarah
kebangszan di Diaerah;

2. pelaksanaan moenitaring, evaluasi, dan pelaporan
di Bidang belz negara, pengembanpan karalter
kehangaaan, pembauran kehangsasn, hhineka
lungeal ika, dan sejarah kehangsaan di Daerah,
dat

f. pelaksanaan (unpsi lain yang dilerikan  oleh
atasan sesual dengan tugas Badan.

Pazal 284

Bidang Ketahanan Elonomi, Sosial, Budaya, Agama,
dan Organizasi Kemasyvarakatan mempunyai tupas
membantu =ebagian tugas kepala badan dalam
petmnbinazn bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fagilitagi pencegahan penvalabhgunaan narkotika,
fasilitagl Kerukunaty umar beragama dan penghavat
kepercavaan serta pendaftaran organisasi masyarakat,
pemberdayaan organisasi masvarakat, evaluas: dan
mehag sengketa organisas masvarakat, pengawasan
mgatigam  mosyarakal den orgamgass  masyarakat
aring di Daerah.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Bosial, Budaya, Agamsa,
dun Organizasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan
tupgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
menyelenggambkan fungs, meliputa:

A, PETYUSUNAL...
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peyusunan program kerja di bidang ketahanan
ckonomi, sosial, budaya, fasihtasi pencegahan
penyvalahgunaan nurkalika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran nrgANifasi kemasyvarakatan,
pemberdayaan nrganisasi kemasyarakatan,
evaluasi dan  mediasl  sengketa  organisasi
kemasyarakatan, PETIRA WESAT organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyvaraltatan
asing di Daerah;

perumusan kebjjakan tekmiz di adang ketahanan
ekonomi, sosial, budayas, fasilitasi pencegahan
penyalahpunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat herpgama dan penghayat kepercayaan serta
pendallaran organisasi kemasyarakatan,
pemmberdayaan organisasi masyarakat, evaluyasi
flan medias sengketa organisasi kemasyarakatan,
peTgawasan Oorgamnisasi  Kemasyaraleatan  dan
prganizasi kemasgyarakatan asing di Dasrah,
pelaksanaan  kKebijakan i bhidang ketahanan
ckonomi, sosial, budaya, fesilitam peneegahan
penvialahgunaan narkotika, fagilitast kerukoanan
umat berapama dan penghavat kepercayasan serts
pendaftaran organisasi kemasyvarakatan,
pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan,
evaluasi dan mediasi senpketa orgamsasi
kemasyvarakatan, pPENgAWARAT Organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan
asing di Daerah;

pelaksanaan koordinasi di bidang  kelahanan
ekonomi, sosial, budaya, [lazilitasi  pencegahan
penyilabpgunaan narkobiks, fasilitasi kerukunan
umal etragama dan penghayal kepeércayann et
pendaftaran DIEATSAST ketnasyarakatan,
peimberdayaan organisast masyarakat, evaluasi
dan mediasi sengketa organisas kermasvarakatan,
PCOEawasan  organisasi  kemasyarakatan dan
oTganisasi kemasyarakatan asing di Daerak,
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaparan
di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budava,
fasilita=i pencegahan penyalahpgunasn narkotika,
fasilitazi keruokunen umat beragama fdan
penghayat  kepercayaan  serta  pendaftaran
Ccrganisasi masvaralal, pemberdavaan organisasi
kemagyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa
Dl EA TN kemavvarakatan, Pellgawasar
ergatiaasl  kemasyargkatan  dan organisasi
kemasyarakatan asing di Dasrah; dan
pelakeanaan fungsi lain yang diberikan oleh
afagan seaua denpan tugas Badan.

Pazal 285
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Pasal 285
Bidang Politik dan Kewsspadaan Nasional mempunyai
tugas membantu sehagian lugas kepala badan dalam
bidang pendidikan pofitik, etika bodaya politik,
peningkatan  demokrasi,  fazililasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politk,
pemilihan umum/ pemilihan umum Wall Kota,
pemantauan =ituasi  politk, kewaspadaan ding,
kerjasama intelijen, pemantavan orang asing, teinaga
kerja asming dan Lembaga asing, fasilitas1 kelembagaan

bidang kewaspadaan, serta penanganan konilik di

Caeral.

Bidang Folitik dan Kewaspadaan WNasional dalam

melaksanalkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

{1], menvelenggaraken fungst, meliputi:

4. penyusunan progratn ketja di bidang pendidikan
politilk, <bka budaya politilk, peningkatan
dernoboas, fasilitast kelembagasan pemenntahan,
perwakilpn den partan politik, pemilthan umum/f
permibbhan umum Wabh Kota, permanialan sitiasi
politike, kewaspadaan dini, kegasama intehjen,
PHTIETIEAGEN CTATLE A8INg, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, fasilitazi kelembagaan bidang
kewaspadearn, =aema penanganan bonflik  di
Daerah;

k. perumusan kebijakan teknis di hidang pendidikan
politik, edka budaya politik, peningkatan
dempkrasi, fasililasi kelembagaan pemeriniahan,
perwakilan dan partal politik, pemiliban gmgmf
pemiliban umum Wali Kota, pemantauan situasi
politik,  kewaspadaan dini, kergusama intelijen,
AN Lawan omEng Ang. enaga hega asing dan
Lembaga asing, fasilitas kelembagaan bidang
kewaapadsan, serta penanganan konfhik  di
Dacrah;

¢. pelaksanaan kebyakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitast kelembagaan pemenntahban,
perwakilan dan partai politik, pemilihan ummim)f
pemilihan umum Wali Kota, pemantalan situas
politik, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga ketja asing dan
Lembaga asging. fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta petanganan  konflik  di
Lxaerah:

d. pelaksanaan,,,
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pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan
politik, etika Thudaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagasn pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umuom/
pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi
poliflt, kewaspadaan dini, kerjazama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga Keja asing dan
lembaga asing, fasilitasl kelembagaan bidang
kewaspadean, serta  penanganan konflik s
Daerah;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pendidikan politk, etika budayva politik,
peningkatan  demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pomerintahan, perwakilan dan  partal pelitik,
pemilihan amumy/ petmilinan umum kepala
Lwacrah, pemantawan aituagi palitik,
kewaspadaat dini, kerjasama intelijen,
pemantausan orang AsSInE, tenega kega asing Jan
Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan Didang
kewaspadaan, sertn penanganan  konflik i
Daerah; dan

peloksanaan funpsi lain vang diberkan  ol=h
atasan sesuai dengan tupgas Badan.

BAB XXX
KECAMATAN

Pagat Kesalu
Kedudukan

Pagal 286

Fecamatan merupakan  Perangkat Dacrah  yang
berkedudukan scharaa koordinator penyelengparaan
pernerintahan wilayah kecamatan.

Eecamatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin olch Camat vang berkedudukan di bewah
dan bertangpung jawab kepada Wali Kota melalui
Selkretanis Daerah.

Bagian Kedug

Susunan Organisasi

Pasal 287

Susunan organispsi Kecamatan Tipe A terdind atas:

a.
b.

&

Camat:
Sekretans Kecamatan, membawalh ;
1. BulyBagian Kepegawaian dan Umum; dan
2. 3ub Bagian Perencanaan Program  dan
Keoangan,
Sekai Pemerintahan;
Sk Pemberdayaan Masyaralal dan
Fesejiahteraan Sosial;
Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum;
Seksl RRkonom) dan Pembangunan;
g Sekss ..
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g.  S5eksi Pelayanan Umum; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Jusunan organisasi Kecamatan Tipe B, terdin atas:
2. Camat;
. Hekretaris Hecamatan, membawahi
1. Sub Bagian Kepepgawgian dan Umum; dan
2. Sub Bapian Perencanaan  Program  dun
Kenangan.
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Keterbban
Lhmum,
d.  Seks Pemberdayaan Masvarakal dan
Hemsjahiaraan Sosial;
. SBeksi Ekonomi dan Pembangunan;
i Seksi Pelayanan Umum; dan
g Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur  orgamsas Kecamatan sebagaimana
dimakzud pada avat |1) dan ayat {2|, tercantum dalam
Lampiran XXXl dan lamparan  XXXI[  yang
merupakan bagian tildak terpisahlan dan Peraturan
Wall Kota i,

Bagizn Ketiga
Tupas dan Fungsi

Pasal 2RE

Camat mempunval tugas, meliputs:

A. menyelenggaraan urusan pemncrintahan umam;

B,  mengoordinasilkan kegiztan pemberdayaan
masyarakart,

¢, mengeordinasikan Upava penvelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban ymum,

d. mengoordinasikan penerapan dan  penegakan
Peraturan Daerab dan Peraturan Wali Kotg,

e, mengoordinagikan pemeliharaan prazarana dan
SHTANH prlayanan wmum,

. mengooriinasikan penvelrnpparasn kepatan
pemenntahan vang dilakukan coleh Perangkat
Daerah di Kecamatan;

E. membinga dan mengawasl penyelenggaraan
kegatan Kelurahan;

h. melaksanakan urusan  pemenntahan vang
menjadi kewenangan Daerah yang tdak
dilaksanzkan oleh Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan:

i. melaksanakan tugas lain  sesuyal  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

J. melaksanekan pelimpahan sebagian Kewenangan

Walr Kata untuk melaksanakan sehapian urusan
pemerittabian vang meryadi kéwenangan Daerah.
Camel  dalamm  melaksanaksn  tugas  scbagaimena
dimalsud pada ayat [1], menyelenggarmkan fungsi:
a. penyeletgparaan  wnusan  pemerintaban umum,
Camat manyelenggarakan fungsi;

l. penyiapan...
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1. penyiapan penyvelen ggaraan pembinaan
wawasan kebangsaan dan ketabanan
nazignal dalam  mnghs  memanlapkan
pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Mepara Hepublik Indonesia
Tahurt 1945, pelestarian Bhincka Tunggal
ikz =serta pertahanan dan  pemeliharaan
keutuhan  Hegara  Kesatuan  Republik
Indonesia i (ingkal Kecamatan;

2. peoyispan  penvelengegaraan pembinasn
persatuan dan kezatusan bangsa di Hnglat
Kecamatan;

4.  ponyiapan penyclengearaan pembinaan
kerukunan antar suku dan umat beragama,
rag, dan golongan lainnya puna mewujudkan
atabilitazs kemanan lokal, regional, dan
nasional di tingkat Kecamatan;

4. pEWIApan  pEnycelenggargan | pPeEnanganarn
kenflik sosial sesual ketenfuan peraniran
perundang-undangan ditingkat Kecamatan,

2. THTIVIHpHN penyelenggataan beoordinp g
Pelaksanaan higas anlar INH1ATIS
pemerintszhan yvang adwe h [Dasrah Palu
untuk menyelesailkan permmasadahan yang
timbul di tngksat Kecamatan dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak azsazl
manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi sera
keanekaragaman [Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. penviapan penyelenggarnan pengembangan
kehidupan demokrasi berdasarkan Fancesila
di tinghkat Kecamatan,; dan

T, pemviapatl | peovelengpataan pelaksanaan
acmua Urusean Pemenotahan yang bukan
merupakan kewenangan Daersbh dan Gdsk
dilakszanakon vleh Tmstanws Verbileal pada
tingkat Kecamatan,

mengoordinasikan kematan pemberdayaan

masyarakat, Camat menyelenpgearakan fungsi:

1. penyiapan babhan dalam rangka mendorong
pariisipasi masvarakat uwntuk ikut seria
dalam perencanaan pembangunan lingkup
kecamatan dalam  forum  musvawarah
perepicatiaan  pembangunan di Kelurmhan
dan Kecarnatan;

2. penviapan  pelaksanaan  pembinasn  dan
penpawasan torhadap kesclurvhan unit kesja
bailk pemerintah maupun swasta yang
mempunyval  program  kergja dan  kegstan
pemberdayzan masyarakat di wilavah kerja
Kecamatan;

4. peoyiapan...
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3. penyiapan pelaksanaan cvaiuasi terhadap

berhapui kegiatan pemberdayaan masvambat
wilayah Kecamatan baik vang dilakukan vleh
unit kerja pemerintah maypun swasta;

4.  melakukan tugas lain di bidang

pcmberdayaan masvarakat =zesual dengan
peraturan perundang-undangan, dan

5. pcnyiapan penyampaian laporan
pelakzanaan tugas prmberdayaan
masyarakat di wilayah kermun Kecamalan
kepada Wali Kpta dengan termbusan kepada
Perangkat Daerah yang membidang urusan
pemberdavraan masyarakat.

meT goord inasiloan Upaya penyelenggarasn

kelenteraman  dan kerertiban  omum, Camat

meLye lenpgaralean Aingsi:

1, penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan
Kepolizian Negara Eepublik  Indonssia
danfatau Tentara Nazsional Indonesia
men genai ProfTam dam keamatan
penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum wilayah Kecamatan;

2. penyiapan pelaksansan kpordinasi demgan
pemuka agama yvang berada di wilayah kerja
Kecamatan itk mewljudkan
ketenteramant  dan keterziban gmum
masyarakat wilayah Kecamatan, dan

4. melaporkan pelakaanaan pembanaan
keteniraman  dan  ketertiban kepepda Wali
Kita,

mengoordinasikan  penerapan dan  penegakan

Feraturan LUaerah dan FPeraturan Wali Kota,

Camat menyelenpgarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan
Perangkat Daerah yang tugas dan lungsinya
di bidang penerapan peraturan perundang-
undangan;

2. penviapan pelaksanaan koordinasi dengan
Perangkat Daerah vang tugas dan fungsimya
di hidang pencegakian peotaturan perundang-
undangan danfatau  Kepolisian MNegara
Republik lodenesia; dan

4. melaporkan peolaksanaan  penerapan  dan
penegakan peraturan perundang-undatigan
wilayah Kecamaran keparda Wali Kota.

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

sarana pelaranan winitm, Carnak
menyelengearakan fungsi ¢

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan
FPerangkat Daerrah danfatau instansi vertikal
yang lugas «dan Jungsinys di  bidang
pemeliharaan  prazarana dan fasilitas
pelavanan vmum,

2. peEnyiapan...
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? penviapan pelakasnaan koordinasi dengan
pihak swasta dadatn pelaksanaan
pemeliharaan  prasarana dan  fasilitas
pelayanan umum; dan

3. melaporkan pelakzanasan  peraelinaraan
prasarana dan fasilitas peluyanst uamum
wilgyah Kecamatan kepada Wah Kota,

mengoordinasikan — penyelenggaraan  kegiatan

pemmerintehan vane dilakukan oleh Peranglat

Daerah di Kecamaten, Camat menyelenggarakan

fungai:

1. penyiapan pelaksanaan koordinaai dengan
Perangkat Dacrah dan nstansi vertikal di
bidang penyelengparaan kepmatan
pemerintahan,

2. penyiapan pelaksanaan  keordinasi  dan
sinkronisesi perencanann dengan Perangkat
Daergh  dan instansi wvertikal di  hidang
penyelenggataan kegiatan pemerintahan;

3. penyiapat pelaksanaan evaluasi
penyelengparaan kegintan pemeriniaban i
tingkat Kecamatan; dan

4. melaporksan PETIY el e NIERET AT kepratan
pemerintahan o ongkat Kecamatan kepadaz
Wali kota.

membina den  mengawasi  penyelenggaraan

kematan Kelurahan, Camat menvelengparakan

fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan pembinean  dan
pengawasan tertib administrasi Kelurahan;

2. penviapan pelaksanaan bimbingan,

SLpeIrvisi, [asilitasi, dan konsultas

pelakaataat adtministasi Kelurahan;

penyiapan  pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan terhadap Lurah;

4. penyiapan  pelaksansan pembinaan dan
pengavwasan terhadap perangkat Keluraharn,

2, penylapan pelaksanaan evaluasi
penvelenggaraan pemerntahan Kelurahan di
tingkat Kecamatan, dan

B, melaporkan pelaksanaan pemhinaan  dan
pengawasan penvelenggaraan pemenntahan
Kelurahan di tingkat Kecamgatan kepada
Walt Kota.

melaksanakan urusan  pemerintahan  yang

menjadi kewenangan Daerah yang tidak

dilaksanakan olch Perangkat Daerah vang ada di

Kecamatan, Camat menyclenggarakan fungsi

g

1. penyiapan...
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1. penyiapan pelaksanaan kourdinasi dengan
Perangkar Daerah dan/atau inswansi vertikal
vang melaksanakan urusan pemennlahan
vang menjadi kewenangan Daermb  yang
tidak difalksanakan oleh Orrpamniensl
Perangkat Daerabh vang ada di Kecamatan,
dan

2. meclaporkan  hasil  pelaksanaan urusan
pemenintahan vang merjadi  kewenangan
Dimerah vang tidak dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang ada h Eecamalan
kepada Wali Kota,

i. melakzanalman tugas lam sesusl denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Camat menyelenggarakan fungsi:

1. penviapan pelaksanaan koordinasi dengan
Perangkat Daerah danfatan instansi vertikal
dalam hal pelaksanaan tagas lain sesuai
dengan  ketenluafl peraluran  petundang-
undlangan;dan

2, melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain
araual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan kepada Wali Kota.

j- melaksanakan pelimpahan sebagan kewenangan

Wali Kota uniuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
camat menyelenggarakan {unpgsi:

1. penviapan pelakzanaan pelimpahan sebagian
kewenangan Wali Kota untyk melaksanakarn
achagian urisan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daersh BESUE] dengan
Peraturan Wali Kota; dan

2. meflaporkan hasil pelakzsnsan pelimpahan
sebagian  kewenangan  Wal Kola  untuk
metaksanaksan sebagian urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan Daerah kepada
Wali Kota.

I"azal 28G

Sckretzns Camat menvpunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Camat di bidang keselretariatan vang
mencakup ursan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan,  Lkeuangan, program,  porpustakasan,
kearsipan, layarian administcasi  smom, a3set,
pembinaan apavatur, PERgRWASAn aparatur,
pembinaan dan penpembangan organizasi, pembinaan
serta melakapnakan lasilitas] produk  hukum,
PEMRAWIRAN.

Sekrelars Camat dalam melaksanakan tugas
sehapnirnans dimaksud pada ayat (1],
nienyelenggarmkan fungsi, melipup:

a. penviapat...
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2. penyviapan bahan perumusan  rencana  kerja
peneeiolaan kepegawaian dan umum, keuanpgan
dan aset, serta perencanaan dan program,

b, penyiapan bahan pengooTdinagian dan
pengelolaan kepegawaian dan umum, keuyangan
dun asel, serta peretlicanaan dan program;

c. penyinpan bahan pembinasn teknis operasional,
peloyanan adtninistrasi, keuangan, aset,
kepegawaian, rumah tanggs dan umum;

d. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauar
penyelenggarasan  pongelolagn  keuatgan, sset,
kepegawaian, rumah tangga dan umum,

e. pengoordinasian lasilitssl pelakaanaan kegiatan
reformesl birokrasi, inovasi, sistem peopendalian
mternal pemerintah, ZOTIA integrilas,
ketatalaksanaan dan budaya ASN kecamatan;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan

g pelaksanaan fyngsi lain yang diberikan  cleh
pirmpinan seasual dengan tugas dan ungzinyva.

Pazal 201

Sub Baman HKepepawaiin dan Umum  memmpunyvai

tugas, meliput:

a. melaksanakin penyusunan rencana  program
dan kegiatan Sub Bagian RKepegawaian dan
Urnum;

b. melaksanakan surat menyurat dokomentasi dan
kearsipan;

c. melaksanakan penyusunan kebutuhan =arana
dan prasarang kanior serta wrusan rumah
tangga., perlenghapan, kehersihan, keamanan,
dan ketertiban kantor,

d.  melaksanakan ey sU Dk bahan
kelatalabaanasn tugas dimas,

e, melakzanakan urusan administmsl kepegawaian
berkengan dengan informasi kepepsowsusn,
kenaikan pangkal, gaj lerkala, pensian, kartu
pegawal, kartu istmi/ kartu suami, tabungan dan
asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan
kessjahteraan pegawal, pendidikan  pelatihan,
dan zjian dinas;

I melaksanakan pelayanan keprotokeolan dan
penvelengpgaraan rapat dinas,

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinera
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan clch
dtazan.

Sub Bagian Perenceragn Program dan Keuangan

mempunyal Tuges, melipiiii

a  melaksanaksn penyuswnan rencana  program
dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program
dan Keuangan;

b, meclaksanakan. ..
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. melaksanakan penviapan bahan  koordinasi
peoyusunan laperan kinea;

. mrelaksanakan penyiapan baban  pengawasan,
penpendalian, dan evaluasi pelaksanasn [Ugas;

d. melaksanakan pengelalaan administrasi
perjialanan dinas,

=, tmelasksanakan verifikasi, akiians,
penatausahaan, pembukuan keuangan

perbendabaraan, pelaporan keuangsn,  dan
penviapan | bahan  tanggapan | pemenksaarn
pembuaten daftur gaji serta tambahan
penghasilan;

f. melaksanakan penyiapa bahan
pertangeunejawabian keuangan;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaperan kinerja
Hub Bapian Ferencanasn Program dan Keuatgan;
dan

h. melaksanakan tupgas lamn yang dibemkan oleh
atasan.

Pasal 201
Seks1 Pemerintahan mempunyal tugas melakeanakan
sebapgian igas Camai di bidang pemenntahan yang
mencakup Lt San administrasi Kelurahan,
kelembagaan maesvarakat, pertanahan, komunikasi,
informatikg, staristik, perzandian, penelitian dan
pengembangan.
Lraien tugas Seksi Pemerintahan sehagaimana
dimalksud pada ayat (1] metiputi:
a, meloksanakan penoyusunan mencana PrORTET
dan kepratan Selul Prrnerintahan;
b, melsksanaksn penyusunan data dan bahan
tnacerl di bideng peinermlaha;
e, melaksanakan pembinaan lembage masvarakat di
Kecamatan dan Kelurahan;
d. rmelaksanakan penyiapan bahan dalam rangka
membantu Camat melakukan pembinaan dan

PEEAWARAT] penvelengparaan administrasi
Kelurahan:

., melaksanakan fasilitasi dan  koordinasi
penyelenggaraan kegiatan di bidang

pemenntahan yang dilabukan Perangkat Dacrah
dan fatay instansi vertikal di Kecamatan;

£ melaksanakan urusan di bidang pemerntahan
yang menjadi kewenanpan Daergh yangp tidak
dilakzanakan oleh Perangkat Deecrah vang ada di
Kecamatan,;

g. melaksanakan pelimpahan kewenangan Wali Eora
lepada Camat untuk menangani sebagian urusan
admmigiras Kelurahsan, pertanahan, komunikasi
tan informatka;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Selks Pemenintahan; dan

L mrlakzanakan_ ..
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i. melaksanakan tugas lain diberikan oleh Camat
ses1lar tuges dan fungsinye.,

Pasal 292

Selkxi Pemberdayaan Mozvarakat dan Kesejahteroan
Somal mempuoyal tugas melaksanakan sebaman
tugas Camet di bidang pemberdayaan masyaraksat dan
kesejahteraan sosial  wang  mencakup  urusan
pemberdayaan masvarakat Kelurahan, pendidikan,
kebudeyaan, pariwisata, kepemudaan dan colahraga,
kezehatan, =sosial, pemberdayaan  perempuan  dan
periindungan  anak, pengendalian penduoduk  dan
keluarga  berencana, agama, keberathan  dan
leindahan lingkungan,

Uraian tugas 3cksi Pemberdavaan Masvaralkat dan

Kegejahteraan Somal scbagatnana ditnaksud peda

vk (1], moeliputi:

a. melaksanakan penyusunan rencana pPrOgTan
dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial;

b. melaksanakan penyusunan data dan bahan
materi di bidang pemberdayzan masyarsekat dan
kesrjahteraan sostal;

c. melaksanakan lasilitasi dan koordinasi kepiatan
pemberdayaan masyarakal wilavah Kecamatan!

d. melaksanakan wruaan di bidang pemberdayaan
masyarakst yang menjadi kewenangan Daerah
vang UOdak dilaksanakan oleh unit | kena
Petangkat Dactah yang eda di Kecamatan,;

c. melaksanakan polimpahan kewenangan Wali Kota
kepads Camat untuk mernangani sebapian urusan
pendicikan dan kebudayaan, kesehatan,
kepemudaan dan  olahraga, =ozial  dan
ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayzan
masyarakat dan kelurahan;

. melakaanakan evaluasi dan pelaperan kinerja
Seksi Fetnberdayann Masrarakal dan
Kesgjahleraan Soaial | dan

. melaksgnakan lugas lain yang diberikan cleh
Coamat sesual tugas dan fungsinya.

Pasal 293

Seksl Ketentraman dan Ketertiban Uhmum mempunyal
tigas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang
ketentraman dan ketertiban yang mencakup urusan
ketentraman, ketertiban wmum dan pelindungan
masvarakat sub urigan beneana dan kebakavan, sl
urusan satuan polisi pamong praja, kesatuan bangsa
dan politile, dan penyelesaian sengketa pertanahan.

(2] Uraian.
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Uraian  tugas Seksi Estentraman dan  Ketertiban
Umum dolam melaksanakan tupas  sebagaimand
dimalesud pada ayat (1], melipat;

a. melaksanakan penyusunan rencana proprim
dan kepiatan Seksi Ketentraman dan Ketertoban
Lhmeimn;

b,  melaksanakan penyusunan data  dan bahan
materi di bidang ketentraman dan ketertiban,

c. melaksanakan urusan pemerintaban umum di
tingkat Kecaratan,

d. wmelakszanakan fasilitasi dan koordinas penerapan
dan penegakan Peraturan Daerall dan Peraturan
Wali Kota;

e. melsksanakan | fasihitas dan  keoordinasi
penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  di
bidang ketentraman dan  keterbban  yang
thilak iikan Perangkat Dacrah denfatau instansi
vertlkal di Kecamatan,

f. melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan
ketertiban yang menjadi kewenangan Daerah
vang tidak dilaksanakan oleh  uwnit kera
Perangkat Daerah vaneg ada di Kecanratan;

g. melaksanakan pelimpahan kewenangan Wali Kota
kepada Camat untuk menangani sshagian yriaan
kegatian bangsa dan politik dan pertanaban;

h. melaksanaken evaluasi dan pelapomn kineda
Kerentratnan dan Ketertiban Umuo; dan

L. melaksanakan  tugas lain yang diberkan ol=h
Camat seeyai tugas dan fungainyva.

Praaat 294
Seksl Elonomi dan 'emnbangunan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tuga®s Camat dr bidang
ekonomi  pembangunan yang mencakup  urusan
perencanaan pembangunan, penanaman  modal,
koperasi, uzaha kecil dan menengah, perindustrian,
perdagangarn, energi Jdan sumber dayaz mineral,
pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman,
pekerjaan umim dan penatean ruang, Hngkungan
hidup, kehutanan, perhubungan, Kawasan Ekonomi
Khusus, pangan, pertanian, kelavtan dan perilanan.
Uranan tugas Secksi Ekonomi dan Pembangunan
sebaganmand dimelksud pada avat (1), meliputi:
a.  melaksanakan penyusunan  rencana  prograrn
dan kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
by, melaksanaksn penyusunan data dan  bahan
materi di bidang ekonomi pembangunan;
.  melaksanakan [asilitasi dan koordinasi kegiatan
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
ummum wilayah Kecamatan;

d. melak=zanakan. . .
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d- melaksanskan lasilitas dan koordinas
pernyelenpgaraan keglaten  pemerntahan di
bidang ekonomi pembanpunan yvang dilakukan
satuan kerja Perangkat Dacrah dan/atau instansi
vertikal di Kecamaran:

. melaksanakan wurusan di bidang ekonomi
pembangunan yang menjadi kewenangan Daerab
vang tidak dilaksanakan aleh unil  kera
Perangkat Dacrah vang ada di Kecamatarn;

f. melaksanakan pelimpahan kewenangan Wali Kota
kepada Camal untuk menangani sebapan urusan
perencanasn pembangunan, lingkungan hidup,
pekerjaan umum, penataan ang dan
perumahan, koperasi dan  wsaha kecil dan
menetigah, ketabanan pangan dan penyuluhan,
pethubunean, kelautan, perikanan, pertanian
dan kehutanan, energ dan sumber daya mineral,
industr dan perdapangan,

g  melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Heksi Ekonomi dan Pembangunan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Carmat sesum tupgas dan fungsinya.

Fasal 295

Seksi Pelavanean Umum  mempunyai tugas

melakzanakan sebaginn tugas Camal di  bidang

pelavanan yang  mencakup urusan pelavatan
adminigtrasi  kependildukan dan  pencalatan  sipl,
pelayanan  data dan organisssi masyarakat

Kecamatan, pelavansan admiopsbras umom [minnyva

dan peiizinan.

Uraian tugas Seksi Pelavansen Umum sebapaimana

dimalsud pada avat (1), meliput:

4. rmelaksanakan penyusunan rendana program
dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum,

b, mclaksanakan pclavanan admimistras
kependudukan dan pencatatan sipil;

o, melaksanakan pelayanan admnistrasi umum
lainnya dan perizinan sesuai kewenangan;

d. melaksanakan pelayanan data dan organisasi
masyvarakat kecamatan;

e. melaksanalan laailitasi dan koordinasi
peryelengearasn  kegiatan  pemerintahan  di
bidang pelayanan yang dilakukan Peranglat
Laerah dan/ataw inatansi vertikal di Kecamatan,

f. melaksantakan pelimpahan kewenangan Wali Kola
Eepada Carmsal untuk menangani sebagian urussn
kependudunkan dan pencatatat sipil,

g melakzanakan evajussl dan pelaporan kinena
Fekoi Ekomorm dan Pembangunan; dan

h. tmelaksanakan tugas leun yang dibenkan oleh
Camat sesual tupgas dan fungsi.

Nagan,..
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Dapian Kedug
Kecamatan Tipe B

Pasal 296

Ketentuan mengenai tigas dan fungst sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal
2491, I'asal 292, dan Pasal 293 berlaku secarm mutabs

mutandiz terhadap tugas dan fungsi pada Kecamatan Tipe

B.

(L]

(%)

Pazgal J97

Selisi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

mempunya  tgas  nclaksanaksan sebagian  tagas

Camsat d bidang pemenntahan, ketentrarman dan

ketertiban  yang mencakiup urdsan admainstras

kelurahan, kelembagaan masyarakat, pertanahan,
komunikas), nformabka, stabsbk, persandian,
penelitian dan pengembangan.

Ihaian tugas Seksi Pemerintahan, Ketemtraman dan

Ketertiben sebapaimana dunaksud pada ayat (1),

meliputi;

2. melaksanakan penyusun&an Tencatna [IOEram
dan kegatan Seksi Pemerintahan Ketentraman
dan Keterriban:

b, melaksanakan pembinaan lembaga masyarakat di
Kecomatan dan Kelurahian,

.  melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka
membantl Carpat melakukan pembinaan dan
PENEawasSan Py Elen #pa taan administrasi
Kelummhan, ketentraman dan keteriban;

d.  thelaksanakan  {asilitasi dan koordinasi
penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di
mdang pemerintahan yang dilakukan Perangkat
Daerah dan fatau instansi vertikal di Kecamatat:

c. melaksanakan uruszan di bkideng pemerintahan
yang menjadi kewenanpgan Daeralh yang tidak
dilaksanakan nleh unit kerja Perangkal Thaerah
yang ada di Kecamaran,

. inelaksanaken pelimpahan kewenangan Wali Kota
leepada Camat untuk menangani achagan urusan
administragi kelurahan, pertanghan, komunikam
dan informatika;

g melaksanakan evaluasi dan pelaporan ldnerma
Schsi Pemenntahan, Ketentraman dan Ketertiban;
dan

h. melakzanakan tugas lain yang diberikan oleh
Camat sesual tupgas dan fungsinya.

BAE XXXV
KELURAHAN

Bagian Keaaru
Kedudukan

Fasal 298 .
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Pasal 298
Kelurahan merupakean Perungkat Kecamatan yang
dibentuk untuk membantu  atau  melaksanakan
aebagian tugas camat.
Belurahan schagaimana dimakeud pada ayar (1]
dipimpity aleh Turah vang berkedudukan di bawah dan
Levlatggung jawab kepada Camat,

Bagian Kedua
Susunan Organisast

Fasal 2949
Susunan organisasi Kelurahan terdini atas -
a. Lural;
b, Sekretaris Kelurahan;
c.  Seksi Pemerintahan, Kelenlraman, dan Keleriiban
Umum.
d. Sehsi Pemberdayaan Masyarakat dan
Kegejahteraan Sosial;
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
I Kelpmpok Jabatat Fungsional.
atrkiur aorganisasm Kelurahan sebagaimana dimaldsud
pada avat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV vang
merupakan baman tidak ferpisahkan dar Peraturan
Wali Kota i,

Bamian Ketiey
Tugas dan Fungsi

Paszal 300

Lurah mempunyal tugas membantu Camat dalam:
melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan,
melakukan pemiwrdayaan masyarakat;
melaksanakan pelayanan masyarakat;
memelinara ketenteraman dan ketertiban wmym:
memelibara pragarana dan fasilitas pelayvanan
LA LT,
melaksanakan tugas lain yang diberikan qleh
Camat; dan
2, melaksanakan tagas  lain sesud dengan

ketentuan prraturan perundang-undangan,
Uraian tupas Lurah =ebapimana dimaksud pads avat
(1], melipur-
A, melakusanakan kepiatan pemerintahan Kelurahan,

Lurah mermlila tugas:

l. menyusun Tencana kegiatan pemerincahan
Kelurahan:

2. melaksanakan koordinasi dengan Peranglkat
Daerah danjfatau  instansi vertikal yang
berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dj
Helurahan;

3. melaksanakan  kegiatan pemerintahan
Eelurahan;

TR OR

L
'

1. melakikan. ..
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4. mclakukan evaluasl terdahap pelaksanaan
kegiatan pemerintahan Kelurahan; dan

5. metaporkan hasil evaluasi kepada Camat.

melakukan pemberdayaun masyarakat, Lurah

memiliki tugas:

1. melaksanaksan DIGREIaIm pemberdayaan
masvarakat vang dilakuksn olch Perangkat
Papralh atau pihak swasta di wilavah
Kelurahan,

2. melakukan evaluasi terhadap pelakzanaan
pmgram  pemberdayaan masyarakat yanhg
dilakukan wolesh  Perangkat Daesrah atauw
pihak swarla di wilayah Kelurahan; dan

3. melapurkan hasil pelaksansan dan evaluasi
program pemberdayaan yang dilakukan oleh
Peranpkat Daerah ataut pihak swasta kepadsa
Camat.

melaksanakan pelayanan masvarakat. larmah

memiliki tugas:

1. mclakukan inventansayl pelayanan  yang
menjadi kewenangan Lurah;

2. menyvusun rencana pelak=anaan pelayanan
magyarakat di Kelurahan;

3. mrlalisanaknn pelayanan kepada
masyarakat di Kelurahan sesuai dengan
kewenangan Lurah; dan

4. melaporkan  hasil  pelayanan  kepada
maayarakat leepada Camal,

metnehhars ketenteraman dan kelertan gmum,

Tarrab mieenilika fugas:

1. melakukan keordinasi dengan  Kepolisian
Megara Hepublik Indonesia dan fatau Tenlara
Nasiomal Indonesia o eingkat Kelurahan
MengenAl PrOEIAm dan keepiatan
penvelenggaraan ketentraman dan ketertiban
urnum di wilayah Kelurahan;

2. melakukan  koordinasi dengan  tokoh
masyarakat dan lembags kemasyarakatan
yvang ada di wilayakhk HKelurahan wunruk
mewujudken ketentraman dan  ketertiban
nrnum di wilayah Kelurahan, dan

3. melaporken  hasil  pelaksanaan program
ketentraman dan ketertiban uamum kepada
Camat,

memeliharg prasarana dan [asilitas pelayzman

umum, Lumb memihla tugas;

1. melakyksn  myentansasi prasarana  dan
fagilitay pelayanan umum yang ada  di
wilayah Kelurahan;

2. melakukan. ..
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2. melakukan Koordinasi dengan  Peranpgkat
Daerah dan/atau  instansi  vertikal yang
tupas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
prazarana dan fasihtas pelayariat wmum,

3. melaksanakan pemelihamsn prasarana dan
fagilitas pelayanan uwmum sesuxl dengan
hewenangan yvang dirmtlika cleh Lurah; dan

4. melaporkan bhasil keoordinasi dan  hasil
pelakzanaan pemelibharasn prasam@na dan
fnsilitas pelayanan umum kepada Camat.

Pasal 301

Sekrelarts Lurah mempunyal tugas melaksanakan

selagian (uges Lurah i bidang kesekretariatan yang

rmencakup  urusan  kepegawadan, pendidikan dan
pelatihan, keuangan, prograrm, porpustakaan,

Kearsipan, layanan admimsttas: umuin, peimbinaan

aparatur, pengawasan aparatur, pembinesn dan

pengembangan organisasi, pembinaan, melaksanakan

Masilitasi produk hukum, dan pengawasan.

Uraian tugas Sckretaris Lurzh sebagaimana dimaksud

pada ayat {1], meliputi:

. melgksanakan penyusSUnan rencana pProgram
dan kegiatan Kelurahan,

b, melgksanakan keordinas perimusan  rencans
kerja, penpelolaan allministras keuangan, asct,
kepegawaian dan umum;

. melaksanakan pembinaan  teknie  operazional

pelayanan administrasi keuangan, aset,
kepegawaian, rumah tanges dan umum;

d. roclaksanakan pelayanan ad ministrasi
keeekretariatan Kelurahan:

¢. melaksanakan pelayanan adniniatasi

kepegawaian Kelurahan;

. melakzanakan koordinasi penvusunan  kinega
Kelurahen;

B.  melaksanakan koordingsi penyelenggaraan tugas
Sekgi:

h. melaksanakan cvaluasi dan pelaporan kinetja
lezekretariatan dan Kelurshan; dan

i melaksanakan tugas lwin yang diberikan oleh
larah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 302...
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Pasal 30r!

Scksi Pemerintahan, Hetentraman, dan  Ketertiban
Umum mempunyal tugas melaksanakan sehagian
tupas Camat di bidang pemerntzhan, ketenicaman
dan ketertuban umum yang mencakop Urlaam
ketenteraman, ketertibmn umum dan pelinduthigan
masyarakat sub urnzan bencanz den kebakaran, sub
uiukan SHatuan Polisi Pamong Praja, adminietrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, Kesatuan Bangsa
dan Politik, komunikasi. informatika, statistik,
persandian, penelitian dan  pengembnagan, dan
pertaatan,

Uraian tugas Secksi Pemerintahan, Ketentraman, dan

Retertiban Umum sebagairmana dimaksud pada ayvat

(§), meliputi:

. mclaksanakan penyusunan rcncana  program
dan kematan Seksi Pemenntahan, Ketentramen,
dan Ketertiban Umum;

b,  melaksanakan penyusunan data di  bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban
WU,

c. melaksanakan pembinaan lemhaga magvarakud di
Kelurahan,

d.  melaksanakan penyelenggaraan pemerinlahan
Kelurahan di bidang pemerintaban, ketsantraman
dan Ketertiban umum,

e, tnelaksanakaen pelavanan masyarakat di bidang
admimstrast kependudukan dan pencatatan sipil
serta administrast pertanahan;

{  mclaksanakan ketenteraman dan  ketertiban
Wumum;

. melakzanalan evaluasi dan pelaporan kinesa
Sek=i Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
Umum; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Lurah sesnai dengan (ugay dan fungsinya.

Pasal 303
Seksi Pemberdayuun Masyarakat dan Kesejahteraan
Sosial mempunyal tupas melaksanakan sebagian
tugas Lurah di bidang pemberdayaan masyarakat dan
s0&sial  kemasyarakatan yang mencakup  urusen
pemnberdayaan masyarakat keiurahan, perdidikan,
kebudayaan, parwisata, kepermudasn dan olahraga,
kesehatan, =osial, pemberdaysan perempusn dan
perlindungan  anak, pengendalian  penduduk  dan
keluarpa berencana.
Uraian tugis Seksi Pemberdavaan Magyarakat dan
Kesgjahteraan 3S0sis]l sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], melipli:
4. melaksanakan penyusunan Tencars  program
dan lkegiaian Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial;

b. melaksanakan...
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b, melaksanakan  penvusunan  data di bidang
pembardayaan masyarakat dan gosial
kemasyarakabar;

c. melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan
Eelurahan i bidang pemberdayasn masyarakat
dan =zosial kemusyambkatan;

d. melaksanakan pemberdayaan masvarakat i
Kelurahan;

e. wmelaksanakan pelayanan masyarskat di bidang
pemiberdayaan masyarakat dan sosial
leemasyarakatan,

£ melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja
Selesi Pemberdayaan Measgyarakat dan
Kesejahteraan Sosial; dan

g  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Lurah sequal dengan (gas dan Tungsinya.

Pasal 204
Selesl Ehonorm dan Pembangunan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas lurah di bidang
permbanpgunan, perekonomian dan lingkungan hidup
yarg mencakup Urusan pererncanaan pembangunat,
pcnanaman modal dan perizinan. koperasi, wsaha
kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan,
energi dan sumber daya mineral, pendapalan,
perumehan dan kgwasan permukiman, pekerjaan
umum dan penataan ruang, lingkungan  hidup,
kehutanan, perhubungan, Kawasan — Ekonomi

Khusus, pengan pertanian, serta kelautan dan

perikanat,

Uraian tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan

aelwgaimana dimaksud pada ayac (1], melipudi:

4.  melaksanakan penyusunan Tencane  pProgram
than kegnatan Seksi Ekenomi dan Pembangunan:

b,  melaksanakan penyusunan data  dan bahan
matenn 4di bidang pembangunan, perekonomian
dan lingkungan hidup,

. melaksanakan penvelenggaraan  pemenntahan
Kelurahan di bidang pembangunan,
perekcnomian dan linglungan hidup;

d. melaksanaken pelayaran masyarakat di bidang
pembangunan, perekonomian den  lingkungan
hidup;,

e. melaksunakan pemeltharaan prazarana  dan
lasilitas pelayanan umum di Kelurahan:

f.  melaksanskan evaluasi dan pelaporan  kinerja
Seksi Ekonomi dan Pembangunan: dan

g  melaitsanakan tugas lain yang diberikan oleh
Lurah sesuai denpgan togas dan fungsinysa.

BAB XXXV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 305 .
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Pasal 305

{1} Kelompok Jabatan Fungsional Perangkat Daerah
terditi dam jenis Jabalan Fungsional vang sesual
dengan bidang keahlian dan keierampilan.

(2] Jenjang dan jumizh Kelompok Jabatzn Fungsional
Pecanpkal Dasrah  ditetapkan  berdasarkan  hasil
analisis jabatan dan andlisis leban ketja.

(Y Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi
dan tugas pelavanan fungsional berdasarkan keahlian
dan keterampilan tertentu.

BAB XKXVI
TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 3006
Tata Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengsn
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, =sinkronisasi,
dan simplikasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah,
dengan ’erangkat Daerah/unit kerja lain, maupun dengan
instanal di lnar Pemerintah Dasrah sesizai dengan tagas,

Paaal 307
(1) Seliap ungyr prgenisaysi Perangkat Duerah mempunyal
Fitlcian tuges sestal dengan lugas dan fungst vang
menjadi kewsnangannys.
(2] RinCian luges seliagp unsur organesast Perangkat
Deeralt  scebapgaimana Jdiméksud pada avar (1)
ditetapkan cleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 308

(1] Setap Repala Unit Organisasi bertanggung jawah
memimpin dan mengeordingsikan bawahannya dan
memberikan bimbingan serta petunjulk bagi
pelukpanaan tugas bawahan.

(2] Setinp Hepals Unit Organisasi Perangkat Daerah
berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta
bertanggung Jawah bepada etasatnya,

(3] SBetiap Kepala Uit Crganisasi  Perangkat Daerah
berkewajihan menyampaiken  laporan  pelaksanaan
tugasnya secara lberkala dan tepat waktu kepada
atasannya.

Pagal 309

i1} Perangkat Dacrah dalam melaksanakan mpas dan
fungsi dapat membentuk tim kerga.

{2t Tim kerja schagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
alasg ketus dan anggota.

i3] Ketentuan lebih lanjut  mengenai  mekanizme
pembentukan tim kerja =ebagaimeana dimaksud pada
avat  [1] skan dilak=anakan sesual  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XX XVII
JABATAN PERANGEKAT DAERAH
Pasal 310 .
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I*azal 310
Hekretaris Daerah merupakan jabatan eselon ILa atau
Jahatan Fimpinan Tinggl Pratama.
Sekretaris DPRD,  Inspektur, Asisten  Selretasat
Daerah, Kkepala Dinas, Kepala HBadan, Kepala
Pelaksnna Badan Penangmilangan Bencana Daerah.
dun 3taf Ahli metrupakan jabatan eselon IILh atau
Jabatan Pimpinan Tingg Pratama.
Sekretoris Inapektarat, Inapektur Pembantu,
Sekretaria Thnan, Schretaris Badan, Kepala Bagian,
serta Carnat merupakan Jabatan Strukiural esslon
I.a atav Jabatan Administrator.
Kepala Bidanp pada Dinas dan Badan, Sekretatis
Badan Penanggulangan Bencana Dacrah, serta
Sekrelariz Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan
Struktural ezelon ILb atau Jabatan Adsitistrator.
Eurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dacrzh,
Kepala 3ub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepzala
Sub Bagian pada [nspektorg) Daerab, Kepala Sub
Bagian pada Dinas, Kepala 3ul Bagian pads Badan,
Sekretaria Kecamatan Tipe B, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kelas A, Kepala Unit Pelaksaena Teknis
Badan Kelas A, serta Kepala Seksi pada kecamatan
merupakean jabatan esclon V.a  atauw  Jabatan
Poergawas,
Kepala Wt Pelaksana Teknis Dhnas Kelas B, Kepala
Sub Bagan pada Unit Pelaksana Tekmizs Dinas Kelas A,
Repala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan
helas A, Kepala sub bagian pada Kecamatan,
sekretarns kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan
merupakan jabatan eselon IV.E atan  Jabaran
Fengawas.

BAB XKV
KETENTUIAN PERALIN[AN

Pasal 311

Dalam hal tdak terdapat perobahan nomenklatur
Kepala Peranpkat Daermh dan Kepala Umit Organisasi,
melka  Pejabat  yang telash  didantik sebelum
ditetapkantya Peraturan Wali Kote 1m1 dinvataken
totap sah.

[Dalam hal pengangkatan dan pelanokan Pejabat
Fimpinan Tinggi PPratama, Pejabat Adminisirator
dan/atair Pejahar Pengawazs vyang mengalami
perubahan noemenklaioe belum  dilakukan, jabatan
dan pejabat tetap metaksanakan gas dengan
berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur
Kedodukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs dan
Tata Kerja sehelumnya sampai dengan dilantlova
pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wah
Kota, ini,

AN ...
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BAD XXX
KETENTUAN PENUTUP

1*aaal 312

Pada saat Peratumn Wali Kota ini mulai Derlaku:

il

Peraturan Wali HKota Palu Nomor & Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tala Kega Sekretariat
Dewan Perwakilan Ralyat Dacrah [Berita Daerah Kota
Palu Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungs dan Tata Kerjp  Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah
Kota Palu Tahun 20017 Momor 7);

Peraturan Wali Kota Womor & Tahun 2017 Tugas,
Fungsi, dan Tata Keds Inspektorat  Dacrah
sehagaimeana telah diubah dengan Pergturan Wali Kota
Palu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peribabhan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tugsas,
Fungsi, dan Tata Kerja [nspektorat Daerah [Berta
Decrah kKots Palu Tahun 2020 Nomor 22);

Peraturan Wali Kota Palu Namor 9 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
{Berita Daeral Kota Pelu Tahun 2017 Momor 9);
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017
tentang Tupas, Fungsi dan Tata Kergja Demas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungsm  Anak
{Berita Daerah Kota Pald Tabun 2017 Nomer 149);
Feraiuran Wali Eota Palu Nomor 11 Tahun 2017
lentang Tupas, Fungsi dan Tata Kerja Pengendalian
Fenduduk dan Keluarga Berencana (Beritg Deerah
Kota Palu Tahun 2017 Nomor 11];

Feraturan Wali Kota Palu MNomor 12 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kena Dinaa Sosial
(Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 12),
Feraturan Wali Kala Palu Nomor 13 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungs dan Tata Ketja Dinas Koperas,
Usaha Mikro Keell dan Mencngah dsn Tenaga Kena
{Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomoer 1.3);
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017
tentarng  Tupas, Fungsi dan Tata Kepga Dhinas
Penaneman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tBerita Draerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 14);
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2017
tentang Tupes, Fupngsi dan Tata HKerja Dinas
Perdaganpan dan Perindustrian {Berita Daerah Kota
Falu Tahun 2017 Nomar 15);

Peraturan Wali Kata Palu Nomor 17 Tahun 2017
tentang Tupgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemoda
dan olahraga (Berila Daerah Kota Paly Tahun 2017
Nomor 17}

1. Peraturarn.,.
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Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tghon 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pelrerjaan
Umum (Berita Dimerah Kota Paly Tahun 2017 Nomar
19];

Feraturan Wali Kota Palu Nomor 20 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tarta Kerja Dinas Penataan
Kuang dan Pertanahen (Merita Dacrah kota Palu
Tahun 2017 Horoe 20);

Pecraturan Wali Eola Palu Nemor 21 Tahun 2017
tentang Tugaa, Fungw dan Tata Kerga Dinag
Perumahan dan Kawasan Permuldman (Berita Daerah
Kota Pala Tahun 2017 Nomoer 21;

Feraturan Wali Kotz Palu Nomor 22 Tahun 2017
tentang Tugas. Fungsi dan Tata Kenga Dinas
Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Palu Tahun
2017 Nomor 22);

Feraturan Wali Kota Falu Nomeor 23 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian
dan Ketahanan Fangan {Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 23);

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tugas, Tungsi dan Tata Kerja [Dinas
Komunikasi dan Informatika [Benta Dacrah Kota Palu
Tabun 2017 Nomor 24,

Feraturan Wali Kota Palu Nemoer 25 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tals Kerga Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamalan [(Berita Daerah Kota
Falu Tahun 2017 Nomor 23);

Peraturan Wali Kata Palu Nomor 20 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Xerja S8atuan Molisi
Parmong Praja {Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017
Nomeor 26},

Peraturan Wali Kota Falu Nomor 27 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan
dan Perpustalaan (Berita Daerah Kota Palu Tahun
2017 Nomor 27);

Feraturan Wali Kata Palu MNomor 28 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Ketja Badan
Perencanaan FPembangunan Dacrah (Benta Oaerah
Kola Paly Tabun 2017 Nomor 28],

Peraturan Wali Kata Falu Nomor 29 Tabhun 2017
tentang  Tupas, Fungsi dan Tala  Kerga Badan
Kepegiwaian dan  Pengembmngan Sumbser Dava
Manusia Daerah |Herita Daerah Kota Palua Tahun 2017
Momeor 29);

Feraturan Wal Xota PBFalu Nomor 30 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan I'engelola
Reuangan dan Aset Daerah {Benta Daerah Kota Pain
Tahun 2017 Nomor 30},

Feraturan Wali Keta Palu Nomor 3t Tahun 2017
tentang Tugas, Fuangsi dan Tata Kerja Badan
Fendapatan Daerah {Berita Daersh kota Palu Tahun
2017 Nomaor 31);

¥. Peratymr.,,
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Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahup 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Tale Kerja Badan Penclitian
dan Pengembangan Daerph (Berita Daerah Keota Palu
Tahun 2017 Nomor 32);

Feraturan Wali Kota Paly Nomor 33 Tahuon 2017
tentang  Tugas, HFungsi dan Tata Kerja Dinas
FPerhubungan =ebgaimana telah  disbah  dengan
Peraturatt Wali Kota Paluy Momor © Tahun 2020
tentang Perubaban atas Permturan Wali Kota Palu
Nomor 33 Tahun 2017 tenlang Tugas, Fungsi dan Tata
Kega [hnas Perhubungan [Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2020 Nomaor 9,

Prraluran Wali Kota Palu Noimor 34 Tahun 2017
lenlang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan
[Benita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomaor 34
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2015
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Hermja Dinas
Fendidikan darm Kebudsayaan [Berita Daerah Kota Paiu
Tahun 2018 Nomor 19);

Peraturan Wali Kata Palu NWomor 20 Tahun 2019
Tentang ‘Tugas, Fungsi dan Tata Kegja Dinasg
Fariwizata (Berila Daerah Kota Falu Tahun 2019
Nomeor 204,

Feraturan Walh Kota Falu Nomor 10 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungs dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah (Berita Daerah Kota Falu Tahun 2020 Nomor
10%;

Feraluran Walh Kota Palu Momor 48 Tahun 2021
tentang Kedudukan dan  Susunan Crganisasi
Perangkat Daerah [Berita Daerah Kota Falu Tahun
2021 Nomor 48],

dicalut dan dinyatakan tidak berlakua.

FPasal 313

Peraturan Wali Kota ini mulail berlalu pada tanggal
diundanghan.

Apgar...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali  Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Januan 2024
WALI KOTA PALU,
ttel
HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Januan 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 4



LAMPIRAN 1
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,

FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH
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WALI KOTA PALU,
ttd

HADIANTO RASYID



LAMPIRAN 11

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUHTUR ORGANISAB]

SEERETARIAT DPRD
SEERETARIAT DPRD
| .
JABATAN FUNGHIONAL
_ _
BAGIAN UMUM BAGIAN PERSIDAMOAN BAGIAN KEUANGAN
| O (1 T L ) j { 1 1 I |
SUM BACHAN UMLUM DAN KEPEGAWALAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL || | | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | |
B AN PELAKSANA DAN PELAKSANA
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Eo4 I R
RELOMPOK JABATAN FLRGSIONAL DAN | ]
PELAKSAMA
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WALI KOTA PALU,
rd

ttd

HADIANTO RASYID



LAMPIRAN 111
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGALS,

FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

ETREUETUR ORGANIBABI
INSPEKTORAT
[NSPEEKTORAT
SEKRETARIS
r _ _
SLIH BAGIAN FERENCANAAN DAN SUB BAGIAN KEPEGAWALAR, UMUM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN
JABATAN FUNGEIONAL
_ _ I _
[NSPEKTUR PEMBANTL BIDANG
INSPEKTUR PEMBANTU | INEPEKTUS PEMBANTL I INSPEKTUR PEMEANTU 111 PEMERINTAHAN APARATUR DAN
INVESTICAS]
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WALI KOTA PALU,
s ttd

HADIANTO RASYID




LAMPIRAN [V

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
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WALI KOTA PALU,
ttd

HADIANTO RASYID



LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI], TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

_ BEKRETARIE
|
BB BAAN
KEREFECAWAIAN QAN
LIMLIN
JABATAN FUNGEIONAL
[ | [ ]
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WALl KOTA PALU,
ted

HADIANTO RASYID
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